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ABSTRAK

Nama : Immanuel Julius

Program Studi . Sarjana Fakultas Hukum

Judul : Hak Istri Atas Hibah Suami Pasca Meninggal Tanpa Adanya
Keturunan (Anaisis Terhadap Putusan MA Nomor 12
K/PDT/2009)

Skripsi ini membahas mengenai hibah yang dilakukan oleh seorang
pewaris kepada istrinya sewaktu ia hidup. Sepanjang perkawinannya sampai
suami tersebut meninggal dunia, mereka berdua tidak dikarunia anak atau
keturunan. Para saudara dari pewaris merasa kehilangan hak mewaris atas hibah
tersebut sehingga terjadi perselishan di antara keluarga. Mereka beranggapan
seorang janda tidak berhak atas harta waris dari suaminya yang telah meninggal.
Dengan pertimbangan-pertimbangan tersendiri, Mahkamah Agung memutuskan
bahwa hibah tersebut adalah sah. Penulisan skripsi ini menggunakan metode
penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder. Adapun
kesimpulan dari penelitian ini adalah Mahkamah Agung seharusnya lebih
menerapkan ketentuan Pasal 832 dan Pasal 852a KUHPerdata.

Kata Kunci:

Hibah, Istri, Perkawinan
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ABSTRACT

Name : Immanuel Julius
Study Program : Bachelor of law
Title . Right On Wife Dies After Husband Grant Without The

Descendants (Analysis of Supreme Court Decision
Against Number 12 K/PDT/2009)

This thesis discusses about the grants made by an heir to his wife during
her life. Throughout her marriage until the husband dies, they both do not have
children or decendants. The brother of the heir inherited the right to feel the loss
of the grant is causing friction between families. They assumed a widow is not
entitled to the estate of her husband who had died. With its own considerations,
The Supreme Court ruled that the grant is legitimate. Writing this thesis using the
methods of library research using secondary data sources. The conclusions of this
study is The Supreme Court should further implement the provisions of Article
832 and Article 852a Civil Code.

Keywords:
Grant, Wife, Marriage
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum perdata pada hakekatnya merupakan bagian dari hukum pada
umumnya. Hukum ialah sekumpulan kaidah-kaidah yang mengatur atau
menguasal tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menguasai seluruh
kehidupan seseorang di dalam masyarakat, balk dalam hubungannya antara
sesama anggota masyarakat maupun antara seseorang dengan negara, ataupun
antara seseorang dengan bagian negara. Dengan demikian, maka hukum iaah
suatu kaidah atau norma yang mengatur mengenal tingkah laku manusia dalam

pergaulan kemasyarakatan mereka.

Hukum perdata ialah kaidah-kaidah yang menguasai kehidupan manusia
dalam masyarakat dalam hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain
dan hukum perdata pada prinsipnya menguasai kepentingan perorangan. Misalnya
hukum perkawinan, hukum perjanjian, seperti perjanjian jual-beli, sewa menyewa,
merupakan hukum perdata, karena dititik beratkan pada perlindungan kepentingan
perorangan, yakni kepentingan pihak-pihak yang terikat di dalam hubungan
hukum tersebut.?

[Imu hukum perdata membagi materi hukum perdata dalam empat bidang

yaitu:®
a  Hukum Pribadi;

Yatu kadah-kaidah hukum yang mengatur kedudukan orang sebagai
subyek hukum, pendukung hak-hak perdata, mengatur siapa yang menjadi subyek

hukum;

! Wahyono Darmabrata, Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak
dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan), Cet. 2, (Jakarta: Rizkita, 2009), hal. 1.

% bid.

% |bid., hal. 32.
Universitas Indonesia
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b. Hukum Keluarga;

Yaitu kaidah-kaidah hukum yang mengatur hal hubungan hukum yang
timbul dari hubungan kekeluargaan, perkawinan, hubungan antara orang tua

dengan anak, perwalian, dsb;
c. Hukum Kekayaan;

Yaitu semua kaidah-kaidah hukum yang mengatur hal hubungan-
hubungan hukum yang dapat dinila dengan uang. Pengertian kekayaan dalam
hubungan ini harus diartikan sebaga sekumpulan hak dan kewajiban seseorang
yang dapat dinila dengan uang, hak dan kewajiban itu lazim dapat dipindah
tangankan kepada orang lain. Hak-hak perdata dalam bidang hukum ini dapat
dibagi dalam dua macam, yaitu:

1) Hak-hak kebendaan, yaitu hak kebendaan yang sifatnya memberikan
kenikmatan atas suatu benda seperti hak milik, bezit, erfpacht, dsb., dan
hak kebendaan yang sifatnya memberikan jaminan atas pelunasan hutang,
hak gadai hipotik, dsb., termasuk di dalamnya hak-hak atas benda
immaterial seperti hak atas suatu merk dagang, oktroi, hak cipta yang
kesemuanya itu bersifaa mutlak artinya berlaku, karenanya dapat
dipertahankan terhadap gangguan setiap orang;

2) Hak-hak perikatan atau hak-hak perorangan artinya hak yang timbul dari
suatu perikatan perdata dan bersifat relatif artinya berlaku dan dapat
dipertahankan hanya terhadap orang-orang tertentu saja, misalnya hak-hak

yang lahir dari suatu perjanjian;
d. Hukum Waris;

Semua kaidah hukum yang mengatur mengenai peralihan harta kekayaan
orang yang meningga dunia kepada para ahli waris penerima warisan tersebut.
Selain mengatur hal yang berkaitan dengan nasib harta kekayaan itu, hukum waris
juga mengatur mengenai sigpa diantara atau dari lingkungan keluarga peninggal

warisan itu (pewaris) yang berhak mewaris harta peninggal an tersebui.

Universitas Indonesia

Hak istri ..., Immanuel Julius, FH Ul, 2011



Mengena hubungan hukum yang meliputi pribadi pihak-pihak yang dalam
hal ini manusia sebagai subyek hukum utamanya sebagai pendukung hak dan
kewgjiban dalam lalu lintas hukum, ada faktor penentu dalam menentukan

hubungan hukum itu.

Diantara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi status hukum seseorang
maka perkawinan merupakan faktor yang paling berpengaruh atas kedudukan
hukum orang yang terikat dalam perkawinan tersebut. Karena perkawinan itu
tercipta suatu hubungan hukum antara suami-isteri, kemudian jika dalam
perkawinan dilahirkan anak, maka tercipta hubungan hukum antara orang tua
dengan anak, demikian pula hubungan hukum dengan keluarga masing-masing
suami-isteri. Terciptanya hubungan hukum tersebut membawa serta timbulnya
tanggung jawab satu terhadap yang lain sebagaimana ditentukan dalam undang-
undang. Perkawinan merupakan suatu peristiwva dalam kehidupan orang yang
sangat mempengaruhi status hukum orang tersebut.* Oleh karena itu, negara
berusaha untuk mengatur perkawinan, dengan suatu Undang-undang Nasional,
yang dimaksudkan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu dengan
diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU
No. 1 Tahun 1974), yang diharapkan dapat menciptakan unifikasi hukum dibidang
hukum perkawinan atau hukum keluarga.®

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, maka dapat disimpulkan bahwa
undang-undang menghendaki terciptanya unifikass hukum dalam pengaturan
perkawinan di Indonesia, Pasal 66 Undang-undang Perkawinan dengan
menyatakan tidak berlaku aturan perkawinan lama, atau peraturan perkawinan
sebelumnya, yang mencerminkan adanya kebhinekaan, sepanjang hal tersebut
atau materinya telah diatur di dalam Undang-undang Perkawinan.®

41bid., hal. 54.

® Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Hukum Perkawinan dan Keluarga di
Indonesia, Cet. 2 (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 1.

® Ibid., hal. 4.
Universitas Indonesia
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Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 secara garis besar menentukan bahwa;

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan
perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya
Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan
Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S. 1933
Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde
Huwelijken S. 1898 Nomor 158) dan peraturan-peraturan lain yang
mengatur tentang perkawinan sgjauh telah diatur dalam Undang-undang
ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Berdasarkan Pasal tersebut, maka Undang-undang Perkawinan membuka
penafsiran bahwa peraturan perundang-undangan perkawinan lama pada
hakekatnya tidak dihapuskan secara keseluruhan, terutama peraturan perundang-
undangan yang berlaku pada masa pemerintahan Hindia Belanda Peraturan
Perkawinan yang dihapuskan hanyalah peraturan perundang-undangan yang
masalahnya telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Sedangkan mengenai hal
yang belum diatur di dalam Undang-undang Perkawinan tersebut maka dapat

ditafsirkan masih diberlakukan peraturan perundang-undangan yang lama.®

Dengan demikian maka kiranya dapat ditefsirkan bahwa antara tujuan UU
No. 1 Tahun 1974 yang menghendaki terciptanya unifikasi hukum dalam bidang
hukum perkawinan dengan hakekat pengaturan materinya dalam Undang-undang
dan peraturan pelaksanaannya, ternyata belum sepenuhnya dapat terwujudkan.
Dengan lain perkataan dapat dikatakan bahwa masih terdapat kemungkinan
penafsiran bahwa dibidang hukum perkawinan pada hakekatnya masih terdapat

pluralisme hukum.®

Menurut pendapat J. Satrio, SH., dalam bukunya Asas-asas Hukum
Perdata menyatakan bahwa Undang-undang Perkawinan pada hakekatnya berisi
ketentuan tentang Hukum Keluarga. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan

" Ibid.
8 |bid., hal. 5.
® Ibid., hal. 6.

Universitas |ndonesia
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bahwa Undang-undang Perkawinan tidak semata-mata mengatur tentang

perkawinan, misalnya:*°

a

b.

€.

f.

dasar-dasar perkawinan (Pasal 1 §/d 5);
syarat-syarat perkawinan (Pasal 6 s/d 12);
pencegahan perkawinan (Pasal 13 §/d 21);
batalnya perkawinan (Pasal 22 s/d 28);
perjanjian perkawinan (Pasal 29);

putusnya perkawinan dan lain-lain (Pasal 38 s/d 41).

Tetapi juga mengatur tentang akibat-akibat perkawinan yang merupakan

bidang hukum keluarga seperti:**

a

hak dan kewajiban suami-isteri di dalam perkawinan (Pasal 30 s/d
34);

harta benda di dalam perkawinan (Pasal 35 s/d 37); dan bahkan di
dalamnya diatur pula tentang:

hubungan orang tua dan anak (Pasal 45 s/d 49);

hubungan antara anak yang di bawah perwalian dengan wali (Pasal
50 ¢/d 54).

Perkawinan membawa akibat tidak hanya mengenai hubungan hukum

antara suami-isteri, melainkan juga terhadap harta benda mereka dan penghasilan

masing-masing. Menurut undang-undang maka keadaan harta benda perkawinan

suami-isteri tersebut tergantung dari ada tidaknya perjanjian perkawinan.™

Mengena harta benda perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974,
pada Bab VII dengan judul Harta Benda Daam Perkawinan, Pasal 35 sampai

19 bid., hal. 4.

" Ibid.

12 \Wahyono Darmabrata, Op. Cit., hal. 128.

Universitas |ndonesia
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dengan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan. Harta benda perkawinan suami-
isteri pada hakekatnya meliputi harta yang dibawa kedalam perkawinan oleh
suami-isteri dan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung. Harta
yang dibawa kedalam perkawinan dapat merupakan harta yang benar-benar milik
pribadi suami-isteri, tetapi dapat juga meliputi harta pusaka atau keluarga suami-
isteri yang bersangkutan. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, dapat
merupakan harta yang didapat oleh suami-isteri sebagai hasil jerih payahnya,

namun juga dapat diperoleh karena pemberian dan atau warisan.™

Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa harta benda
yang diperoleh selama atau sepanjang perkawinan berlangsung menjadi harta
bersama. Sepanjang perkawinan artinya segjak perkawinan dilangsungkan hingga
putusnya perkawinan, karena perceraian, kematian maupun karena putusan
pengadilan. Sedangkan harta bersama artinya harta tersebut menjadi milik suami-
isteri bersama-sama.'* Harta bersama tersebut meliputi:*

a harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;

b. harta yang diperolen sebaga hadiah/pemberian atau warisan
apabila ditentukan demikian;

C. hutang-hutang yang timbul, selama perkawinan berlangsung,

kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami-isteri.

Sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh
sesudah perkawinan yang berupa hadiah atau warisan menjadi harta bawaan.
Harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh
masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-
masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*

3 Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, Op. Cit., hal. 95.

“ Ibid,

" Ibid., hal. 96.

° i Soesilowati Mahdi; Surini Ahlan Sjarif; dan Akhmad Budi Cahyono, Hukum

Perdata (Suatu Pengantar), Cet. 1, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hal. 60.
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Telah diketahui, bahwa di Indonesia berlaku lebih dari satu sistem Hukum
Perdata, yaitu Hukum Perdata Barat (Hukum Perdata Eropa), Hukum Perdata
Adat dan Hukum Perdata Islam. K etiga sistem tersebut, semuanya antara lain juga

mengatur cara pembagian harta warisan.

Hampir sebagian besar masyarakat kita secara khusus para kepala keluarga
yang mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan mendahului. Semasa masih hidup
mereka telah membagikan sebagian besar dari keyakinan mereka kepada anak-
anaknya, dimana masing-masing mereka mendapat bagian-bagian yang sama
besar tanpa membedakan jenis kelaminnya. Sehingga, setelah mereka meninggal
harta atau kekayaan yang harus dibagi sebagi warisan tinggal sedikit, bahkan

sampai hampir habis sama sekali.

Dalam melihat fenomena praktek masyarakat Indonesia sebagaimana yang
terjadi di atas, dapat dilihat adanya hubungan atau keterkaitan antara hibah dan
waris. Misanya penerimaan hibah memiliki akibat sendiri dalam
memperhitungkan harta warisan, maksudnya apabila terjadi pembagian harta
warisan penerimaan hibah harus memperhitungkan segala hibah yang telah
diterimanya selama pewaris masih hidup, hubungan antara penerimaan hibah
maupun proses pembagian harta warisan sangat bervariasi. Hukum menetapkan
demikian, untuk menjamin hak-hak para ahli waris dan pihak lain secara
keseluruhan dan ruang lingkup kewarisan.*’

Dalam KUHPerdata, ketentuan mengena hibah diletakkan dalam bab
kesepuluh pada Pasal 1666 yang menyebutkan bahwa hibah adal ah:
“Suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan

cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu
benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”

Dalam memperoleh hak milik terutama menyangkut kewarisan, seringkali

melahirkan suatu masalah baru dalam pembagiannya. Saat pembagian warisan

7 Prastowo Hendarsanto, Studi Perbandingan tentang Hubungan Hibah dengan Waris
menurut Kompilass Hukum Isdam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Tesis,
http://eprints.undip.ac.id/17645/1/PRASTOWO HENDARSANTO.pdf, diakses pada tanggal 14
maret 2011.
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mulai dibacakan, seringkali menimbulkan rasa ketidakpuasan dari beberapa ahli
waris periha jumlah besaran bagian yang seharusnya mereka dapatkan. Hal-hal
seperti ini yang dapat melahirkan sebuah konflik baru dalam sebuah hubungan
keluarga. Konflik yang sering kali muncul pada saat pembagian, menyangkut
seputar masalah pemberian hibah atau pelaksanaan hibah wasiat (testamen) dari
pewaris kepada ahli waris dan orang lain diluar ahli waris yang ternyata dapat
mengganggu bagian mutlak (legitime portie) dari ahli waris yang bersangkutan,
dimana hal seperti ini melanggar ketentuan yang ada dalam hukum waris,
sebagaimana ditekankan dalam hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat
(KUHPerdata).

Penyimpangan yang kerap terjadi dalam hukum waris ini juga sering
diangkat hingga ranah pengadilan, dalam kaitannya bagi para ahli waris yang
menuntut hak mereka agar dibagikan dengan adil sesuai jumlah dan besaran
masing-masing secara layak. Terhadap masalah ini, penulis berhasil menemukan
kasus mengenai hibah yang dalam pelaksanaannya menyangkut hak seorang istri

tanpa keturunan, atas harta peninggalan suaminya pasca meninggal.

Kasus ini bermuladari timbulnya gugatan para Penggugat (1. Ngayami br.
Barus, 2. Nurliana br. Barus, 3. Kolah Barus, 4. Nurhaida br. Barus) yang
mengajukan gugatan terhadap para Tergugat (1. Dra. Srimodelina br. Sembiring;
2. Rodlina Ginting; 3. lvan Ignatius Barus; dan 4. Rica Angelia Barus). Bahwa
semasa hidup am. Daud Barus atau disebut juga Daud Immanuel Barus (suami
dari Tergugat I) yang juga merupakan saudara kandung dari para Penggugat
semasa hidupnya memperoleh harta yang berasal dari kedua orang tuanya alm.
Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan.

Adapun harta tersebut antara lain; 1. sebidang tanah luas 525 m? terletak di
Jn. Bunga Sedap Maam, Kel. Padang Bulan, Kec. Medan Selayang, Kota
Medan, yang diperoleh berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian No.
015/Desa Padang Bulan Selayang 11/1996, tanggal 27 Januari 1996 dibuat di
hadapan Mas Suprapto Siswopranoto, SH. PPAT Daerah Tk. |1 Kodya Medan,
sebagaimana tercantum dalam SHM No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang I1; 2.
sebidang tanah ukuran 12,50 m x 50 m berikut dengan bangunan yang melekat
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diatasnya, terletak di Jin. Parang |, Kel. Kwala Bekaa, Kec. Medan Johor,
Medan; 3. sebidang tanah seluas kurang lebih 1 ha terletak di Dsn. I, Ds.
Kampung Lama, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, yang diperoleh
berdasarkan Akta Hibah No. 30 tertanggal 18 Juni 2002 yang dibuat di hadapan
Adi Pinem, SH., Notaris di Medan.

Bahwa sebagian dari tanah seluas 427 m? sebagaimana dalam SHM No.
528, seluas 217 m? telah dijual oleh ahli waris dari alm. Bolat Barus dan almh.
Tangkelen br. Tarigan seharga Rp. 34.720.000,- sebagaimana Akta Pengikatan
Jual Beli No. 8 tertanggal 29 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Peris Maha, SH.,
Notaris di Medan, atas penjualan tanah tersebut Tergugat | memohon agar beliau
dapat bagian. Tetapi oleh karena Tergugat | dianggap bukan sebaga ahli waris,
maka Penggugat tidak memberikannya, kemudian atas tanah seluas 210 m? yang
merupakan sisa tanah setelah dijual kepada Drs. Sedia Ginting seluas 217 m?
sebagaimana daam SHM No. 528 adalah Hak Penggugat beserta dengan
Tergugat |11 dan IV, sebagai ahli waris dari alm. Bolat Barus dan amh. Tangkelen
br. Tarigan yang masih hidup, sedangkan am. Daud Barus yang telah meninggal
tanpa meninggalkan anak dan keturunan dari Tergugat | dianggap tidak berhak
atas sebagian warisan tersebut.

Adapun kasus yang dimaksud terjadi di Kota Medan, antara keluarga
pewaris melawan seorang penerima hibah yang tak lain merupakan seorang istri
yang ditinggal mati (janda) pewaris tanpa mempunyai keturunan. Berdasarkan
penjabaran diatas, maka pengambilan ide tulisan skripsi ini berasal dari Putusan
Mahkamah Agung No. 12 K/PDT/2009 dimana penerima hibah telah kalah dalam
tingkat Banding di Pengadilan Tinggi, sehingga beliau melakukan upaya hukum
untuk memperoleh hak-nya kembali sebagai penerima hibah. Oleh karenanya
penulis merasa tertarik untuk mempelgjari lebih dalam mengenai ketentuan hibah
serta menganalisa apakah pertimbangan-pertimbangan yang terangkum dalam
putusan tersebut telah sesuai dengan teori yang sudah ada, dalam karya ilmiah
yang berjudul “Hak Istri Atas Hibah Suami Pasca Meninggal Tanpa Adanya
Keturunan (Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 12 K/PDT/2009)".
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1.2 Pokok Per masalahan

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka
pokok permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagamana hak istri atas harta suami yang meningga tanpa

keturunan ?

2. Bagaimana kepastian hukum terhadap hak istri yang tidak
mempunyal keturunan atas harta suami yang diperoleh dari hibah,
pasca meninggal (Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 12
K/PDT/2009 sudah sesual dengan ketentuan KUHPerdata) ?

1.3  Tujuan Penulisan

Merujuk pada perumusan masalah dan pokok permasalahan di atas, maka
tujuan dari penelitian ini adalah selaras dengan hal tersebut yaitu:

1 Untuk mengetahui gambaran dan analisis secara obyektif mengena
hak istri tanpa keturunan atas harta suami pasca meninggal dunia
serta bagaimana penerapannya dalam KUHPerdata dan menurut
Y urisprudensi Mahkamah Agung.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah hakim telah tepat
dalam memutus perkara terhadap kepastian hukum hak istri atas
hibah suami pasca meningga tanpa adanya keturunan (Anaisis
Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 K/PDT/2009).

14  Definisi Operasional

Suatu penelitian dalam penyusunannya selalu memerlukan kerangka teori
dan konsep untuk memudahkan pembaca dalam memahami maksud penulis.

Kerangka teori diperlukan sebagal suatu kerangka berfikir secara alamiah dan
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dilandasi oleh pola fikir yang mengarah pada suatu pemahaman yang sama'®
Sedangkan kerangka konsep merupakan penggambaran hubungan antara konsep-
konsep khusus yang akan dibahas dalam suatu penelitian.® Oleh karena itu,
istilah-istilah yang digunakan oleh penulis dalam kaitan dengan penulisan ini
adalah sebagai berikut:

a Hukum Waris; ialah hukum yang mengatur mengenal apa yang harus
terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengatur
peradihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang
meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.®

b. Harta warisan atau warisan; ialah kekayaan yang berupa keseluruhan
aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para

ahli waris.?*

C. Boedel; ialah keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang

menjadi milik bersama beberapa orang ahli waris.*?

d. Pewaris; ialah orang yang meningga dunia yang meninggalkan harta

kekayaan.”®

e. Ahli Waris; ialah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang
menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena

meninggalnya pewaris.**

'8 5ri Mamudiji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 17.

9 |bid., hal. 18.

% Srj Soesilowati Mahdi; Surini Ahlan Sjarif; dan Akhmad Budi Cahyono, Op. Cit., hal.
91.

2 | bid.
2 | pid.
3 |bid.

#1bid.
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f. Aktiva; adalah sgumlah benda yang nyata ada dan/atau berupa
tagihan/piutang kepada pihak ketiga.®®

g. Pasiva;, adalah sgumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak
ketiga, maupun kewagjiban lainnya (menyimpan benda orang lain dan

sebagainya.®®

h. Hibah; adalah suatu perjanjian dengan mana s penghibah, diwaktu
hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali,
menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang
menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah

selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.?’

I Surat Wasiat (Testamen); ialah suatu akta yang memuat pernyataan
seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia
meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali |agi.?

J. Bagian Mutlak (Legitime Portie); adalah suatu bagian dari harta
peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus
menurut undang-undang, terhadap bagian mana s yang meninggal tak
diperbolenkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang
masih hidup, maupun selaku wasiat.”

% gurini Ahlan Sjarif, Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek, Cet. 1,
(Jakarta: Ghalialndonesia), hal. 20.

% | bid.

" Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R.
Subekti dan R, Tjitrosudibio, Cet. 29, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), Ps. 1666.

2 |bid., Ps. 875.

2 |bid., Ps. 913.
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K. Hak Saisine; adalah hak para ahli waris untuk menerima segala hak dan
kewgjiban yang ditinggakan oleh pewaris segera setelah pewaris

meninggal dunia, tanpa harus menuntut penyerahan.*

Hak; ialah ketika lahir, manusia secara hakiki telah mempunya hak dan
kewgjiban. Tiagp manusia mempunyai hak dan kewagjiban yang berbeda,
tergantung pada misalnya, jabatan atau kedudukan dalam masyarakat.
Bertens dalam bukunya yang berjudul Etika memaparkan bahwa dalam
pemikiran Romawi Kuno, kata ius-iurus (Latin: hak) hanya menunjukkan
hukum dalam arti objektif. Artinya adalah hak dilihat sebagai keseluruhan
undang-undang, aturan-aturan dan lembags-lembaga yang mengatur
kehidupan masyarakat demi kepentingan umum (hukum dalam arti Law,
bukan right). Pada akhir Abad Pertengahan ius dalam arti subjektif, bukan
benda yang dimiliki seseorang, yaitu kesanggupan seseorang untuk sesuka
hati menguasai sesuatu atau melakukan sesuatu (right, bukan law).*

15 M etode Penulisan

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk karya tulis ilmiah, yang
membutuhkan data penunjang. Untuk dapat memperoleh data tersebut maka
dilakukan metode tertentu yaitu metode penelitian hukum. Fungs dari metode
penelitian hukum tersebut adalah menentukan, merumuskan, dan menganalisa
serta memecahkan masalah tertentu untuk dapat mengungkapkan kebenaran-

kebenaran.*

Adapun bentuk dari penelitian ini menggunakan metode penelitian yang
berdasarkan metode normatif (studi kepustakaan) artinya hanya dilakukan dengan

% sSurini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan
Menurut Undang-Undang, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media Group kerjasama dengan Badan
Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 15.

31 Wikipedia, Pengertian Hibah, http:/id.wikipedia.org/wiki/Hak, diunduh 16 maret 2011,
pkl. 11.35 wib.

32 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3, (Jakarta: Ul-Press, 1986), hal.
13.
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cara mengliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat umum. Metode
normatif dalam penulisan ini dilakukan dengan cara mengadakan analistis
terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan buku seperti artikel dan
makalah yang berhubungan dengan penulisan ini. Bahan-bahan hukum yang
digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan hukum vyang mengikat, meliputi peraturan
perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer yang
dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah ketentuan perundang-
undangan mengena hukum perdata, khususnya dalam bidang perkawinan,
harta kekayaan, dan hibah. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud
adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau
Burgelijk Wetboek dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, yang isinya tidak
mengikat. Bahan sekunder tersebut antara lain meliputi jurnal, majalah,
artikel, surat kabar, buku, serta hasil karya ilmiah lainnya yang membahas
mengenai masalah waris dan hibah. Bahan hukum sekunder yang dipakai
dalam penyusunan skripsi ini antara lain adalah buku berjudul Pokok-
Pokok Hukum Perdata karangan Prof. Subekti, SH; Hukum Perkawinan
dan Keluarga Indonesia karangan Prof. Wahyono Darmabrata, SH., MH,
dan Surini Ahlan Sjarif, SH., MH; dan Hukum Perkawinan Perdata (Syarat
Sahnya Perkawinan Hak dan Kewgjiban Suami Isteri Harta Benda
Perkawinan) karangan Prof. Wahyono Darmabrata, SH., MH.

3. Bahan Hukum Tersier

Adaah bahan yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau penjelasan
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bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus

hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.
16  Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini sistematika penulisan disusun daam 5 (lima) bab,

dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab, sebagai berikut:

Bab 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan 7 (tujuh) sub-bab yaitu mengenai Latar Belakang
Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan Penulisan, Definisi

Operasional, M etode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

Bab 2 TINJAUAN UMUM MENGENAI PEWARISAN

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub-bab yang menjabarkan secara
umum tentang kewarisan. Penjelasan dalam sub-bab ini akan
ditinjau menurut Hukum Perdata (KUHPerdata) dan menurut
Y urisprudensi Mahkamah Agung.

Bab 3 TINJAUAN  UMUM TENTANG HIBAH MENURUT
KUHPERDATA

Daam bab ini penulis mencoba menjelaskan lebih rinci mengenai
tinjauan hibah pada umumnya ke dalam bentuk pengertian-
pengertian, ketentuan hibah kepada subyek pemberi dan penerima
hibah, ketentuan hibah kepada suami istri menurut KUHPerdata
dengan memfokuskan pembahasan terhadap ketentuan mutlak bagi

ahli waris.
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Bab 4 ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12
K/PDT/2009

Dalam bab ini penulis melakukan studi kasus mengenai akibat
hukum hibah yang pelaksanaannya dilakukan terhadap seorang
istri tanpa mempunyai keturunan, dengan melakukan analisa
hukum terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 12
K/PDT/2009. Penulis mencoba menjabarkan masalah-masalah
yang ditimbulkan serta memberikan analisa berdasarkan teori-teori
hukum yang ada dan bagaimana kepastian hukum yang terjadi atas
pertimbangan hakim dalam memutus perkara

Bab 5 KESIMPULAN

Daam bab penutup ini penulis membahas kesimpulan serta
berusaha untuk dapat menguraikan secara garis besar seluruh hasil
dari penelitian dan pembahasan serta penyelesaian atas masalah
yang terjadi dalam tinjauan putusan Mahkamah Agung Nomor 12
K/PDT/20009.
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BAB 2

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS

21  Tinjauan Hukum Waris Menurut KUHPerdata

Hukum Waris Eropa yang dimuat dalam Burgerlijk Wetboek (selanjutnya
disebut BW) adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenal kekayaan
karena wafatnya seseorang, Yyaitu mengenai pemindahan kekayaan yang
ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang
memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga
Kekayaan dalam pengertian waris di atas adalah sgjumlah harta kekayaan yang
ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva.
Namun, pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli
warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi karena adanya kematian. Hukum
waris menurut BW berlaku asas: “apabila seseorang meninggal dunia, maka
seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli
warisnya’, termasuk dalam lingkup harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban

yang dapat dinilai dengan uang.®

Hukum waris Perdata Barat diatur dalam Buku Il KUHPerdata (BW),
yaitu yang mengatur tentang Benda. Ha ini didasari oleh pemikiran: (1)
memperoleh warisan merupakan satu cara untuk memperoleh harta benda, dan (2)
fasafah hidup orang Barat pada umumnya bersifat materialistis dan
individualistis. Hal pertama dapat dilihat secara jelas dalam kehidupan sehari-hari
bagi orang yang memperoleh harta melaui warisan; hal kedua, dapat dilihat
daam pelaksanaan hukum waris perdata Barat, yaitu hanya hak-hak dan
kewgjiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda sgja yang dapat

% Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika,
2010), hal. 81.
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diwariskan; kecuali itu, dalam hak pakai hasil yang sebenarnya termasuk hukum
harta benda, tidak dapat diwariskan.

Dengan beberapa pandangan mengenai hukum waris dalam lingkup
KUHPerdata diatas, penulis dalam pembuatan karya ilmiah ini juga mencoba
menggambarkan paparan keseluruhan secara rinci mengena tinjauan umum
hukum waris dalam KUHPerdata dibawah ini, yang gambaran penulisannya akan

penulis coba jelaskan kedalam bentuk penulisan karyailmiah.

2.1.1 Pengertian Mewaris

Daam perjalanan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
akan mengalami tiga peristiwa penting yang dilaluinya, yaitu saat manusia
dilahirkan ke dunia ini, saat manusia melangsungkan perkawinan, dan saat
manusia meninggal dunia untuk kembali ke hadirat Sang Pencipta. Seorang
manusia selaku anggota masyarakat selama masih hidup, mempunyai tempat
dalam masyarakat dengan disertai berbaga hak dan kewajiban terhadap orang-
orang anggota lain dari masyarakat itu dan terhadap barang-barang yang berada
dalam masyarakat ini.

Sebagal salah seorang anggota masyarakat, maka kalau berbicara tentang
seseorang yang meninggal dunia arah dan jalan pikiran kita tentu akan menuju
kepada masalah warisan. Namun demikian walaupun seseorang yang meninggal
dunia jadi sudah dimakamkan, perhubungan-perhubungan hukum itu tidaklah
lenyap begitu sgja, bukankah seseorang tadi masih mempunya sanak saudara
yang ditinggalkan, entah itu ayah atau ibunya, kakek dan neneknya atau juga
anak-anaknya. Tentu sgja hukum diperlukan pada setiap masyarakat yang
mengatur bagaimana cara kepentingan-kepentingan dalam masyarakat itu
diselamatkan, agar masyarakat sendiri selamat juga dan hal ini adalah tujuan dari
segala hukum. Dari uraian sedikit di atas, muncullah kini suatu pengertian yang
disebut “warisan’, yang dengan perkataan lain yaitu suatu cara penyelesaian

* |bid., hal. 82.
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perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit
banyaknya kesulitan sebagai akibat dari meninggalnya seorang manusia® dalam

hal mewaris.

Menurut pendapat Prof. R. Subekti, S.H., yang dinamakan mewaris ialah
menggantikan hak dan kewgjiban seseorang yang meninggal. Adapun yang
digantikan itu adalah hak dan kewagjiban dalam bidang hukum kekayaan, artinya

hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.*

Mewaris dapat juga
diartikan menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Pada
umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewsajiban di bidang hukum

kekayaan sgja.>’

Banyak literatur yang memberikan batasan-batasan terhadap definisi yang
berkaitan dengan hukum kewarisan. Namun di bawah ini istilah-istilah yang
dipergunakan dalam kewarisan perdata, yaitu:

1. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta
kekayaan.*®

2. Ahli Waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang
menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena
meninggalnya pewaris.*

3. Harta Warisan adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan
pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris.*°

** Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Cet. 3, (Jakarta: PT Rineka
Cipta, 2000), hal. 1-2.

% R. Subekti, Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, Cet. 4, (Jakarta:
Intermasa, 2004), hal. 21.

3" Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Op. Cit., hal. 7.
% |bid., hal. 10.

¥ 1bid., hal. 11.

“* | bid.
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4. Hukum Waris adaah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus
terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengatur
peraihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang
meninggal, serta akibat-akibatnya bagi paraahli waris.**

Berdasarkan ha ini, maka pengertian dari hukum waris adalah kumpulan
peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang,
yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggakan oleh orang yang
meninggal dan akibat dari pemindahan tersebut bagi orang-orang yang
memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun
dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.** Dengan kata lain, hukum
waris berbicara mengenai adanya seseorang yang meningga dunia. Dengan

meninggalnya s pewaris makawarisan akan terbuka bagi si ahli waris.

Hukum Waris di Indonesia masih bersifat plurdistis, karena saat ini
berlaku tiga sistem kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan
Hukum Waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata.** Hukum waris ini berbeda-

beda dengan pemberlakuan, antaralain:**

1. Adanya Hukum Waris Islam yang berlaku untuk segolongan penduduk

Indonesia;

2. Adanya Hukum Waris menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku untuk
golongan penduduk yang tunduk pada Hukum Perdata Barat;

3. Adanya Hukum Adat yang disana sini berbeda-beda, tergantung pada
daerah masing-masing, yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk
kepada Hukum Adat.

“bid.

“2 A, Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda,
diterjemahkan oleh M. Isa Arief, Cet. 1, (Jakarta: Intermasa, 1986), hal. 1.

“ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Op. Cit., hal. 1.
“bid., hal. 2.
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Berdasarkan Pasal 131 jo. Pasal 163 Indische Staatsregeling, Hukum Waris yang
diatur dalam KUHPerdata berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang
dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut.”® Namun ketentuan pasal 131
ayat (4) Indische Saatsregeling menyatakan bahwa orang Indonesia secara
perseorangan dapat menghapuskan berlakunya hukum adat terhadap mereka
sendiri dengan jalan menundukkan diri atas kemauan sendiri kepada hukum
perdata Eropa.*® Selain itu, meskipun di bidang hukum perkawinan telah terbit
UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan akibat dari perkawinan tentang
harta benda®’, tetapi tetap saja masalah kewarisan tidak diatur. Oleh karena belum
ada undang-undang yang mengatur masalah kewarisan, maka Pasal 66 UU No. 1
Tahun 1974 secara garis besar menentukan bahwa;

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan
perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya
Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan
Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S. 1933
Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde
Huwelijken S 1898 Nomor 158) dan peraturan-peraturan lain yang
mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang
ini, dinyatakan tidak berlaku.”

dapat ditarik kesimpulan bahwa masih tetap berlaku ketentuan hukum yang lama
atau dengan kata lain KUHPerdata masih berlaku bagi warga negara Indonesia
sekadar mengenal hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun
1974.

Sistem pewarisan menurut hukum barat yang dimaksud di sini adalah
sebagaimana diatur dalam KUHPerdata yang menganut sistem individual, dimana
harta warisan jika pewaris wafat harus selekas mungkin diadakan pembagian.

Sistem ini kebanyakan dianut oleh warga negara Indonesia keturunan asing seperti

* 1bid.

% R. Supomo, Sistem Hukum di Indonesia (Sebelum Perang Dunia 1), (Jakarta:
Noordhoff~Kolff N.V., 1953), hal. 101.

" Indonesia (d), Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU No. 1, LN No. 1 Tahun
1974, TLN No. 3019, ps. 35-37. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Pasal 35-37 mengatur akibat dari perkawinan, yaitu mengena harta benda, tetapi tidak ada pasal
yang mengatur mengenai kewarisan.
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keturunan Eropa, Cina, bahkan keturunan Arab atau lainnya yang tidak lagi
berpegang teguh pada ajaran agamanya.*®

Hukum waris pada dasarnya ditempatkan dalam Buku Il KUHPerdata

(tentang Benda), dengan alasan:*

1. Hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan sebagaimana diatur
dalam Pasal 528 KUHPerdata.

2. Hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, yang
dirumuskan dalam Pasal 584 KUHPerdata.

Aspek-aspek hukum lainnyayang terkait dalam hukum waris, adalah:*

1. Aspek Hukum Harta Kekayaan Tentang Perikatan; yaitu harta peninggalan
selain berupa hak-hak kebendaan yang nyata ada, dapat juga berupa
tagihan-tagihan atau piutang-piutang dan dapat juga berupa sgumlah
utang-utang yang melibatkan pihak ketiga (hak perorangan).

2. Aspek Hukum Keluarga; yaitu pada pewarisan menurut undang-undang
syarat utama untuk tampil sebagali ahli waris adalah adanya hubungan
darah. Hal ini berarti terkait dengan aspek Hukum Keluarga

Jadi, Hukum Waris menyangkut tiga aspek hukum perdata, yakni:

1. Benda (Buku Il KUHPerdata); yaitu adanya harta kekayaan / harta benda
yang ditinggalkan pewaris,

2. Keluarga (Buku | KUHPerdata); yaitu terbukanya warisan menentukan

sigpa yang berhak menerimanya,

3. Perikatan (Buku Il KUHPerdata); yaitu harta warisan tersebut terkait
dengan utang ataupun piutang (hak dan kewajiban).

“ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Cet. 7, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti),
hal. 32.

“9 Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Op. Cit., hal. 9.

% |bid., hal. 10.
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Daam pelaksanaan yang sering terjadi dalam masyarakat kita, pemberian
hibah maupun pewarisan yang dilakukan kepada ahli waris yang ditinggal kannya
harus dilakukan dengan tidak melanggar bagian mutlak para ahli waris yang telah
ditentukan menurut undang-undang dan merupakan suatu hal yang wajib
dilindungi ketentuannya. Hal ini menyangkut unsur-unsur yang terkandung dalam

ketentuan umum pewarisan dalam Hukum Waris, yakni:>*
1. Unsur Individual (menyangkut diri pribadi seseorang);

Pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai
kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa sgja
atas benda yang dimilikinya. Orang tersebut mempunyai kebebasan untuk
berbuat apa saja terhadap harta kekayaannya, misalnya menghibahkan
ataupun memberikan harta kekayaannya kepada orang lain menurut
kehendaknya.

2. Unsur Sosia (menyangkut kepentingan bersama);

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pemilik harta kekayaan
sebagaimana dijelaskan dalam unsur individua, yaitu kebebasan
melakukan apa sgja terhadap harta benda miliknya dengan menghibahkan
kepada orang lain akan dapat menimbulkan kerugian pada ahli warisnya.
Oleh karena itu, undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan
terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris yang sangat
dekat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka.

Pada hakekatnya tidak ada waris yang satu berbeda dari yang lain, tidak
ada waris yang seharusnya disingkirkan dari hak mendapat bagian dari warisan
yang terbagi, dan tidak ada waris yang seharusnya disingkirkan dari hak memakai
dan menikmati dari warisan yang tidak terbagi.> Dengan melihat tolak ukur
unsur-unsur di masyarakat dalam tercapainya pewarisan ini, haruslah dilandasi

dasar sikap kemanusiaan yang adil dan beradab dalam melindungi ketentuan

*!|bid., hal. 13.
*2 Hilman Hadikusuma, Op. Cit., hal. 16.
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bagian yang mutlak kepada siapa sgja para ahli waris yang berhak atas bagian

waris tersebut.

Atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab ini maka kedudukan harta
warisan dapat dipertimbangkan apakah ia perlu dilakukan pembagian ataukah
tidak, ataukah masih perlu diadakan penangguhan pembagiannya. Jika warisan
harus diadakan pembagian maka pembagian tidak berarti sama hak dan sama
banyak bagian antara pria dan wanita, oleh karena dapat sgja waris yang sangat
membutuhkan karena hidupnya yang susah mendapat lebih banyak dari pada
waris yang kecukupan, atau jika kerukunan hidup kebersamaan keluarga memang
baik, jika perlu harta warisan tetap sebaga kesatuan tidak terbagi-bagi untuk
dinikmati oleh semua waris secara bersama dibawah pimpinan pengurus harta
warisan.>® Dengan demikian dari sila ini dapat ditarik asas kesamaan hak atau
kebersamaan hak atas harta warisan yang diperlakukan secara adil dan bersifat
kemanusiaan baik dalam acara pembagian maupun dalam cara pemanfaatannya
dengan selalu memperhatikan para waris yang hidupnya kekurangan® dengan

tetap dilandasi unsur-unsur pewarisan dalam ketentuan hukum waris tersebut.

2.1.2 Syarat Umum Pewarisan

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pewarisan dalam hukum
waris perdata pada prinsipnya hanya terjadi karena kematian, sebagaimana
KUHPerdata menyatakan bahwa “Pewarisan hanya berlangsung karena
kematian”.> Ini dapat kita artikan bahwa pada asasnya kita baru berbicara
mengenal warisan jika ada orang yang meninggal dunia. Sementara itu, yang

menjadi syarat umum terjadinya pewarisan menurut Prof. Dr. R. Wirjono

3 |bid., hal. 16-17.
*bid., hal. 17.
*® Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op. Cit., Pasal 830.
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Prodjodikoro, SH, dalam memberikan batasan-batasan mengenai warisan, antara
56

lain:
1. Seorang yang meninggalkan warisan (Erflater) pada saat orang tersebut

meninggal dunia.

2. Seorang atau beberapa orang ahli waris (Erfenaam), yang mempunyai hak

menerima kekayaan yang ditinggal kannya itu.

3. Harta warisan (Nalaten Schap), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan
dan selalu beralih kepada para ahli waris tersebut.

Dengan demikian, maka suatu harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah
meninggal dunia saat ahli waris masih hidup. Ahli waris dalam ha ini adalah
setiap orang, termasuk pula seorang bayi yang baru lahir adalah cakap untuk
mewaris.>’ Mengacu pada penjelasan diatas, jika kita lihat pada Pasa 2
KUHPerdata, yang berbunyi:

“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai
telah dilahirkan, bilamanajuga kepentingan si anak menghendakinya.”

Dengan penjelasan ini dapat kita ssmpulkan, walaupun bayi tersebut belum
dilahirkan, ia tetap berhak mendapat warisan karena ada kepentingan tertentu
yang menghendakinya, yaitu mewaris. Akan tetapi, jika bayi tersebut meninggal
sewaktu dilahirkan, maka ia dianggap tidak pernah ada. Dengan kata lain, seorang
anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal, berhak untuk menerima harta
warisan.® Hal ini diatur secarategas lagi dalam Pasal 836 KUHPerdata, yakni:

“Dengan mengingat akan ketentuan dalam pasal 2 KUHPerdata, supaya
dapat bertindak sebaga waris, seorang harus telah ada, pada saat warisan
jatuh meluang.”

% Oemarsalim, Op. Cit., hal. 4.
> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. 21, (Jakarta: Intermasa, 1987), hal. 16.

% Effendi Perangin, Hukum Waris, Cet. 9, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010),
hal. 3-4.
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Perlu diperhatikan juga, bahwa dalam aturan pada Pasal 2 KUHPerdata mengenal
bayi dalam kandungan ibu, dianggap sebagai subyek hukum dengan
syarat;>°Dilahirkan hidup dan Ada kepentingan si anak menghendaki (warisan).
Ada suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat mengetahui saat yang tepat
kapan seseorang meninggal dunia. Demikian pula tidak secara tepat diketahui
apakah seorang ahli waris hidup pada saat s pewaris meningga dunia. Hal ini
terjadi apabila s pewaris dan ahli waris meninggal pada waktu yang sama.
Terhadap hal tersebut di atas, Pasal 831 KUHPerdata menentukan:

“Apabila beberapa orang antara mana yang satu adalah untuk menjadi
waris yang lain, karena satu malapetaka yang sama, atau pada satu hari,
telah menemui gjalnya, dengan tak dapat diketahui siapakah kiranya yang
mati terlebih dahulu, maka dianggaplah mereka telah meningga dunia
pada detik saat yang sama, dan perpindahan warisan dari yang satu kepada
yang lain taklah berlangsung karenanya.”

Adapun mengena harta warisan ini menurut KUHPerdata memiliki
pengertian dari manapun asalnya merupakan satu kesatuan yang secara
keseluruhan beralih dari tangan si meninggal kepada para ahli warisnya®
Disamping itu, sgjak dilangsungkannya perkawinan, maka terjadilah persatuan
bulat antara kekayaan suami dan kekayaan istri, dengan tidak memandang siapa
asalnya yang memiliki harta tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119
K UHPerdata™ yang berbunyi:

“Mulal saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan
bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan
perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang
perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan
antara suami dan istri.”

Oleh karena itu, maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan, baik yang
diperoleh si suami maupun s istri, secara sendiri atau bersama-sama, menjadi

harta persatuan yang bulat. Demikian pula harta yang diperoleh dari warisan

% Tim Pengajar Hukum Kewarisan Perdata Barat, Hukum Kewarisan Perdata Barat Buku
A, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hal. 2.

% Benyamin Asri dan Thabrani Asri, Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu
Pembahasan Teori dan Praktek, Cet. 1, (Bandung: Tarsito, 1988), hal. 5.

®! Ibid.

Universitas Indonesia

Hak istri ..., Immanuel Julius, FH Ul, 2011



27

masing-masing, maupun yang diperoleh dari hibah baik kepada suami ataupun
kepada istri ataupun kepada mereka berdua, kesemuanya termasuk dalam harta

warisan.®

2.1.3 Prinsip Umum Pewarisan
Prinsip-prinsip umum yang harus dipenuhi dalam pewarisan, antaralain:®®

1. Pada asasnya yang dapat beralih pada ahli waris hanya hak dan kewajiban
di bidang hukum kekayaan saja.

2. Dengan meninggalnya seseorang, seketika itu segala hak dan kewajiban
pewaris beralih pada ahli warisnya (hak saisine). Hak “saisine” berarti
ahli waris demi hukum memperoleh kekayaan pewaris tanpa menuntut
penyerahan. Asas saisin ditegaskan dalam Pasa 833 KUHPerdata yang
berbunyi:

“Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak

milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang s yang
meninggal .”

Sebelumnya menginjak pada masalah pembagian warisan, maka adalah
penting adanya hak setiap waris untuk menuntut dari orang yang tanpa hak
menguasal barang warisan, supaya barang itu diserahkan kepadanya. Hak
penuntutan tersebut diberikan oleh Pasa 834 KUHPerdata dan dikenal

dengan nama “ heriditatis petitio”.**

3. Yang berhak mewaris pada dasarnya adalah keluarga sedarah dengan

pewaris.

% 1hid.
% surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Op. Cit., hal. 15-16.
% R. Subekti, Op. Cit., hal. 22.
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4. Pada asasnya harta peninggal an tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak
terbagi.®®

5. Pada asasnya setiap orang, termasuk bayi yang baru lahir, cakap mewaris,
kecuali mereka yang dinyatakan tak patut mewaris. Menurut Pasal 838
KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Yang dianggap tak patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan
dari pewarisan ialah: mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan
telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal; mereka
yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah
telah mengagjukan pengaduan terhadap s yang meninggal, ialah suatu
pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan
hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat;
mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah s yang
meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya; mereka yang
telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat s yang
meninggal.”

Mengacu perihal harta atau benda warisan dalam KUHPerdata ini,
konsepsi hukum waris menurut hukum barat yang bersumber pada KUHPerdata,
merupakan bagian dari hukum harta kekayaan.®® Subekti juga mengemukakan
bahwa dalam KUHPerdata hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam
lapangan hukum kekayaan dan harta benda sga yang dapat diwariskan.
Sedangkan hak-hak dan kewsgjiban-kewajiban dalam lapangan hukum
kekeluargaan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian, misalnya hak-
hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagal seorang ayah, tidak dapat
diwariskan. Begitu pula hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai anggota suatu

perkumpulan.®’

% Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op. Cit., Pasal 1066 yang menyatakan bahwa,
“Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima
berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi. Pemisahan harta itu setiap waktu
dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya. Namun dapatlah diadakan persetujuan
untuk selama suatu waktu tertentu tidak melakukan pemisahan. Persetujuan yang sedemikian
hanyalah mengikat untuk selama lima tahun, namun setelah lewatnya tenggang waktu ini, dapatlah
persetujuan itu diperbaharui.

% Eman Suparman, Intisari Hukum Waris di Indonesia, Cet. 2, (Bandung: Mandar Maju,
1990), hal. 22.

67 Subekti, Op. Cit., hal. 95-96.
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Di depan telah dikatakan bahwa Hukum Waris adalah peraturan-peraturan

yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meningga dunia kepada

para ahli warisnya. Batasan tersebut mencanangkan suatu asas dalam hukum

waris, bahwa yang berpindah di dalam pewarisan adalah kekayaan s pewaris.®®

Kekayaan (vermogen) adalah semua hak-hak dan kewgjiban yang dipunyai orang,

yang mempunyai nilai uang. Ini berarti bahwa:®

a. Hukum waris sebenarnya merupakan bagian dari hukum kekayaan;

b.

Bahwa hak-hak dan kewajiban yang tidak mempunyai nila uang, seperti
hak dan kewagjiban tertentu yang berasal dari hubungan hukum
kekeluargaan, tidak dapat diwariskan,;

Perikatan-perikatan yang walaupun mempunyai sifat hukum kekayaan
(vermogensrechtlijke verbintenissen), tetapi berasal dari hukum keluarga,
tak termasuk dalam warisan. Sebaliknya hak-hak kekayaan yang sudah ada
(sudah muncul), sekalipun berasal dari hubungan kekeluargaan masuk
dalam warisan, seperti angsuran alimentie yang sudah jatuh tempo pada
waktu yang berhak meninggal;

Hubungan-hubungan hukum tertentu, yang walaupun mempunyai nilai
uang, dan karenanya bersifat hukum kekayaan, tetapi bersifat sangat
pribadi, tidak termasuk dalam hak dan kewajiban yang dapat diwariskan.

Akan tetapi dalam hal ini, terdapat beberapa pengecualian dimana hak-hak

dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang
tidak dapat beralih kepada para ahli waris, misalnya:

1

Hubungan kerja atau hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan
yang sifatnya sangat pribadi, mengandung prestasi yang kaitannya sangat

Hak istri ...,

88 J. Satrio, Hukum Waris, Cet. 2, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hal. 9.
* Ibid., hal. 9-10.
" Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Op. Cit., hal. 8.
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erat dengan pewaris, contoh: hubungan kerja pelukis, pematung,
sebagaimana diatur dalam Pasal 1601 dan Pasal 1318 KUHPerdata;

2. Keanggotaan dalam perseorangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1646
ayat (4) KUHPerdata;

3. Pemberian kuasa berakhir dengan meninggalnya orang yang memberi
kuasa, diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdata;

4. Hak untuk menikmati hasil orang tua/wali atas kekayaan anak yang di
bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, berakhir dengan
meninggalnya s anak, diatur dalam Pasal 314 KUHPerdata;

5. Hak pakai hasil berakhir dengan meninggalnya orang yang memiliki hak
tersebut, diatur dalam Pasal 807 KUHPerdata

Berdasarkan hal ini, dapat dismpulkan bahwa hak dan kewajiban yang beralih
pada suatu proses waris pada dasarnya hanyalah hak-hak dan kewajiban yang
dapat dinilai dengan uang sgja, sedangkan hak dan kewajiban dalam bidang
hukum keluarga tidak dapat diwariskan. Hal ini mengakibatkan hak dan
kewajiban yang lahir dari hubungan hukum keluarga pada dasarnya tidak dapat

diwariskan.”

Selain hal diatas, terdapat pula pengecualian lain yang menyatakan ada
hak dan kewagjiban di bidang hukum keluarga yang ternyata dapat diwariskan,

misalnya: "2

1. Hak suami untuk menyangkal keabsahan anak, ternyata dapat dilanjutkan
oleh para ahli warisnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 257 jo. Pasal 252
jo. Pasal 259 KUHPerdata;

2. Hak untuk menuntut keabsahan anak dapat pula dilanjutkan oleh para ahli
warisnya, kalau tuntutan tersebut sudah digjukan oleh anak yang menuntut
keabsahan, yang sementara perkaranya berlangsung telah meninggal

" A. Pitlo, Op. Cit., hal. 5.

2 surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Loc. Cit., hal. 8-9.
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dunia. Hal-ha yang diatur dalam Pasal 269, 270, dan Pasa 271
KUHPerdata, secara garis besar menetapkan bahwa seorang anak dapat
mewujudkan tuntutan agar ia oleh pengadilan dinyatakan sebagai anak
sah.

Dalam ha ketentuan mengenai pihak-pihak yang berhak menjadi ahli
waris, menurut KUHPerdata yang dimaksud dengan ahli waris adalah ahli waris
yang mewaris berdasarkan ketentuan undang-undang. Pada ketentuan Pasal 832
KUHPerdata menyatakan bahwa “menurut undang-undang yang berhak untuk
menjadi ahli waris iaah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan
Sl suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah
ini...”, berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka prinsip ahli waris menurut undang-
undang adalah: ™

1. Adanyahubungan darah;

Pada prinsipnya undang-undang memandang bahwa orang harus
mempunyai hubungan darah dengan pewaris untuk dapat mewaris.
Hubungan darah tersebut dapat sah atau luar kawin melaui garis ibu atau
bapak. Hubungan darah yang sah adalah hubungan darah yang
ditimbulkan sebagal akibat dari suatu perkawinan yang sah, sedangkan
hubungan luar kawin adalah hubungan antara laki-laki dengan seorang
perempuan di luar perkawinan dan pengakuan anak tersebut secara sah.

2. Jandaatau duda yang ditinggal mati, saling mewaris;

Disamping keluarga sedarah, undang-undang menentukan bahwa janda
atau duda yang ditinggal mati oleh pasangannya berhak untuk mewaris.
Pada mulanya janda atau duda yang hidup terlama baru berhak mewaris
sesudah keluarga sedarah hingga dergjat ke-12 tidak ada, sehingga jarang
sekali terjadi pewarisan kepada seorang janda atau duda. Namun
staatsblaad 1935 Nomor 486 yang mulai berlaku di Indonesia pada 1

" Sri Soesilowati Mahdi; Surini Ahlan Sjarif; dan Akhmad Budi Cahyono, Op. Cit., hal.
112.
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Januari 1936 telah menghapuskan ketentuan tersebut, dimana ditentukan
bahwa janda atau duda yang ditinggal mati adalah berhak untuk mewaris.
Sedangkan janda atau duda yang bercerai tidak saling mewaris karena

perkawinan merekatelah terputus dengan terjadinya perceraian tersebut.

Pada dasarnya undang-undang tidak membedakan antara ahli waris laki-
laki dengan perempuan, tidak juga membedakan urutan kelahiran, hanya ada
ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada akan menutup hak
anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping, demikian
pula golongan yang lebih tinggi dergjatnya menutup yang lebih rendah
dergjatnya.”® Atas dasar pokok pikiran tersebut maka pada dasarnya dalam
mengatur dan menyelesailkan harta warisan tidak boleh terjadi hal-hal yang
bersifat memaksakan kehendak antara yang satu dan yang lain atau menuntut hak
tanpa memikirkan kepentingan anggota waris yang lain. Jika terjadi silang
sengketa diantara para waris maka semua anggota waris baik pria atau wanita,
baik yang tua maupun yang muda, tanpa kecuali harus menyelesaikannya dengan

bijaksana dengan cara musyawarah dan mufakat dengan rukun dan damai.”

2.1.4 Penggolongan Ahli Waris

Keluarga sedarah pewaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
disusun dalam kelompok, yang disebut dengan nama “golongan ahli waris’,
terdiri dari golongan | sampai dengan golongan 1V, diukur menurut jauh dekatnya
hubungan darah dengan s pewaris, dimana golongan yang lebih dekat menutup
golongan yang lebih jauh.”® Dan penggolongan ahli waris ini akan dijabarkan
sesuai dengan ketentuan pembagian harta kekayaan pewaris terhadap golongan-
golongannya, yang besar bagian masing-masing berbeda jumlahnya dalam
ketentuan KUHPerdata sebagai berikut:

™ Eman Suparman, Op. Cit., hal. 26.
™ Hilman Hadikusuma, Op. Cit., hal. 19.
78 J. Satrio, Op. Cit., hal. 99.
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1. Ahli Waris Golongan |

Ahli Waris Golongan | terdiri dari anak-anak atau sekalian keturunannya’’
dan suami atau istri yang hidup terlama’® Yang dimaksud di sini dengan
sebutan “anak” adalah anak sah. Mengenai anak luar kawin pembuat Undang-
Undang mengadakan pengaturan tersendiri dalam Bab Bagian |11 Buku ke 11
Pasal 862 KUHPerdata, dan seterusnya. Yang termasuk dalam kelompok
anak sah adalah anak-anak yang disahkan (lihat ketentuan Pasal 277
KUHPerdata)”® dan anak-anak yang di adoptie (adopsi) secara sah (Pasal 12
S.1917:129).% Anak-anak bertalian darah dengan pewaris masuk ke dalam
golongan pertama, karenanya mereka mewaris kepala demi kepala, artinya
mereka masing-masing mempunya hak bagian yang sama besarnya. Kalau
sekalian atau sebagian dari keturunan mereka (keturunan anak-anak) maju
menggantikan mereka, maka sekalian keturunan yang mewaris menggantikan
tempat, mewaris pancang demi pancang.®* Adapun besarnya bagian yang
merupakan hak seorang istri atau suami atas warisan pewaris ditentukan
sebesar bagian satu orang anak.** Ketentuan yang mempersamakan seorang
suami atau istri dengan seorang anak, hanya berlaku dalam hal menerapkan
pasal-pasal dalam bab yang mengatur tentang pewarisan karena kematian.
Karenanya ketentuan Pasal 852a K UHPerdata merupakan suatu perkecualian

" Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R.
Subekti dan R, Tjitrosudibio, Cet. 29, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), Ps. 852.

8 |bid., Ps. 852a.

™ |bid., Ps. 277. Lihat Pasal 277 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Pengesahan
anak, baik dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, maupun dengan surat pengesahan
menurut Pasal 274, mengakibatkan, bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan
undang-undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan”.

8 J. Satrio, Op. Cit., hal. 102.

8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Op. Cit., Ps. 852 ayat
).

82 . Satrio, Op. Cit., hal. 107. Sebelum putusan Mahkamah Agung tanggal 15 November
1957 No. 130 K/Sip/1957 pada umumnya baik dalam yurisprudensi maupun doktrin, janda tidak

dianggap sebagai ahli waris mendiang suaminya. Baru dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa
anak-anak dan janda, sama-sama berhak atas warisan suaminya.
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atas asas Hukum Waris ab intestato, dimana pada prinsipnya ahli waris harus

mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik sah maupun luar kawin.®
2. Ahli Waris Golongan |1
(1). Ayah dan ibu mewaris bersama saudara;
Pasal 854 KUHPerdata meyatakan bahwa:

“Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan
keturunan maupun suami atau istri, sedangkan bapak dan ibunya
masih hidup, maka masing-masing mereka mendapat sepertiga dari
warisan, jika s meninggal hanya meninggalkan seorang saudara
laki atau perempuan, yang mana mendapat sepertiga selebihnya. Si
bapak dan s ibu masing-masing mendapat seperempat, jika S
meninggal meninggalkan lebih dari seorang saudara laki atau
perempuan, sedangkan dua perempat bagian selebihnya menjadi
bagian saudara-saudara laki atau perempuan itu.”®

Syarat berlakunya Pasal 854 KUHPerdata adalah tidak ada keturunan
maupun suami dan istri. Jadi dalam ketentuan ini menentukan keharusan
tidak adanya ahli waris golongan pertama yang timbul dalam keadaan ini.

(2). Ayah atau ibu mewaris dengan saudars;

Mengacu ketentuan ayah atau ibu (salah satu) mewaris dari warisan
anaknya, maka berlaku ketentuan Pasal 855 KUHPerdata yang berbunyi:

“Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan
keturunan, maupun suami atau istri, sedangkan bapak atau ibunya
telah meninggal terlebih dahulu, maka s ibu atau si bapak yang
hidup terlama mendapat setengah dari warisan, jika s meninggal
hanya meninggalkan seorang saudara perempuan atau laki;
sepertiga dari warisan, jika dua saudara laki atau perempuan
ditinggalkannya; dan seperempat, jika lebih dari dua saudara laki
atau perempuan ditinggalkannya. Bagian-bagian selebihnya adalah
untuk saudara-saudaralaki atau perempuan tersebut.” %

% Ibid., hal. 108-109.
# Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Op. Cit., Ps. 854.

& |bid., Ps. 855.
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Y ang perlu mendapat perhatian dalam Pasal 855 K UHPerdata adalah:*°

a. kata “ayah atau ibu”. Di sini kita berbicara tentang hak bagian dari
ayah atau ibu atas warisan anaknya. Jadi salah satu dari kedua orang
tua pewaris telah meninggal lebih dahulu.

b. “seperempat jika lebih dari dua orang saudara’. Jaminan atas hak
bagian ayah atau ibu pewaris sama dengan jaminan yang diberikan
oleh Pasal 854 ayat (2) KUHPerdata, yaitu bahwa ayah atau ibu s
meninggal tidak akan mendapat kurang dari %2 warisan, dengan berapa

saudara pun ia bersama-sama mewaris warisan anaknya.

c. kata-kata “bagian selebihnya” menunjukkan kepada kita bahwa
kedudukan ayah atau ibu terhadap warisan anak adalah lain daripada
kedudukan saudara-saudara terhadap warisan saudaranya yang
meninggal, daam ha orang tua dan saudara-saudara mewaris
bersama-sama. Kata-kata tersebut berarti “ayah atau ibu mendapat hak
dahulu, baru sisanya adalah hak daripada para saudara-saudara

pewaris.”
(3). Saudara-saudara sebagal ahli waris.
Pasal 856 KUHPerdata menyatakan bahwa

“Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan
keturunan maupun suami atau istri, sedangkan baik bapak maupun
ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka seluruh warisan adalah
hak sekalian saudara laki dan perempuan dari si meninggal.”®

Dalam hal ahli waris golongan | keturunan dan suami atau istri telah
punah da orang tua (ayah dan ibu) telah tiada, maka seluruh warisan
menjadi hak sekalian saudara-saudara si pewaris (golongan |1, tanpa orang

tua).

8 J. Satrio, Op. Cit., hal. 129.

8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Op. Cit., Ps. 856.
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a Saudara-saudara Kandung;®

Daam ha mereka (saudara sekalian) berasa dari “perkawinan yang
sama’, maka mereka berbagi dalam “bagian yang sama’. Berasal dari
“perkawinan yang sama’ artinya adalah bahwa si pewaris dan saudara-
saudaranya yang mewaris adalah saudara sekandung, yaitu saudara-
saudara yang se ayah dan se ibu, dari satu perkawinan, yaitu perkawinan
ayah dan ibu mereka. Dalam “bagian yang sama’ artinya mereka masing-
masing mendapat hak bagian yang sama besarnya, dengan tiada perbedaan
antara laki-laki dan perempuan.

b. Saudara-saudara Kandung dan Saudara Tiri.*

Dalam hal mereka berasal dari “lain perkawinan”, maka warisan dibagi
dalam 2 (dua) bagian lebih dahul u.

- yang separuhnya untuk saudara dalam garis bapak,
- yang separuh lainnya untuk saudaradalam garisibu,

- sedangkan saudara laki-laki maupun perempuan sekandung menerima

dari kedua garis tersebut,

- saudara yang bukan sekandung hanya mendapat bagian dari garis
dimanaiaberada,

- jika hanya ada saudara-saudara dari garis ayah atau ibu sgja, maka
mereka mewaris seluruh warisan dengan mengesampingkan segala

keluarga yang lain.

Kata-kata “lain perkawinan” berarti bahwa salah satu dari atau kedua-
dua orang tua pewaris (ayah dan atau ibunya) pernah menikah dua kali
dengan dua orang wanita atau laki-laki yang berlainan dan dari
perkawinan-perkawinan tersebut dilahirkan anak-anak.

8 ). Satrio, Op. Cit., hal. 135.

 Ibid.
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Daam menentukan bagian ayah atau ibu, yang mewaris bersama-sama
dengan saudare-saudara pewaris, tidak dibedakan antara saudara

sekandung ataupun saudara tiri.*
3. Ahli Waris Golongan 111

Sesudah golongan | dan golongan |1 tiada lagi, maka muncullah ahli waris
golongan 111, yang terdiri dari “...sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus
ke atas, balk dari garis ayah maupun ibu’, (lihat ketentuan Pasal 853
KUHPerdata). Yang dimaksud dengan keluarga dalam garis ayah dan ibu
lurus ke atas adalah kakek dan nenek, yaitu ayah dan ibu dari ayah ibu
pewaris, ayah dan ibu dari kakek maupun nenek, baik dari ayah maupun ibu

dan seterusnya.®* Dalam golongan 111 ini menganut cara pembagian melalui:
- warisan dibagi dalam dua bagian lebih dahulu (kloving),

- satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ayah lurus ke atas,
sedang satu bagian lainnya untuk keluarga sedarah dalam garis ibu

lurus ke atas.

Asas yang digunakan dalam pewarisan golongan IlI ini, bahwa secara
otomatis akan terjadi kloving (pemecahan) warisan menjadi 2 (dua) bagian.
Kloving dapat diartikan bahwa tiap-tiap bagian (garis), pewarisan
dilaksanakan seakan-akan merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri.*?
Berdasarkan hal ini, maka bagian warisan bagi ahli waris golongan ini adalah
sebagai berikut:*

- % bagian dari harta warisan diberikan kepada kakek dan nenek dari
pihak ayah dan seterusnyake atas,

% |bid., hal. 138.
% |bid., hal. 142.
%2 |bid., hal. 143.

% Benyamin Asri dan Thabrani Asri, Op. Cit., hal. 10.
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- Y bagian lainnya diberikan kepada kakek dan nenek dari pihak ibu dan

seterusnya ke atas.

Meskipun dalam pewarisan golongan Ill terjadi kloving dan masing-
masing bagian seakan-akan merupakan warisan tersendiri, tetapi dalam hal
tiada anggota keluarga sedarah dalam garis yang satu (garis ayah atau garis
ibu) yang berhak mewaris, maka warisan tersebut bersatu kembali dan
diwarisi oleh anggota keluarga sedarah dari garis yang lain.** Disamping
ketentuan di atas, Pasal 843 KUHPerdata juga mengatur bahwa pada ahli
waris golongan |1l tidak mengenal adanya sistem penggantian sebagaimana
pada ahli waris golongan |, sebagaimana asas “ sebabnya adalah karena dalam
pewarisan dalam garis lurus ke atas tidak dikena adanya penggantian tempat
(lihat ketentuan Pasal 843 KUHPerdata)”.*

4. Ahli Waris Golongan IV
Menurut ketentuan Pasal 858 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Dalam hal tak adanya saudara-saudara laki dan perempuan dan
tak adanya pula sanak saudara dalam salah satu garis ke atas,
setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga
sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan setengah
bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam pasal berikut,
menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain. Dalam
hal tak adanya pula sanak saudara-saudara laki dan perempuan dan
tak adanya pula sanak saudara dalam kedua garis ke atas, maka
sekalian keluarga sedarah yang terdekat dalam tiap-tiap garis
masing-masing mendapat setengah bagian dari warisan. Jika dalam
satu garis yang sama ada beberapa keluarga sedarah dalam dergjat
yang sama, maka dengan tak mengurangi ketentuan dalam Pasal
845, mereka mendapat bagian-bagian, kepala demi kepala.”®°

Dalam hal tak ada saudara (golongan 111) dan sanak saudara dalam salah
satu garis lurus ke atas (golongan 1), maka %2 bagian warisan (kloving) menjadi
bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup
(kelompok ahli waris dalam garis yang satu), sedang ¥z bagian lainnya, kecuali

% J. Satrio, Op. Cit., hal. 144.
* |bid., hal. 145.

% Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Op. Cit., Ps. 858.
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dalam ha tersebut dalam pasal berikut, menjadi bagian para sanak saudara
dalam garis yang lain. Sanak saudara dalam garis yang lain adalah para paman
dan bibi dan sekalian keturunan dari paman-paman dan bibi yang telah
meninggal lebih dahulu dari pewaris termasuk dalam ahli waris golongan V.
Disini dimungkinkan adanya pewarisan bersama-sama antara golongan 11 dan
golongan IV atas satu peristiwa pewarisan yang sama, sekalipun pewarisan
tersebut sebagai akibat kloving dan terjadi pada dua garis yang berlainan.
Dalam masing-masing garis berlaku prinsip, mereka yang bertalian keluarga
dalam dergjat yang lebih dekat dengan pewaris, menutup mereka yang lebih
jauh. Adanya kemungkinan bahwa golongan |11 mewaris bersama-sama dengan
golongan IV dalam satu peristiwa pewarisan adalah karena adanya kloving,
sehingga kloving di sini melunakkan prinsip “keluarga sedarah yang termasuk
dalam golongan ahli waris yang lebih jauh tertutup oleh yang lebih dekat.®’

Besarnya bagian warisan yang menjadi hak sekalian keluarga sedarah
dalam masing-masing garis adalah %2 warisan. Karena sanak keluarga sedarah
di sini terdiri dari sanak keluarga dalam garis lurus golongan il dan sanak
keluarga dalam garis menyimpang (menyamping) golongan IV. Makadi sini %2
warisan untuk ahli waris golongan 1ll, dan yang %2 warisan lainnya adalah

untuk ahli waris golongan V.

Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan,
yaitu sebagai berikut:*

1. Secara Ab intestato (ahli waris menurut undang-undang) dalam Pasal 832.

Menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian
warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan

suami atau istri yang hidup terlama’® Pewarisan yang dapat terjadi karena

¥ 1bid., hal. 146-147.

% |bid., hal. 148.

% Effendi Perangin, Op. Cit., hal. 4.
1 1hid,
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ditunjuk oleh undang-undang seperti ini dinamakan pewarisan Ab-intestato
dan para ahli waris yang ditunjuk undang-undang disebut dengan ahli waris
Abintestaat."® Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam
empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama,
kedua, ketiga, dan golongan keempat. Mengenai golongan ahli waris ini akan
dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya.'%?

Ada 2 (dua) cara mewaris berdasarkan undang-undang (ab-intestato) yang

akan diuraikan dalam bab ini, yaitu:'*®

a. Mewaris Berdasarkan Kedudukan Sendiri (Uit Eigen Hoofde);

Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri uit eigen hoofde disebut juga
dengan mewaris langsung. Ahli warisnya adalah mereka yang terpanggil
untuk mewaris berdasarkan haknya/kedudukannya sendiri. Dalam
pewarisan berdasarkan kedudukan sendiri pada asasnya ahli waris mewaris
kepala demi kepala, sesua bunyi Pasal 852 ayat (2) KUHPerdata
mengatakan:

“Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan s meningga
mereka bertalian keluarga dalam dergjat ke satu dan masing-masing
mempunyal hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi
pancang, jika sekalian mereka atau sekadar sebagian mereka bertindak
sebagai pengganti.”

Orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam susunan
keluarga sl pewaris mempunyal posisi yang memberikan kepadanya hak
untuk mewaris. Haknya tersebut adalah haknya sendiri, bukan
menggantikan hak orang lain. Mewaris kepala demi kepala artinya tiap-

tigp ahli waris menerima bagian yang sama besarnya.

b. Mewaris Berdasarkan Penggantian (Bij Plaatsvervulling);

10! 5 Soesilowati Mahdi; Surini Ahlan Sjarif; dan Akhmad Budi Cahyono, Op. Cit., hal.
109-110.

192 Effendi Perangin, Loc. Cit., hal. 4.

198 Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Op. Cit., hal. 18.
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Mewaris berdasarkan penggantian, yakni pewarisan di mana ahli waris
mewaris menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang
telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Daam mewaris
berdasarkan penggantian tempat ahli waris artinya mereka yang mewaris
berdasarkan penggantian tempat, mewaris pancang demi pancang (Pasd
852 ayat (2) KUHPerdata). Mewaris karena penggantian tempat diatur
dalam Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 KUHPerdata. Dalam Pasal 841
K UHPerdata menyebutkan:

“Pergantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk
bertindak sebagai pengganti, dalam dergjat dan dalam segala hak orang
yang diganti.”

Pasal 841 KUHPerdata ini dengan jelas mengatakan, bahwa memberi
hak kepada seseorang untuk menggantikan hak-hak dari orang yang
meninggal dunia. Orang yang menggantikan tempat tersebut memperoleh
hak dari orang yang digantikannya. Syarat-Syarat mewaris karena
penggantian, yakni:

a). Ditinjau dari orang yang digantikan;

Orang yang digantikan harus meninggal terlebih dahulu dari pewaris.
Pasal 847 KUHPerdata mengatakan:

“Tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih
hidup selaku penggantinya.”

b). Ditinjau dari orang yang menggantikan;

1). Yang menggantikan harus keturunan sah dari yang digantikan,
termasuk keturunan sah dari anak luar kawin. Ha ini menjelaskan
bahwa keturunan dari pewaris harus keturunan yang sah, karena yang
dipentingkan adalah hubungan hukum antara ahli waris dan pewaris.

2). Yang menggantikan harus memenuhi syarat untuk mewaris pada

umumnya, yakni:

(8 hidup pada saat warisan terbuka;
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Orang yang berhak untuk mewaris harus hidup pada saat warisan
terbuka sebagaimana dijelaskan sebelumnya menurut Pasal 836
KUHPerdata, dengan pengecualiannya sebagaimana terdapat dalam
Pasal 2 ayat (2) KUHPerdata.

(b) bukan orang yang dinyatakan tidak patut mewaris;

Berdasarkan Pasal 838 KUHPerdata bahwa Onwaardig diartikan
seseorang yang dinyatakan tidak patut untuk mewaris. Orang yang
Onwaardig, berarti orang tersebut masih hidup, maka kedudukannya
tidak dapat digantikan. Namun demikian apabila dicermati bunyi Pasal
840 KUHPerdata, maka tidak tertutup kemungkinan bagi anak-anak
orang yang tidak patut ini untuk mendapatkan warisan berdasarkan
kedudukannya sendiri, dan tidak menggantikan.

(c) tidak menolak warisan.

Orang yang menolak warisan atau Verwerpen adalah orang yang
masih hidup dan tidak diwakili dengan cara penggantian sebagaimana
diatur dalam Pasal 1060 KUHPerdata yang berbunyi:

“Siapa yang telah menolak suatu warisan, tidak sekali-kali dapat
diwakili dengan cara pergantian; jika ia satu-satunya waris di
dalam dergatnya, ataupun jika kesemuanya waris menolak, maka
sekalian anak-anak tampil ke muka atas dasar kedudukan mereka
sendiri dan mewaris untuk bagian yang sama.”

Pada prinsipnya orang tidak dapat menggantikan kedudukan seorang
ahli waris yang masih hidup. Jadi kedudukannya tidak dapat digantikan
oleh para ahli warisnya (Plaatsvervulling).

Undang-undang (KUHPerdata) mengenal 3 (tiga) kelompok/macam
peristiwa penggantian tempat, yaitu:***

1. Penggantian tempat dalam garis lurus ke bawah tanpa batas, sebagai
yang diatur dalam Pasal 842 KUHPerdata. “Garis lurus ke bawah”

1043, Satrio, Op. Cit., hal. 72.
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artinya adalah keturunan, anak, cucu, cicit, dan seterusnya, tanpa
membedakan melalui anak laki-laki maupun perempuan. “Tanpa
batas’ artinya terus ke bawah, teoritis, tanpa pembatasan sampai

dergjat yang keberapapun.

2. Penggantian tempat dalam garis menyamping demi keuntungan
keturunan saudara-saudara pewaris (baik laki-laki  maupun
perempuan), dan hal ini diatur dalam Pasal 844 KUHPerdata. Seperti
juga Pasal 842, dalam Pasal 844 ini pun ditetapkan bahwa “...baik
mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka,
maupun warisan itu setelah meninggalnya semua saudara s yang
meninggal lebih dahulu, harus dibagi antara sekalian keturunan
mereka, yang mana satu sama lain bertalian keluarga dalam
perdergjatan yang tak sama''*. Penggantian ini juga dilakukan dengan
tiada batasnya, diatur pada Pasal 844 jo. Pasal 856 jo. Pasal 857
KUHPerdata.

3. Pasal 845 KUHPerdata mengatur mengenai penggantian dalam garis
menyamping bagi para keponakan yang bertalian keluarga sedara
terdekat dengan pewaris, masih ada anak-anak dan keturunan paman
atau bibi pewaris.*®

2. Secara Testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat atau
testamen) dalam Pasal 899 KUHPerdata."”

Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya
yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.'® Ditinjau dari isinya secara
materiil, testamen merupakan suatu “pernyataan kehendak”, yang baru

mempunyai akibat/berlaku sesudah si pembuat testamen meningga dunia,

1% |bid., hal. 76.

1% surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Op. Cit., hal. 33.
197 Effendi Perangin, Op. Cit., hal. 4.

1% 1hid,
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pernyataan mana pada waktu si pembuat masih hidup dapat ditarik kembali
secara sepihak.'® Tindakan hukum sepihak adalah tindakan-tindakan atau
pernyataan-pernyataan di mana tindakan atau pernyataan kehendak satu orang
sgja sudah cukup untuk timbulnya akibat hukum yang dikehendaki. Testamen
baru berlaku dan baru mempunya efek, kalau s pembuat testamen “telah
meninggal dunid’. ltulah sebabnya seringkali suatu testamen disebut
“kehendak terakhir’. Sebab sesudah matinya s pembuat testamen, maka
wasiatnya tak dapat diubah lagi. Adanya unsur “dapat dicabut kembali” juga
merupakan syarat penting, karena syarat inilah yang pada umumnya dipakai
untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk

surat wasiat atau cukup dalam bentuk lain.**

Berdasarkan pandangan diatas, maka sifat utama dari sebuah surat wasiat
adalah mempunya kekuatan yang berlaku setelah pembuat surat wasiat
meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Hal ini berarti selama
pembuat surat wasiat masih hidup, surat wasiat masih dapat diubah atau
dicabut. Namun setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia, maka surat
wasiat tidak dapat lagi diubah, dicabut, maupun ditarik kembali oleh siapapun.

2.2  Tinjauan Hukum Waris Menurut Hukum Adat

Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa,
merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari
abad ke abad. Oleh karena itu, maka tigp bangsa di dunia ini memiliki adat
kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru oleh
ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan, bahwa adat itu merupakan unsur
yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.***

Di dalam Negara Republik Indonesia ini, adat yang dimiliki oleh daerah-daerah

193, Satrio, Op. Cit., hal. 181.
10 | bid.

1 gyrojo Wignjodipuro. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Cet. 14 (Jakarta: PT
Toko Gunung Agung, 1995), hal. 13.
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suku-suku bangsa adal ah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu,
yaitu ke-Indonesiannya. Oleh karena itu, maka adat bangsa Indonesia itu
dikatakan merupakan “Bhinneka’ (berbeda-beda di daerah suku-suku bangsanya),
“Tunggal Ika’ (tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat keindonesiannya). Dan
adat bangsa Indonesia yang “Bhinneka Tunggal Ika’ ini tidak mati, melainkan
selalu berkembang, senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam

keadaan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsanya 2

Menurut Prof. Dr. Supomo S.H. memberikan pengertian hukum adat
sebagai hukum yang tidak tertulis di daam peraturan-peraturan legidatif
(unstatutory law) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak
ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan
atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunya kekuatan
hukum. Para sarjana hukum lainnya, seperti Dr. Sukanto juga mengartikan hukum
adat sebaga kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak
dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat
hukum.*** Dengan melihat paparan para sarjana hukum diatas, maka bisa
dissmpulkan bahwa hukum adat itu adalah suatu kompleks norma-norma yang
bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selau berkembang serta meliputi
peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam
masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh

rakyat, karenamempunyai akibat hukum (sanksi).***

Hukum Adat memiliki dua unsur utama dalam perjalanannya, yaitu:**°

1. Unsur kenyataan; bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu
diindahkan oleh rakyat.

12 | pid.
13 |bid., hal. 14.
14 |bid., hal. 16.

1% |pid., hal. 18.
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2. Unsur psikologis, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa
adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum. Dalam unsur psikologis
inilah yang menimbulkan adanya kewagjiban hukum (opinio yuris

necessitatis).

Daam kaitannya suatu pola hubungan hukum pada ranah masyarakat
hukum adat kita, dalam rangka untuk memelihara kerukunan dan kekeluargaan
tersebut diperlukan suatu cara dalam mempertahankan dan memelihara hubungan
kekerabatan tersebut secara turun-temurun. Masyarakat hukum adat berupaya
tetap mempertahankan keutuhan pola hubungan hukum ini kepada keturunannya
melalui cara yang bermacam-macam. Seperti halnya dalam hubungan mewaris
antar keturunan mereka dalam upaya pertahanan garis keturunan mereka agar
tidak mengalami kepunahan dan putusnya sebuah generasi masyarakat. Hukum
waris adat, merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam mempertahankan
suatu pola hubungan hukum dalam masyarakat untuk memelihara atau melindungi
harta kekayaan adat pada sistem masyarakat adat kita.

Menurut Sogpomo, hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang
mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan
barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu

angkatan manusia (generatie) kepada turunannya.**®

Sedangkan menurut para ahli
lain yakni Mr. B. Ter Haar Bzn menjelaskan bahwa pengertian hukum waris adat
adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari
turunan ke turunan.” Berdasarkan definisi hukum waris adat di atas, dapat
dismpulkan bahwa hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang
mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari
suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun
yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan (materi dan non materi).*® Harta

warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai

16 Zainuddin Ali, Op. Cit., hal. 1.

7B, Ter Haar Bzn, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat. Terjemahan K. Ng. Soebakti
Poesponoto, Cet. 3 (Jakarta: PradnyaParamita, 1976), hal. 231.

18 Zainuddin Ali, Op. Cit., hal. 2.
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harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi
menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya. Harta warisan adat tidak
boleh dijual, sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagikan kepada para
waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam hukum waris Islam

atau hukum waris barat.**°

Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan
kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan
sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sgjak
dahulu kala sebelum masuknya garan agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem
keturunan yang berbeda-beda ini hampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan
hukum adat. Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga

corak, yaitu:**

a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis
bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari
kedudukan wanita di dalam pewarisan dan terdapat pada masyarakat Gayo
Alas, Batak (Toba, Karo, Mandailing, Angkola, Pakpak) Nias, Lampung,
Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian.

b. Sistem Matrilinea, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu,
dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan
pria di dalam pewarisan dan terdapat pada masyarakat Minangkabau,

Enggano, Timor.

c. Sistem Parenta atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut
garis orang tua, atau menurut garis dua sis (bapak-ibu), dimana
kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan dan
terdapat pada masyarakat Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan,
Sulawesi dan lain-lain.

19 Hilman Hadikusuma, Op. Cit., hal. 9.

120 | pid., hal. 23.
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Antara sistem keturunan yang satu dan yang lain dikarenakan hubungan
perkawinan dapat berlaku bentuk campuran atau berganti-ganti diantara sistem
patrilineal dan matrilineal aternerend. Dengan catatan bahwa di dalam
perkembangannya di Indonesia sekarang nampak bertambah besarnya pengaruh
kekuasaan bapak-ibu (parental) dan bertambah surutnya pengaruh kekuasaan

kerabat dalam hal yang menyangkut kebendaan dan pewarisan.**

2.2.1 Pewarisan Sistem Patrilineal

Corak utama dari perkawinan dalam persekutuan yang sifat susunan
kekeluargaannya Patrilineal adalah perkawinan dengan “jujur”. Ter Haar dalam
bukunya “Beginselen en stelsel van het Adatrecht” menamakan perkawinan
dengan jujur ini “bruids chathuwelijk’, yakni sebuah perkawinan dengan jujur
serta jujurnya oleh pihak laki-laki diberikan kontan menjelang perkawinan.'?
Sistem kekerabatan Patrilineal adalah sistem kekerabatan berdasarkan pertalian
keturunan melalui kebapakan yang menarik garis keturunannya dari pihak laki-
laki terus ke atas. Patrilineal itu terdapat di daerah adat orang Batak, orang Bali,
dan orang Ambon. Sistem kekerabatan patrilineal di atas, berlaku adat perkawinan
dengan pembayaran jujur (Batak: tuhor, boli; Bali: patukun), di mana sesudah
terjadi perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, maka istri
melepaskan kewargaan adat dari kerabat ayahnya dan masuk kewargaan adat
suaminya. Oleh karena itu, hak dan kedudukan suami lebih tinggi dari hak dan
kedudukan istrinya®® Hal ini diperkuat dalam contoh di masyarakat adat Batak

yang dipaparkan sebagai berikut:***

“Orang Batak tergolong kepada bangsa Patriachaat, jakni anak laki-laki
jang mewarisi pusaka dan harta benda gjahnja. Dari pihak perialah jang
dihisabkan keturunan orang tua, sedang wanita djustru kawin dan pergi

! bid.

122 surojo Wignjodipuro, Op. Cit., hal. 128.

123 Zainuddin Ali, Op. Cit., hal. 25.

124 Harahap, Perihal Bangsa Batak, Cet. 1 (Jakarta: Balai Pustaka Djakarta, 1960), hal.

143.
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kerumah orang lain. Keturunan laki-laki menjebut dirinja sekutu atau
semarga dengan bapanja bukan dengan ibunja. Daam perkawinan pun
tampak bahwa wanita diambil dari pada orang tuanja, lalu diberi oleh
pihak laki-laki atau lakinja boli atau emas kawin itu. Itu sebabnja, biasa
bila suami isteri berbantah, lalu kata pihak laki-laki: Engkau sudah didjual
kepada orang lain atau didjual oleh saudaramu, atau engkau telah dibeli.
Dan dari pihak saudaranja: Engkau telah didjua kepada suku lain.”

Status istri dalam perkawinan yang demikian, merupakan pendamping,
pembantu suami dalam menegakkan rumah tangga, dan meneruskan keturunannya
serta memelihara hubungan kekerabatan antara pihak suami dan pihak istri. Suami
merupakan kepala keluarga dalam kehidupan rumah tangga dan istri sebagai ibu

125

rumah tangga. > Dan mengenai hal ini, terdapat beberapa alasan yang melandasi

mengapa hanya keturunan |aki-laki saja yang menjadi ahli waris, antaralain:

a. Silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki. Anak perempuan tidak
dapat melanjutkan silsilah;

b. Dalam rumah tangga, istri bukan kepala keluarga. Anak-anak memakai
nama keluarga (marga) ayah dan istri digolongkan ke dalam marga

suaminya.

c. Dadam adat, wanita tidak dapat mewakili ayahnya karena pada saat

menikah, seorang wanita masuk ke dalam keluarga suaminya; dan

d. Apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak-anak menjadi tanggung
jawab ayahnya. Anak laki-laki kelak menjadi ahli waris dari ayahnya baik

dalam adat maupun harta benda.
Untuk jelasnya dapat disebutkan bahwa suku bangsa Batak terdiri dari:'?°

a) Batak Simalungun yang mendiami daerah sekitar Sibaganding, dari
Sipiso-piso sampai perbatasan Tebing Tinggi, dari Parapat sampai
Tongging dekat Saribudolok;

125 Zainuddin Ali, Op. Cit., hal. 26.

126 Djaren Saragih; Djisman Samosir; dan Djaja Sembiring, Hukum Perkawinan Adat

Batak Khususnya Smalungun, Toba, Karo dan UU. Tentang Perkawinan (UU No. 1/1974),
(Bandung: Tarsito, 1980), hal. 9.
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b) Batak Karo yang bertempat tinggal di wilayah mulai dari Laupakam
sampai Gunung Sibayak. Mereka sampai Berastagi dan Kabanjahe;

c) Batak Toba, mendiami daerah wilayah dataran tinggi Toba yaitu di
daerah-daerah Toba Holbung, Silindung, Humbang, Pahae dan Pulo
Samosir;

d) Batak Pakpak-Dairi, diam di daerah tingkat dua Dairi di sekitar
Sidikalang;

e) Batak Angkola, mendiami daerah di sekitar Batangtoru, Padang Lawas,
Padang Sidempuan;

f) Batak Mandailing, diam di sekitar daerah Panyambungan dan Natal.

Terkait kekerabatan dalam sistem Patrilineal seperti hal-nya suku bangsa
Batak Tapanuli, ha ini juga kita bisa temukan juga pada suku Batak lainnya
seperti contohnya pada masyarakat Batak Karo. Stelsel/sistem kekerabatan pada
masyarakat Karo adalah stelsel kekerabatan Patrilineal, di mana terdapat
perbedaan antara sang suami dengan sang istri dalam kedudukannya dalam
keluarga. Waaupun perbedaan sangat relatif, namun kedudukan sang suami
dianggap lebih tinggi, sebaga kepala keluarga. Anak laki-laki mendapat
kedudukan yang sangat penting sebagai penerus keturunan, sebab seperti sudah
kita katakan, garis keturunan pada masyarakat Karo adalah garis ke-ayah-an, garis

marga dari sang ayah.**’

Sistem perkawinan pada masyarakat Batak Karo, juga pada prinsipnya
adalah kawin exogami. Oleh karena itu dilarang adanya perkawinan, di mana laki-
laki dan wanita berasal dari marga yang sama. Perkawinan Semerga (satu marga)
dilarang, tetapi dalam cabang-cabang marga tertentu perkawinan semarga telah
dilakukan misanya dalam cabang-cabang marga Perangin-angin dan cabang
marga Sembiring.'*® Bentuk perkawinan pada masyarakat Batak Karo, juga

27 Henry Guntur Tarigan, Percikan Budaya Karo, Cet. 1 (Bandung: Yayasan Merga
Silima, 1990), hal. 148,

128 Djaren Saragih; Djisman Samosir; dan Djaja Sembiring, Op. Cit., hal. 35.
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termasuk bentuk perkawinan jujur. Oleh karena itu setelah upacara perkawinan
selesai, dan setelah pihak keluarga si laki-laki menyerahkan jujur kepada keluarga
pihak wanita, maka s wanita di bawa ke dalam lingkungan keluarga si laki-laki.
Dengan pembayaran jujur yang biasanya berupa uang, maka merga (sebutan
marga) S wanita putus dengan merga orang tuanya, dan masuk ke dalam merga
suaminya. Dengan demikian nantinya apabila ada anak yang lahir dari s wanita

itu akan mengikuti merga ayahnya, bukan mengikuti merga suaminya.'*°

Dalam masyarakat Karo mengenal lima jenis merga (sebutan marga) yang
disebut merga si lima yang berarti “merga yang lima’ atau “panca-merga’. Setiap
anggota masyarakat Karo termasuk pada salah satu merga ini.**® Dari kelima
merga ini terdapat 84 (delapan puluh empat) sub-merga, dengan perincian;
Ginting sebanyak 16 sub-merga, Karokaro sebanyak 18 sub-merga, Peranginangin
sebanyak 18 sub-merga, Sembiring sebanyak 19 sub-merga, dan Tarigan

sebanyak 13 sub-merga.**!

Dan terkait pembahasan dalam karya ilmiah ini, yang
menjadi kajian dasar kasus yang akan dianalisa dalam putusan yakni membahas
beberapa merga (marga) seperti tersebut di atas, antara lain pada merga Karokaro
dalam sub-merga Karokaro Barus, terletak di Barugahe, Sipitukuta; merga

Sembiring; dan merga Ginting.

2.2.2 Pewarisan Sistem Matrilineal

Sistem kekerabatan Matrilineal adalah sistem kekerabatan yang
berdasarkan pertalian keturunan melalui kelbuan yang menarik garis
keturunannya dari pihak ibu terus ke atas. Sistem kekerabatan matrilineal
dimaksud yang terdapat di daerah adat orang Minangkabau, orang Kerinci, dan
orang Semendo. Status suami dalam sistem perkawinan matrilineal tersebut

mempunyal kedudukan sebagal pembantu istrinya dalam menegakkan rumah

2 1bid., hal. 41-42.
30 Henry Guntur Tarigan, Op. Cit., hal. 12.

331 |bid., hal. 15.
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tangga dan mempertahankan serta meneruskan keturunan istrinya. Istri memegang
rentang kendali dalam urusan rumah tangga, keluarga, dan kerabatnya. Apabila
istri sebagali anak tertua dari orang tuanya, maka ia bertugas menunggu harta
peninggalan orang tuanya yang tidak terbagi. Dalam hal ini, suami hanya ikut
serta mengurus dan menikmati sgja harta tersebut tanpa hak penguasaan dan
pemilikan. Namun demikian, bila harta itu merupakan harta bersama dalam
perkawinan dan harta bawaan suami atau harta yang diperoleh suami sebelum
perkawinan, maka s suami menguasal sebagian harta bersama dan menguasai

harta bawaannya bila terjadi perceraian dengan istrinya.**

Penentuan mengena ahli waris dalam masyarakat Minangkabau terkait
erat dengan jenis harta peninggalan yang dikena dalam adat tersebut. Harta
peninggalan ini terbagi atas Harta Pusaka dan Harta Pencaharian dalam

penjabaran sebagai berikut;**

1. Harta Pusaka

Harta pusaka terdiri dari 2 (dua) macam, yakni harta pusaka tinggi dan
harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta yang diberikan secara
turun-temurun dari beberapa generasi, baik berupa tembilang bas yakni harta
tua yang diwaris turun-temurun dari mamak kepada kemenakan maupun
tembilang perak yakni harta yang diperoleh dari hasil harta tua. Menurut
hukum adat, kedua jenis harta pusaka tinggi ini akan jatuh kepada para
kemenakan dan tidak boleh diwariskan kepada anak. Dalam pembagian harta
pusaka tinggi, yang berlaku adalah sistem kewarisan kolektif, karena harta
tersebut tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya. Sedangkan harta pusaka

rendah adalah harta yang hanya turun dari satu generasi sgja.**

Perlu juga
dijelaskan disini, bahwa barang-barang pencaharian dari seorang suami yang

sudah diketahui bukan menjadi anggota keluarga s istri, maka pada saat

132 Zainuddin Ali, Op. Cit., hal. 26-27.

133 Chairul Anwar, Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau, Cet. 1,
(Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hal. 88.

3% Eman Suparman, Op. Cit., hal. 46-47.
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seorang suami tersebut meninggal dunia harta pusaka masuk dalam keluarga si
suami, jadi jelasnya harta pusaka itu menjadi milik saudara-saudaranya

sekandung dan anak-anak turunannya dari saudara-saudaranya perempuan.™*
2. Harta Pencaharian

Yaitu harta yang diperoleh dengan melalui hasil pencaharian sewaktu
suami-istri masih hidup di dalam tali perkawinan. Kepada siapakah harta
pencaharian ini akan diwariskan, pada dasarnya tergantung dari kemauan si
meninggal semasa ia hidup.**® Terkait dengan persoalan ini, sejak tahun 1952
ninik-mamak dan aim ulama telah sepakat agar harta pencaharian ini
diwariskan kepada anak-anak si yang meninggal, dengan ketentuan bahwa
harta tersebut harus diwariskan paling banyak sepertiga dari harta pencaharian
untuk kemenakan.*’

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat dismpulkan bahwa harta pusaka
diwariskan kepada para kemenakan pewaris, sedangkan harta yang diperoleh di
luar harta pusaka itu boleh diwariskan kepada anak-anak pewaris. Harta tersebut
diwariskan dengan tidak dipersoalkan apakah dibagi dengan sistem faraid atau
tidak, karena yang diutamakan adalah harta tersebut diperuntukkan bagi
kepentingan anak-anak s yang meninggal.**® Kalau barang-barang warisan
(barang pusaka umumnya) kembali ke asal, artinya kembali kepada keluarga
suami atau istri yang meninggal. Kaau barang yang diterima secara hibah, maka
barang itu akan jatuh pada ahli warisnya yang meninggal. Mengenai barang
pusaka dan barang penghibahan di daerah Minangkabau ini, sangat atau sedikit
terikat oleh ketentuan-ketentuan yang ada di pelbagai daerah yang sesuai dengan
corak kekeluargaan yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Barang pusaka di
Minangkabau tidak dapat dihibahkan kepada seorang warga kerabat, juga tidak
boleh diwaris oleh seorang anggota kerabat yang bersangkutan melainkan tetap

135 Oemarsalim, Op. Cit., hal. 12.
138 Chairul Anwar, Op. Cit., hal. 91.
37 Eman Suparman, Op. Cit., hal. 47.

38 |bid., hal. 52.
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merupakan barang yang oleh seorang warga kerabat sebagai perorangan, hanya
boleh dipakai sgja, tetapi tidak boleh dimiliki.**°

2.2.3 Pewarisan Sistem Bilateral

Sistem kekerabatan Bilateral atau Parental adalah sistem kekerabatan yang
berdasarkan pertalian keturunan melalui ayah dan ibu yang menarik garis
keturunannya melalui pihak ayah dan pihak ibu ke atas. Bilateral atau Parental itu
terdapat di daerah orang Aceh, orang Jawa, orang Dayak, orang Bugis, dan orang
Kaili. Sistem kekerabatan bilateral atau parental mempunyai sistem perkawinan
yang tidak mengenal pembayaran jujur dan perkawinan semendo. Selain itu, bila
terjadi perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, mereka bebas
memilih untuk menetap di tempat suami atau istri atau memilih untuk
membangun kehidupan baru yang lepas dari pengaruh orang tua masing-
masing.*® Pada hakikatnya kekeluargaan yang bersifat kebapak-ibuan tidak ada
perbedaan antara suami dan istri, mengenai kedudukannya dalam keluarga
masing-masing s suami sudah menjadi suatu keharusan dalam pernikahannya
menjadi anggota keluarga si istri, dan istri juga menjadi anggota s suami.'*
Setelah perkawinan di sini s suami menjadi anggota keluarga istrinya dan
sebaliknya s istri juga menjadi anggota keluarga suaminya. Dengan demikian
dalam susunan kekeluargaan bilateral ini, sebagal akibat perkawinan adalah,
bahwa suami dan istri masing-masing menjadi mempunyai dua kekeluargaan,
yaitu kerabat suami di satu pihak dan kerabat istri di lain pihak.'*

39 surojo Wignjodipuro, Op. Cit., hal. 152.
10 Zainuddin Ali, Op. Cit., hal. 27.

! Oemarsalim, Op. Cit., hal. 7.

2 surojo Wignjodipuro, Op. Cit., hal. 130.
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23  Hukum WarisDalam Yurisprudenst Mahkamah Agung
2.3.1 Putusan MA Nomor 130/K/Sip/1957

Permasalahan mengenai sengketa harta waris sering kali menjadi
permasalahan yang banyak dijumpai di Indonesia. Ini disebabkan banyaknya
hukum mengena waris itu sendiri, seperti hukum waris menurut KUHPerdata,
hukum Islam, dan hukum adat. Agar terjadinya kepastian hukum maka diberikan
hak ops kepada setiap orang mengenai hukum manakah yang akan digunakan.
Pada hukum waris dalam KUHPerdata dan hukum Islam adalah hukum tertulis
dan berasal dari luar Indonesia. Sedangkan hukum adat adalah hukum adli
cerminan dari masyarakat bangsa Indonesia dan bersifat tidak tertulis. Hukum
adat menurut TAP MPR ditentukan sebagali landasan pembentukan hukum
nasiona (karena hukum adat merupakan hukum kepribadian bangsa Indonesia).

Meninjau sekilas pandangan tersebut, berikut ini penulis akan sedikit
membahas mengenai sengketa pada hukum kewarisan kita yang terjadi dalam
masyarakat hukum adat, dan perkaranya diajukan ke dalam ranah hukum nasional.
Kegadian ini diangkat dari putusan hakim di jawa dalam sebuah tinjauan
yurisprudensi Mahkamah Agung. Ruang lingkup pada pembahasan masalah ini
mengacu pada hukum waris adat Jawa.

Perkara yang ada dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor
130/K/Sip/1957 ini mengacu terhadap hak yang terjadi atas harta warisan yang
dalam hal ini posisi janda menjadi sorotan utama untuk menggunakan haknya atas
warisan yang ada tersebut. Pada perkara ini, adapun para pihak dalam perkara
antaralain:**

- Dokter Raden Mas Soehirman Erwinn, bertempat tinggal di jalan
Trunojoyo 36 Kotabesar Bandung;

3 Ganjar Mustofa Arusuli, Hukum Waris Menurut Hukum Adat Dalam Yurisprudensi
Hindia Belanda dan Dalam  Yurisprudensi Setelah Kemerdekaan  Jawa,
http://www.hmj hpi.co.cc/2009/12/hukum-waris-menurut-hukum-adat-dalam-html, diakses pada
tanggal 12 Juni 2011 pada pukul 16.30 wib.
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- Drs. RM. Eppie Soeratman Erwinn, bertempat tinggal di jalan Imam
Bonjol 49 Jakarta;

- RM.G. Husni Erwinn, bertempat tinggal di jalan Trunojoyo 36

Bandung, ketigaini sebagai pemohon-pemohon kasasi.

Pada mulanya para pemohon kasasi ini, memohon kepada Pengadilan
Negeri Bandung agar menetapkan para ketiga anak dari almarhum Dokter R.M.
Soeratman Erwinn yang berhak menjadi ahli warisnya, sedangkan status janda
adalah tidak berhak. Tetapi putusan mengatakan lain, yang akhirnya memutuskan
bahwa istri yakni Nyi Eni Siti Roekasih adalah janda dari Dokter R.M. Soeratman
Erwinn almarhum serta ketiga anak mereka tersebut.

Putusan menetapkan bahwa harta peninggalan Dokter R.M. Soeratman
Erwinn amarhum, seperempatnya dari barang “guna kaya” (campur kaya) yang
didapatkan oleh Dokter R.M. Soeratman Erwinn amarhum dengan janda kaya
Nyi Eni Siti Roekasih tersebut antara tanggal 15-10-1942 dan 23-12-1947 serta
setengahnya dari barang “guna kaya” (campur kaya) yang ditetapkan oleh Dokter
R.M. Soeratman Erwinn almarhum dengan jandanya tersebut antara tanggal 23-
12-1947 hingga hari meninggalnya almarhum tersebut pada tangga 14-7-1956
merupakan haknya Nyi Eni Siti Roekasih tersebut. Selain itu menetapkan pula
ketiga anak almarhum serta janda almarhum, bersama-sama keempatnya berhak
untuk harta warisan tersebut dengan sistem pembagian bagian mutlak. Dalam
pertimbangan Mahkamah Agung ini adalah berdasar untuk melindungi hak janda
atas harta warisan, selama ia masih hidup dan tidak kawin lagi, dan hak anak
sebagai ahli waris dari bapaknya yang meninggal kan harta warisan, sesuai dengan
hukum adat. Putusan Pengadilan Negeri Bandung menetapkan tentang hak janda
dan hak ahli waris (ketiga anak) atas harta“ guna kaya’, suatu hal yang berlebihan
karena gugatan hanya memohon ditetapkan sigpa sgja ahli waris dari almarhum
Dokter R.M. Soeratman Erwinn tersebut.**

1% 1pid.
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2.3.2 Putusan MA Nomor 179 K/Sip/1961

Untuk mengetahui sgjauh mana peran hukum sebagai sarana dalam
mengubah masyarakat dalam kaitannya persamaan hak dalam warisan, kita juga
bisa membandingkan contoh lain yang dapat pula disampaikan bahwa K eputusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179 K/Sip/1961 yang menetapkan
bahwa anak perempuan dan laki-laki dari seorang peningga waris bersama-sama

berhak atas warisan.}*

Perselisihan dan keributan di antara saudara dapat terjadi
akibat pembahagian harta warisan yang tidak adil. Ketidak-adilan akan membawa
para pihak bersengketa untuk menyelesaikan dengan cara kesepakatan atau
dengan cara menempu jalur hukum. Perselishan dan keributan dalam
pembahagian harta warisan pada masyarakat adat Batak Karo telah membuat
suatu putusan Mahkamah Agung No. 179K /Sip/1961, tanggal 23 Oktober 1961.14°
Pada perkara melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179
K/Sip/1961 ini, berasal dari kasus yang terjadi pada masyarakat hukum adat di

tanah Karo.

Di Indonesia, putusan Mahkamah Agung hanya menentukan suatu hukum
yang berlaku bagi pihak-pihak tertentu dalam suatu perkara. Keputusan hakim
hanya mengikat bagi para pihak yang diadili oleh putusan yang bersangkutan, dan
tidak mengikat bagi orang lain yang bukan merupakan para pihak, sementara
hukum waris adat Batak Karo dirasa kurang adil bagi kaum perempuan dan janda.
Karena itu maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pembahagian harta
warisan pada masyarakat adat Batak Karo.** Hal ini dijadikan acuan dasar bagi
penulis, sebagal karakter yang mendasari dibuatnya penulisan karya ilmiah ini.
Contoh ini bisa dijadikan fundamen tentang bagaimana pemberlakuan hak waris

dapat juga jatuh ke tangan pihak wanita atau istri dan janda.

¥ Gatot Sugiharto, “Fungsi Hukum Sebagai Alat dan Cermin Perubahan Masyarakat
Dalam Politik Hukum Indonesia”, http://www.gats.blogspot.com/2009 07 30 archive.html,
diakses padatanggal 12 Juni 2011 pada pukul 16.40 wib.

1% Frans Cory Melando Ginting, “Perkembangan Hukum Waris Adat Pada Masyarakat
Adat Batak Karo (Studi Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo)”,
http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/5440, diakses pada tanggal 12 Juni 2011 pada pukul
17.00 wib.

17 1 pid.
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Pertimbangan Mahkamah Agung yang terjadi dalam perkara ini dalam
meninjau keberatan-keberatan penggugat yang beranggapan, bahwa di tanah Karo
masih tetap berlaku selaku hukum yang hidup dan menganggap seorang anak
perempuan tidak berhak sama sekali atas barang warisan yang ditinggal orang
tuanya. Melihat hal ini, berdasar pertimbangan Mahkamah Agung yang ditinjau
atas hakekat persamaan hak antara wanita dan pria dalam beberapa putusan
mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh
Indonesia, bahwa anak perempuan dan anak lelaki dari seorang peninggal
warisan, bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti, bahwa bagian anak
lelaki adalah sama dengan anak perempuan. Menguatkan pertimbangan
Mahkamah Agung dengan sikap yang tetap, maka juga di tanah Karo seorang
anak perempuan harus “dianggap” atau “berhak” menerima bagian harta warisan
dari orang tuanya.’*®

Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961
sudah menuju ke arah sistem Parental yang memberi kesedergjatan, kemanusiaan,
keadilan dan persamaan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan didalam
mewaris harta orang tuanya. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah kedudukan
anak perempuan telah mengalami perkembangan dalam pembagian warisan yang
sama dengan anak laki. Dengan sifat netral ini telah terjadi modemisas yang
mengarah kepada homogeniteit yaitu menunjukkan adanya persamaan dergjat
antara laki-laki dan perempuan dan memberikan pengaruh yang besar dalam
bidang hukum adat khususnya hukum waris adat Batak.'*® Selain itu dengan
keluarnya Putusan Nomor 179 K/Sip/1961 ini dapat diartikan sebagai putusan
yang bersgjarah bagi persamaan hak anak perempuan Batak Karo dalam hal

waris.

8 pytusan Mahkamah Agung Reg. No. 179 K/Sip/1961 Tanggal 23 Oktober 1961,
dalam perkara Langtewas Sitepu dan Ngadu Sitepu melawan Benih Ginting.

9 Torop Eriyanto Nainggolan, “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat
Pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Pontianak Kota di Kota Pontianak”,
http://eprints.undip.ac.id/15074, diakses pada tanggal 12 Juni 2011 pada pukul 17.20 wib.

10 qulityowati Irianto, Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum, Cet. 1, (Jakarta:
Y ayasan Obor, 2005), hal. 221-222.
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2.3.3 Putusan MA Nomor 100 K/Sip/1967

Untuk melengkapi landasan dasar tentang pembagian harta warisan
terhadap seorang janda, penulis mencoba menambahkan juga melalui Putusan
Mahkamah Agung Nomor 100 K/Sip/1967 tertanggal 14 Juni 1968. Adapun para
pihak yang berperkara dalam kasus ini yakni: Tangsi Bukit tinggal di Kabanjahe
sebagal Penggugat untuk Kasas dahulu Penggugat atau Pembanding; dalam
perkara melawan Pengidahen br. Melialatinggal di Jalan Pasar No. 64 Kabanjahe;
serta Muli br. Bukit tinggal di Jalan Haji Misbah No. 10 Medan sebagai para
Tergugat dalam Kasas dahulu para Tergugat atau Terbanding.

Dalam perkara ini, gugatan diputuskan perkaranya tidak dapat diterima
oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 15 Agustus 1963 No. 45/S-1961.
Kemudian para Penggugat kembali menggjukan banding kepada Pengadilan
Tinggi Medan hingga dikeluarkannya Putusan No. 83/1965 tertanggal 2
Nopember 1966. Upaya hukum kasasi juga kembali diupayakan Tangsi Bukit,
Penggugat untuk Kasasi dahulu Penggugat atau Pembanding; dalam perkara
melawan Pengidahen br. Meliala; dan Muli br. Bukit, para Tergugat dalam Kasasi
dahulu para Tergugat atau Terbanding, pada tanggal 2 Pebruari 1967 melalui
Surat Keterangan No. 2/1967.

Mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini yang menuju ke arah
persamaan kedudukan antara pria dan wanita, dan penetapan janda sebaga ahli
waris, dalam putusan Mahkamah Agung No. 100 K/Sip/1967 membenarkan
pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi yang menetapkan bahwa dalam hal
meninggalnya seorang suami yang meninggalkan seorang janda, seorang anak
laki-laki dan seorang anak perempuan, janda berhak atas separuh atau setengah
dari harta bersama, yang sisanya dibagi antara janda dan kedua anaknya, masing-
masing mendapat sepertiga bagian. Dengan demikian, menurut Mahkamah Agung
anak perempuan dan janda adalah sebagai ahli waris.*>*

51 Frans Cory Melando Ginting, “Perkembangan Hukum Waris Adat Pada Masyarakat
Adat Batak Karo (Studi Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo)”,
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5440/1/10E00159.pdf, diakses pada tanggal 21
Juni 2011 pada pukul 21.30 wib.
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BAB 3
TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH

MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

3.1  Pengertian Hibah

Salah satu cara yang dapat dilakukan bagi seseorang dalam mengalihkan
haknya secara hukum, selain dengan dijual adalah dengan cara menghibahkan
kepada seseorang yang dikehendakinya dengan membuat akta hibah di depan
Notaris untuk barang-barang bergerak atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
untuk barang-barang tidak bergerak.

Hibah menurut KUHPerdata diatur dalam Bab ke sepuluh (10), Buku 111
pada Pasal 1666-1693 KUHPerdata. Pengertian hibah diatur dalam Pasal 1666
ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi:

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu

hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali,

menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang
menerima penyerahan itu.”

Pada Pasal 1666 ayat (2) KUHPerdata menentukan bahwa undang-undang tidak
mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih
hidup.™* Hibah juga dapat diartikan pemberian suatu benda secara sukarela dan
tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk
dimiliki.™ Sedangkan menurut Sabiq dan Hassan sebagaimana yang dikutip oleh
Siddik yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian seseorang kepada ahli
warisnya, sahabat handainya atau kepada urusan umum sebagian dari pada harta

152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R.
Subekti dan R, Tjitrosudibio, Cet. 29, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), Ps. 1666 ayat (2).

153 Badriyah Harun, Panduan Praktis Pembagian Waris, Cet.1, (Yogyakarta: Penerbit
Pustaka Y ustisia, 2009), hal. vi.
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benda kepunyaan atau seluruh harta benda kepunyaannya sebelum ia meninggal

dunia. ™

Terdapat karakter yang hampir sama antara suatu pelaksanaan hibah dan
wasiat. Hibah dan wasiat sama-sama merupakan pemberian dari orang lain.
Namun perbedaan keduanya yang paling menonjol adalah hibah diberikan pada
waktu pemberi hibah masih hidup dan dapat dilaksanakan pada saat pemberi
hibah masih hidup, sedangkan wasiat diberikan pada waktu pemberi wasiat masih
hidup dan dilaksanakan pada saat pemberi wasiat telah meninggal dunia.
Perbedaan lain antara hibah dan wasiat, yaitu wasiat dapat diganti dan ditarik
kembali oleh si pembuat wasiat, sedangkan hibah tidak dapat ditarik kembali.
Oleh sebab itu, apabila pemberi hibah memberikan hibah kepada seseorang atau
lembaga ketika mendekati galnya, maka pelaksanaan hibah tersebut harus
mendapat persetujuan ahli warisnya. '

Hibah dalam sistem hukum keperdataan Indonesia diatur dalam Buku 111
KUHPerdata tentang Perikatan yang bersifat terbuka, sedangkan hukum waris
diatur dalam Buku Il KUHPerdata tentang Kebendaan yang bersifat tertutup.
Sekalipun diatur dalam buku yang berbeda dalam sistematika KUHPerdata,
namun keterkaitan hibah dengan hukum waris sangatlah erat sehubungan dengan
adanya bagian mutlak ahli waris. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dalam
beberapa pasal pada K UHPerdata sebagai berikut: ™

1. Dalam ketentuan Pasal 916a KUHPerdata;

Pasal ini menentukan batas maksimum bagian dari pihak ketiga yang
boleh dialihkan baik dengan cara penghibahan maupun dengan cara wasiat
yaitu tidak melebihi batas bagian mutlak ahli waris. Apabila melebihi
besar bagian mutlak, maka jumlah uang yang telah dihibahkan,

1 H. Abdullah Siddik, Hukum Waris Islam, Cet. 10, (Jakarta: Wijaya, 1984), hal. 204.

155 Badriyah Harun, Log. Cit., hal. 71.

1% Riama F. E. Manullang, “Hibah Tanpa Wajib Inbreng Yang Melanggar Legitieme
Portie Ahli Waris Legitimaris Lainnya (Analisis Kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor; 797

PK/PDT/2001)", (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2007), hal. 69-72.
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dihibahwasiatkan atau bagian dari orang yang diangkat sebagai ahli waris

itu harus dikurangi (inkorting).
2. Daam ketentuan Pasal 917 KUHPerdata;

Pasal ini menyatakan bahwa dalam hal tidak adanya keluarga sedarah
dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah dan tidak adanya anak luar
kawin yang diakui dengan sah, maka pewaris boleh mengalihkan seluruh
harta peninggalannya baik dengan hibah maupun dengan surat wasiat.

3. Daam ketentuan Pasal 919 KUHPerdata;

Pasal ini menyatakan bahwa terhadap bagian bebas, seorang pewaris boleh
mengalihkan kepada orang bak ahli warisnya maupun bukan harta
peninggalannya baik secara hibah atau wasiat, namun penerima
hibah/wasiat harus memasukkan kembali ke dalam harta warisan segala
apa yang telah diberikan kepada merekamelalui hibah/wasiat tersebut.

4. Ddam ketentuan Pasal 920 KUHPerdata;

Pasal ini menyatakan bahwa terhadap segala pemberian atau penghibahan
baik antara yang masih hidup (hibah) maupun dengan wasiat yang
menyebabkan berkurangnya bagian mutlak dalam suatu warisan, dapat
dilakukan pengurangan atas tuntutan para ahli waris mutlak, ahli waris

maupun pengganti mereka.
5. Daam ketentuan Pasal 921 KUHPerdata;

Pasal ini menyatakan bahwa dalam menentukan bagian mutlak dalam
suatu harta warisan, semua harta kekayaan yang telah dihibahkan dengan
tidek memandang ada atau tidaknya klausula wajib inbreng, harus
dimasukkan terlebih dahulu. Nilai barang hibah yang dimasukkan tersebut
adalah nila pada waktu hibah dilakukan atau nilai berdasarkan
kesepakatan ahli waris. Data nilai hibah tersebut dapat diperoleh dari
catatan akta hibah itu sendiri. Dengan demikian dalam menetukan
besarnya bagian mutlak adalah nilai harta warisan bersih ditambah hibah.
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6. Daam ketentuan Pasal 924 KUHPerdata;

Pasal ini berisi ketentuan tentang urutan pemotongan dalam ha pemberian
melalui hibah/wasiat yang melebihi bagian mutlak ahli waris yakni bila
pengambilan dari ahli waris non legitimaris dan wasiat tidak mencukupi,

maka pemenuhan bagian mutlak diambil dari hibah-hibah.

3.1.1 Unsur-Unsur Hibah

Memperhatikan substansi pengertian hibah dalam is pada Pasal 1666
KUHPerdata tersebut, maka secara terperinci dapat kita tentukan unsur-unsur
penting yang membentuk pengertian hibah yang mutlak harus ada sebagal berikuit:

1. Unsur “sepihak” atau unilateral, dan memiliki sifat yang cuma-cuma.
Hanya pemberi hibah sagja yang dibebani kewajiban, sedangkan penerima
hibah sama sekali tidak mempunya kewajiban apa-apa sebagai
kontraprestasi.

2. Unsur “di waktu hidupnya pemberi hibah”, artinya bahwa penyerahan
benda yang dihibahkan harus terjadi pada waktu pewaris masih hidup.
Inilah yang membedakan hibah dengan hibah wasiat. Dimana hibah wasiat
pelaksanaannya baru dilakukan setelah yang empunya testament/pemberi
hibah wasiat, meninggal duniaterlebih dahulu.

3. Unsur “dilakukan dengan cuma-cuma’, artinya pemberi hibah dalam
proses menyerahkan suatu kekayaan dilakukan secara sukarela dan cuma-
cuma. Disis lain dalam penyerahan benda oleh pemberi hibah sebagai
objek hibah kepada penerima hibah, harus dilakukan tanpa adanya niat

untuk menerimaimbalan dan keuntungan apapun.

Perbuatan memberi hibah harus timbul dari kemauan suka memberi
(animus donandi) agar perbuatan itu dapat diberi nama “hibah”. Motif
pemberi hibah untuk menghibahkan sesuatu tidak melakukan peranan
daam hukum. Barang siagpa melaksanakan perikatan bebas (natuurlijke
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verbintenis), misalnya membayar utang yang dibuat di megajudi dan tidak
mel akukan perbuatan itu karena suka memberi. Sebaliknya seseorang yang
secara moral merasa berkewajiban untuk memberi hibah, melakukan hal

itu karena suka memberi >’

4. Unsur “tidak dapat ditarik kembali”, diartikan bahwa pada berlangsungnya
perjanjian hibah sejak awal tidak dapat diperjanjikan bahwa pemberi hibah
dapat menarik kembali penghibahan itu (Pasal 1666 KUHPerdata).
Selanjutnya pemberi hibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap
berkuasa untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dihibahkan itu
kepada orang ketiga (Pasal 1668 KUHPerdata). Tetapi merujuk pada Pasal
1338 KUHPerdata, adalah dibolehkan apabila di kemudian hari atas
kemauan kedua belah pihak penghibahan itu ditarik. Atau dengan kata
lain, pemberi hibah secara sepihak tidak dapat menarik atau mencabut
barang yang telah dihibahkannya. Pencabutan baru dapat dilakukan, jika
penerima hibah telah memberi persetujuan.*®

Selanjutnya merupakan hal yang juga diperbolehkan adalah jika pemberi
hibah memperjanjikan atau dapat menentukan akan digunakan untuk apa
sejumlah uang yang diperoleh dengan memakai barang yang dihibahkan
tersebut. Hal ini sesual ketentuan Pasal 1671 KUHPerdata. Kalau pemberi
hibah meninggal dunia sebelum menentukan tujuan dari uang itu, maka
uang itu tetap menjadi milik pemberi hibah.™>

Namun terkait dengan salah satu unsur hibah yang menyatakan bahwa
hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali atas persetujuan penerima hibah,

7 Adi Winarno, “Penyimpangan Atas Ketentuan Pasal 1678 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata Tentang Hibah Antara Suami Isteri (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Utara Nomor: 119/PDT/G/2003/PN.Jkt.Ut)”, (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia,
Depok, 2010), hal. 39.

158 Riama F. E. Manullang, Log. Cit., hal. 57.

9 | bid.
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berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdata, suatu hibah dimungkinkan untuk ditarik
kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah dengan alasan sebagai berikut:'®

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat penghibahan sebagaimana diatur
dalam Pasal 1688 KUHPerdata sub 1;

Misalnya dalam ha seseorang yang ingin melakukan hibah atas barang-
barang yang dimilikinya kepada seseorang yang menerima hibah, maka
pemberian dan penerimaan hibah tersebut harus dilakukan dengan akta
notaris (lihat ketentuan Pasal 1682 dan Pasal 1683 KUHPerdata), kecuali
hibah yang berupa benda-benda bergerak yang bertubuh atau penagihan
utang kepada s penunjuk dari satu tangan ke tangan lain, tidak perlu
memakal akta, cukup dengan menyerahkannya sgja (lihat ketentuan Pasal
1687 KUHPerdata). ™™

Apabila suatu penghibahan dilakukan tanpa akta Notaris, maka
penghibahan tersebut dianggap batal. Jadi akta Notaris dalam hal ini tidak
hanya merupakan suatu surat pembuktian, melainkan suatu syarat mutlak
untuk sahnya penghibahan. Dengan kata lain, bila penghibahan tersebut
dilakukan tanpa akta Notaris maka tidak dapat kemudian diperbaiki
dengan suatu akta Notaris yang membenarkan adanya suatu hibah. Apabila
penghibahan tersebut dilakukan tanpa membuat akta hibah oleh Notaris,
maka selama pemberi hibah masih hidup dapat sgja dilakukan
penghibahan baru yang dibuat dengan akta hibah yang dibuat oleh Notaris.
Dalam hal pemberi hibah telah meninggal dunia dan ahli warisnya atau
orang-orang yang mendapat hak dari si penghibah membenarkan adanya
penghibahan atau mengesahkannya, maka tidak dapat lagi dikemukakan
oleh mereka suatu cacat mengenai cara penghibahan yang ditentukan oleh
undang-undang (lihat ketentuan Pasal 1894 K UHPerdata).'®*

1% Eman Suparman, Op. Cit., hal. 78.
'*! Riama F. E. Manullang, Op. Cit., hal. 65.
162 R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu,

Cet. 9 (Jakarta: Sumur Bandung, 1991), hal. 119.
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2. Penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan
kegjahatan yang bertujuan mengambil jiwa s penghibah atau suatu
kejahatan lain terhadap si penghibah sebagaimana diatur dalam Pasal 1688
KUHPerdata sub 2;

Maka segala tindakan yang dilakukan oleh penerima hibah terhadap
barang hibahan tersebut tetap ada sebelum adanya pendaftaran tuntutan
penarikan kembali oleh pemberi hibah ke pengadilan. Segala tindakan
yang dilakukan oleh penerima hibah terhadap barang hibah setelah
dilakukannya pendaftaran tuntutan adalah batal apabila tuntutan tersebut
dikabulkan. Dan penerima hibah harus mengembalikan barang yang sudah
diterimanya berikut hasil-hasil yang diperoleh dari barang tersebut kepada
pemberi hibah berikut ganti kerugiannya. Jika benda tersebut telah
dijualnya, maka ia harus mengembalikan hasil penjualan tersebut pada
waktu dimasukkannya gugatan beserta hasil-hasil pendapatan sejak saat itu
sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1690 dan 1691 KUHPerdata.
Tuntutan hukum tersebut gugur dengan lewatnya waktu satu tahun
terhitung mulai hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu
dan diketahui oleh penghibah.'®®

3. Penerima hibah menolak untuk memberikan tunjangan nafkah kepada
pemberi hibah, setelah penghibah jatuh miskin sebagaimana diatur dalam
Pasal 1688 KUHPerdata sub 3;

Ha ini menimbulkan banyak pertanyaan yang tidak dapat ditemukan
jawabannya satupun dalam undang-undang. Apakah penerima hibah harus
memberi nafkah, jika pemberi hibah itu masih mempunyai keluarga dalam
garis lurus ke atas atau ke bawah yang dapat dituntut untuk memberi
nafkah kepadanya?'®*

163 Riama F. E. Manullang, Op. Cit., hal. 68.
184 Adi Winarno, Op. Cit., hal. 42.
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3.1.2 Bentuk-Bentuk Hibah

Menurut ketentuan Pasal 1682 KUHPerdata, suatu hibah harus dilakukan
dengan akta Notaris, jika tidak maka hibah yang bersangkutan adalah batal.
Dengan demikian seseorang yang ingin melakukan hibah atas barang-barang
miliknya kepada seseorang yang menerima hibah, maka pemberian dan
penerimaan hibah tersebut harus dilakukan dengan akta Notaris, kecuali hibah
yang berupa benda-benda bergerak yang bertubuh atau penagihan hutang, cukup
sah dengan melakukan penyerahan sgja. Suatu akta Notaris dalam hal ini tidak
hanya berfungsi sebagai surat pembuktian, melainkan pula suatu syarat mutlak
untuk sahnya penghibahan.’® Jika kita meninjau lebih dalam menurut Pasal 1687
KUHPerdata menjelaskan bahwa pemberian hibah berupa barang bergerak yang
bertubuh atau surat piutang atas tunjuk (aan toonder) tidak perlu dilakukan
dengan akta notaris, melainkan cukup dengan penyerahan nyata kepada penerima
hibah.'*®

Dalam Pasal 1683 KUHPerdata penerima hibah harus dinyatakan secara
hukum bahwa s penerima hibah telah tercatat di akta Notaris untuk menerima
hibah dari si pemberi hibah, agar status penghibahan yang telah dilimpahkan dari
s pemberi hibah kepada s penerima hibah telah sah secara hukum di hadapan

167

pejabat yang berwenang.™" Walaupun hibah telah diterima secara sah, namun

1% Doddy Natadiharja, “Permohonan Pembatalan Akta Hibah Oleh Ahli Waris (Analisis
Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 210/Pdt/G/1996/PN.Bogor)”, (Tesis Magister
Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2006), hal. 18-19.

1% Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op. Cit., Pasal 1687 yang menyatakan bahwa,
“Pemberian-pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan utang
kepada s penunjuk dari tangan satu ke tangan lain, tidak memerlukan suatu akta, dan adalah sah
dengan penyerahan belaka kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ke tiga yang
menerima pemberian itu atas nama si penerima hibah”.

187 K itab Undang-Undang Hukum Perdata, Op. Cit., Pasal 1683 yang menyatakan bahwa,
“Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun,
selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh s penerima
hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah
dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima
hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari. Jika penerimaan tersebut tidak telah
dilakukan di dalam surat hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan didalam suatu akta otentik
terkemudian, yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah
masih hidup; dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya
akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya”.

Universitas |ndonesia

Hak istri ..., Immanuel Julius, FH Ul, 2011



68

menurut Pasal 1686 KUHPerdata hak milik atas barang yang dihibahkan masih
harus dipindahkan dari pemberi hibah kepada penerima hibah sesuai dengan Pasal
612, 613, 616 dan selanjutnya. Bilamana seseorang yang menerima hibah
mengenal barang bergerak yang bertubuh atau surat piutang atas tunjuk itu sudah
memegang barang tersebut sebagai pemakal, maka penghibahan itu dianggap juga
sebagai penghibahan “dari tangan ke tangan” yang disebut “traditio brevi manu”.
Sedangkan mungkin juga pemberi hibah tidak menyerahkan barang yang telah
dihibahkan kepada penerima hibah, melainkan menahan barang itu dalam
tangannya sebagai pemakai sgja yang disebut “constitutum possessoriunt”.*%®

3.1.3 Jenis-JenisHibah

Jenis-jenis hibah yang umumnya terjadi pada masyarakat kita, dapat
terbagi dalam beberapa pengelompokkan sebagai berikut, antara lain:*®

a. Hibah Formil, yaitu hibah yang harus berbentuk akta Notaris mengenai
barang-barang tidak bergerak (kecuali tanah yang harus berbentuk akta
PPAT berdasarkan UU Pokok Agraria, L.N. 1960-104), termasuk barang-
barang terdaftar seperti kendaraan bermotor, kapal-kapal berukuran 20
(dua puluh) meter kubik bruto atau lebih (lihat ketentuan Pasal 314 Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang/KUHD) dan berdasarkan Pasal 1682
KUHPerdata, kecuali hibah mengenai barang-barang bergerak yang
bertubuh atau surat piutang atas tunjuk (aan tonder) yang menurut Pasal
1687 KUHPerdata tidak perlu dilakukan dengan akta Notaris.

b. Hibah Materiil, yaitu segala pemberian atas dasar kemurahan hati yang
menguntungkan penerima hibah dan bentuknya tidak terikat kepada
bentuk tertentu, misalnya; pembebasan dari pembayaran utang, penjualan
rumah yang nilai sebenarnya adalah sebesar lima belas juta rupiah tetapi
dihargai sebesar sepuluh juta rupiah dengan selish lima juta rupiah

1%8 Adi Winarno, Op. Cit., hal. 42.

189 | bid., hal. 42-43.
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sebagal bentuk penghibahan. Dan hibah materiil ini juga meliputi hibah

formil.

c. Hibah Wasiat (legaat), yaitu hibah mengenai barang yang hak miliknya
baru dapat beralih kepada penerima hibah setelah pemberi hibah
meninggal duniaterlebih dahulu.

Inilah yang menjadi perbedaan dengan hibah formil dan hibah materiil,
dimana hak milik atas barang yang dihibahkan beralih kepada penerima hibah
semasa hidup s pemberi hibah. Tetapi dalam hibah wasiat, semasa hidup s
pemberi hibah dapat menarik kembali hibah tersebut. Sedangkan dalam hibah
yang bersifat formil dan materiil, pengaturannya ialah hibah tidak dapat ditarik
kembali kecuali dalam hal-hal tertentu yang pengaturannya diatur lebih lanjut oleh
undang-undang.

3.2 Ketentuan Hibah Secara Umum
321 Subyek Pemberi dan Penerima Hibah

Dalam pelaksanaan suatu hibah bagi seorang pemberi dan penerima hibah
menurut KUHPerdata, terdapat syarat-syarat yang dapat diterapkan dalam
hubungan subyek hibah tersebut, yaitu:

1. Syarat-syarat subyek hibah, yaitu bagi pemberi hibah harus orang yang
sehat pikirannya dan harus sudah dewasa (21 tahun) kecuali orang tersebut
belum berusia 21 tahun tetapi sudah menikah dan pada kesempatan itu
memberikan sesuatu dalam perjanjian perkawinan yang mana dalam
perkawinan itu didampingi orang tuanya (lihat Pasal 330 KUHPerdata),
sedangkan bagi penerima hibah haruslah orang yang sudah dilahirkan pada
saat dilakukan penghibahan sesuai ketentuan Pasal 1679 KUHPerdata,

Universitas |ndonesia

Hak istri ..., Immanuel Julius, FH Ul, 2011



70

apabila penerima hibah belum dewasa maka harus diwakilkan oleh orang

tua atau wali .t

Dalam bunyi isi ketentuan pada Pasal 1676 KUHPerdata diartikan bahwa
setigp orang boleh memiliki hak untuk memberi dan menerima penghibahan,
kecuali untuk orang-orang yang telah dinyatakan tidak cakap dan tidak memiliki
wewenang menurut ketentuan undang-undang. Bila merujuk ketentuan pada Pasal
1677 KUHPerdata, menjelaskan bahwa orang yang belum dewasa tidak
diperbolenkan memberi atau melakukan hibah, kecuali secara perjanjian
perkawinan kepada calon suami istri adalah suatu pilihan. Dan jika ditinjau dari
subyek penerima hibah, bila kita melihat ketentuan pada Pasal 1679 KUHPerdata,
menentukan bahwa penerima hibah harus tetap hidup pada waktu hibah diadakan.
Jika penerima hibah pada waktu hibah diadakan, ia sudah meninggal dunia
terlebih dahulu, ahli warisnya tidak berhak untuk mendapat hak terkait hibah yang
akan diberikan tersebut. Bahkan bayi dalam kandungan berdasarkan ketentuan
Pasal 2 ayat (2) KUHPerdata dapat menerima hibah karenaia dianggap hidup. Hal
pemberian hibah oleh pemberi hibah kepada penerima hibah, yakni bayi dalam
kandungan ini (sesuali bunyi isi Pasal 2 KUHPerdata), dapat diwakilkan oleh
orang tuanya secara langsung. Dalam syarat ini menunjukkan bahwa setiap orang
memiliki hak untuk memberikan penghibahan atau menerima penghibahan,
kecuali bagi mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak memiliki
wewenang untuk hal itu, seperti halnya anak yang belum dewasa dan orang yang
berada di bawah pengampuan (lihat Pasal 1330 KUHPerdata). Dengan demikian
dalam melakukan penghibahan oleh seseorang yang tidak cakap melakukan
perbuatan hukum tersebut, dapat diminta pembatalan hibah di muka pengadilan
oleh wakilnya yang sah menurut hukum.

2. Selain syarat-syarat dalam hal hubungan subyek penerima dan pemberi
hibah, dapat juga kita menentukan hubungan yang berkenaan dengan
obyek hibah. Syarat-syarat obyek hibah, diatur dalam Pasal 1667
KUHPerdata yang menyatakan bahwa yang dihibahkan haruslah barang-

170 Subekti, Aneka Perjanjian, Cet. 7, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 100-
101.
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barang yang sudah ada. Jika meliputi barang-barang yang baru akan ada di
kemudian hari, maka hibah itu adalah batal, sehingga jika seseorang
menghibahkan suatu barang yang sudah ada bersama-sama dengan suatu
barang lain yang baru ada di kemudian hari, maka penghibahan yang
pertama adalah sah, akan tetapi mengenai penghibahan yang kedua adalah
tidak sah.'™* Benda dimaksud adalah baik benda-benda bergerak maupun
benda-benda tidak bergerak.

Bagi seorang pemberi hibah dalam melakukan suatu penghibahan kepada
pihak lain yakni penerima hibah, tetap juga harus memperhatikan larangan yang
terkait dalam hibah agar suatu penghibahan dapat berjalan dengan baik, meliputi:

a. Dalam ketentuan Pasal 1668 KUHPerdata menjelaskan bahwa tidak boleh
seorang penghibah memperjanjikan dirinya untuk tetap berkuasa untuk
menjual atau memberikan kepada orang lain benda atau barang yang
termasuk dalam lingkup penghibahan tersebut, karena hibah tersebut
adalah batal demi hukum. Pada larangan ini sangat erat hubungannya pada
asas “hibah tidak dapat ditarik kembali”.*"2

b. Pemberi hibah menurut Pasal 1670 KUHPerdata tidak boleh membebani
penerima hibah dengan pembayaran utang-utang atau kewajiban-
kewgjiban lainnya yang tercantum dalam akta hibah sendiri atau dalam
daftar yang terlampir pada akta hibah, hibah demikian adalah batal demi
hukum. Namun demikian, pemberi hibah menurut Pasal 1671 KUHPerdata
berwenang untuk mengambil manfaat atas sejumlah uang dari benda yang
dihibahkan. Apabila pemberi hibah meningga sebelum ia sempat
menggunakan hak tersebut, maka apa yang dihibahkan tetap untuk
seluruhnya menjadi milik utuh penerima hibah.*"®

171 | bid., hal. 95.

172 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op. Cit., Pasal 1668 menyatakan bahwa, “Si
penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan
kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah; hibah yang semacam itu, sekadar
mengenal benda tersebut, dianggap sebagai batal.”

%3 Adi Winarno, Op. Cit., hal. 45.
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c. Penghibah tidak diperbolehkan menunjuk dan menentukan orang tertentu
yang akan menerima pemindahtanganan hibah jika penerima hibah
meninggal dunia, sebagaimana ketentuan Pasal 1675 K UHPerdata.

d. Dalam ketentuan Pasal 1678 ayat (1) KUHPerdata memberikan penjelasan
tentang larangan penghibahan antara suami istri selama masa perkawinan.
Namun menurut Pasal 1678 ayat (2), mengecualikan hal lain dengan
tinjauan kemampuan pada s penghibah bahwa mengenai penghibahan
yang kecil sifatnya berupa barang-barang bergerak yang berwujud dan
harganya tidak terlalu tinggi, tidak dilarang bagi suami atau istri
tersebut.'”

e. Menurut Pasal 1680 KUHPerdata menjelaskan bahwa penghibahan yang
dilakukan kepada lembaga umum atau lembaga keagamaan tidak berhak
atas hibah dan tidak memiliki manfaat berarti, kecuali yang ditunjuk
langsung atas kuasa Presiden dan penguasa tinggi lain untuk menerima

penghibahan.

f. Pemberi hibah tidak boleh menghibahwasiatkan sesuatu kepada orang-
orang yang mempunya hubungan tertentu dengannya, seperti berikut
ini:'"

1. Orang yang belum dewasa setelah mencapal kedewasaan berdasarkan
Pasal 904 ayat (2) tidak boleh menghibahwasiatkan sesuatu kepada
bekas walinya, kecuali setelah bekas walinya itu melakukan
pertanggungjawaban mengena perwaliannya (kecuali jika wali atau
bekas wali itu merupakan keluarga dalam garis lurus ke atas dari
pemberi hibah).

174 Astari Amalia Sari, “Pelaksanaan Hibah Mengenai Legitieme Portie Dalam Putusan
Pengadilan Negeri (Analisis Terhadap Putusan Nomor 14/G/B/Q/1985/PT Pdg)”, (Skripsi Sarjana
Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010), hal. 50.

% Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op. Cit., Pasal 1678 ayat (1) dan (2) yang
menyatakan bahwa, "Dilarang adalah penghibahan antara suami istri selama perkawinan. Namun
ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian benda-benda
bergerak yang bertubuh, yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan s penghibah.”

176 Adi Winarno, Op. Cit., hal. 45.
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2. Pasal 905 KUHPerdata menyatakan bahwa anak yang belum dewasa
tidak boleh menghibahwasiatkan sesuatu kepada pengajarnya, kepada
guru pengasuhnya yang tinggal serumah dengannya, dan kepada
gurunya yang menjadi ibu kos atau bapak kosnya. Kecuali dalam hal
hibah wasiat itu diberikan sebagai pembalasan jasa, dengan pengertian
bahwa harus diperhatikan kekayaan pemberi hibah dan besar kecilnya
jasayang telah ditunaikan.

3. Pasal 906 KUHPerdata dijelaskan bagi para dokter, apoteker, dan
orang yang melakukan praktek kedokteran dalam merawat seseorang
selama sakitnya yang mengakibatkan kematiannya. Begitu pula para
guru agama yang telah memberi bantuan kepada pasien selama
sakitnya, tidak boleh menjadi penerima hibah wasiat yang
diberikannya oleh pasien itu kecuali dalam hal:

a). Hibah wasiat sebagal pembalasan jasa seperti dalam hal ketentuan
Pasal 905 KUHPerdata;

b). Hibah wasiat kepada suami atau istri dari pewaris;

c). Hibah wasiat yang bukan secara umum dari pewaris kepada
keluarga sampai dengan dergjat ke empat dalam hal pewaris tidak

mempunyai ahli waris dalam garis lurus.

4. Pasal 907 KUHPerdata menyatakan bahwa Notaris yang membuat akta
hibah wasiat dan para saksi dalam akta tersebut tidak boleh menjadi

penerima hibah wasiat itu.

g. Menurut ketentuan Pasa 913 KUHPerdata menjelaskan tentang
penghibahan atau hibah wasiat tidak boleh melebihi bagian mutlak dari
warisan bagi seorang ahli waris, misalnya apabila hanya seorang anak
sgja yang menjadi ahli waris, maka hibah atau hibah wasiat tidak boleh
melebihi separoh dari warisan; jika dua anak, maka hibah atau hibah
wasiat tidak boleh melebihi sepertiga warisan, selebihnya harus dikurangi
sampai besarnya sama dengan bagian mutlak.
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3.2.2 Kewajiban Pemberi dan Penerima Hibah

Kewajiban pemberi hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdata pemberi hibah
adalah menyerahkan barang yang dihibahkan kepada penerima hibah serta tetap
memperhatikan unsur-unsur yang terkandung dalam syarat pemberian hibah yang
mengacu unsur “sepihak”, unsur “di waktu hidupnya’, unsur “dengan cuma-
cuma’ dan unsur “tidak dapat ditarik kembali”. Dengan tercapainya syarat unsur-
unsur tersebut dari pemberi hibah kepada penerima hibah, maka sebuah
penghibahan telah terjadi.

Dalam Pasal 1674 KUHPerdata menyatakan dengan tegas bahwa pemberi
hibah tidak menjamin kenikmatan aman dan tenteram bagi seorang penerima
hibah, sedangkan undang-undang juga tidak menyinggung ada atau tidak adanya
jaminan tidak ada cacat-cacat tersembunyi. Namun demikian pada umumnyatelah
diterima bahwa pemberi hibah juga tidak berkewagjiban untuk menjamin tidak
adanya cacat-cacat tersembunyi, karena tidak terjadi kontra prestasi dari penerima
hibah. Inilah yang membedakan dengan perjanjian jua-beli dimana berdasarkan
Pasal 1491 KUHPerdata, penjual berkewajiban untuk menjamin kenikmatan aman
dan tenteram serta tidak adanya cacat-cacat tersembunyi terhadap pembeli, karena
adanya kontra prestasi dari pembeli berupa pembayaran harga barang yang
diperjualbelikan.’”’

Dalam sisi penerima hibah mengacu pada unsur perjanjian *“sepihak”
dalam penghibahan, maka pada umumnyatidak ada kontra prestasi dari penerima
hibah. Memang benar bahwa di dalam perjanjian hibah, penerima hibah dapat
diberi kewajiban-kewajiban untuk pelaksanaannya, namun hal itu tidak membuat
perjanjian hibah menjadi perjanjian timba balik.

Y7 Adi Winarno, Op. Cit., hal. 46, bandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, Pasal 1491 yang menyatakan bahwa, “Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual
terhadap s pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu penguasaan benda yang dijua secara
aman dan tenteram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau
yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya’.
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Namun dapat juga terjadi antara pemberi hibah dan penerima hibah untuk

memperjanjikan hal-hal sebagai berikut:*"®

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1669 KUHPerdata yang menyatakan:

“Adaah diperbolehkan kepada si penghibah untuk memperjanjikan bahwa
ia tetap memiliki kenikmatan atau nikmat hasil benda-benda yang
dihibahkan, baik benda-benda bergerak maupun benda-benda tak bergerak
atau bahwa ia dapat memberikan kenikmatan atau nikmat hasil tersebut
kepada seorang lain; dalam hal mana harus diperhatikan ketentuan-
ketentuan dari bab ke sepuluh Buku ke dua Kitab Undang-Undang ini”.

dari ketentuan pada bunyi Pasal ini dapat diartikan bahwa pelaksanaan
hibah ini, baru dapat dilakukan setelah pemberi hibah telah meninggal
duniaterlebih dahulu.

2. Pemberi hibah dapat memperjanjikan bahwa ia tetap berhak mengambil
kembali benda-benda yang telah diberikannya, baik dalam halnya
penerima hibah sendiri maupun dalam halnya penerima hibah beserta
turunan-turunannya akan meninggal lebih dahulu daripada pemberi hibah
tetapi ini tidak dapat diperjanjikan selain hanya untuk kepentingan
pemberi hibah sendiri. Kalau terjadi barangnya dikembalikan kepada
pemberi hibah, maka barang itu harus bersih dari beban-beban yang
mungkin diletakkan pada barang itu selama berada di tangan penerima
hibah dan penjualan barang itu oleh penerima hibah adalah dibatalkan
(lihat ketentuan Pasal 1673 KUHPerdata).

Kemurahan hati seorang pemberi hibah kepada penerima hibah juga bisa
menjadi faktor pendorong terjadinya kesinambungan yang baik dalam hal
pemberian hibah. Ini dilakukan agar dapat menguntungkan penerima hibah yang
tidak terjadi secara kebetulan. Syarat kemurahan hati ini juga berarti bahwa harus
tiada suatu kewagjiban dari pemberi hibah untuk memberikan barang itu
berdasarkan atas perjanjian apapun juga, pun atas suatu “natuurlijke verbintenis”,

seperti kewajiban untuk membayar uang karena kekalahan dalam perjudian.’”

178 Riama F. E. Manullang, Op. Cit., hal. 54-55.

1 bid., hal. 55.
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3.3 K etentuan Dalam Hibah Antara Suami | stri

Daam UU No. 1 Tahun 1974 menurut Bab VI (enam) tentang hak dan
kewgjiban suami istri, pada Pasal 31 ayat (2) berbunyi “Masing-masing pihak
berhak untuk melakukan perbuatan hukum”, dengan penjelasan bahwa masing-
masing pihak diantaranya suami atau istri dapat melakukan kewajibannya dalam
perbuatan hukum di dalam perjalanan hidup mereka. Salah satu perbuatan hukum
yang dapat dilakukan oleh sepasang suami istri dalam berkehidupan adalah
perbuatan hukum dalam pengaturan harta benda. Pengaturan seputar harta benda
dalam perkawinan pada dasarnya tetap berada dalam penguasaan masing-masing
pihak antara suami dan istri, sepanjang para pihak tersebut tidak menentukan lain.
Hal ini mengacu harta benda yang diperolen masing-masing pihak, baik perihal
hadiah atau hibah dan warisan. Kaitan harta bawaan termasuk hibah bagi suami
atau istri dalam harta benda ini telah diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU No. 1
Tahun 1974, yang pengaturan perbuatan hukum atas hal itu tetap di bawah
penguasaan masing-masing pihak sebagaimana pengaturan Pasal 36 ayat (2) UU
No. 1 Tahun 1974.

Dari kate-kata yang terkandung dalam Pasal 36 ayat (2) UU No. 1 Tahun
1974 kita telah menafsirkan, bahwa harta pribadi yang berwujud harta bawaan dan
harta hibahan serta harta warisan adalah milik suami atau istri yang bersangkutan
sendiri dan atas harta tersebut masing-masing suami atau istri mempunyal
wewenang sepenuhnya, maka kita telah menerima bahwa harta pribadi suami dan
istri adalah terpisah sama sekali. Atas dasar itu logis kalau kita simpulkan, bahwa
menurut undang-undang ini asas tanggung jawab intern adalah “Masing-masing
suami atau istri bertanggung jawab sendiri atas hutang-hutang pribadinya” .*®

Menyangkut ketentuan atas perbuatan dalam pemberian hibah yang dapat
dilakukan suami atau istri, kita dapat meninjau pengaturan menurut ketentuan
pada Pasal 168 KUHPerdata yang berbunyi:

180 3, Satrio, Hukum Harta Perkawinan, Cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal.
214,
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“Dalam mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami-istri, yang
satu kepada yang lain dan/atau sebaliknya, diperbolehkan memberi setiap
hibah yang demikian, sepantas pertimbangan mereka, dengan tak
mengurangi kemungkinan akan dilakukannya pengurangan akan hibah
tadi, sekadar perbuatan itu kiranya akan merugikan mereka, yang menurut
undang-undang berhak atas suatu bagian mutlak.”

Perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan pemberian dari seorang kepada yang
lain, pemberian dari suami kepada istrinya atau sebaliknya. Dalam hal ini calon
suami atau istri berhak untuk mengadakan perjanjian pekawinan yang isinya
memberikan sesuatu kepada pihak yang lain. Dengan syarat bahwa pemberian
tersebut tidak merugikan pihak-pihak yang berhak atas legitime portie.'®

Menurut Pasal 913 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

“Bagian mutlak atau legitime portie, adalah suatu bagian dari harta
peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus
menurut undang-undang, terhadap bagian mana s yang meninggal tak
diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang
masih hidup, maupun selaku wasiat.”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka legitime portie adalah bagian tertentu dari
harta peninggalan yang tidak dapat ditiadakan oleh si pewaris, dimana bagian ini
dalam banyak hal mengalahkan baik wasiat maupun hibahan yang dilakukan oleh
pewaris apabila menyebabkan bagian ahli waris menjadi berkurang. Seseorang
yang berhak atas suatu legitime portie dinamakan Legitimaris.'® Dari penjabaran
diatas dapat disimpulkan bahwa legitime portie dalam ketentuan KUHPerdata ini
merupakan bagian mutlak atas bagian warisan tertentu yang harus diterima
seorang ahli waris dari harta peninggalan yang sifatnya tidak dapat diganggu
gugat.

Pengertian garis lurus menurut Pasal 913 KUHPerdata melahirkan

ketentuan mengenai syarat dalam memenuhi pengakuan untuk menjadi
183

legitimaris, yakni sebagai berikut:

181 Adi Winarno, Op. Cit., hal. 48.
182 surini Ahlan Sjarif, Op. Cit., hal. 20-21.
183 Astari Amalia Sari, Op. Cit., hal. 64.
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1. Berhubungan darah dengan pewaris dalam garis lurus; dan
2. Merupakan ahli waris dari pewaris, jikatidak ada surat wasiat.

Kedua syarat diatas harus dipenuhi sebagai dasar seseorang dapat disebut
legitimaris yang merupakan keluarga pewaris dalam garis lurus yang memiliki
hak mutlak. Pada syarat pertama merupakan legitimaris dalam garis lurus ke
bawah adalah anak-anak si pewaris yang sah. Ketentuan ini tidak berarti bahwa
karena kedudukan seorang suami atau istri saat ini sudah dipersamakan dengan
seorang anak sah, maka suami atau istri S pewaris itu berhak pula atas legitime
portie. Sebab walaupun seorang suami atau istri berhak atas kekayaan si pewaris,
iatidaklah berhak atas suatu legitime portie.*®*

Mengacu kepada pemaparan di atas, ketentuan yang mempersamakan
seorang suami atau istri dengan seorang anak hanya berlaku dalam hal
menerapkan pasa-pasa dalam bab yang mengatur tentang pewarisan karena
kematian. Karenanya ketentuan Pasal 852a KUHPerdata merupakan suatu
pengecualian atas asas hukum waris ab intestato, yang prinsipnya menganut para
ahli waris harus mempunya hubungan darah dengan pewaris secara sah atau luar
kawin. Dimana pada Pasal 852a KUHPerdata berbunyi:

“Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal
terlebih dahulu, s istri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan
ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seorang anak
yang sah dari s meninggal dengan pengertian, bahwa jika perkawinan
suami istri itu adalah untuk ke dua kali atau selanjutnya, dan dari
perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan anak-anak itu, Si istri
atau suami yang baru tak akan mendapat bagian warisan yang lebih besar
daripada bagian warisan terkecil yang akan diterima oleh salah seorang
anak tadi atau dalam hal bilamana anak itu telah meninggal Iebih dahulu,
oleh sekalian keturunan penggantinya, sedangkan dalam hal
bagaimanapun juga, tak bolehlah bagian s istri atau suami itu lebih dari
seperempat harta peninggalan si meninggal. Apabila atas kebahagiaan s
istri atau suami dari perkawinan ke duakali atau selanjutnya, sebagaimana
di atas, dengan wasiat telah dihibahkan sesuatu, maka jika jumlah harga
dari apa yang diperolehnya sebagai warisan dan sebagal hibah wasiat
melampaui batas harga termaksud dalam ayat ke satu, bagian warisannya
harus dikurangi sedemikian, sehingga jumlah tadi tetap berada dalam
batas. Jika hibah wasiat tadi seluruhnya, atau sebagian terdiri atas hak

18 | bid., hal. 64-65.
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pakai hasil sesuatu, maka harga hak yang demikian harus ditaksir, setelah
mana jumlah tadi harus dihitung menurut harga taksiran itu. Apa yang
diperoleh s istri atau suami yang kemudian menurut pasa ini, harus
dikurangkan dalam menghitung akan apa yang boleh menjadi bagiannya,
atau akan diperjanjikannya menurut bab ke delapan buku ke satu.”

arti kata-kata pada Pasal 852a K UHPerdata yang berbunyi:'®

- “...seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu...” adalah
dimaksudkan seseorang yang meninggal lebih dahulu, baik dari duda

atau jandanya.

- “...distri atau suami yang hidup terlama...” adalah dimaksudkan baik
duda atau janda yang masih hidup, yang hidupnya lebih lama dari
Suami atau istri yang meninggal.

Jadi dalam hal ini kita membicarakan tentang janda atau duda terhadap
warisan aimarhum suami atau istrinya. Ketentuan yang mempersamakan seorang
suami atau istri dengan seorang anak, hanya berlaku dalam hal kita menerapkan
pasal-pasal dalam bab yang mengatur tentang “pewarisan karena kematian”.
Itulah sebabnya mengapa atas salah satu daripada syarat-syarat untuk menjadi ahli
waris ditambah dengan kate-katax “...atau suami atau istri yang hidup

terlama...” %

Dalam hubungan sinergis seorang suami dan istri dalam permasalahan
hibah, pada intinya hibah yang dilakukan ialah atas harta benda yang dimiliki oleh
suami atau istri, dan pelaksanaannya tetap dicantumkan dalam suatu akta hibah
yang dibuat ke dalam bentuk akta otentik hibah. Penentuan hibah ke dalam akta
otentik ini juga ditentukan di dalam ketentuan menurut Pasal 169 KUHPerdata
yeng berbunyi:

“Hibah yang demikian, ada yang terdiri atas harta benda yang telah

tersedia dan dengan jelas diterangkan pula dalam akta hibahnya, dan ada
yang terdiri atas seluruh atau sebagian warisan si yang memberikannya.”

185 3, Satrio, Hukum Waris, Op. Cit., hal. 108.

18 | bhid., hal. 108-109.
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Bagi pihak s suami atau s istri dapat memperjanjikan bahwa jikalau salah
seorang telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka harta kekayaan bersama
akan menjadi milik salah satu pihak yang masih hidup.

Sebagaimana telah dijelaskan juga sebelumnya, dimana dalam ketentuan
168 KUHPerdata menjelaskan kesimpulan dari ayat tersebut yang menjelaskan
“dalam sebuah perjanjian perkawinan yang dapat mengikat antara suami istri,
dapat pula melahirkan sebuah kesepakatan perjanjian untuk memberikan sesuatu
kepada salah satu pihak antara suami dan istri tersebut”, dan dalam hal ini wujud
pemberian tersebut dapat juga berupa pemberian hadiah (hibah). Wujud
pemberian dalam bentuk hibah ini menjadi salah satu dari tujuan diadakannya

sebuah perjanjian perkawinan di antara suami dan istri.

Setigp pasangan calon suami istri yang akan membuat perjanjian
perkawinan pasti dilandasi dengan adanya tujuan yang jelas. Tujuan inilah yang
akan mengarahkan kepentingan mereka dalam menentukan ketentuan-ketentuan
apa yang perlu dicantumkan dalam isi perjanjian. Tanpa adanya tujuan yang jelas,
maka perjanjian itu menjadi suatu pedoman yang tidak akan bermakna apa-apa.’®’
Berikut ini ada beberapa penjelasan dari tujuan-tujuan dibuatnya perjanjian
perkawinan pada suami atau istri yang dicoba untuk dijabarkan beserta pasal-
pasalnya, dalam kaitannya terhadap hibah yakni:**®

a. Mengatur pemberian hadiah dari suami kepada istri atau sebaliknya, atau
pemberian hadiah timbal balik antara suami dan istri. Hal mengenal ini
diatur pula dalam ketentuan Pasal 168 K UHPerdata.'®°

87 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, Cet. 1,
(Jakarta: Visimedia Pustaka Jakarta, 2008), hal. 80.

188 Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Orang dan Keluarga,
(Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hal. 74-75.

189 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op. Cit., Pasal 168 yang menyatakan bahwa,
“Dalam mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami-istri, yang satu kepada yang lain
dan/atau sebaliknya, diperbolehkan memberi setiap hibah yang demikian, sepantas pertimbangan
mereka, dengan tak mengurangi kemungkinan akan dilakukannya pengurangan akan hibah tadi,
sekadar perbuatan itu kiranya akan merugikan mereka, yang menurut undang-undang berhak atas
suatu bagian mutlak.”
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b. Mengatur pula ddam pemberian testamen dari suami untuk istri atau
sebaliknya, atau sebagai hibah timba balik. Ketentuan tentang hibah ini
diatur dalam Pasal 169 KUHPerdata. "

c. Mengatur pemberian hadiah oleh pihak ketiga kepada suami atau kepada
istri. Hal ini diatur dalam Pasal 176 KUHPerdata yang menyatakan:

“Bak dengan perjanjian perkawinan, maupun dengan akta notaris
tersendiri, yang dibuat sebelum dan berhubung dengan perkawinan
itu, pihak-pihak ketiga diperbolehkan memberi setiap hibah yang
demikian, sepantas pertimbangan mereka kepada kedua caon
suami-istri atau salah seorang dari mereka, dengan tak mengurangi
kemungkinan akan dikuranginya hibah tadi, sekadar perbuatan itu
kiranya akan merugikan mereka yang berhak atas suatu bagian
mutlak.”

d. Mengatur juga testamen dari pihak ketiga kepada suami atau istri,
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 178 KUHPerdata yang
menyatakan:

“Tiap-tiagp hibah yang terdiri atas seluruh atau sebagian warisan s
yang memberikannya, betapapun dilakukan hanya untuk
kebahagiaan suami dan istri sgja, atau salah seorang dari mereka,
selamanya dianggap berlangsung untuk kebahagiaan anak dan
keturunan mereka selanjutnya jika si pemberi hibah kiranya hidup

lebih lama daripada seorang yang sedianya harus menerimanya,
dan jikadalam aktatiada ketentuan lain.”

Untuk itu perjanjian perkawinan tetap penting dan bermanfaat bagi siapa
sgja terutama bagi pasangan suami istri, dalam rangka melakukan perjanjian
penghibahan antara salah satu pihak. Perjanjian perkawinan ini dalam kaitan
penghibahan, juga sangat bermanfaat bagi kepentingan kaum perempuan. Dengan
adanya perjanjian perkawinan, maka hak-hak dan keadilan kaum perempuan
(istri) dapat terlindungi.’®* Hal ini menjadi landasan dibuatnya penulisan karya
ilmiah ini, dalam rangka melindungi pihak istri untuk persamaan hak dalam

% 1pid., Ps. 169 K UHPerdata yang menyatakan bahwa, “Hibah yang demikian, ada yang
terdiri atas harta benda yang telah tersedia dan dengan jel as diterangkan pula dalam akta hibahnya,
dan ada yang terdiri atas seluruh atau sebagian warisan si yang memberikannya.”

191 Happy Susanto, Op. Cit., hal. 86-87.
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perolehan hibah yang diperoleh dari amarhum suaminya walau tidak memiliki

keturunan (anak), dengan tidak melanggar pada ketentuan mutlak ahli waris.

Meskipun demikian, hukum positif tidak menentukan jangka waktu
maksimal perihal gugurnya perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum
perkawinan itu dilangsungkan. Perkawinan yang berlangsung selama bertahun-
tahun tidak membatalkan perjanjian perkawinan yang telah dibuat. Dalam
ketentuan Pasal 154 KUHPerdata menyebutkan:

“Perjanjian perkawinan, seperti pun hibah-hibah karena perkawinan tidak
akan berlaku, jikatidak diikuti oleh perkawinan.”

Artinya, perjanjian perkawinan itu dapat gugur jika calon suami istri tidak jadi
melangsungkan  perkawinan, misanya disebabkan satu pihak telah

melangsungkan perkawinan dengan orang lain.*

Perjanjian perkawinan ini juga
perlu di daftarkan dengan akta notaris agar kekuatan hukumnya lebih kuat dalam
melindungi hak-hak masing-masing pihak, terutama menyangkut penghibahan

sebagaimana diatur dalam Pasal 147 KUHPerdata.'*®

Menyangkut tentang hibah antara suami atau istri dalam hal ini, dapat juga
kita tarik benang merah mengenal hak-hak atas hibah yang dapat dimiliki oleh
salah satu pihak. Ini menyangkut persamaan hak antara keduanya menyangkut
perolehan hibah. Mengenai persamaan hak ini Mahkamah Agung memutuskan
beberapa hasil perkara menyangkut hal hibah terhadap kedudukan para istri,

antaralain:

a. Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 1 November 1961 Reg. No.
179/K/Sip/1961 bahwa “Anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang

2 1pid., hal. 93.

19 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op. Cit., Pasal 147 yang menyatakan bahwa,
“Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum
perkawinan berlangsung. Perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan; lain
saat untuk itu tak boleh ditetapkannya’.
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peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa

bagian anak |aki-laki adalah sama dengan anak perempuan”.***

b. Keputusan Mahkamah Agung Tangga 10 Oktober 1962 Reg. No.
191/K/Sip 1962 bahwa “Dalam hukum waris kedudukan kaum wanita dan
kaum pria adalah sama”.**

c. Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 20 April 1960 Reg. No.
110/K/Sip/1960 menurut hukum adat seorang janda adalah juga menjadi

ahli waris dari admarhum suaminya.'®

d. Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 2 November 1960 Reg. No.
302/K/Sip/1960 bahwa “Janda perempuan merupakan ahli waris terhadap
barang asal suaminya’.'¥’

Putusan pengadilan hanya akan menentukan hukum yang berlaku atau
mengikat bagi para pihak yang berperkara atau terkena perkara tertentu,
sedangkan yurisprudens adalah putusan pengadilan-penagdilan tertinggi
(Mahkamah Agung) yang telah memiliki daya ikat secara umum dan diikuti
pengadilan dibawahnya secara tetap. Dalam wacana hukum, hal demikian
dinamakan sebagai preseden (judge made law atau case lase), putusan pengadilan
dalam perkara tertentu yang diikuti oleh pengadilan lainya sebagal |andasan untuk

memutuskan perkara yang serupa.*®

Dengan dasar ini, maka acuan pada beberapa
landasan putusan Mahkamah Agung di atas adalah tepat untuk memperkuat acuan
dasar penentuan hak waris bagi kaum wanita atau istri, yang terkait dalam skripsi
ini berkaitan khusus bagi hak para janda dalam memperoleh waris dalam bentuk

hibah.

19 K. Wantjik Saleh, Intisari Yurisprudensi Pidana dan Perdata, (Jakarta: Pradnya
Paramita, 1973), hal. 77.

195 | pid.

19 | ihat, Skripsine Ayas di http://kunyitasem.wordpress.comy/ , diakses pada tanggal 10
Juni 2011, pada pukul 15.32 wib.

197 K. Wantjik Saleh, Log. Cit., hal. 101.

1% Frans Cory Melando Ginting, Op.Cit., hal. 23-24.
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BAB 4

ANALISISPUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12 K/PDT/2009

4.1 Kasus Posis

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis akan mencoba membahas serta
menjelaskan satu kasus pelaksanaan hibah dalam tatanan masyarakat hukum adat
pada sub suku bangsa Batak Karo yang digjukan ke tingkat peradilan. Pada kasus
ini penulis mencoba meninjau kepastian hukum yang terjadi terhadap hak istri
yang ditinggal mati suaminya (janda) tanpa memiliki keturunan atas harta suami
yang diperolen dari hibah pasca meninggal, dengan menganaisa Putusan
Mahkamah Agung Nomor 12 K/PDT/2009 tertanggal 23 Juli 2009 dan dalam
penjelasan ini penulis mencoba mengetahui apakah hakim dalam memutus
perkara, penerapannya sudah berjalan sesua dengan ketentuan KUHPerdata atau
belum.

Kasusini dimulai dari timbulnya gugatan para Penggugat, yakni: (1.
Ngayami br. Barus, 2. Nurliana br. Barus, 3. Kolah Barus, 4. Nurhaida br.
Barus) yang mengajukan gugatan terhadap para Tergugat, yakni: (1. Dra.
Srimodelina br. Sembiring; 2. Roslina Ginting; 3. Ivan Ignatius Bar us; dan 4.
Rica Angelia Barus) kepada Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa am. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan, merupakan
orang tua dari keempat para Penggugat tersebut di atas, yakni: 1. Ngayami br.
Barus, 2. Nurliana br. Barus, 3. Kolah Barus, 4. Nurhaida br. Barus ditambah dua
orang lagi yaitu; 5. Drs. B. Elieser Barus (suami Tergugat I dan ayah kandung
dari Tergugat 111 dan 1V), 6. Daud Immanuel Barus (suami dari Tergugat 1), yang
dalam kasus ini adalah si pemberi hibah kepada Tergugat | (Dra. Srimodelina br.
Sembiring) selaku penerima hibah.

Semasa hidupnya am. Daud Immanuel Barus atau disebut juga Daud
Barus (suami Tergugat 1) memperoleh harta yang berasal dari kedua orang tuanya

am. Bolat Barus dan amh. Tangkelen br. Tarigan, antaralain:
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1 sebidang tanah luas 525 m? terletak di Jn. Bunga Sedap Malam, Kel.
Padang Bulan, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, yang diperoleh
berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 015/Desa Padang Bulan
Selayang 11/1996, tanggal 27 Januari 1996 dibuat di hadapan Mas
Suprapto Siswopranoto, SH. PPAT Daerah Tk. Il Kodya Medan,
sebagaimana tercantum dalam SHM No. 1250/Desa Padang Bulan
Selayang I1;

2. sebidang tanah ukuran 12,50 m x 50 m berikut dengan bangunan yang
melekat diatasnya, terletak di Jn. Parang |, Kel. Kwala Bekala, Kec.
Medan Johor, Medan;

B. sebidang tanah seluas kurang lebih 1 ha terletak di Dsn. I, Ds. Kampung
Lama, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, yang diperoleh
berdasarkan Akta Hibah No. 30 tertanggal 18 Juni 2002 yang dibuat di
hadapan Adi Pinem, SH., Notaris di Medan.

Terkait perihal pemberian harta disini, penulis mencoba menambahkan
bahwa sebagaimana masyarakat Batak Simalungun dan masyarakat Batak Toba,
pada Batak Karo pun sepasang suami istri yang baru menikah baik beberapa hari
atau beberapa bulan setelah upacara perkawinan, kedua suami istri itu akan
memisahkan tempat tinggalnya dari orang tua s laki-laki. Pada saat mereka
memisahkan diri dari orang tua s laki-laki, biasanya orang tua laki-laki itu akan
memberi modal sebagai bekal bagi rumah tangga yang baru ini. Pemberian orang
tua laki-laki ini biasanya terdiri dari Kudin Perdakanen dan padi tiga karung akan
masuk menjadi harta kekayaan perkawinan bagi keluarga itu. Harta seperti ini
disebut juga Harta Ibaba.**°

Dalam hal ini am. Daud Barus telah meninggal tanpa meninggalkan anak
atau keturunan, maka istri yang ditinggalkannya yakni Dra. Srimodelina br.
Sembiring (Tergugat 1) bukan sebagai ahli waris dari alm. Bolat Barus dan amh.
Tangkelen br. Tarigan, oleh karenanya harta-harta yang berasal langsung dari

orang tua Daud Barus harus kembali menjadi harta pusaka atau peninggalan am.

% Djaren Saragih; Djisman Samosir; dan Djaja Sembiring, Op. Cit., hal. 84-85.
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Bolat Barus dan amh. Tangkelen br. Tarigan. Mengacu masalah ini, bahwa
menurut hukum adat yang saat ini masih hidup dalam praktek kehidupan
masyarakat suku Batak Karo, harta-harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh
suami istri, yang berasal dari warisan, pemberian atau hibah dari orang tuanya
harus kembali kepada orang tuanya maupun keturunan dari mana barang tersebut
berasal apabila suami atau istri yang membawa harta warisan maupun pemberian

tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan (anak).?®

Bahwa dalam perkara tersebut, sebagian dari tanah seluas 427 m?
sebagaimana dalam SHM No. 528, seluas 217 m? telah dijual oleh ahli waris dari
am. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan seharga Rp. 34.720.000,-
sebagaimana Akta Pengikatan Jual Beli No. 8 tertanggal 29 Maret 2004 yang
dibuat di hadapan Peris Maha, SH., Notaris di Medan, atas penjualan tanah
tersebut Tergugat | memohon agar beliau dapat bagian. Tetapi oleh karena
Tergugat | dianggap bukan sebagal ahli waris, maka para Penggugat tidak
memberikannya, kemudian atas tanah seluas 210 m* yang merupakan sisa tanah
setelah dijual kepada Drs. Sedia Ginting seluas 217 m? sebagaimana dalam SHM
No. 528 adalah Hak Penggugat beserta dengan Tergugat |11 dan 1V, sebagai ahli
waris dari am. Bolat Barus dan amh. Tangkelen br. Tarigan yang masih hidup,
sedangkan am. Daud Barus yang telah meningga tanpa meninggakan anak dan
keturunan dari in casu Tergugat | dianggap tidak berhak untuk mewaris.

Tergugat | melalui kuasanya dalam Surat Jawaban membantah dalil-dalil
Penggugat yang mengatakan bahwa am. Daud Barus merupakan anak kandung
dari dm. Bolat Barus dan aimh. Tangkelen br. Tarigan, oleh karena itu am. Daud
Barus bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat 11l dan 1V adalah sama-
sama berhak untuk mewarisi harta-harta peninggalan am. Bolat Barus dan amh.

Tangkelen br. Tarigan.

Bahwa Tergugat | adalah istri sah dari am. Daud Barus yang telah
meninggal pada tanggal 22 Juni 2003 di Medan dan sgak suami Tergugat |

20| jhat Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 319/Pdt.G/2005/PN-Mdn Tanggal 17 Juli

2006, Dalam perkara Ngayami br. Barus, Nurliana br. Barus, Kolah Barus, Nurhaida br. Barus

melawan Dra. Srimodelina br. Sembiring, Roslina Ginting, Ivan Ignatius Baru, dan Rica Angelia
Barus mengenai perkara hibah dalam penjelasan duduk perkara butir ke-7.
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meninggal dunia, hingga saat ini Tergugat | selaku janda alm. Daud Barus belum
pernah putus hubungan dengan para kerabat aim. Daud Barus, dalam ha ini
dengan Penggugat maupun dengan Tergugat |1, I1I, dan IV; oleh karenanya
Tergugat | tetap berhak untuk mewaris harta-harta peninggalan alm. Daud Barus
wal aupun tanpa memiliki anak atau keturunan yang ditinggal kan.

Bahwa harta yang ditinggalkan oleh alm. Daud Barus kepada Tergugeat |
selaku istrinya, telah diterima dan telah menjadi hak yang sah am. Daud Barus
pada tanggal 3 Januari 1996 sebelum Daud Barus dan Ibunya meninggal dunia,
yaitu berupa:

1. sebidang tanah persil seluas 525m? setempat dikenal dengan Jn. Bunga
Sedap Malam, Kel. Padang Bulan, Kec. Medan Selayang, Medan, dengan
bukti Sertifikat No. 1250 Desa Padang Bulan Selayang |1 atas nama Daud

Barus;

2. sebidang tanah dengan ukuran luas 12,50 m x 50 m setempat dikenal
dengan Jin. Parang |, Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Medan, yang
diatasnya berdiri rumah permanen lengkap dengan faslitas listrik, air
PAM dan telepon, dengan penyerahan secara hibah oleh almh. Tangkelen
br. Tarigan kepada Daud Barus berdasarkan Akte Hibah tanggal 28
Desember 1994, dibuat di hadapan Mas Suprapto Siswopranoto, S.H.,
Notaris di Medan, yang saat ini tetap dikuasa olen Tergugat | dan
dipergunakan sebagai tempat tinggal keluarga bersama alm. Daud Barus

semasa hidupnya.

Bahwa atas perbuatan Penggugat (Kolah Barus) yang telah menahan
Sertifikat Hak Milik No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang Il atas nama Daud
Barus merupakan sebagian dari tanah seluas 427 m?, yakni sebesar 217 m? yang
telah terbukti di jual sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 528 dengan harga
transaks sebenarnya kepada seorang pembeli yakni Drs. Sedia Ginting sebesar
Rp. 165.000.000,-. Tetapi dalam Akta Jua Beli hanya ditulis sebesar Rp.
34.720.000,- dan itu pun Tergugat | tidak diberikan hak-haknya sebesar Y2 bagian,
padahal dalam jual beli tersebut Tergugat | harus ikut menandatanganinya sebagai
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syarat sahnya jua beli. Dalam keadaan ini, perbuatan Penggugat dianggap telah
melakukan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat 1. Dengan kejadian ini
maka Tergugat | telah melaporkan perbuatan Penggugat (Kolah Barus) kepada
pihak yang berwajib dan telah di proses di Poltabes Medan sebagaimana Laporan
Polisi No. Pol. LP/826/K3/111/05/0PSITABES dan No. Pol.
LP/827/K3/111/05/0PSITABES masing-masing tertanggal 29 Maret 2005, bahkan
Kolah Barus sempat ditahan selama 3 (tiga) hari dengan dugaan melakukan tindak
pidana penggelapan dan penipuan (lihat ketentuan Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana).

Bahwa Tergugat |1, 111 dan IV melalui kuasanya juga menyangkal dalil
gugatan Penggugat dengan mengatakan bahwa harta yang dimiliki oleh Daud
Barus semasa hidupnya bukan termasuk harta pusaka, tetapi harta yang berasa
dari kedua orang tuanya yaitu alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan,
oleh karena itu dengan meninggalnya alm. Daud Barus tersebut bukan berarti
harta tersebut kembali ke asal tetapi jatuh kepada Tergugat | selaku istri yang sah.

Atas seluruh hasil tahap jawab menjawab yang berjalan dalam sidang
pengadilan antara Penggugat dan Tergugat, serta dihubungkan dengan bukti-bukti
yang diajukan oleh kedua belah pihak di dalam persidangan, maka Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan berpendapat:

Bukti Penggugat:

- Bukti P-1 berupa Surat Ganti Rugi atau Penyerahan Hak atas Tanah
dari Rakimin kepada Baulat Barus, tidak menyebutkan letak tanah,
maka bukti a quo tidak mendukung dalil gugatan Penggugat;

- Bukti P-2 berupa Akta Hibah No. 30 tanggal 18 Juni 2002,
membuktikan bahwa tanah kurang lebih seluas 1 Ha terletak di Ds.
Kampung Lama, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, telah
dihibahkan oleh Penggugat kepada Daud Barus (Daud Immanuel
Barus), bukti a quo tidak mendukung dalil gugatan Penggugat;
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- Bukti P-3 berupa Akta Pengikatan Jual Beli No. 8 tangga 29 Maret
2004, karena ternyata Tergugat | ikut menandatangani, maka secara
tidak langsung Penggugat masih mengakui keberadaan Tergugat I,
bukti a quo melemahkan dalil gugatan Penggugat;

- Bukti P-4 telah ternyata bahwa Penggugat adalah ahli waris dari am.
Bolat Barus dan amh. Tangkelen br. Tarigan, juga termasuk di
dalamnya sebagai ahli waris yaitu Daud Barus (suami Tergugat |) dan
Drs. Elieser Barus (suami atau ayah kandung dari Tergugat I1, 111 dan
1V);

Daam persidangan pada perkara ini, Penggugat dalam memberi
keterangannya melalui Maelis Hakim Pengadilan Negeri Medan juga berupaya
untuk menghadirkan saksi-saksi dalam upaya untuk memperoleh kesimpulan.
Beberapa saksi yang dihadirkan Penggugat adal ah sebagai berikut:

1. Saks | atau Serayan Tarigan;

2. Saksi Il atau Bolah Barus;

3. Saks Il atau Josua Ginting.
Dalam Kesaksiannya:

Ketiga saksi tersebut yakni; Saksi | atau Serayan Tarigan, Saksi Il atau
Bolah Barus, dan Saksi 111 atau Josua Ginting berdasarkan keterangan-keterangan
kesaksian yang digjukan di dalam persidangan, dari ketiganya mengatakan:

- Tidak ada yang membantah atau meragukan bahwa para Penggugat
dan para Tergugat memiliki hubungan keluarga; “Bahwa saksi
mengetahui hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat-
Tergugat yaitu Penggugat adalah Ahli Waris atau Keturunan dari Bolat
Barus dengan istrinya Tangkelen br. Tarigan, sedangkan Dra
Srimodelina Sembiring (Tergugat 1) adalah istri dari Daud Immanuel
Barus (saudara kandung dari para Penggugat)”;
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- Tidak ada yang membantah karena mengetahui pembagian harta-harta
dari am. Bolat Barus dan amh. Tangkelen br. Tarigan kepada anak
atau keturunan mereka sebagaimana pengakuan; “Bahwa setahu saksi
harta-harta tersebut telah dibagi-bagi kepada anak atau keturunan dari
amarhum Bolat Barus dengan istrinya Tangkelen br. Tarigan, hd
tersebut saksi ketahui dari cerita Tangkelen br. Tarigan kepada saks,
pembagian tersebut dilakukan secara hibah”;

- Tidak ada yang membantah karena mengetahui “Bahwa dalam
perkawinan alm. Daud Barus dengan Tergugat | yaitu Dra. Sri
Modelina Sembiring, merekatidak dikaruniai anak atau keturunan”.

4. Saks IV atau Saksi Maem Ukur Ginting (Saksi Ahli) dalam is
kesaksiannya mengatakan:

- Bahwasaks adalah seorang yang Ahli dalam masalah Adat Karo;

- Bahwa menurut Adat Karo apabila seseorang telah meninggal dunia,
dengan meninggalkan seorang istri, tanpa ada anak atau keturunan,
maka harta bawaan suami yang meninggal tersebut, tetap dapat
dikuasal oleh istri yang ditinggalkan, dengan syarat tidak boleh dijual

dan s istri tidak kawin lagi dengan orang lain,

- Bahwa apabila seorang istri yang ditinggal suami kawin lagi dengan
orang lain, maka harta bawaan suami tersebut kembali kepada pihak

keluarga suaminya;

- Bahwa seorang istri yang ditinggal suami dapat menguasai harta
peninggalan suami selama hidupnya tetapi tidak boleh kawin lagi

dengan orang lain;

- Bahwa kalau harta tersebut hendak dijual, harusah terlebih dahulu
dimusyawarahkan dengan Anak Beru dan Senina.

Perihal saksi-saksi yang digjukan oleh Penggugat tidak seorang pun
menjelaskan bahwa Tergugat | tidak berhak mewarisi harta peninggalan suaminya
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yang telah meninggal tanpa keturunan, malah saks ahli yang digukan oleh

Penggugat menjelaskan bahwa seorang janda yang ditinggal mati oleh suami dan

tidak mempunyai anak atau keturunan tetap berhak untuk menguasai dan memiliki

harta peninggalan suami selama hayatnya sepanjang yang bersangkutan belum

menikah dengan orang lain, tetapi kalau menjua harus ada terlebih dahulu

rembukan dengan keluarga suami.

Dalam menimbang dan untuk memperkuat dalil-dalil sangkaannya, adapun

bukti-bukti yang disampaikan Tergugat yakni;

Bukti T I-1, T-2, dan T-3 ternyata Tergugat | telah menikah secara sah
dengan Daud Barus dan meninggal dunia pada tangga 22 Juni 2003
tanpa meninggalkan anak atau keturunan, sehingga satu-satunya
sebagal ahli waris dari am. Daud Barus adalah Tergugat | selaku
istrinya;

Bukti T I1-4 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1250 tanggal 20 Juli 1995
menunjukkan pemilik tanah adalah Daud Barus (suami Tergugat I);

Bukti T I-5, T I-6, dan T 1-8 membuktikan bahwa tanah seluas kurang
lebih 217 m? yang telah dijua oleh Penggugat bersama-sama dengan
para Tergugat, harga yang tertera dalam Akta pengikatan Jual Beli
sebesar Rp. 34.720.000,- dan ternyata uang yang diterima K olah Barus
dari Sedia Ginting adalah Rp. 165.000.000,-.

Pengakuan Tergugat | yang tidak dibantah oleh Penggugat, merupakan

bukti sempurna. Bahwa atas hasil penjualan tanah tersebut, Tergugat | belum

menerima haknya atau bagiannya dari harga penjualan sebenarnya.

Hak istri ...,

Bukti T I-7 menunjukkan bahwa amh. Tangkelen br. Tarigan telah
menghibahkan 1 (satu) pintu rumah kepada Daud Barus sesuai Akta
Hibah No. 210 tertanggal 28 Desember 1994, yang dibuat di hadapan
Mas Suprapto Siskopranoto;

Selain itu Bukti Surat T 11, 111, dan IV-1 dan Bukti T II, I11, dan 1V-2;
ternyata bahwa tanah yang terletak di Jalan Ngumban Surbakii,
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sebagal hak milik Rica Angelica Barus (Tergugat 1V) yang diperoleh
berdasarkan hibah dari Penggugat dan para Tergugat.

Disamping dengan ditunjukkannya bukti surat tersebut di atas, bahwa
kuasa para Tergugat juga telah mengajukan saksi dalam perkaraini yaitu:

1. Saks Job Tarigan

- Saks Tergugat | bernama Job Tarigan menjelaskan bahwa saksi
pernah diminta tolong oleh Penggugat (Kolah Barus) agar mau
membujuk Tergugat | bersedia menandatangani surat penjualan tanah,
keterangan tersebut bersesuaian dengan Bukti T I-5 dan T 1-6
membuktikan bahwa untuk penjualan tanah seluas kurang lebih 217 m?
kepada Drs. Sedia Ginting haruslah dengan persetujuan dari Tergugat |
selaku istri yang ditinggal mati oleh Daud Barus.

Menimbang, bahwa dari fakts-fakta hukum tersebut di atas, apabila
dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo, maka persoalan
yang harus dibuktikan adal ah:

1. Apakah benar Tergugat | selaku istri yang ditinggal mati oleh suami dan
tidak mempunyal anak atau keturunan berhak untuk mewarisi harta-harta
peninggalan suami yang berasal dari pemberian, hibah atau warisan dari

orang tua suami 7

2. Apakah dengan meninggalnya suami Tergugat | kekerabatan dengan
keluarga pihak suami langsung putus ?

Dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Magelis Hakim
berpendapat bahwa oleh karena Tergugat | yang ditinggal mati oleh suaminya
Daud Barus, di mana selama perkawinan tidak memperoleh anak atau keturunan,
sampai sekarang masih tetap dalam kekerabatan suaminya, dan belum menikah
dengan orang lain. Maka terhadap harta-harta yang ditinggalkan oleh suami yang
diperolen baik dari pemberian atau hibah dari orang tuanya maupun yang
diperoleh dengan cara lain selama dalam perkawinan alm. Daud Barus dengan
Dra. Srimodelina br. Sembiring, masih tetap dapat dikuasai oleh Tergugat | selaku

Universitas |ndonesia

Hak istri ..., Immanuel Julius, FH Ul, 2011



93

istri sah dari Daud Barus. Dengan demikian Penggugat tidak berhasil
membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya para Tergugat berhasil
membuktikan dalil bantahannya, oleh karenanya gugatan Penggugat cukup

beralasan menurut hukum untuk ditolak seluruhnya.

Bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi, bahwa
walaupun Penggugat Dalam Rekopens (d.r.) atau Tergugat | Dalam Konpensi
(d.k.) atau disebut Dra. Srimodelina br. Sembiring telah ditinggal mati oleh
suaminya Daud Barus, tetapi sgak suaminya tersebut meninggal dunia hingga
saat ini belum ada pemutusan hubungan kekerabatan antara Penggugat d.r. atau
Tergugat d.k. dengan keluarga pihak Suami yang bermarga Barus incassu para
Penggugat d.k. atau Tergugat d.r. juga termasuk Tergugat 1, Il1, dan IV d.k., dan
hingga saat ini yang bersangkutan belum pernah menikah dengan orang lain
masih tetap mempertahankan marga suaminya dengan bergaul sebagaimana
layaknya menurut Adat dan Kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan Keluarga
maupun dalam masyarakat Suku Batak Karo. Oleh karenanya Majelis berpendapat
bahwa tidak ada alasan hukum untuk menyatakan bahwa Penggugat d.r atau
Tergugat | d.k. tidak berhak untuk menguasai, mengusaha serta memiliki segala
harta peninggalan am. Daud Barus selaku suami sah dari Penggugat d.r. atau
Tergugat | d.k. sungguhpun harta tersebut berasal dari pemberian atau hibah dari
kedua orang tuanya, dan nyata-nyata bahwa tanah maupun rumah yang menjadi
objek perkara semasa hidupnya alm. Daud Barus telah dikuasai dan dimiliki
secara bersama-sama dengan Penggugat d.r. atau Tergugat d.k. selaku istrinya
yang sah.

Bahwa Tergugat | telah mengajukan rekonpensi, dengan dalil-dalil yang
telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalam konpens, juga
merupakan pertimbangan hukum dalam rekonpensi, sehingga Mgelis Hakim
berpendapat bahwa Penggugat d.r. atau Tergugat | d.k. berhasil membuktikan
dalil-dalil sangkalannya, sebaliknya para Tergugat d.r. atau Penggugat d.k. tidak
berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya, oleh karenanya gugatan
Penggugat d.r. atau Tergugat | d.k. dapat dikabulkan sebagian.
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Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, berdasarkan putusan
yang dibacakan pada hari Rabu tertanggal 17 Juli 2006 oleh Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan, dengan ini menyatakan bahwa:

Mengadili:
I. Dalam Konpensi:

A. Daam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat I, 11, Il dan IV untuk
seluruhnya;

B. Daam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
I1. Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat d.r. atau Tergugat | d.k. untuk
sebagian;

2. Menyatakan Penggugat d.r. atau Tergugat | d.k. adalah satu-satunya
ahli waris yang sah dari alm. Daud Barus;

3. Menyatakan Penggugat d.r. atau Tergugat | d.k. adalah satu-satunya
ahli waris yang berhak terhadap harta peninggalan atau warisan alm.

Daud Barus berupa;

a  Sebidang tanah seluas 525 m? dikenal dengan Sertifikat Hak Milik
No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang |11 atas nama Daud Barus
yang terletak di Jalan Sedap Malam, Kelurahan Padang Bulan,
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;

b. Tanah seluas 105 m? (3 m x 35 m) merupakan bagian dari tanah
seluas 427 m yang dikena dengan Sertifikat Hak Milik 528 yang
terletak di Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang,
Kota Medan, sebelum di jua kepada Drs. Sedia Ginting
sebagaimana diikat dengan Akte Jual Beli No. 8 tanggal 29 Maret
2004;
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c. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1 Ha, yang terletak di Dusun |
Desa Kampung Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten
Deli Serdang, yang dikenal dengan Surat Keterangan Tanah yang
dikeluarkan Kepala Desa Kampung Lama, tertanggal 03 Oktober
1989 yang diperoleh suami Penggugat d.r atau Tergugat | d.k.
berdasarkan Akte Hibah No. 20 yang diperbuat di hadapan Notaris
Ade Pinem, S.H. yang berawal dari pertukaran dengan satu unit
kedal berikut tanah pertapakannya yang terletak di Jalan Ginting
Medan yang semula adalah hak suami Penggugat d.r. atau
Tergugat | d.k. am. Daud Barus;

d. Sebidang tanah berukuran 12,50 m x 50 m berikut bangunan yang
berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Parang |, Kelurahan Kwala
Bekal, Kecamatan Medan Johor, Kota M edan;

4. Menyatakan Tergugat | d.r., Tergugat Il d.r., Tergugat Ill d.r., dan
Tergugat 1V d.r. bailk secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri

telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad);

5. Menghukum Tergugat |11 d.r. ataupun pihak lain yang mendapatkan
hak darinya untuk mengembalikan kepada Penggugat d.r. atau
Tergugat | d.k. atas Sertifikat Hak Milik No. 1250/Desa Padang Bulan
Selayang Il atas nama am. Daud Barus;

6. Menghukum Tergugat 111 d.r. untuk menyerahkan kepada Penggugat
d.r. atau Tergugat | d.k. berupa uang sebesar Rp. 82.500.000,-
(delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang menjadi hak
Penggugat d.r. atau Tergugat | d.k. dari sebagian hasil penjualan tanah
seluas 105 m? (3 m x 35 m) yang merupakan sebagian tanah seluas
427 m*termasuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 528;

7. Menolak gugatan Penggugat d.r. atau Tergugat | d.k. sedlain dan
selebihnya;

[11. Dalam Konpens dan Rekonpensi:
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Menghukum Terguget I, 11, 111, dan 1V, baik secara bersama-sama maupun
sendiri-sendiri untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini
sebesar Rp. 724.000,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Menanggapi putusan Pengadilan Negeri tersebut, para Penggugat d.k.
merasa dirugikan hak-haknya dan tetap menginginkan sesuai ketetapan
awal, agar mereka bisa mendapatkan haknya kembali sebagai ahli warisdari
alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan, yang merupakan orang
tua dari keempat para Penggugat ter sebut. Oleh karena itu, para Penggugat
d.k. kemudian mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi
Sumatera Utara di Medan, dengan semula Penggugat d.k. sekarang sebagai
Pembanding, yakni: (1. Ngayami br. Barus, 2. Nurliana br. Barus, 3. Kolah
Barus, 4. Nurhaida br. Barus) melawan pihak yang semula para Tergugat
d.k. sekarang Terbanding, yakni: (1. Dra. Srimodelina br. Sembiring; 2.
Roslina Ginting; 3. Ivan Ignatius Barus; dan 4. Rica Angelia Bar us).

Dalam permohonan banding dari para Penggugat d.k. atau Tergugat d.r
atau Pembanding, Maelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan hukum
dan Putusan Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan serta pertimbangan hukum
terhadap fakta-fakta yang ditemukan dalam perkaraini.

Menimbang bahwa Tergugat | d.k. atau Terbanding | hanya merupakan
ahli waris sebagai janda yang hanya berhak atas harta pencaharian s suami
sampai dia mati, atau menikah lagi dengan laki-laki lain, akan tetapi terhadap
harta asal yang diperoleh Daud Barus karena warisan dari orang tua menurut
Hukum Adat dan sesua dengan Undang-Undang Perkawinan, harus kembali

kepada boedel semula.

Menimbang bahwa selain dari harta yang berasal dari kakek marga Barus,
ternyata dari objek sengketa ada yang berasal dari Ibu para Penggugat d.k. atau
Pembanding, yaitu aimh. Tangkelen br. Tarigan. Sehingga menurut adat Batak,
harta tersebut mutlak menjadi milik yang akan jatuh kepada anak beru, tidak
boleh melenceng menjadi milik Tergugat | d.k. atau Terbanding | sebagai

menantu.
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Menimbang bahwa Hukum Nasional tentang warisan sampal kini belum
tercapai, karena masyarakat Indonesia masih tetap dapat tunduk kepada Hukum
Adat masing-masing suku bangsa, in casu Adat Batak Karo.

Menimbang bahwa karena para Penggugat d.k. atau Pembanding melalui
bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah menerangkan bahwa
benar objek sengketa berasal dari orang tua mereka yakni am. Bolat Barus dan
almh. Tangkelen br. Tarigan, harus dikembalikan kepada boedel semula untuk
dibagi kepada ahli waris am. Bolat Barus dan istrinya amh. Tangkelen br.
Tarigan yaitu para Penggugat d.k. atau Pembanding bersama-sama dengan para
Tergugat d.k. IlI, IV atau Terbanding I, 1V; namun mengenai tuntutan dari
Penggugat d.k. atau Pembanding mengenai tanah seluas 210 m? yang merupakan
sisa dan bagian dari tanah seluas 427 m? dalam Sertifikat Hak Milik No. 528,
karena sudah diberikan dengan sah kepada Tergugat 1V d.k. atau Terbanding 1V,
maka tuntutan tersebut harus ditol ak.

Menimbang bahwa perbuatan Tergugat | d.k. atau Terbanding | yang
menguasal semua surat-surat atas objek sengketa tanpa ada kompromi dengan
para ahli waris dari am. Bolat Barus dan amh. Tangkelen br. Tarigan adalah

perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan para ahli waris.

Menimbang bahwa Tergugat | d.k. atau Terbanding | dihukum untuk
mengembalikan surat-surat objek perkara sengketa kepada boedel warisan, untuk
kemudian dilakukan pembagian waris oleh para pihak yang berkompeten sesuai
dengan Hukum Adat Batak Karo, bila perlu dengan bantuan para Pengetua Adat
(Ketua Adat) demi kedamaian keturunan alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen
br. Tarigan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan para
Penggugat d.k. atau Pembanding dikabulkan untuk sebagian dan menolak yang
selebihnya.

Bahwa dalam Rekonpensi, walaupun Tergugat | d.k. atau Terbanding |
dalam membuktikan gugatan Rekonpensi mengajukan bukti surat T I-1 sampai

dengan T -8 serta satu orang saksi, namun Hakim Banding tetap berpedoman
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kepada kebenaran bukti-bukti dan saksi-saksi para Penggugat d.k. atau
Pembanding yang telah membenarkan bahwa objek sengketa adalah boedel
warisan dari orang tua para Penggugat d.k atau Pembanding, sehingga gugatan
dalam Rekonpensi harus ditolak seluruhnya.

Bahwa setelah mempelgari berkas-berkas perkara dan dalam meninjau
putusan Pengadilan Negeri terdahulu, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan
putusan tersebut. Akhirnya melalui Putusan No. 229/PDT/2007/PT-Mdn
tertanggal 12 Desember 2007 yang diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, menyatakan membatalkan putusan
Pengadilan Negeri Medan tertanggal 17 Juli 2006 No. 319/Pdt.G/2005/PN-Mdn
terdahulu yang dimohonkan Banding serta mengabulkan gugatan para Penggugat
d.k. atau Pembanding untuk sebagian.

Mengadili Sendiri:
I. Daam Konpensi:

A. Daam Eksepsi: Menolak Eksepsi Para Tergugat d.k. atau Terbanding
untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat d.k. atau Pembanding untuk
sebagian;

- Menyatakan dalam hukum tanah dan bangunan yang diperoleh am.
Daud Barus berdasarkan warisan pemberian dan hibah dari ailm. Bolat

Barus dan ailmh. Tangkelen br. Tarigan yang terdiri dari:

a  Sebidang tanah seluas 525 m?, terletak di Jn. Bunga Sedap Malam,
Kel. Padang Bulan, Kec. Medan Selayang, Kota Medan;

b. Sebidang tanah dengan ukuran 12,50 m x 50 m berikut bangunan
yang melekat diatasnya terletak di Jn. Parang I, Kel. Kwala
Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan;
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c. Sebidang tanah kurang lebih 1 Ha, terletak di Dusun | Desa
Kampung Lama, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, Prop.

Sumatera Utara.

-  Menyatakan dalam hukum yang berhak atas tanah dan bangunan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, ¢ tersebut di atas, adalah para
Penggugat d.k. atau Pembanding serta Tergugat Ill, IV d.k. atau
Terbanding 11, IV, sebagal ahli waris yang masih hidup dari am.
Bolat Barus dan amh. Tangkelen br. Tarigan;

-  Menyatakan tindakan Tergugat | d.k. atau Terbanding | yang tidak
bersedia menyerahkan semua surat tanah dan bangunan tersebut dalam
huruf a b, c tersebut di atas, adalah perbuatan melawan hukum
(Onrechtmatige daad);

- Menghukum Tergugat | d.k. atau Terbanding | agar menyerahkan surat
tanah dan bangunan tersebut sebagaimana terlampir di atas dalam
keadaan baik dan sempurna tanpa sesuatu beban apapun juga, kepada
para Penggugat d.k. atau Pembanding sebaga ahli waris dari am.
Bolat Barus dan amh. Tangkelen br. Tarigan, yang untuk kemudian
dipergunakan sebagal dasar membagi warisan tersebut kepada para

ahli waris;

- Menghukum Tergugat | d.k. atau Terbanding | untuk menyerahkan
sebidang tanah ukuran 12,50 m x 50 m dengan batas-batas seperti
tersebut dalam huruf b dan bangunan di atasnya, terletak di Jalan
Parang |, Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, dalam
keadaan baik dan kosong, kepada para Penggugat d.k. atau
Pembanding sebagai ahli waris yang masih hidup dari am. Bolat
Barus dan amh. Tangkelen br. Tarigan, untuk kemudian di bagi
kepada semua ahli waris;

- Menyatakan uang hasil penjuaan tanah seluas 217 m? dari bagian
tanah seluas 427 m® dalam Sertifikat Hak Milik No. 528, yaitu uang
sgjumlah Rp. 34.720.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh
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ribu rupiah) adalah hak para Penggugat d.k. atau Pembanding
bersama-sama Tergugat 111, 1V d.k. atau Terbanding I11, IV yang harus

dibagi oleh semuaahli waris;

- Menghukum Tergugat I, I1I, 1V untuk mematuhi isi putusan dalam
perkaraini serta menolak gugatan selain dan selebihnya;

[1. Dalam Rekonpensi: Menolak gugatan Penggugat d.r. atau Tergugat | d.k.
atau Terbanding | untuk seluruhnya;

[11. Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi: Menghukum Tergugat | d.k. atau
Penggugat d.r. atau Tergugat II, Ill, 1V dk. atau para Terbanding
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam
tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu
rupiah).

Menanggapi terjadinya putusan di Tingkat Pengadilan Tinggi
tersebut, Dra. Srimodelina br. Sembiring selaku Tergugat | d.k atau
Penggugat d.r. atau Terbanding | merasa dirugikan hak-haknya atas
dikeluarkannya putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera
Utara di Medan. Beliau merasa dirinya telah dilanggar haknya atas
perolehan hak ahli waris dari alm. Daud Barus mendiang suaminya, yang
berupaya diperebutkan oleh para Penggugat d.k. atau Pembanding. Dengan
kenyataan ini, Dra. Srimodelina br. Sembiring selaku Tergugat | d.k atau
Penggugat d.r. atau Terbanding | kemudian mengajukan upaya hukum
kasas-nya ke tingkat Mahkamah Agung dalam mengajukan keberatan
terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang membatalkan

putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut.

Setelah mempelgjari berkas-berkas perkara dan dalam meninjau putusan di
tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut, maka Magjelis Hakim

yang memeriksa perkara a quo berpendapat:
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- Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara a quo telah salah menerapkan
hukum, vyaitu tidak mempertimbangkan hak janda yang tidak

mempunyai anak;

- Dari fakta persidangan terungkap bahwa ternyata harta sengketa adalah
berasal dari orang tua para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat
d.k. atau Pembanding dan alm. Daud Barus selaku suami Pemohon
Kasasi dahulu Tergugat | d.k atau Terbanding I, yang berarti harta asal
milik suami Pemohon Kasasi dahulu Tergugat | d.k atau Terbanding I;

- Berdasarkan keterangan saksi ahli (mengetahui adat suku Batak Karo),
bahwa seorang istri yang tidak mempunyai anak, tetap berhak untuk
menikmati harta asal peninggalan suaminya sampal ia meninggal atau
kawin lagi;

- Bahwabenar Pemohon Kasas dahulu Tergugat | d.k atau Terbanding |
masih hidup dan belum kawin lagi sertatidak punya anak, maka berarti
harta tersebut masih dapat dinikmati oleh Pemohon Kasasi dahulu
Tergugat | d.k atau Terbanding I;

- Bahwa dengan adanya gugatan dari para Termohon Kasasi dahulu para
Penggugat d.k. atau Pembanding kepada Pemohon Kasasi dahulu
Tergugat | d.k atau Terbanding I, maka belum waktunya untuk digugat
(prematur). Sehingga baik gugatan konpensi maupun rekonpensi harus
dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat
Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi
dari Pemohon Kasasi: Dra. Srimodelina br. Sembiring dan membatalkan putusan
Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 229/PDT/2007/PT-Mdn.
Tanggal 12 Desember 2007 yang membatal kan Putusan Pengadilan Negeri Medan
No. 319/Pdt.G/2005/PN-Mdn. Tanggal 17 Juli 2006 serta Mahkamah Agung
mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan
disebutkan dibawah ini;
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Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak
yang kalah, maka harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam semua

tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:
- Mengabulkan permohonan kasas dari Pemohon Kasasi: Dra
Srimodelina br. Sembiring tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan
No. 229/PDT/2007/PT-Mdn. Tanggal 12 Desember 2007 yang
membatalkan  Putusan  Pengadilan  Negeri Medan  No.
319/Pdt.G/2005/PN-Mdn. Tanggal 17 Juli 2006;
Mengadili Sendiri:

|. Daam Konpensi:
A. Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat 1, 11, 111, dan IV d.k.;

B. Daam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Termohon Kasasi atau dahulu
para Penggugat d.k. tidak dapat diterima;

[1. Dalam Rekonpensi:

- Menyatakan gugatan Termohon Kasas atau dahulu para Penggugat
d.k. tidak dapat diterima;

- Menghukum para Termohon Kasas atau dahulu para Penggugat d.k.
untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasas ini sebesar Rp.
500.000,- (limaratus ribu rupiah).
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Sidang ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2009, oleh Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH.
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, | Made Tara, SH. dan Prof. Dr. H. Muchsin, SH. Hakim-hakim Agung
sebagai Anggota.

4.2  Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kepastian Hukum
Hak Istri atas Hibah Suami Pasca Meninggal Tanpa Keturunan
melalui Putusan M ahkamah Agung Nomor 12 K/PDT/2009

Dalam usaha untuk menyikapi dan meninjau permohonan kasasi yang
digukan oleh Dra. Srimodelina br. Sembiring atau dahulu Tergugat | d.k. atau
Terbanding | sebagai Pemohon Kasasi, dalam mengajukan keberatan terhadap
putusan Pengadilan Tinggi yang membatal kan putusan Pengadilan Negeri tersebut
dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana dalam memori kasasi. Maka
penulis dalam sub bab ini mencoba untuk menjelaskan ke dalam suatu bentuk
analisis tentang bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim
dalam memutus suatu perkara yang dialami Dra. Srimodelina br. Sembiring ini
sebagal seorang janda mati dari suaminya alm. Daud Barus atas hak waris dalam
bentuk hibah yang diberikan oleh mendiang suaminya tersebut. Penulis akan
mencoba mengkritisi pertimbangan-pertimbangan tersebut dalam sebuah paparan
penulisan, yang isinya akan dikaitkan sesuai ketentuan KUHPerdata atas cerminan
ketentuan yang terlahir dari adat masyarakat Batak Karo itu sendiri. Berikut ini
adalah alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat
Kasasi Mahkamah Agung, yakni:

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum,
karena pengadilan tinggi tidak mempertimbangkan hak janda yang
tidak mempunyai anak;
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AnadisaPenulis:

Dari fakta-fakta yang diperoleh di Pengadilan Negeri Medan dalam kasus
ini, bahwa berdasarkan Bukti T I-1, T I-2 dan T -3 telah ternyata bahwa Tergugat
| d.k. telah menikah secara sah dengan alm. Daud Barus pada tanggal 10 Juli
1998, kemudian alm. Daud Barus meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2003
tanpa meninggalkan anak atau keturunan, sehingga satu-satunya sebagai Ahli
Waris dari am. Daud Barus adalah Tergugat | d.k. selaku istrinya.

Bahwa, adapun Pemohon Kasasi atau dahulu Tergugat | d.k. adalah istri
yang sah dalam perkawinannya dengan alm. Daud Barus, oleh karena itu
Pemohon Kasas atau dahulu Tergugat | d.k. sebagai janda am. Daud Barus
(Suami), tidak hanya berhak terhadap harta pencaharian bersama dalam
perkawinan, akan tetapi terhadap harta asa yang diperolen alm. Daud Barus
karena warisan dari orang tuanya, menurut Hukum Adat dan atau sesuai dengan
Undang-Undang Perkawinan, menjadi hak bersama dan bukan kembali kepada
boedel, walaupun si suami meninggal lebih dulu dari istri.

Daam is ketentuan KUHPerdata menentukan bahwa masing-masing ahli
waris ab-intestaat mempunyal hak untuk mewaris yang didasarkan pada
kedekatan hubungan darah antara pewaris dengan ahli warisnya atau yang
disandarkan kepada suami atau istri yang hidup terlama. Pasal 852 sampai dengan
Pasal 858 KUHPerdata mengenal adanya penggolongan ahli waris, mulai dari
golongan pertama sampal dengan keempat, dimana hak dan kesempatan mereka
untuk menerima harta warisan ditentukan berdasarkan hirarki. Dalam arti selama
golongan pertama masih ada, maka ahli waris golongan kedua tidak dapat tampil
mewaris, kemudian selama golongan kedua masih ada, maka golongan ketiga
tidak berhak tampil mewaris dan seterusnya berlaku sama sampai golongan
keempat. Dan kedudukan para ahli waris ini tidak bisa dikesampingkan oleh
pewaris dalam keadaan apapun, walaupun pewaris melakukan tindakan hukum
yang sah sekalipun, seperti melakukan hibah atau menulis surat wasiat. Dalam
mencegah pelaksanaan hibah yang dikhawatirkan dapat merugikan para ahli
waris, maka hak-hak dari ahli waris ab-intestato dilindungi oleh KUHPerdata
dengan adanya ketentuan mengenai bagian mutlak (legitime portie).
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Adapun besarnya bagian yang merupakan hak seorang istri atau suami atas
warisan pewaris ditentukan sebesar bagian satu orang anak. Jelasnya Pasal 8523,
mengatakan “Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang
meninggal terlebih dahulu, s istri atau suami yang hidup terlama, dalam
melakukan ketentuan-ketentuan dalam Bab ini, dipersamakan dengan seorang

anak yang sah dari si meninggal...” >

arti kata-kata pada Pasal 852a KUHPerdata yang berbunyi:

- “..seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu...” adalah
dimaksudkan seseorang yang meninggal lebih dahulu, baik dari duda

atau jandanya.

- “... g istri atau suami yang hidup terlama...” adalah dimaksudkan baik
duda atau janda yang masih hidup, yang hidupnya lebih lama dari
Suami atau istri yang meninggal.

Jadi dalam hal ini kita membicarakan tentang janda atau duda terhadap warisan
almarhum suami atau istrinya. Ketentuan yang mempersamakan seorang suami
atau istri dengan seorang anak, hanya berlaku dalam hal kita menerapkan pasal-
pasal dalam bab yang mengatur tentang “pewarisan karena kematian”. Dengan
adanya perubahan atas Pasal 832 dan Pasa 852a KUHPerdata, maka istri
sekarang dianggap sebagai seorang yang mempunya hubungan yang lebih dekat
dengan pewaris, dibandingkan anggota keluarga lain di luar anak dan
keturunannya. Karenanya ketentuan Pasal 852a KUHPerdata merupakan suatu
perkecualian atas asas hukum waris ab-intestato, dimana pada prinsipnya ahli
waris harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik sah maupun luar

kawin.%?

Dan dalam kaitan kasus yang dialami oleh Dra. Srimodelina br. Sembiring
sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat | dk. atau Terbanding | bahwa

201 3. Satrio, Hukum Waris, Op. Cit., hal. 107. Sebelum putusan Mahkamah Agung
tanggal 15 November 1957 No. 130 K/Sip/1957 pada umumnya baik dalam yurisprudensi maupun
doktrin, janda tidak dianggap sebagai ahli waris mendiang suaminya. Baru dalam keputusan
tersebut ditetapkan bahwa anak-anak dan janda, sama-sama berhak atas warisan suaminya.

22 1bid. hal. 108-1009.
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Pemohon Kasasi berhak atas bagian dari harta bersama dengan pembagian atas
dua bagian besar harta waris. Rincian yang tepat sesuai dalam muatan is
ketentuan Pasal 852a KUHPerdata ialah Bagian istri atau Pemohon Kasas
sebanyak Y% dari bagian suami. Namun jika dikaitkan dalam kasus yang terjadi,
dimana janda mendiang am. Daud Barus yang hidup tanpa keturunan, janda
tersebut berhak menggunakan, mengusahakan atau membagikan %2 dari jumlah
bagian waris yang telah terbagi kepada ahli waris yang lain, dengan tetap
berdasarkan kepada kesepakatan ahli waris yang lain. Dengan kata lain, untuk
yang %2 bagian lagi secara wajar dan adil serta patut menjadi hak saudara-saudara
dari alm. Daud Barus tersebut secara utuh kepada boedel orang tuanya alm. Bolat

Barus.

Perihal tentang penerapan hukum dan atau pertimbangan hakim di tingkat
Pengadilan Tinggi (judex facti) tersebut, yang mengatakan bahwa Pemohon
Kasas tersebut sebagai janda yang ditinggal karena kematian oleh suaminya dan
juga iatidak memiliki anak atau keturunan, maka harta warisan atau hibah yang
diterima am. suaminya akan jatuh ke boedel orang tuanya karena tidak memiliki
anak atau keturunan tersebut. Jika kita meninjau pertimbangan hakim yang
memutus perkara di tingkat Pengadilan Tinggi ini, Maelis Hakim tidak
mempunyai dasar hukum yang kuat dalam vonis putusan sidang. Putusan Hakim
dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan, dan dengan demikian putusan tersebut
telah menyudutkan kedudukan wanita dan janda serta memiliki penafsiran

menjadikan seorang janda hanya sebagal pelengkap laki-laki dalam kehidupannya.

Bahwa dalam pertimbangan di Pengadilan Tinggi ditemukan fakta yang
menyebutkan Tergugat | d.k. atau Terbanding | hanya merupakan ahli waris
sebagal janda yang hanya berhak atas harta pencaharian si suami sampai dia mati,
atau menikah lagi dengan laki-laki lain, akan tetapi terhadap harta asal yang
diperoleh Daud Barus karena warisan dari orang tua menurut Hukum Adat dan
sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, harus kembali kepada boedel semula,
dan fakta lain yang mengatakan Menimbang bahwa Hukum Nasional tentang

warisan sampai kini belum tercapai, karena masyarakat Indonesia masih tetap
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dapat tunduk kepada Hukum Adat masing-masing suku bangsa, in casu Adat
Batak Karo.

Dalam bunyi pertimbangan tersebut di atas yang digunakan sebagai dasar
untuk membuat putusan bagi Magjelis Hakim, dinilai sebagai putusan yang tidak
manusiawi dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Sebab untuk menghormati
kedudukan seorang wanita atau istri dari tindakan sewenang-wenang dari seorang
suami, di mana pada saat ini telah lahir undang-undang yang juga melindungi istri
dari pelecehan suami dalam rumah tangga. Fakta tersebut membuktikan, maka apa
yang telah diambil dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini telah membuktikan
bahwa judex facti hendak mendudukkan posis Pemohon Kasasi sebaga kaum
hawa ke tempat yang tidak mempunyai hak terhadap apa yang telah diperoleh di
daam rumah tangga dengan am. suaminya Daud Barus tersebut. Maka
pertimbangan dan putusan judex facti Pengadilan Tinggi tersebut tidak relevan

dalam persamaan hak kaum wanita
2. Bahwadari fakta di persidangan terungkap fakta:

Bahwa ternyata harta sengketa adalah berasal dari orang tua
Penggugat dan alm. suami Tergugat, yang berarti harta asal milik

suami Tergugat;

Bahwa benar Tergugat masih hidup dan belum kawin lagi serta tidak
punya anak, maka berarti harta tersebut masih dapat dinikmati oleh
Tergugat.

AnalisaPenulis:

Telah ditemukan pula beberapa pertimbangan sebelum putusan yakni
Menimbang bahwa karena para Penggugat d.k. atau Pembanding melalui bukti-
bukti dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah menerangkan bahwa benar
objek sengketa berasal dari orang tua mereka yakni am. Bolat Barus dan almh.
Tangkelen br. Tarigan, harus dikembalikan kepada boedel semula untuk dibagi
kepada ahli waris aim. Bolat Barus dan istrinyaamh. Tangkelen br. Tarigan yaitu
para Penggugat d.k. atau Pembanding bersama-sama dengan para Tergugat d.k.
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[11, 1V atau Terbanding 111, 1V; nhamun mengenal tuntutan dari Penggugat d.k. atau
Pembanding mengena tanah seluas 210 m? yang merupakan sisa dan bagian dari
tanah seluas 427 m? dalam Sertifikat Hak Milik No. 528, karena sudah diberikan
dengan sah kepada Tergugat 1V d.k. atau Terbanding 1V, maka tuntutan tersebut
harus ditol ak.

Menyatakan dalam hukum tanah dan bangunan yang diperoleh alm. Daud
Barus berdasarkan warisan pemberian dan hibah dari alm. Bolat Barus dan amh.

Tangkelen br. Tarigan yang terdiri dari:

a Sebidang tanah seluas 525 m?, terletak di Jin. Bunga Sedap Maam, Kel.
Padang Bulan, Kec. Medan Selayang, Kota Medan;

b. Sebidang tanah dengan ukuran 12,50 m x 50 m berikut bangunan yang
melekat diatasnya terletak di Jin. Parang |, Kel. Kwala Bekala, Kec.
Medan Johor, Kota Medan;

c. Sebidang tanah kurang lebih 1 Ha, terletak di Dusun | Desa Kampung
Lama, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, Prop. Sumatera Utara.

Menyatakan dalam hukum yang berhak atas tanah dan bangunan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, ¢ tersebut di atas, adalah para Penggugat
d.k. atau Pembanding serta Tergugat 111, 1V d.k. atau Terbanding 111, 1V, sebagai
ahli waris yang masih hidup dari am. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br.

Tarigan;

Bahwa dalam melihat pertimbangan di atas dengan diseragamkan sesuai
bukti pertimbangan tersebut, maka tentang pertimbangan judex facti, mengenai
objek perkara atau barang a quo, dinyatakan kembali kepada boedel semula atau
dijadikan termasuk sebagal harta peninggaan mertua Pemohon Kasas atau
dahulu Tergugat | d.k. dan atau orang tua aim. Daud Barus. Dalam pertimbangan
tersebut adal ah keliru, sebab walaupun alm. Daud Barus (suami Pemohon Kasasi)
memperolehnya dari pembagian boedel orang tuanya, dimana bak para
Penggugat dan kawan-kawan atau Termohon 2 Kasasi maupun Tergugat I, 111,
dan IV atau Turut Termohon Kasas juga telah mendapatkan bagian, jadi dengan
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dilakukan pembagian setelah kedua orang tua alm. Daud Barus yakni alm. Bolat
Barus dan amh. Tangkelen br. Tarigan meninggal dunia maupun dihibahkan
semasa hidupnya oleh orang tuanya. Harta ini kemudian dibawa masuk ke dalam
rumah tangga perkawinan alm. Daud Barus beserta dengan Pemohon Kasasi yakni
Dra. Srimodelina br. Sembiring sebagai istri yang sah, sebagaimana ditunjukkan
dengan Bukti T I-1, T I-2 dan T -3 telah ternyata bahwa Tergugat | d.k. telah
menikah secara sah dengan aim. Daud Barus. Maka menurut hukum, apa yang
telah diterima Pemohon Kasasi dengan alm. suaminya Daud Barus adalah mutlak
dengan sendirinya menjadi hak Pemohon Kasas bersama alm. suaminya tersebut.

Maka sah kiranya Majelis Hakim pada Tingkat Kasas Mahkamah Agung
untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi atas Permohonan banding para
Penggugat d.k dan kawan-kawan dengan meninjau fakta-fakta di |apangan sebagai
berikut:

Bahwa Tergugat | adalah istri sah dari am. Daud Barus yang telah
meninggal pada tanggal 22 Juni 2003 di Medan dan sgak suami Tergugat |
meninggal dunia, hingga saat ini Tergugat | selaku janda alm. Daud Barus belum
pernah putus hubungan dengan para kerabat alm. Daud Barus, dalam ha ini
dengan Penggugat maupun dengan Tergugat 1, |II, dan IV; oleh karenanya
Tergugat | tetap berhak untuk mewarisi harta-harta peninggalan alm. Daud Barus
walaupun tanpa memiliki anak atau keturunan yang ditinggal kan.

Ditambah juga atas beberapa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan
Penggugat. Ketiga saksi tersebut yakni; Saksi | atau Serayan Tarigan, Saksi |11 atau
Bolah Barus, dan Saksi 111 atau Josua Ginting berdasarkan keterangan-keterangan

kesaksian yang digjukan di dalam persidangan, dari ketiganya mengatakan:

- Tidak ada yang membantah atau meragukan bahwa para Penggugat
dan para Tergugat memiliki hubungan keluarga; “Bahwa saksi
mengetahui hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat-
Tergugat yaitu Penggugat adalah Ahli Waris atau Keturunan dari Bolat
Barus dengan istrinya Tangkelen br. Tarigan, sedangkan Dra

Universitas |ndonesia

Hak istri ..., Immanuel Julius, FH Ul, 2011



110

Srimodelina Sembiring (Tergugat 1) adalah istri sah dari am. Daud
Barus (saudara kandung dari para Penggugat)”;

- Tidak ada yang membantah karena mengetahui pembagian harta-harta
dari am. Bolat Barus dan amh. Tangkelen br. Tarigan kepada anak
atau keturunan mereka sebagaimana pengakuan; “Bahwa setahu saksi
harta-harta tersebut telah dibagi-bagi kepada anak atau keturunan dari
amarhum Bolat Barus dengan istrinya Tangkelen br. Tarigan, ha
tersebut saksi ketahui dari cerita Tangkelen br. Tarigan kepada saks,
pembagian tersebut dilakukan secara hibah”;

Bahwa harta yang ditinggalkan oleh aim. Daud Barus kepada Tergugat |
selaku istrinya, telah diterima dan telah menjadi hak yang sah am. Daud Barus
pada tanggal 3 Januari 1996 sebelum Daud Barus dan Ibunya meninggal dunia,

yaitu berupa:

1. sebidang tanah persil seluas 525m? setempat dikenal dengan Jn. Bunga
Sedap Maam, Kel. Padang Bulan, Kec. Medan Selayang, Medan, dengan
bukti Sertifikat No. 1250 Desa Padang Bulan Selayang |1 atas nama Daud

Barus;

2. sebidang tanah dengan ukuran luas 12,50 m x 50 m setempat dikenal
dengan Jin. Parang |, Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Medan, yang
diatasnya berdiri rumah permanen lengkap dengan fasilitas listrik, air
PAM dan telepon, dengan penyerahan secara hibah oleh almh. Tangkelen
br. Tarigan kepada Daud Barus berdasarkan Akte Hibah tanggal 28
Desember 1994, dibuat di hadapan Mas Suprapto Siswopranoto, S.H.,
Notaris di Medan, yang saat ini tetap dikuasai oleh Tergugat | dan
dipergunakan sebagai tempat tinggal keluarga bersama alm. Daud Barus

semasa hidupnya.

Daam pelaksanaan suatu hibah bagi seorang pemberi dan penerima hibah
menurut KUHPerdata, terdapat syarat-syarat yang dapat diterapkan dalam
hubungan subyek hibah tersebut, yaitu:
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- Syarat-syarat subyek hibah, yaitu bagi pemberi hibah harus orang yang
sehat pikirannya dan harus sudah dewasa (21 tahun) kecuali orang
tersebut belum berusia 21 tahun tetapi sudah menikah dan pada
kesempatan itu memberikan sesuatu dalam perjanjian perkawinan yang
mana dalam perkawinan itu didampingi orang tuanya (lihat Pasal 330
KUHPerdata), sedangkan bagi penerima hibah haruslah orang yang
sudah dilahirkan pada saat dilakukan penghibahan sesuai ketentuan
Pasal 1679 KUHPerdata, apabila penerima hibah belum dewasa maka

harus diwakilkan oleh orang tua atau wali.**

Dengan dibentuknya peraturan KUHPerdata mengena siapa yang berhak
atas subyek hibah, dengan dikaitkan pada perkara yang tengah dihadapi jelang
putusan Kasas Magjelis Hakim pada tingkat Mahkamah Agung ini, maka kiranya
Majelis Hakim dapat mempertimbangkan mengenai sigpa subyek yang tepat
dalam perolehan hibah bagi janda yang ditinggal suaminya ini terhadap Dra
Srimodelina br. Sembiring sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat | d.k. atau
Terbanding dengan melihat ketentuan tersebut, ditambah dengan bukti-bukti yang
ditemukan di lapangan seperti tersebut di atas dalam memperkuat isi putusan

Kasas.

Bukti lain yang digunakan untuk memperkuat putusan ini, adalah dengan
meninjau beberapa ketentuan perundang-undangan dalam KUHPerdata yakni:
Menurut ketentuan Pasal 1682 KUHPerdata, suatu hibah harus dilakukan dengan
akta Notaris, jika tidak maka hibah yang bersangkutan adalah batal. Dengan
demikian seseorang yang ingin melakukan hibah atas barang-barang miliknya
kepada seseorang yang menerima hibah, maka pemberian dan penerimaan hibah
tersebut harus dilakukan dengan akta Notaris, kecuali hibah yang berupa benda-
benda bergerak yang bertubuh atau penagihan hutang, cukup sah dengan
melakukan penyerahan sga Suatu akta Notaris ddam ha ini tidak hanya

23 gubekti, Aneka Perjanjian, Cet. 7, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 100-
101.
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berfungsi sebagal surat pembuktian, melainkan pula suatu syarat mutlak untuk
sahnya penghibahan.?*

3. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Malem Ukur Ginting, bahwa
seorang istri yang tidak mempunyai anak berhak untuk menikmati
harta asal peninggalan suaminya sampai ia meninggal atau kawin

lagi;

AnaisaPenulis:

Menurut Hukum Adat Batak Karo masa lalu hingga sekarang, bahwa
khusus untuk harta pusaka tinggi (harta turun-temurun), anak perempuan tidak
mendapatkan bagian, dan yang mendapatkan harta pusaka adalah anak laki-laki
sgja, serta keturunannya juga anak laki-laki. Dan terhadap seorang janda tidak
mendapat keturunan dan atau tidak mendapat anak laki-laki, maka harta pusaka
tinggi, mutlak tidak boleh menjadi milik s janda, akan tetapi hak menikmati
selama hayatnya dibenarkan atau diperbolehkan, agar harta pusaka tinggi itu tidak
jatuh kepada “marga yang lain”, dengan arti kata, bahwa harta marga suami (fam
suami) tidak akan jatuh kepada marga keluarga janda (istri).

Namun dalam ha “Harta Pencaharian” (gono-gini), tidak berlaku
ketentuan seperti Harta Pusaka Tinggi, bahwa baik anak perempuan maupun anak
laki-laki mempunyai hak sama. Hal ini tercantum dalam Putusan Mahkamah
Agung RI tertanggal 23 Oktober 1961 No. 179 K/Sip/1961 Hukum Adat di daerah
Kabanjahe, kedudukannya anak perempuan terhadap warisan orang tuanya. Selain
itu dengan keluarnya Putusan Nomor 179 K/Sip/1961 ini dapat diartikan sebagai
putusan yang bersgjarah bagi persamaan hak anak perempuan Batak Karo dalam
hal waris.”® Disamping itu, dengan dikeluarkannya yurisprudensi Mahkamah
Agung sebagal doktrin dalam putusan Mahkamah Agung No. 100 K/Sip/1967

membenarkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi yang menetapkan

24 Doddy Natadiharja, “Permohonan Pembatalan Akta Hibah Oleh Ahli Waris (Analisis
Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 210/Pdt/G/1996/PN.Bogor)”, (Tesis Magister
Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2006), hal. 18-19.

25 gylityowati Irianto, Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum, Cet. 1, (Jakarta:

Y ayasan Obor, 2005), hal. 221-222.
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bahwa dalam ha meninggalnya seorang suami yang meninggalkan seorang janda,
seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, janda berhak atas separuh
atau setengah dari harta bersama, yang sisanya dibagi antara janda dan kedua
anaknya, masing-masing mendapat sepertiga bagian. Dengan demikian, menurut
Mahkamah Agung anak perempuan dan janda adalah sebagai ahli waris.?*

Perihal hak janda untuk memperoleh harta dari suaminya, yang dalam
kasus ini dialami oleh Dra. Srimodeina br. Sembiring, seorang janda yang
ditinggal karena kematian suaminya yakni alm. Daud Barus, berdasarkan fakta di
lapangan atas keterangan Saksi 1V atau Saksi Maem Ukur Ginting (Saksi Ahli)
dalam masalah Adat Karo dalam isi kesaksiannya mengatakan:

- Bahwa menurut Adat Karo apabila seseorang telah meninggal dunia,
dengan meninggalkan seorang istri, tanpa ada anak atau keturunan,
maka harta bawaan suami yang meninggal tersebut, tetap dapat
dikuasai oleh istri yang ditinggalkan, dengan syarat tidak boleh dijual

dan s istri tidak kawin lagi dengan orang lain;

- Bahwa seorang istri yang ditinggal suami dapat menguasal harta
peninggalan suami selama hidupnya tetapi tidak boleh kawin lagi
dengan orang lain, jika harta tersebut hendak dijual, harusliah terlebih
dahulu dimusyawarahkan dengan Anak Beru dan Senina.

Perihal saksi-saksi yang digukan oleh Penggugat tidak seorang pun
menjelaskan bahwa Tergugat | tidak berhak mewarisi harta peninggalan suaminya
yang telah meningga tanpa keturunan, malah saks ahli yang digukan oleh
Penggugat menjelaskan bahwa seorang janda yang ditinggal mati oleh suami dan
tidak mempunyai anak atau keturunan tetap berhak untuk menguasai dan memiliki
harta peninggalan suami selama hayatnya sepanjang yang bersangkutan belum
menikah dengan orang lain, tetapi kalau menjua harus ada terlebih dahulu
rembukan dengan keluarga suami.

2% Frans Cory Melando Ginting, “Perkembangan Hukum Waris Adat Pada Masyarakat
Adat Batak Karo (Studi Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo)”,
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5440/1/10E00159.pdf, diakses pada tanggal 21
Juni 2011 pada pukul 21.30 wib.
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Dari kenyataan tersebut di atas, kiranya Mg elis Hakim dapat memberikan
putusan yang tepat guna penyelesaian kasus ini, bahwa adapun harta yang
diterima Pemohon Kasasi dahulu Tergugat | d.k. dengan alm. suaminya Daud
Barus telah merupakan “Harta Pencaharian” (harta bekas encari = Karo) dalam
perkawinan. Harta bekas encari adalah harta yang didapat setelah mereka
memisahkan diri dari tempat tinggal orang tua s laki-laki, atau harta yang didapat
selama perkawinan. Semua harta yang dicari selama perkawinan berjalan ini
disebut harta bekas encari dalam masyarakat Batak Karo dan tidak dipersoalkan
pihak mana yang mencari. Artinya baik yang diusahakan oleh suami ataupun istri
selama perkawinan termasuk harta bekas encari dan semua dikuasai oleh

207 Sehab yang diterima oleh am. Daud Barus atau mendiang suami

suami.
Pemohon Kasasi semasa hidup adalah dari harta a@m. Bolat Barus dengan istrinya
amh. Tangkelen br. Tarigan dan keberadaannya adalah di luar lingkup “Harta
Pusaka Tinggi”. Oleh karena itu, apa yang telah diterima Pemohon Kasasi dahulu
Tergugat | d.k. dengan aim. Daud Barus, menurut hukum adalah mutlak hak
Pemohon Kasas dahulu Tergugat | d.k. yakni Dra. Srimodelina br. Sembiring

sertatidak memiliki dasar hukum untuk kembali ke dalam boedel keluarga.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, pewarisan dalam
KUHPerdata mengena dua unsur, yaitu: 1) Unsur individual yang menyangkut
diri pribadi seseorang, dimana dalam unsur ini mengemukakan bahwa seorang
pemilik harta kekayaan diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk berbuat
apa saja terhadap harta benda yang dimilikinya, misalnya dengan melakukan
hibah; 2) Unsur Sosia yang menyangkut kepentingan bersama, yakni unsur yang
diberikan oleh undang-undang yang berfungsi sebagai pembatasan terhadap unsur
individual, karena kebebasan pewaris untuk melakukan apa sgja terhadap harta
benda miliknya dengan menghibahkan kepada orang lain sering menimbulkan
kerugian bagi ahli waris yang sangat dekat dengan pewaris. Pembatasan yang
dimaksud dalam unsur sosial ini adalah dalam pengaturan menurut Legitime
Portie yang diatur dalam Pasa 913 KUHPerdata. Dari ketentuan inilah
KUHPerdata mengatur dan melindungi bahwa para ahli waris ab-intestato
memiliki bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka dan sifatnya tidak dapat

27 Djaren Saragih; Djisman Samosir; dan Djaja Sembiring, Op. Cit., hal. 85.
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diganggu gugat, agar orang lain tidak secara mudah mengesampingkan hak-hak
mereka dengan melakukan hibah atau wasiat.

Tetapi dalam mengatur mengenai proporsi untuk bagian terhadap janda,
terdapat pengecualiannya dalam ketentuan pada Pasal 852a KUHPerdata yang
menentukan adapun besarnya bagian seorang istri atau suami atas warisan
pewaris, dalam pasal ini ditentukan sebesar bagian satu orang anak. Karenanya
ketentuan Pasal 852a KUHPerdata merupakan perkecualian atas asas Hukum
Waris ab-intestato, dimana pada prinsipnya ahli waris harus mempunyai
hubungan darah dengan pewaris, baik sah maupun luar kawin. Itulah sebabnya
mengapa atas salah satu daripada syarat-syarat untuk menjadi ahli waris ditambah

dengan kata-kata: “atau suami atau istri yang hidup terlama” .>®

Bahwa berdasarkan penjabaran di atas, dasar mengadili yang digunakan
hakim pada tingkat Pengadilan Negeri yang dinyatakan melalui bukti-bukti di
lapangan, terkait pendaftaran Akta Hibah yang dilakukan am. Daud Barus
sebelum meninggal dunia kepada Notaris yang ditujukan kepada istrinya Dra
Srimodelina br. Sembiring adalah sah menurut hukum sehingga alm. Daud Barus
bebas untuk memberikan atau menghibahkannya kepada istrinya itu. Memang
sebagai pemilik harta, alm. Daud Barus diberikan kebebasan untuk menghibahkan
hartanya kepada siapa sgja yang dikehendakinya. Namun demikian, tindakan
hibah tersebut sepantasnya tidak boleh melanggar unsur individual dan unsur
sosial dalam pewarisan, serta dilakukan secara bertanggung jawab tanpa
merugikan orang lain. Hal ini yang mendasari bahwa majelis hakim pada tingkat
Kasas Mahkamah Agung memutuskan bahwa janda yang ditinggal mati oleh
suaminya yakni Dra. Srimodelina br. Sembiring sebagai Pemohon Kasasi, berhak
atas hibah yang telah diberikan olen alm. Daud Barus mendiang suaminya
berdasarkan bukti-bukti yang telah ditunjukkan di tingkat Pengadilan Negeri.

208 3. Satrio, Hukum Waris, Op. Cit., hal. 107-109.
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BAB 5

PENUTUP

51 Kesmpulan

Berdasarkan permasalahan dan uraian sebagaimana telah disampaikan
dalam bab-bab terdahulu, maka dengan ini penulis menyampaikan kesimpulan
sebagal berikut:

1 Mengenai pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris, menurut
KUHPerdata yang dimaksud dengan ahli waris adalah ahli waris yang
mewaris berdasarkan ketentuan undang-undang. Pada ketentuan Pasal 832
KUHPerdata menyatakan bahwa “menurut undang-undang yang berhak
untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, balk sah, maupun
luar kawin dan s suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut
peraturan tertera di bawah ini...”, berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka
prinsip ahli waris menurut undang-undang adalah; 1). Adanya hubungan
darah; dan 2). Janda atau duda yang ditinggal mati, saling mewaris;

Pada dasarnya undang-undang tidak membedakan antara ahli waris laki-
laki dengan perempuan, tidak juga membedakan urutan kelahiran, hanya
ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada akan
menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun
ke samping, demikian pula golongan yang lebih tinggi derg atnya menutup

yang lebih rendah dergjatnya.

2. Hibah adalah suatu perjanjian antara pemberi hibah dengan penerima
hibah yang didalamnya terkandung unsur “tidak dapat ditarik kembali”,
sehingga pada dasarnya suatu hibah tidak dapat dicabut atau dibatalkan
kecuali atas persetujuan pihak pemberi dan penerima hibah. Namun karena
hal-hal tertentu yang diatur dalam KUHPerdata, suatu hibah dapat
dinyatakan batal. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1682 KUHPerdata,
syarat mutlak dari pembuatan suatu hibah adalah hibah yang bersangkutan
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harus dilakukan dengan akta Notaris, jika tidak maka hibah yang
bersangkutan adalah batal. Dengan demikian pemberian dan penerimaan
hibah oleh seseorang terhadap barang-barang miliknya harus dilakukan
dengan akta Notaris, kecuali hibah yang berupa benda-benda bergerak
yang bertubuh atau penagihan hutang, cukup sah dengan melakukan

penyerahan sgja.

Menyangkut ketentuan atas perbuatan dalam pemberian hibah yang dapat
dilakukan suami atau istri, kita dapat meninjau ketentuan Pasal 168
KUHPerdata yang penjelasannya diartikan bahwa dalam perjanjian
perkawinan dapat diperjanjikan pemberian dari seorang kepada yang lain,
pemberian dari suami kepada istrinya atau sebaliknya. Dalam hal ini calon
suami atau istri berhak untuk mengadakan perjanjian pekawinan yang
iIsinya memberikan sesuatu kepada pihak yang lain. Dengan syarat bahwa
pemberian tersebut tidak merugikan pihak-pihak yang berhak atas legitime
portie atau bagian mutlak bagi ahli waris tertentu sesuai ketentuan Pasal
913 KUHPerdata. Namun seorang yang berhak atas legitime portie
(legitimaris) ini harus memenuhi dua hal penting agar dapat disebut
legitimaris yakni: 1). Berhubungan darah dengan pewaris dalam garis
lurus; dan 2). Merupakan ahli waris dari pewaris, jika tidak ada surat
wasiat. Pada syarat pertama merupakan legitimaris dalam garis lurus ke
bawah adalah anak-anak si pewaris yang sah. Ketentuan ini tidak berarti
bahwa karena kedudukan seorang suami atau istri saat ini sudah
dipersamakan dengan seorang anak sah, maka suami atau istri Si pewaris

itu berhak pula atas legitime portie.

Mengacu kepada pemaparan di atas, ketentuan yang mempersamakan
seorang suami atau istri dengan seorang anak hanya berlaku dalam hal
menerapkan pasal-pasal dalam bab yang mengatur tentang pewarisan
karena kematian. Karenanya ketentuan Pasal 852a KUHPerdata
merupakan suatu pengecualian atas asas hukum waris ab intestato, yang

prinsipnya menganut para ahli waris harus mempunyai hubungan darah
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dengan pewaris secara sah atau luar kawin. Arti kata-kata pada Pasal 852a
KUHPerdata yang berbunyi:

- “...seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu...” adalah
dimaksudkan seseorang yang meninggal lebih dahulu, baik dari duda
atau jandanya.

- “...distri atau suami yang hidup terlama...” adalah dimaksudkan baik
duda atau janda yang masih hidup, yang hidupnya lebih lama dari

suami atau istri yang meninggal.

Jadi dalam hal hibah ini kita membicarakan tentang janda atau duda
terhadap warisan amarhum suami atau istrinya  Ketentuan yang
mempersamakan seorang suami atau istri dengan seorang anak, hanya
berlaku dalam hal kita menerapkan pasal-pasal dalam bab yang mengatur
tentang “ pewarisan karena kematian”. ltulah sebabnya mengapa atas salah
satu daripada syarat-syarat untuk menjadi ahli waris ditambah dengan

kata-kata: “...atau suami atau istri yang hidup terlama...”.

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 K/PDT/2009 tertanggal 23 Juli
2009 yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim dengan dipimpin oleh Dr.
Harifin A. Tumpa, SH., MH. sebagai Ketua Maelis Hakim yang
mengadili perkara ini memuat hal-hal yang bertolak belakang dengan apa
yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi
(judex facti) dalam putusan No. 229/Pdt/2007 tertanggal 12 Desember
2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri  No.
319/Pdt.G/2005/PN-Mdn tanggal 17 Juli 1996. Dalam putusan pengadilan
Tinggi tersebut, Majelis Hakim menyatakan dalam hukum bahwa yang
berhak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b,
c dalam bab sebelumnya, adalah para Penggugat dan rekan atau
Pembanding serta Tergugat 111, IV atau Terbanding 111, 1V, sebagai ahli
waris yang sah dan masih hidup dari am. Bolat Barus dan amh.
Tangkelen br. Tarigan, dan menggugurkan hibah yang telah terjadi dari
am. Daud Barus kepada istrinya Dra. Srimodelina br. Sembiring. Maelis
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Hakim juga menghukum Tergugat | atau Terbanding | untuk menyerahkan
segala surat tanah dan bangunan yang tersebut dalam huruf a, b, ¢ kepada
para Penggugat atau Pembanding, yang untuk kemudian dipergunakan
sebagal dasar membagi warisan tersebut kepada ahli waris. Dan Tergugat |
atau Terbanding | diwajibkan menyerahkan sebidang tanah dengan ukuran
luas 12,50 m x 50 m setempat dikena dengan Jin. Parang |, Kel. Kwala
Bekala, Kec. Medan Johor, Medan serta menyatakan uang hasil penjualan
tanah seluas 217 m? dari bagian tanah seluas 427 m? dalan SHM No. 528,
yaitu uang sejumlah Rp. 34.720.000,- adalah hak para Penggugat atau
Pembanding bersama-sama dengan Tergugat 111, IV atau Terbanding IIl,
V.

Namun Maelis Hakim pada tingkat Kasas Mahkamah Agung,
memutuskan membatalkan seluruh amar putusan tingkat Pengadilan
Tinggi dan memutuskan menerima putusan terdahulu tingkat pengadilan
Negeri dengan meninjau beberapa pertimbangan sebagal dasar hukum
dalam memutus perkara, sehingga hibah yang dilakukan oleh aim. Daud
Barus atau Daud Immanuel Barus sebagai mendiang suami Pemohon
Kasas atau Tergugat | atau Terbanding yakni Dra. Srimodelina br.
Sembiring adalah sah menurut hukum. Sebagai dasar mengadili, Majelis
Hakim menekankan bahwa yang menjadi masalah hukum dalam kasus ini
adalah keabsahan bukti otentik atas beberapa surat atau sertifikat tanah
sekaligus akta hibah yang telah didaftarkan di hadapan Notaris sesuai
bukti pada bukti-bukti poina, b, dan c.

Pemberian hibah oleh alm. Daud Barus kepada istrinya Dra. Srimodelina
br. Sembiring adalah suatu tindakan yang sah, karena surat bukti
kepemilikan atas bagian hibah yang dimiliki oleh janda am. Daud Barus
diperolen melalui prosedur yang sah. Oleh karena itu dapat dinilai sebagal
bukti yang sah dalam perkara ini. Selain itu Majelis Hakim berpendapat
bahwa alm. Daud Barus telah memperoleh harta atas namanya sendiri
melalui penghibahan orang tuanya am. Bolat Barus dan aimh. Tangkelen
br. Tarigan, sehingga ia bebas memberikan atau menghibahkan kembali
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kepada siapa yang dikehendakinya. Oleh karena itu pemberian atau hibah
kepada Dra. Srimodelina br. Sembiring istrinya adalah sah menurut

hukum.

Kedua, dasar mengadili sebagaimana dikemukakan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan dalam KUHPerdata. Seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi tidak
hanya melihat keabsahan hibah tersebut dari satu sisi saja. Walaupun am.
Daud Barus secara sah dalam hukum memberikan hibah kepada istrinya
Dra. Srimodelina br. Sembiring telah memenuhi syarat-syarat pemberian
hibah, namun dalam perkara ini harus ditekankan bahwa kedudukan tidak
dapat dikesampingkan oleh ketentuan bagian mutlak atau legitime portie
yang dikecualikan menurut ketentuan Pasal 852a KUHPerdata tentang
ketentuan yang mempersamakan seorang suami atau istri dengan seorang
anak, hanya berlaku dalam hal menerapkan pasal-pasal dalam bab yang
mengatur tentang pewarisan karena kematian. Adapun besarnya bagian
yang merupakan hak seorang istri atau suami atas warisan pewaris
ditentukan sebesar bagian satu orang anak. Karenanya pada pasal tersebut
merupakan pengecualian atas asas hukum waris ab intestato, yang
prinsipnya menganut ahli waris harus mempunyai hubungan darah dengan

pewaris, baik sah maupun luar kawin.

Disamping itu, pelaksanaan suatu hibah terkait erat dengan dua unsur
pewarisan yang dikenal dalam KUHPerdata, yakni unsur individual dan
unsur sosia yang pada hakikatnya menyatakan bahwa seorang pemilik
harta kekayaan diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk berbuat
apa sgja terhadap harta benda yang dimilikinya, misanya dengan
melakukan hibah dengan tetap membatasi asas kebebasan agar tidak
menimbulkan kerugian bagi ahli waris lainnya terutama yang sangat dekat
dengan pewaris. Dalam perkara ini seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi
mempertimbangkan kenyataan bahwa yang harus dipermasalahkan adalah
kebebasan tidak terbatas dalam hal hibah yang dilakukan am. Daud Barus
kepadaistrinya Dra. Srimodelinabr. Sembiring.
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Saran

Berdasarkan permasal ahan yang diuraikan dalam Bab 11 dan I11 skripsi ini,

maka dalam kesempatan ini penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai
berikut:

Hak istri ...,

Daam penyelesaian perkara ini seharusnya Magelis Hakim dapat
memperhitungkan hak janda untuk dapat mewaris bersama ahli waris
lainnya yang mencerminkan rasa keadilan. Dengan demikian putusan
tersebut tidak menyudutkan kedudukan wanita dan janda serta memiliki
penafsiran menjadikan seorang janda hanya sebagal pelengkap laki-laki
dalam kehidupannya. Maka pertimbangan dan putusan judex facti
Pengadilan Tinggi dianggap tidak relevan dalam persamaan hak kaum

wanita.

Pertimbangan Hakim judex facti mengenai objek perkara atau barang
perkara a quo, dinyatakan kembali kepada boedel semula adalah keliru.
Seharusnya Hakim mempertimbangkan bahwa alm. Daud Barus suami
Dra. Srimodelina br. Sembiring telah memperoleh harta dari pembagian
boedel orang tuanya, dimana baik para Penggugat maupun Tergugat 11, 111,
IV-pun telah mendapatkan pula bagian. Jadi dengan dilakukan pembagian
setelah kedua orang tua am. Daud Barus meningga yakni am. Bolat
Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan dengan dihibahkannya harta
tersebut dan dibawa masuk ke dalam rumah tangga perkawinan am. Daud
Barus dengan Dra. Srimodelina br. Sembiring sebagai istri yang sah, maka
menurut hukum apa yang diterima Dra. Srimodelina br. Sembiring dengan
am. suaminya Daud Barus, dengan sendirinya mutlak menjadi hak istri
bersama am. suaminya tersebut.

Perihal terjadinya perkara waris atas hibah seperti ini, diharapkan di masa
mendatang agar peran Hakim dapat bijak dalam mempertimbangkan
perkara yang serupa dengan tetap berpedoman kepada dua hal esensia
dalam unsur pewarisan yang dikenal dalam KUHPerdata dalam cakupan
unsur individual dan unsur sosial dalam pemberian hibah.
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PUTUSAN
No. 319/Pdt.G/2005/PN-Mdn

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri . Medan yang memeriksa dan mengadili perkara

YAMI BARUS, Umur 69 Tahun , Agama Kristen, Pekerjaan Guru, Alamat
Jalan Jamin Ginting, No. 129, Kelurahan Kwala fekala,
Kecamatan Medan Johor, Kota Medan ;

2. NURLIANABr, BARUS, atau. disebut juga MULIANA Br. BARUS: Ufur 47
Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan Pecawa
Negeri Sipil, Alamat Jalan Parang | No. 14, Kelurahan
Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan ;

3. KOLAH BARUS, Umur, 63 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta.
Alamat Jalan Ngumban Surbakti No. 17 Kelurahan
Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan -

4. NURHAIDA Br.BARUS atau disebut juga NURHAIDA, Umur 57 Tahun, Agama
Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan
Pales-2 No. 4 Lingkungan VI, Kelurahan Simpang
& Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan :

FEssSfenessasaw L A WA ” TEreaEnEl e e

1. Dra.SRIMODELINA, Br. SEMBIRING, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Alamat Jalan Parang | Mo. 14

Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan
Medan Johor, Kota Medan, Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat | ;

- T T L rpappa———— \
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2. ROSLIMA, GINTING, ditulis juga ROSLINA Br. GINTING S5UKA, Agama Knisten,

Pekerjaan Pegawai Megeri Sipil, Beratamat [i Jalan
Parang |l Mo. 13 Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan
Medan Johor, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai
Tergugat Il ;

3. IVAN IGNATIUS BARUS, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat D

Jalan Parang || Mo. 13 Kelurahan Kwala bBekala,
Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, selaku anak
kandung / ahli waris dari Almarhum Drs.B.ELIESER
| e BARUS, disebut juga Almarhum BENAR ELIESER

VR _ BARUS, disebut jusa Almarhum BENAR BARUS,
Y ) ) Selanjutnya disebut sebagai Tergugat |Il ;

L¥
i

g ii*RICAr ANGELIA BARUS, Azama Kristen, Pekerjaan Mahasiswi, Beralamat die

,,ﬂ“ Jalan Parang |l No.13, Kelurahan Kwala Bekaia,
Y Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, selaku anak
kandung dari / ahli waris dari Almarhum
Drs.B.ELIESER BARUS, disebut juga Almarhum BENAR
ELIESER BARUS, Selanjutnya disebut sebagai

Tergugatb IV ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah melihat bukti surat dan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang
berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 12
Augustus 2005, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan
pada tanggal 12 Augustus 2005 dibawah Register MNo.319/Pdt.G/2005%/PH. Mdn. -
telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat-Tergugal yang pada pokoknya

adalah sebagai berikut :

fa Bahwa,................lrl.
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1. Bahwa orang tua Penggugat Alm. BOLAT BARUS meninggal dunia pada
tanggal 23 Juli 1978 dan Almh. TANGKELEM Br. TARIGAN meninggal
dunia pada tanggal 03 Januari 1996 mempunyai anak-anak kandung
sebagai ahli waris yang sah yaitu :

1). NGAYAMI Br. BARUS,

1). NURLILAM Br. BARUS atau disebut juga MULIANA Br. BARUS,

3). KOLAH BARUS,

4). Drs. B. ELIESER BARUS, B.A. disebut juga BENAR ELIESER BARLUS,
disebut juga BENAR BARUS,

). NURHAIDAH Br. BARUS disebut juga MURHAIDA, dan

4MDAUD BARUS disebut juga DAUD IMMANUEL BARUS,

'J-
*3‘,
& dengan Penetapan Pengadilan Megeri Kelas [-A Medan
PAt.P/1992/PN-Mdn  tertanggal 01 Juli 1992 Jo. SURAT
ANGAN Nomor : 001 / 18 SKD/KB/2001 tertangal 15 Januari 2001

g diperbuat oleh Kepala Kelurahan Kuala Bekala ;

Pl

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2002 Drs. B. ELIESER BARUS,B.A.
meninggal dunia dengan meninggalkan Istri : : ROSLINA GIMTING ditulis
juga ROSLINA Br. GINTING SUKA ( Tergugat Il ), dan anak kandung
sebagai Ahliwaris IVAN IGNATIUS BARUS ( Tergugat Il ) dan RICA
ANGELIA BARUS ( Tergugat IV) ;

3. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2003 Alm. DAUD BARUS meningegal dunia
tanpa, meninggalkan keturunan dar Isterinya Dra. SRIMODELIMA Br.
SEMBIRING {TERGUGAT I} ;

4. Bahwa semasa hidupnya Alm. DAUD BARUS ada memperoleh harta yvang
berasal dari harta Peninggalan Alm. BOLAT BARUS dan Almh.
TANGKELEM TARIGAN yaitu :

a). Sebidang tanah seluas 525 M2 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Meter
Persegi ) terletak di Jl. Bunga Sedap Malam, Kel. Padang Bulan, Kerc.
Medan Selayang, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- S5ebelah Utara dengan Tanah untuk Pelebaran Jalan;
- Sebelah Selatan dengan Tanah M.120;

- Sebelah Timur dengan Tanah M.1251, SU.7073/1595;
- Sebelah Barat dengan Tanah M.1249, SU.7071/1995;
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yang diperoleh Alm.DAUD BARUS berdasarkan Akta Pemisahan dan
Pembagian Mo.015/Desa Padang Bulan Selayang 11/1996 tanggal 27
Jdanuari 1996 diperbuat dihadapan MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO,
5.H, PPAT Kodya Medan, sebagaimana tercantum datam Sertifikat
Hak Milik No.1250/Desa Padang Bulan Selayang Il ;

b). Sebidang Tanah denegan ukuran 12,50 M x 50 M berikut bangunan
yang melekat diatasnya terletak di Jalan Parang | No.14 Kel. KWALA
BEKALA, Kec. Medan Johor, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai
_berikut :

’é_é:belah Utara dengan tanah MAK DASRIL;

: e Séﬁélah Selatan dengan Jalan Simpang ;

5. Sabelah Timur dengan tanah ALI/NEKEN GINTING:

« TSepelah Barat dengan tanah KERAMI GINTING;

Milik Alm. BOLAT BARUS sesuai dengan Surat Ganti Rugi Penyerahan

'-I-Ilak Atas Sebidang Tanah tertanggal 26 Mei 1968 antara Alm. BOLAT
BARUS dengan RAKIMIM, tanah dan bangunan tersebut sekarang
dikuasai oleh TERGUGAT II.

c). Sebidang tanah seluas + 1Ha (lebih kurang satu hektar) terletak di
Dusun |, Desa Kampung Lama, Kec. Yamparan Perak, Kab. Deli
Serdang, Prop. Sumut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah 5. SITANGGANG;
- Sebelah Selatan dengan tanah Hutan Mipah;
- Sebelah Timur dengan tanah K. SINULINGGA;

- Sebelah Barat dengan tanah K.S5IMULINGGA;
Milik Almh. TANGKELEN Br. TARIGAN sesuai dengan SURAT
KETERANGAN TANAH dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal
03 Oktober 1989 yang diperbuat Kepala Desa Kampunz Lama,
tercatat atas nama TAMGKELEM Br. TARIGAN. Tanah tersebut
diperoleh Alm. DAUD BARUS berdasarkan Akte Hibah Mo, 20 Tangoal
18 Juni 2002 yang diperbuat dihadapan ADI PIMEM, SH, Motams i
Kota Medan.

5. Bahwa tanah-tanah maupun bangunan yang tersebut pada angka 4

dalam gugatan ini bukan berasal dari pencaharian bersama antara Alm.

, DAUD BARUS dengan Tereugat | tetapi berasaldari harta peninggalan

P
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alm. BOLAT BARUS dan Almh. TAMGKELEW Br. TARIGAN sehingea
menurut Hukum harta-harta tersebut bukan merupakan harta bersama
Alm. DAUD BARUS dan TERGUGAT | ( Vide Pasal 35 Ayat 2 UU Ho.j
Tahun 1974 Tentang Perkawinan ) ;

. Bahwa Pasal 35 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dikutip sebagai berikut :"

“ Harta bawaan dari masing-masing suami dan Isteri dan harta
benda yvang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan
adaloh di bawah penguasagn masing-masing sepanjang para pihak

tidak menentukan fain.”

. Bahwa Menurut Hukum Adat yang saat ini masih hidup dalam prakiek

kehidupan masyarakat Suku “Batak Karo", harta-harta vang dibawa ke
dalam Perkawinan oleh Suami atau Isteri, yang berasal dari warisan,
pemberian atau hibah dari  Orang Tuanya harus kembali kepada Crang
Tuanya maupun keturunan dari mana barang tersebut berasal apabila
suami/isteri yang membawa harta warisan maupun pemberian tersebul

meninggal dunia tanpa meningegalkan keturunan (anak) ;

. Bahwa Alm. DAUD BARUS tidak ada mempunyai anak atau keturunan

dari Perkawinannya dengan TERGUGAT |, maka sesuai dengan hukum
adat suku “Batak Karo” tanah dan bangunan sebagaimana disebulkan di
atas pada angka 4 pugatan ini kembali menjadi Harta
Pusaka/Peninggalan Alm. BOLAT BARUS dan Almh. TEWGKELEW Br.
TARIGAN, sedangkan TERGUGAT | tidak berhak atas harta-harta tersebut
karena TERGUGAT | bukan keturunan Alm, BOLAT BaRUS dan
Almh. TENGKELEN Br. TARIGAN :

. Bahwa dengan demikian berdasar dan beralasan menurut hukum

apabila Penggugat memchon kepada Pengadilan Negeri Kelas [-A Medan
asar menyatakan dalam hukum harta-harta yang diperoleh Alm. DAUD
BARUS (disebut juza DAUD IMMANUEL BARUS) berdasarkan warsan,
pemberian atau hibah dari Alm. BOLAT BARUS dan Almh. TEMGKELEN
Br. TARIGAN sebagai mana tersebut pada angka 4 gugatan ini adalah
merupakan harta pusaka atau peninggalan Alm. BOLAT BARUS dan
Almh, TENGKELEN Br. TARIGAN.

10, BARWA. e [

Hak istri ..., Immanuel Julius, FH Ul, 2011



10.Bahwa karena harta-harta sebagaimana disebutkan di atas pada angka 4
gugatan ni kembali menjadi harta pusaka/peninggalan orang tua
Penggugat maka beralasan menurut hukum apabila Penggugat mohon
agar Pengadilan Megeri Kelas [-A Medan menyatakan dalam hukum
TERGUGAT | tidak berhak atas harta-harta pada angka 4 gusatan
tersebut dan selanjutnya mohon pula agar dinyatakan dalam hukum
yang berhak atas harta-harta tersebut adalah keturunan Alm. BOLAT
BARLS dan Almh. TANGKELEN Br. TARIGAN yang masih hidup sebagai

r aris vang sah vaitu Penggupat serta TERGUGAT Il dan TERGUGAT
i :J". RGUGAT Wl dan TERGUGAT IV dalam gugatan ini dalam

snya sebagai pengganti almarhum Drs. BELEISER BARLS, BA);

TERGUGAT | diserahkan kepada Penggugat sebagai ahli waris Alm.
BOLAT BARUS dan Almh. TANGKELEN Br. TARIGAN akan tetapi
TERGUGAT | tidak bersedia memberikannya ;

12.Bahwa saat ini harta warisan Alm. BOLAT BARUS dan Almh. TAMGKELEN
Br. TARIGAN berupa Sebidang Tanah dengan ukuran 12,50MX50 M
berikut bangunan yang melekat diatasnya terletak di Jalan Parang |
Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, berada dalam
penguasaan TERGUGAT | sehingga seharusnya diserankan kepada Ahli
Waris  Alm. BOLAT BARUS dan Almh. TAMGKELEMN Br. TARIGAM akan
tetapi TERGUGAT | tidak bersedia menyerahkannya walaupun telah
beberapa kali diminta cleh Penggugat ;

13.Bahwa tindakan TERGUGAT | yang tidak bersedia menyerahkan sernua
surat harta-harta sebagaimana disebutkan di atas pada angka 4 gugatan
ini, dan tidak menyerahkan Penguasaan Sebidang Tanah dengan ukuran
12,50MX50 M berikut bangunan yang melekat di atasnya terletak di
Jalan Parang | Kel. KWALA BEKALA, Kec. Medan Johar, Kota Medan,
kepada Penggugat selaku ahli waris Alm. BOLAT BARUS dan Almh,
TANGKELEN Br. TARIGAN, telah bertentangan dengan hukum sehingga
TERGUGAT 1 dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan
hukum (enrehctmatigedaad) ;

14, Bahwa...‘..........._rr{#
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14.Bahwa karena TERGUGAT | telah dinyatakan melakuan Perbuatan
melawan hukum maka beralasan apabila Penggugat mohon agar
TERGUGAT | dihukum untuk menyerahkan segala surat-surat tanah-
tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan pada angka 4 gugatan ini
dalam keadaan baik dan sempurna tanpa suatu beban apapun juga

kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. BOLAT BARUS dan Almh.
TANGKELEN Br. TARIGAN ;

demikian pula beralasan menurut hukum apabila Penggugat

gar TERGUGAT | dihukum untuk menyerahkan Sebidanz Tanah
ukuran 12,50 M x 50 M berikut bangunan yang melekat di

sebagai ahli waris yang masih hidup dari Alm. BOLAT BARUS dan Almh,
TANGKELEN Br. TARIGAN ;

16.Bahwa selain harta-harta tersebut di atas Alm. BOLAT BARUS dan Almh.

TANGKELEN Br. TARIGAN juga ada meninggalkan harta warisan yaitu
sebidang tanah seluas 427M2 (empat ratus dua pulub tujuh meter
persegi) terletak di Kelurahan Sempakata, Kec. Medan Sclayang, Kota
Medan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M.720;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah #.720;
- Sehelah Barat berbatas dengan Tanah Negara :

Tanah mana semula atas nama TENGKELEM Br. TARIGAN dan telah
diterbitkan Sertifikat Hak Milik Mo. 528 atas nama NGAYAMI Beru
BARUS, HNURLIANA, KOLAH BARUS, Drs. B.ELIESER BARUS, BA,
NURHAIDAH dan DAUD IMANUEL.

17.Bahwa alm, DAUD BARUS meningzal dunia dengan tidak meninggalkan
keturunan maka bagian harta warisan alm, DAUD BARUS serta tanah
sertifikat 528 kembali menjadi harta pusaka/peninggalan Alm. BOLAT
BARUS dan Alm. TENGKELEW Br. TARIGAM yang merupakan hak ahli

warisnya yang masih hidup ;

b (L —— |
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Bahwa sebahagian dari tanah seluas 427 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak
Milik No. 528 sebahagian tanah telah dijual oleh para ahli waris alm.
BOLAT BARUS dan almh. TANGKELEN Br. TARIGAM seluas 217 M2 (dua
ratus tujuh belas meter persegi) kepada Drs. SEDIA GINTING dengan
harga Rp. 34.720.000.- (Tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh
ribu rupiah) sesuai akte Pengikatan jual beli No. 8 tertangal 79 Maret
2004 diperbuat dihadapan PERIS MAHA,SH Notaris di Medan ;

.-'Bahwa karena sebagian tanah sertifikat Hak Milik Mo. 528 telah dijual

-.SEi_UE'E .?,1? M2 (dua ratus tujuh belas meter persemi) oleh ahli waris

o }'_crangtu.‘a Penggugat maka hasil penjualan sebesar Rp. 34.720.000.- (tiga

: _pFUll.lh émpat juta tujuh ratus dua pulub ribu rupiah) dan selisib tanah

20,

h

Jse’[)uﬂs 210 M2 (dua ratus sepuluh meter persegi ) menurut hukum adalah

Rak para ahli waris alm.BOLAT BARUS dan alm. TANGKELEN Br. TARIGAN
akan tetapi ternyata Tergugat | memaksa agar mendapat bagian dari
hasil penjualan tapah tersebut. Permintaan Tergugat | tersebut tidak
dipenuhi Penggugat karena Tergugat | bukan merupakan ahli waris
alm.BOLAT BARUS dan almh. TANGKELEM Br.TARIGAM maka beralasan
menurut hukum Pengadilan Negeri Kelas |-A Medan menyatakan dalam
hukum Tergugat | tidak berhak atas vang sebesar Rp 34.720.000.- ( tiga
puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan
tanah seluas 217 M2 dari bagian tanah seluas 427 M2 dalam sertifikat
Hak Milik 528 ;

Bahwa dengan demikian terhadap sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak
Milik No.528 tersebut, Pengugat berdasar dan beralasan memohon agar
Pengadilan Negeri Kelasa |-A Medan menyatakan dalam hukum tanah
seluas 210 M2 (dua ratus sepuluh meter persegi) yang merupakan sisa
dari luas tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.528 atas nama
NGAYAMI Br.  BARUS, NURLIANA, KOLAH BARUS, Drs. B.ELIESER
BARUS,BA, MURHAIDAH dan DAUD IMANUEL adalah harta pusaka atau
peninggalan dari Alm. BOLAT BARUS dan Alm. TENGKELEN Br. TARIGAN ;

Bahwa karena tanah seluas 210 M2 (dua ratus sepulub meter persegi)
yang merupakan sisa dari luas tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik
Mo.528 adalah harta warisan (boedel) dari Alm. BOLAT BARUS dan Alm.
TENGKELEN Br. TARIGAN sedangkan Alm. DAUD BARUS telah meninggal
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dunia tanpa meninggalkan anak/keturunan maka berdasar dan
heralasan menurut hukum apabila Pengadilan Megeri Kelas 1-A Medan
Menyatakan dalam hukum tanah seluas 210 W2 (dua ratus sepulun meter
persegi) yang merupakan sisa dan bagian dari tanah seluas 427 Ml
sebgaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.528 adalah hak
Pengougat dan TERGUGAT Il dan TERGUGAT IV sebagai ahli waris yand
sit hidup dari Alm.BOLAT BARUS dan Mmib TENGKELEM Br. TARIGAN ;

dengan demikian beralasan pula Penggugat mohon  agar
ilan Meperi Kelas 1-A mesdan menyataan dalam hukum uang
r Rp.34.720.000,-(tiga puluh empat juta tujuh ratus dua putuh
rupiah) hasil penjualan tanah seluas 217 M2 sesuai dengan Akte

< =Pengikatan Jual Beli No.18 tertanggal 29 Maret 2004 diperbual

&3

dihadapan PERIS MAHA,SH Notaris di Medan, tanah mana merupakan
bagian dari tanah seluas 427M2 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat
Hak Milik No.528 adalah hak Penggugat dan TERGUGAT I} dan
TERGUGAT |V sebagai ahli waris yang masih hidup dari Alm.BOLAT
BARUS dan Almh. TENGKELEN Br. TARIGAN ;

Bahwa Penggueat khawatir TERGUGAT | akan menjual, menghibahkan
atau relakukan tindakan lainnya yang bermaksud mengalihkan atau
mengagunkan tanah-tanah dan bangunan sebagaunana disebutkan
pada angka 4 gugatan ini, maka beralasan menurut hukurm apabila

TERGUGAT | mohan agar Pengadilan Negeri Kelas [-A wedan meletakan

sita jaminan {conservatoir beslag) terhadap -

a). Sebidang tanah seluas 5235 M2 (Lima Ratus Dua Pulub Lima Meter
Persegi ) terletak di Jl. Bunga Sedap Malam, Kel. Padang Bulan, Kec,
Medan Selayang, sesuai Sertifikat Hak Milik No.1250/Desa Padang
Bulan Selayang 1l ;

b). Sebidang Tanah dengan ukuran 12,50 M % 50 M berikut bangunan
yane melekat diatasnya terletak di Jalan Parang | Kel. KWALA
BEKALA, Kec. Medan Johor, Kota Medan, sesuai dengan Sural Ganti
Rugi Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah tertangeal 26 Mel 1968
antara Alm. BOLAT BARUS dengan RAKIMIN ;

c). Sebidang tanah seluas + 1Ha {lebih kurang satu hektar) terietak d
Dusun |, Desa Kampung Lama, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli
Serdang, Prop. Sumut.

4. Bahwg................‘l:
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24.Bahwa Penggugat khawatir akan itikad tidak baik TERGUGAT | terhadap
pelaksanaan putusan dalam perkara ini sehingga patut menurut hukum
TERGUGAT | dihukum untuk membayar uang paksa {dwangsoom) sebesar
Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) seriap hari apabila TERGUGAT |
lalai melaksanakan is1 putusan vyang berkekuatan hukum tetap dalam

ﬁg?rkara ini:

St i
- /4;_ N

“//5/ . +15.Bahwa gugatan ini berdasarkan bukti-bukti surat yang authentik dan

et ‘bei_"_ﬁgssark.an fakta-fakta yang kebenarannya tidak disangkal
_--k&be’lnarannya oleh TERGUGAT | dan TERGUGAT 1, maka berdasar dan
beralasan menurut hukum dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan

Ml N

serta merta (uitvoer bij voorraad) walaupun ada verzet, banding atau

kasasi ;

Flgs “L@W;‘;W

ARELN

iy

T

Berdasarkan alasan-alasan gugatan tersebut di atas maka Pengzugat
mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas |-A Medan agar memaneggil
pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada hari persidangan yang

ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan

selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

| APRIMAIR:
| 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yvang
telah diletakkan dalam perkara ini.

3. Menyatakan dalam hukum tanah dan bangunan yang diperoleh Alm.
DAUD BARUS (disebut juga DAUD IMMAMUEL BARUS) berdasarkan
warisar, pemberian atau hibah dari Alm. BOLAT BARUS dan Almh.

| TENGKELEM Br. TARIGAN yang ‘terdiri dan :

a). Sebidang tanah seluas 525 MZ (Lima Ratus Dua Puluh Lima Meter
Persegi ) terletak di Jl. Bunga Sedap Malam, Kel. Padang Bulan, Kec.
Medan Selayang, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan Tanah untuk Pelebaran Jalan ;
- Sebelah Selatan dengan Tanah M.120 ;
- Sebelah Timur dengan Tanah M.1251, 5U.7073/19%5 ;
- Sebelah Barat dengan Tanah M.1249, SU.7071/1995 ;
sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Mo.1250/Desa Padang Bulan
Selayang Il.

b). SE-bidang..................ﬁ;
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b). Sebidang Tanah dengan ukuran 12,50 M x 50 M berikut banzunan
yvang melekat diatasnya terletak di Jalan Parang | Kel. KWALA
BEKALA, Kec. Medan Johor, Kota Medan, dengan batas-batas sebagat
berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah MAK DASRIL ;
- 5ebelah Selatan dengan Jalan Simpang ;
- Sebelah Timur dengan tanah ALI/NEKEN GINTING ;

- Sebelah Barat dengan tanah KERANI GINTING ;

rdang, Prop, Sumut dengan batas-batas sebagai berikui:

- Sebelah Utara dengan tanah 5. SITANGGANG ;

- Sebelah Selatan dengan tanah Hutan Mipah ;

- Sebelah Timur dengan tanah K. SINULINGGA ;

- Sebelah Barat dengan tanah K.SINULINGGA ;

sesuai  dengan SURAT KETERANGAN TANAH dibawah tanzan
bermaterai cukup tertanggal 03 Oktober 1989 vang diperbuat Xepala
Desa Kampung Lama, tercatat atas nama TANGKELEN Br. TARIGAN.
adalah merupakan harta pusaka atau peninggalan Alm, BOLAT BARLIS
dan Almh.TENGKELEN Br. TARIGAN ;

4. Menyatakan dalam hukum TERGUGAT | tidak berhak atas tanah dan

banzunan yang yang tersebut dalam Petitum angka 3 (tiga) diatas ;

5. Menyatakan dalam hukum yang berhak atas tanah dan bangunan yang
tersebut dalam Petitum angka 3 (tiga) di atas adalah Pengguegat,
TERGUGAT Il dan TERGUGAT |V sebagai ahli wars yang masih hidup
dari Alm. BOLAT BARUS dan Almh. TANGKELEM Br. TARIGAN ;

4. Menyatakan dalam hukum tindakan TERGUGAT | yang tidak bersedia
menyerahkan semua surat tanah dan tidak menyerahkan bangunan
dalam Petitum angka 3 (tiga) tersebut di atas adalah perbuatan

melawan hukum (onrehctmatigedoad) ;

7. Menghukum. . |.L.-



7. Menghukum TERGUGAT | untuk menyerahkan segala sural tanah-tanah
dan bangunan yang tersebut dalam Petitum angka 3 (tiga) di atas dalam
keadaan baik dan sempurna tanpa suatu beban apapun juga kepada
Pengpugat sebagai ahli waris dari Alm. BOLAT BARUS dan Almh.

f_i—_:;;[ﬁNGKELEN Br. TARIGAN ;

i g
i T

AT T T T ok A T R TN

e, e .
8. Mefnghukum TERGUGAT I untuk menyerahkan 5ebidang Tanah dengan
oy

ukuran 12,50 M x 50 M dengan batas-batas tersebut dalam petitum

1 i b |

5”31{?: 3 (tiga)hurup b tersebut diatas adalah bangunan yang melekat di
B " atasnya terletak di Jalan Parang | Kel. KWALA BEKALA, Kec. Medan

e

T ‘thor, kota Medan, dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat
sebagai ahli waris yang masih hidup dari Alm. BOLAT BARUS dan Almh,
TANGKELEN Br. TARIGAN ;

e e il

_ 9. Menyatakan dalam hukum tanah seluas 210 M2 (dua ratus sepuluh meter
i perseci) terletak di Kelurahan Sempakata, Kec. Medan Selavang yang
| merupakan sisa dan bagian dar tanah seluas 427M2 dalam Sertifikat Hak
Milik No.528 adalah harta pusaka atau peninggalan dari Alm. BOLAT
BARUS dan Alm. TENGKELEN Br. TARIGAN ;

10. Menyatakan dalam hukum tanah seluas 210 M2 (dua ratus sepuluh meter
persegi) yang merupakan sisa dan bagian dari tanah seluas 427M/ dalam
Sertifikat Hak Milik Mo.528 adalah hak Penggugat Ill dan TERGUGAT IV
sebagai ahli waris vang masih hidup dari Alm.BOLAT BARUS dan Almh.
TENGKELEN Br, TARIGAN ;

11. Menyatakan dalam hukum uang hasil penjualan tanah seluas 217 M
dari bagian tanah seluas 427M2 dalam Sertifikat Hak Milik No. 528
sebesar Rp.34.720.000,-(tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh
ribu rupiah), adalah hak Penggugat, serta TERGUGAT !Il dan TERGUGAT
IV sebagai ahli waris yang masih hidup dari Alm.BOLAT BARLIS dan Almh.
TENGKELEN Br. TARIGANM ;

12.Menyatakan dalam hukum TERGUGAT | tidak berhak atas uang hasil
penjualan tanah seluas 217 M1 dari bagian tanah seluas 427M2 dalam
Sertifikat Hak Milik No.528 sebesar Rp.34.720.000,-(tiga puluh empat
juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

13. Menghukum. .. ;L
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13.Menghukum TERGUGAT | untuk membayar uang paksa (dwangsoom)
sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) seriap hari  apabila
TERGUGAT | lalai melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum
tetap dalam perkara ini ;

ot - ety bt

14. Menyatakan dalam hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan

Ii dengan serta merta (uitvoer bij voorraad) walaupun ada verzet, banding
atau kasasi ;

B

E 15.Menghukum TERGUGAT 1I, TERGUGAT Il dan TERGUGAT IV untuk
‘. mematuhi isi putusan dalam perkara ini ;

l% 16.Menghukum TERGUGAT | untuk membayar biaya yang timbul dalam
b perkara ini ;

¢

h B._SUBSIDARR :

ﬂ'.‘

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk
kepentingan Penggugat hadir Kuasanya : Kasmin Sidauruk SH, Jenner Pasaribu,
SH, dan Remot Sidauruk SH, berdasarkan Surat Khusus tertangeal 1 Augustus
2005, untuk Tergugat | hadir Kuasanya Desy Sofyani Siregar SH. berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2005, Untuk Tergugat iI, 11l dan IV
hadir Kuasanya Joni Purba SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5
September 2005 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian
diantara kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil,
kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan

Penggueat, dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat [ telah mengajukan Surat Jawaban
tertanggal 12 Oktober 2005, yang berbunyi sebagai berikut :

CENCMLR

DALAM KONPENSI :

TENTANG EKSEPS| :

Tentang gusatan Pensgugat Kabur (Obscuur Libel) :

1, Bahwa.....coveveere.
_ ak istri ..., Immanuel Julius, FH Ul, 2011



1. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas. karena

antara dalil dengan petitum yang dimohonkan tidak selaras ;

. Bahwa, dilain hal dalam gugatan Penggusat mengatakan Tergugzat |
“bukan” ahii waris dari suami Tergugat | bernama DAUD BARUS atau
disebut DAUD IMANUEL BARUS dan tidak dapat menerima bahagian ata:

sf"t pening_galén alam. BOLAT BARUS dengan almh. TAﬁGKELEN BR.

; TARTLMN, yaitu ibu mertua Tergugat | dan Tergugat |1 yaitu orang tua
A

,i1 1 2 at mendalilkan tanah seluas 210 m2 sisa sebahagian dari tanah

- 427 m2 dari Sertifikat Hak Milik No. 528 agar ditetapkan menurut

ikum menjadi atas nama NGAYAMI BARUS, MURLIANA Br. BARLS.

KOLAH BARUS, NURHAIDA BR. BARUS ic, Penggugat, DAUD IMANUEL

BARUS ic. Suami Tergugat | dan Drs. B. ELIESER BARUS ic. Suarmi dan

ayah dari Tergugat I, Il dan |V dari harta peninggalan alm. BOLAT

BARUS dengan almh. TANGKELEN Br. TARIGAN {mohon lihat dalil

gug@atan butir ke-4) ;

R L o T
Peud

b dari para Penggugat, akan fetapi dilain dalil yang fain

3. Bahwa, dalam petitum butir ke-10 Penggugat memohonkan kepada
Pengadilan Negeri Medan agar Tergugat | dinyatakan tidak berhak atas
harta peninggalan alm. BOLAT BARUS dengan almh. TANGKELEN BR.
TARIGAN dan menyatakan dalam hukum yang berhak keturunannya.
yaitu Penggugat serta Tergugat Hi dan Tergugat IV selaku ahli waris /
anak kandung alm. Drs. B, ELIESER BARLIS ;

Dari dalil tersebut telah cukup membuktikan secara hukum, bahwa
gugatan Penggugat kabur, oleh karena itu haruslah dinyatakan gugatan

Penggugat lidak dapat diterima menurut hukum ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat | dengan tegas menolak selurub dalil zugatan
Pengsugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh
Tergugat | dibawah ini ;

2. Bahwa, hal-hal yang telah Tergugat | kemukakan dalam eksepsinya
diatas, secara mutatis mutandis hal-hal tersebut dianggap telah ciulangi

kembali dalam jawaban pokok perkara ini ;

i ..., Immanuel Julius, FH Ul, 2011




3. Bahwa, hubungan antara alm. DAUD BARUS atau disebut juga DAU
IMANUEL BARUS dengan Penggugat dan dengan Drs. ELIESER BARUS ic.
Suami / ayah kandung Tergugat [I, Il dan 1V adalah anak kandung dan
ahli waris alm. BOLAT BARUS dengan almh. TAMGKELEN Br. TARIGAN |

i
B
2
.
o
it

4, Bahwa, Terguegat adalah isteri yang sah dari alm. DAUD BARLS atau

ﬁj{&but juga DAUD IMAMUEL BARUS, oleh karena itu menurut hukum
wE ; : .
Ay rralizat | adalah ahli waris alm. DAUD BARUS atau disebut juga DAUD

/-,- sejak meninggalnya suami Tergugat |, DAUD BARUS atau disebut
igd DAUD IMANUEL BARUS pada tanggal 22 Juni 2003 di Medan yang
hingga saat ini tepatnya pada waktu perkara ini didaftarkan di

BARUS dan Tergugat | menurut hukum berhak atas harta
lan alm. DAUD BARUS atau disebut juga DAUD IMANMUEL BARUS ;

Pengadilan Negeri Medan, bahwa hubungan Tergugat | selaku janda mati
DAUD BARUS atau disebut juga DAUD IMANUEL BARUS belum pernah
dinyatakan putus dengan para kerabat alm. DAUD BARUS atau disebut
juga DAUD IMANUEL BARUS, dalam hal ini dengan para Penggugat dan
juga dengan para Tergugat lI, |1l dan 1V, oleh karena itu menurut hukum
Tergugat | tetap berhak atas harta peninggalan alm. DAUD BARUS atau
disebut juga DAUD IMANUEL BARUS ;

6. Bahwa, menurut Pengougat dengan mengacu pada bunyi Pasal 35 ayat
{(2) UU No. 1 tahun 1974, Tergugat | tidak berhak mewarisi terhadap
bahagian alam, DAUD BARUS atau disebut juga DAUD IMANUEL BARUS
yang bersumber dari harta (boedel) warisan alm. BOLAT BARUS dengan
alm. TANGKELEN BR. TARIGAN ;

7. Bahwa, hal-hal yane disebutkan Penggugat tersebut diatas adalah keliru
dan salah, sebab Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 tahun 19734 sama sekali
tidak mengatur tentang hak mewarisi suami isteri, apabila suami
isterinya meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, terlebih-lebih
harta yang ditinggalkan alm. DAUD BARUS atau disebut juga DAUD
IMANUEL BARUS kepada Tergugat | selaku istri yang sah, telah diterima
dan telah menjadi hak alm. DAUD BARUS atau disebut juga DAUD
IMANUEL BARUS pada tanggal 03 Januari 1996 "sebelum” DAUD BARUS
atau disebut juga DAUD IMANUEL BARUS dan ibunya meninggal dumia,
yaitu berupa :

3. SEbIdANG v v

iHak istri ..., Immanuel Julius, FH UI, 2011
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a. Sebidaneg tanah seluas 525 m2 setempat dikenal dan terletak di Jalan
Bunga Sedap Malam, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan medan
Selayang, Kota Medan, dengan batas-batas :
! - Sebelah Utara dengan tanab untuk pelebaran jalan umum |
E - Sebelah Timur dengan tanah M. 1251.5U.7073/1995 ;
| : :’:T,“::::\Sebelah Selatan dengan tanah M.120 ;

§Ebelah Barat dengan tanah M.1249.50.7071/1595

ﬁh\hganbrkm Sertifikat Hak milik No. 250 Desa Padang Bulan Selayang ||
ke
a@mf{mUD BARUS ;

e 4 08 B

b .Eé éng tanah dengan ukuran luas 12,50 m x 50 m setempat dikenal
dan terletak di Jalan Parang |, Kelurahan Kwala Bekal, Kecamatan
Medan Johor, Kota Medan, yang diatas berdiri rumah permanen
lengkap fasilitas listrik, air PAM, dan telephone, dengan batas-batas

e £ A i s

tanah :

Sebelah Utara : dengan tanah Mak Dasril.
- Sebelah Timur - dengan tanah Ali / Neken Ginting,
- Sebelah Selatan : dengan Jalan Parang .

Sebelah Barat : dengan tanah Kerani Ginting.

Dengan penyerahan secara hibah oleh TANGKELEN Br. TARIGAN kepada
DAUD BARLS berdasarkan Akte Hibah tangezal 28 Desember 1994, yang
diperbuat dihadapan Mas Suprapta Siswopranoto, SH, Notaris di Medan |

8. Bahwa, adapun tanah objek perkara berikut bangunannya tidak benar
dikuasai oleh Tergugat Il ic. Isteri alm. Elieser Darus, adapun objek
perkara sejak perkawinan antara Tergugat | dengan alm. DAUD BARUS
atau disebut juga DAUD IMAMUEL BARUS langsung dikuasai bersama

sebagai milik dan tempat tinggal rumah Tergugat | hingga saat ini :

9, Bahwa, tentang dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek tanah
perkara luas 12,50 m x 50 m diperoleh alm. BOLAT BARUS dari RUKIMIN
pada tanggal 26 Mei 1968, yang kemudian telah menjad hak DaAUD
BARUS atau disebut juga DAUD IMANUEL BARUS yang diperolehnya
secara sah dilindungi hukum, maka dimohonkan Penggugat ada
dijadikan menjadi harta peninggalan alm. BOLAT BARUS dengan almm,
TANGKELEN BR. TARIGAN, dalil tersebut tidak mempunyai dasar hukum
dan haruslah ditalak, sebab harta peninggalan tersebut adalah harta

_.;__. istri ..., Immanuel Julius, FH Ul, 2011



yang diperoleh alm. DAUD BARUS secara sah, maka dengan ikatan

perkawinan yang sah menurut hukum antara DAUD BARUS atau disehit

juga DAUD IMAMUEL BARUS dengan Tergugat |, harta tersebut menjad:

harta bersama dan sekara Tergugat [ adalah yang berhak menerima

warisan satu-satunya menurut hukum karena dari perkawinan Tergueat |
- dengan alm. DAUD BARUS tidak mendapatkan keturunan (anak) :

‘IﬁTEai“l-wq, adapaun objek sengketa yaitu tanah seluas 525 m? dengan bukti
kepemilikan Sertifikat Hak Milik Mo. 1250/Desa Padang Bulan Selayvang Il
+ dan tanah ukuran luas 12,50 m x 50 m Sertifikat Hak milik Nao,
115[1!Desa Padang Bulan Selayang Il vang tertulis atas nama DAUD
BARUS atau disebut jusa DAUD IMANUEL BARUS ic. Suami Tergugat |,
bukti Sertifikat tersebut adalah bukti pemilikan yang kuat dan sah atas

tanah sebagaimana yang ditetapkan dan digariskan menurut Undang-
Undang Mo. 5 tahun 1951 :

11.Bahwa, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum terhadap kedua
objek tanah terperkara untuk diserahkan kepada Penggugat, karena
tanah objek perkara “bukan” termasuk dalam boedel warisan alm.
BOLAT BARUS dengan alm. TANGKELEN BR. TARIGAN yang meninggal
dunia pada tanggal 23 Juli 1978 dan 02 Januari 1996, oleh dan karena

itu tidaklah beralasan dikatakan Tergugat | menguasai objek perkara

secara melawan hukum (onrechtmatige daad) ;

b
i
¢
:E:I.
:
§
i;.
fIE

12. Bahwa, dalil Penggugat butir ke-4 (b} tanah ukuran seluas 12,50 m x 50

E m dikuasai Tergugat |, dimana dalam permintaan petitumnya
{‘ Penggugat memohonkan dalam butir 6 menyatakan : “Tergugat | tidak
%. bersedia membayar tanah objek perkara berikut bangunannya adalah
i'. perbuatan melawan hukum”, hal tersebut telah membuktikan antara
& dalil dan petitum tidak selaras dan bertolak belakang karena didalam
£ dalil dikatakan Penggugat, objek perkara dikuasai Tergugat 1|, dari fakta
E: tersebut membuktikan Penggugat hendak menutupi perbuatan melawan
E’ hukum, dimana perbuatan Pengguoat tersebut telah Tergugat | laporkan
i ke Poltabes  Medan dengan Laporan Polisi Mo, Pal.
; LP/826/K3/111/05/0ps/Tabes dan No. Pal. LP/BE7 /K3 /MN/05/0psiTabes
; masing-masing bertanggal 29 Maret 2005 vane proses pemeriksaan diri
’ KOLAH BARUS ic. Penggugat telah berjalan sebelum perkara ini
li;

didaftarkan.......oe..... ftic
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didaftarkan Penggugat dengan dugaan KOLAH BARUS melakukan pidana
penggelapan dan penipuan {Pasal 372 dan Pasal 378 ¥UHF) torlebin-
lebih Penggugat KOLAH BARUS sempat ditahan selama 3 (tiga) hari

= adapun perbuatan Penggugat, KOLAH BARUS dilaporkan

at | di Poltabes Medan berkaitan dengan Sertifikat Hak milik Mo.
sa Padang Bulan Selayang Il atas nama DAUD BARUS ic. Suami
it |, dimana Sertifikat tersebut ditahan-tahan Penggugat KOLAH
'.j keberadaannya dan juga berkaitan dengan hasil penjualan tanah

No. 528 dengan harga transaksi Rp. 165.000.000,- kepada pembeli Drs.
SEDIA GINTING, walaupun didalam Akte Jual Beli hanya bertuliskan Rp.
34,720.000,- yane tidak dibagi hak-hak Tergugat | sebesar 4 bagian
sedangkan untuk sahnya jual beli tersebut Tergugat | harus ikul
bertanda tangan (Tergugat | mempunyai bukti yang sah atas jual bei
tersebut dengan harga transaksi yang benar sebesar Rp. 165.000.000,-) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas patut dimohonkan kepada Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menclak gugatan Penggugat d.k
untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat d.k

tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI -

1, Bahwa, dalam Rekonpensi ini kedudukan Dra. Srimodelina Br. Sembiring
ic. Tergugat | d.k disebut Penggugat d.r, Ngayami Barus ic, Penggugat
d.k disebut Tergugat | d.r, Nurliana Br. Barus atau Muliana Br. Barus ic.
Penggugat d.k disebut Tergugat Il d.r, Kolah Barus ic. Penggugat d.k
disebut Tergugat Il d.r, dan Nurhaida Br. Barus atau Murhaida ic.
Pengrugat d.k disebut Tergugat IV d.r |

2. Bahwa, hal-hal yang telah Penggugat d.r kemukakan dala konpensi
dianggap juga telah dimasukkan dalam rekonpensi ini dan merupakan

satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

3. Bahwa, seperti yang telah dikemukakan dalam konpensi bahwa alm.
Daud Barus atau Daud Imanuel Barus, yang telah meninggal dunia pada
tanggal 22 Juni 2003 hanya meninggalkan satu-satunya ahli waris vaitu

Tergueat | d.k / Penggugat d.r selaku istrinya ;



4. Bahwa, oleh karena itu patut dimohonkan agar Penggusat d.r
dinyatakan sebagai ahli waris satu-satunya yang sah dari alm. Daud

Barus atau Daud Imanuel Barus ;

3. Bahwa, alm, Daud Barus atau Daud Imanuel Barus yang telah meningeal
dunia pada tanggal 22 Juni 2003 ada meninggalkan harta benda

sebagaimana juga diuraikan Tergugat |, I, 1ll, IV d.r diantaranya

.-F-‘-' ﬁ@ Lhang tanah seluas 525 m2 dikenal dengan Sertifkat Hak Mitik No.
2] =
- q-_ﬁl G/Desa Padang Bulan Selayang Il a/n : Daud Barus atav Daud

)
i Jﬂﬁﬁ‘ael Barus yang terletak di Jalan Bunga Sedap Malam, Kelurahan

; Fadang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dengan
batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan tanah untuk pelebaran jalan ;
Sebelah 5Selatan dengan tanah M.120 ;

Sebelah Timur dengan tanah M. 1251.5U.7073/1995 :
Sebelah Barat dengan tanah M.124%.50.7071/1595 ;

b. tanah seluas 105 m2 (3 m x 35 m) merupakan bagian dari tanah
seluas 427 m yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 528 yang
terletak Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selavang Kota
tedan ;

¢. Sebidang tanah = 1 Ha, yang terletak di Dusun | Desa Kampung Lama
Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, dikenat Surat
Keterangan tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Kampung Lama
tertanggal 03 Oktober 1989, vang diperoleh suami Penggugat d.r,
berdasarkan Akta Hibah MNo. 20 yang diperbuat dihadapan Motaris
Ade Pinem, SH, yang berawal dari pertukaran dengan satu unit kedai
berikut tanah pertapakannya yang terletak di Jalan Jamin Ginting
Medan yang semula adalah hak suami Penggugat d.r. alm. Daud

Barus atau Daud Imanuel Barus ;

d. Sebidang tanah berukuran 12,50 m x 50 m berikut bangunan yang
berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Parang |, Kelurahan Kwala

Bekal, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dengan batas-batas .

E
Ef
g
g‘
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Sebelah Utara dengan tanah Mak Dasril.
Sebelah Selatan dengan Jalan Parang I
Sebelah Timur dengan tanah Ali / Neken Ginting.

uebelah Barat dengan tanah Kerani Ginting.

a, oleh karena itu patut dimohonkan kepada Majelis Hakim agar
i Jugat d.r. dinyatakan sebagai satu-satunya ahli waris vang berhak
: mlgl!f:i":'k terhadap harta benda peninggalan alm. Daud Barus atau Daud
R '\q:bk_z_,._.a_.-.“-?llrﬁ;ﬁr';’uel Barus ({suami Penggugat d.r) sebagaimana yang telah
=" disebutkan dan diuraikan pada point 4 sub (a) s/d (d) diatas ;

7. Bahwa, Sertifikat Hak Milik Nao, 1250/ Desa Padang Bulan Selayang |1 atas
sebidang tanah seluas 525 m2 sebagaimana disebutkan pada point 5 sub
{a) tersebut diatas, pada tanggal 05 Januari 2005 tetah dipinjam oleh
Kolah Barus ic. Tergueat d.r. dari Penggugat d.r. dengan alasan pada
waktu itu untuk mengurus ganti rugi kepada Pemko Medan atas sebagian
tanah SHM Mo. 1250/Desa Padang Bulan Selayang 11 tersebut yang
terkena pelebaran jalan Kota Medan ;

8. Bahwa, ternyata hingga saat ini uang ganti rugi pelebaran jalan tidak
jelas, juga Tergugat WM d.r. tidak mau mengembalikan SHM Mo,
1250/Desa Padang Bulan Selayang Il a/n alm. Daud Barus atau Daud
imanuel Barus kepada Penggugat d.r. walaupun Penggugat d.r. telah

berulang kali memintanya ;

9. Bahwa, perbuatan Tereugat || d.r yang tidak mau mengembalikan SHM
No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang Il a/n alm. Daud Barus atau Daud
Imanuel Barus kepada Penggugat d.r. tersebut dapat Penggugat d.r.

golongkan sebagai perbuatan melawan hukum {onrehtmatige daad) |

10.Bahwa, oleh karena itu patut dimohonkan agar Tergueat [l d.r. dan
pihak vyang mendapatkan hak darinya agar dihukum  untuk
mengembalikan kepada Penggugat d.r. berupa Sertifikat Hak Milik No.
1250/Desa Padang Bulan Selayang |l a/n alm. Daud Barus atau Daud
Imanuel Barus terhadap sebidang tanah seluas 525 m2 yang terletak di
Jalan Bunga Sedap Malam Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan
Selayang Kota Medan ;

11, Bahwa..eeies A
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15.

16.

Bahwa, terhadap tanah seluas 105 m2 (3 m x 35 m ) peninggalan alm.
Daud Barus atau Daud Imanuel Barus yang terletak berdampingan
dengan tanah bagian Tergugat Ill d.r. dan luasnya jusa sama vang
merupakan sebahagian tanah seluas 472 m2 termasuk dalam Sertifikat
Hak Milik Mo. 1250 agar nilai jualnya lebih tinggi, lalu cleh Tergugat 1l
d.r. dan Penggugat d.r. dijual secara bersama-sama kepada pihak lain
dengan harga sesungguhnya sebesar Rp. 165.000.000,- namun untuk
hindari besarnya pembayaran pajak yane dikenakan terhadap
an tanah tersebut maka dalam Akte Jual Beli MNo. 8 tangpal 2%
Age o 03 dibuat dihadapan Motaris Peris Maha, SH, yang ikut ditanda
gqmiff oleh Penggugat d.r. harga jualnya dicantumkan sebesar
20.000,- ;

Bahwa, uang penjualan tanah tersebut sebesar Rp. 165.000.000,- yang
menerima adalah Penggugat d.r. / Tergugat Wl d.k., hal ini sesuai
dengan kwitansi tanda terima tertanggal 08 April 2004 :

Bahwa, uang dari hasil penjualan tamah sebesar Rp. 165.000.000.-
tersebut dibagi rata antara Penggugat d.r. dengan Tergugat d.r., vaitu
setengah untuk Tergugat |0 d.r. sebesar Rp. 82.500.000.- dan
setengahnya lagi untuk Penggugat d.r. sebesar Rp. 82.500.000,- namun
ternyata Tergugat Il d.r. hingga saat ini tidak pernah menyerahkan
uang yvang menjadi hak Penggugat d.r. walaupun Penggusat d.r. telah
berulang kali memintanya ;

.Bahwa, perbuatan Tergugat lll d.r. vang tidak mau menyerahkan kepada

Penggugat d.r. atas uang sebesar Rp. 82.500.000,- yang menjadi hak
Penggugat d.r. juga dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan

melawan hukum ;

Bahwa, oleh karena itu patut dimohonkan agar Penggugat d.k
Tergugat Il d.r dihukum untuk menyerahkan kepada Tergugat | d.k /
Penggugat d.r. atas uang sebesar Rp. 82.500.000,- vang menjadi hak
Pengguegat d.r. :

Bahwa, sesungguhnya perbuatan Tergugat Il d.r. yang tidak mau
mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 1250 / Desa Padang Bulan

Selayang |l a/n alm. Daud Barus atau Daud Imanuel Barus dan tidak mau

1
menverahkan........... I
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menyerahkan uang sebesar Rp. 82.500.000,- yanz menjadi hak

Penggugat d.r., pada tanggal 29 Maret 2005 telah Penggueat d.r.

laporkan / adukan kepada pihak Kepolisian (Poltabes MS) dengan

dugaan Penggelapan dan Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 372
_-=KUHPidana dan Pasal 378 KUHPidana ;

""'.:""\ ME A

- ﬁér_rjp%ﬁitahan di Poltabes MS, lalu setelah Tergugat Il d.r. mengajak

- “Penggiigat d.r. untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara
damai r’ kekeluargaan akhirnya penahanan atas diri Tergugat d.r.
diténgguhkan ;

18.Bahwa setelah penahanan Tergugat Il d.r ditangeuhkan, ternyata
Tergugat [l d.r bukan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan /
damai untuk menyerahkan kepada Penggugat d.r. atas Sertifikat Hak
Milik No. 1250 / Desa Padang Bulan Selayang Il a/n alm. Daud Barus
atau Daud Imanuel Barus dan uang sebesar Rp. 82.500.000,- vang
menjadi hak Penggugat d.r., akan tetapi secara bersama-sama dengan
Tergugat |1l dan IV d.r menggugat Penggugat d.r. dengan alasan vang
tidak benar dengan tujuan untuk tetap ingin menguasai Sertifikat Hak
Milik No. 1250 / Desa Padang Bulan Selayang Il a/n alm. Qaud Barus
atau Daud Imanuel Barus dan uang sebesar Rp, 82.500.000,-;

19.Bahwa perbuatan Tergugat Ill d.r. yang tetap ingin menguasai Sertifikat
Hak Milik No. 1250 / Desa Padang Bulan Selayang Il dan menguasai uang
sebesar Rp. 82.500.000,-, yang menjadi hak Pengguegat d.r. dengan cara
mengajukan gugatan perdata dalam perkara ini, juea dapat digolongkan
sebagai perbuatan melawan hukum ;

10.Bahwa perbuatan Tergugat 1,1l dan IV d.r. yang ikut mengajukan
gugatan perdata dalam perkara ini agar Tergugat |lI d.r. dapat
menguasai Sertifikat Hak Milik No. 1250 / Desa Padang Bulan Selayang |l
dan menguasai uang sebesar Rp, 82.500,000,-, vang menjadi hak

Penggugat d.r. juga dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan
hukum ;

21.Bahwa perbuatan Tergugat LILII, dan IV d.r. yang menggugat
Penggugat d.r yang tidak benar tersebut atau bertentangan dengan
Hukum, akibatnya Penggugat d.r. menjadi tertekan bathin dan hatinya

f
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merasa teranianya, yang seyogianya secrang janda harus dilindung:

bukan sebaliknya ;

22.Bahwa oleh karena itu Penggugat d.r patut menuntut agar Tergugat |11,
Il dan IV d.r. baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dihukum

untuk membayar ganti kerugian moriel kepada Pengguoat d.r. sebesar

T T e O T ey oy

0.000.000.000.- {sepuluh milyar rupiah) atau sejumlah yang patut

hakim ;
Z
m
S patut dimohonkan juga agar Tergueat LI, Il dan IV d.r. baik
H % = v
\ J, , Secarg bersama-sama atau sendiri-sendini dihukurmn untuk membayar

T‘*:@gg{ gi"rﬂksa (Dwangsom) setiap harinya sebesar Rp. 10.000.000. -
“=(sepUluh juta rupiah) atau sejumlah yang patut menurut Majelis Hakim,
bila Tergugat I,Il, Il dan IV d.r lalai memenuhi putusan Hakim dalam
perkara ini yang menurut Hukum telah dapat dijalankan atau telah
berkekuatan hukum tetap , terhitung sejak Tergugat Lil, fll dan IV d.¢
dianggap lalai hingga Tergugat |,II, Il dan 1V d.r memenuhi putusan

Hakim dirmaksud ;

24.Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonpensi ini terpenuhi
dgikemudian hari, maka patut dimohonkan kepada Majelis Hakim yang
memeriksa Perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatloir
Beslag) terlebih dahulu terhadap harta benda mitik Tergugat 1[I, 1ll dan

W d.r terutama :

. 1(satu) bangunan rumah tempat tinggal berikut tanah pertapakannya
milik Tergugat | d.r. yang terletak di J.. Jamin Ginting No. 129 Kel.
Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan ;

- 1{satu} bangunan rumah tempat tinggal berikut tanah pertapakannya
milik Tergugat || d.r. yang terletak di Jl. Ngumban Surbakti No. 19
Kel. Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan ;

- 1isatu) bangunan rumah tempat tinggal berikut tanah pertapakannya
milik Tergugat Il d.r. yang terletak di Jl. Ngumban Surbakti Ha. 17
Kel. Sermpakata, Kec, Medan Selayang, Kota Medan ;
1{satu) bangunan rumah tempat tinggal berikut tanah pertapakannya
milik Terpugat IV d.r. yang terletak di Jl. Pales-1l Mo. 4 Lingkungan
VIl Kel. Simpang Selayang , Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan :

i
25, Bahwa..viens |‘-
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15.Bahwa patut juga dimohonkan agar Tergugat 1, WL dan IV dor baik

secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dihukum membayar ongkos

perkara yang timbul dalam perkara ini ;

26.Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi ini didukung oleh bukti-bukti

vang kuat dan otentik, maka patut dimohonkan agar Majelis Hakim

menjatuhkan putusan dalam rekonpensi ini dijalankan terlebih dahulu,

———

P

£

upun ada perlawanan, bading ataupun Kasasi ;

rkan wuraian keseluruhan tersebut diatas, patut dimohonkan
nya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

n putusan gugatan Rekonpensi perkara ini sebagai berikut :

19 Meﬁgabulkan gugatan Penggugat d.r. untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat d.r. adalah satu-saturnya ahli waris yang sah dar:
alm. DAUD BARUS atau DAUD IMANUEL BARUS ;
3, Menyatakan Penggugat d.r. satu-satunya ahli waris yang bernak

terhadap harta peninggalan / warisan alm. DAUD BARUS atau DAUD
IMAMUEL BARUS berupa

al‘

Sebidang tanah seluas 525 m2 dikenal dengan Sertifkat Hak milik
No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang Il a/n @ Daud Barus atau
Daud Imanuel Barus yang terletak di Jalan Bunga Sedap Malam,
Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, Wota
Medan, dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Utara dengan tanah untuk pelebaran jalan ;

Sebelah Selatan dengan tanah M.120 ;

$abelah Timur dengan tanah M. 1251.50.7073/1995 ;

Sebelah Barat dengan tanah M.1249,5U.7071/1995 ;

. tanah seluas 105 m2 (3 m x 35 m) merupakan bagian dari tanah

seluas 427 m yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 58
yang terletak Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang
Kota Medan sebelum dijual kepada Drs. Sedia Ginting,
sebagaimana diikat dengan akta jual beli No. & tanggal 19 Marel
2004 ;

. Sebidang tanah = 1 Ha, yang terletak di Dusun | Desa Kampung

Lama Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang,

dikenal.me..! i
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dikenal Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan Kepala Desa
Kampung Lama tertanggal 03 Oktober 1989, vang diperaleh suami
Tergugat €.k /Penggugat d.r. berdasarkan Akta Hibah No. 20
yang diperbuat dihadapan Notaris Ade Pinem, SH, yang berawal
dari pertukaran dengan satu unit kedai berikut tanah
pertapakannya yang terletak di Jalan Jamin Ginting Medan vang

Sebelah Utara dengan tanah Mak Dasril,

sebelah Selatan dengan Jalan Parang I

Sebelah Timur dengan tanah Ali / Neken Ginting,
Sebelah Barat dengan tanah Kerani Ginting.

- Menyatakan Tergugat | d.r Tergugat lid.r, Tergugat |l d.r dan Tergugat

IV d.r baik secarabersama-sama maupun sendiri-sendiri telah metakukan

Perbuatan Melawan Hukum({Onrechtmatige daad) ;

. Menghukum Tergugat Il d.r ataupun pihak lain yang mendapatkan hak

daripadanya untuk mengembalikan kepada Penggugat d.r Sertifikat Hak
Milik No. 1250 / Desa Padang Bulan Selayang Il a/n alm. Daud Barus
atau Daud Imanuel Barus :

. Menyatakan demi Hukum, bila Tergugat Ill d.r ataupun pihak lain vang

mendapatkan hak darinya tidak mau juga mengembalikan kepada
Penggugat d.r Sertifikat Hak Milik No. 1250 / Desa Padang Bulan
Selayang Il a/n alm. Daud Barus atau Daud Imanuel Barus, walaupun
putusan dalam perkara ini menurut hukum telah dapat dijalankan atau
telah berkekuatan hukum tetap, maka pensgugat d.r berhak untuk
mengurus kepada Kantor Badan Pertanahan Kota Medan untuk
menerbitkan sertifikat Hak Milik yang baru atas nama Pengougat d.r
terhadap sebidang tanah seluas 525 M2 yang dikenal dengan sertikat
Hak Milik No, 1250 / Desa Padang Bulan Selayang Il a/n alm. Daud Barus

A (L
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atau Daud Imanuel Barus yang terletak di Jl. Bunga Sedap Malam.
Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan.
dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah untuk pelebaran jalan :

- Sebelah Selatan dengan tanah M.120 ;

=ebelah Timur dengan tanah M. 1251 SUL7073/1995

= ah Barat dengan tanah M.1249.50.7071/19%5 ,

—

b

',";e.- -?;ﬂé-néﬁﬁ.?{um Tergugat Il d.r. untuk menyerahkan kepada Penggugat d.r.
- e >

Hak istri ...,
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berupa wang sebesar Rp.82.500.000.-, yang menjadi hak Pengguoat &.r.
dari sebahagian hasil penjualan terhadap tanah seluas 105 M2( 3 M x35
_Iﬁiﬁ’ang merupakan bagian dari tanah 427 M termasuk dalam sertifikat
Hak Milik 528 ;

Menghukum Tergugat [,Il, 1l dan IV d.r baik secara bersama-sama atau
sendiri-sendiri dihukum untuk membayar ganti kerugian moriel kepada
Penggugat d.r. sebesar Rp. 10.000.C00.000.- (sepuluh milyar rupiah)
atau sejumlah yang patut menurut Majelis Hakim ;

. Menghukum Tergugat |,Il, ll dan IV d.r baik secara bersama-sama atau

sendiri-sendiri dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) setiap
hari sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) atau sejumlah yvang
patut menurut Majelis Hakim, terhitung sejak Tergugat 1,1, 11l dan IV d.r
dianggap lalai memenuhi putusan Hakim dalam perkara in1 vang
menurut Hukum telah dapat dijalankan atau telah berkekuatan Hukum
tetap hingga Tergueat |1, Il dan IV d.r. memenuhi putusan Halkirn
dimaksud :

Menyatakan Sita Jaminan { Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan

dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;

Menghukum Tergugat |ILII, dan IV d.r baik secara bersama-sama
maupun sendiri-sendiri untuk membayar ongkos yang timbul dalam

perkara ini ;

.Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu

walaupun ada perlawanan, banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

{Uitvoerbaar bij voorraad) ;



AT A U:

Memohon putusan yang patut dan adil menurut Hakim dan ataupun
Hukum ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Il dan |V telah mengajukan Surat
Jawaban tertanggal 12 Oktober 2005, vang berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

o

: \
1. ERROR IN PERSONA

- Bahwa ditariknya Tergugat I, Ill, dan 1V kedalam gugatan sebagai
Tergugat adalah tidak tepat, karena tidak ada pernah persebisihan

- {pertengkaran) daiam hal pembagian harta peninggalan pewaris falm.

BOLAT BARUS dan Almh. TANGKELEN Br. TARIGAM) antara ahli waris.

; Didalm gugatan Penggugat tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan
apa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergueat Il, 1, dan IV,
dengan demikian telah menyalahi hukum acara perdata vang
menentukan “Penggugat dalam mensgajukan gugatannya harus merasa

mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankannya”

- Bahwa dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan
hukum yang cukup dan layak yang menjadi dasar yuridis daripada
guzatannya, oleh karena itu layak secara hukum kalau gugatan

Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Bahwa Yurisprudensi MARI menyatakan “Pengougat atau Terogugat yang

tidak mempunyai hubunsan hukun tidak boleh ditarik kedalam arus
gugatan” ;

2. PERSOMA STANDI iM JUDICIO

Bahwa Gugatan Penggueat disatu sisi didasarkan pada Hukum Waris
Barat, hal ini dapat dilihat pada halaman 1 (satu) dan halaman 2 (dua}
gugatannya yakni : ............ pada halaman 1 (satu) “..........., dengan
demikian untuk dan atas nama serta kepentingan dan :

1. NGAYAMI BARUS, Umur 69 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Guruy,
Mamat Jalan Jamin Ginting, No. 129, Kelurahan Kwala

Bekala Kecamatan Medan Johor, Kota Medan ;

i 7. HURLIANA. ...t
{. ak istri ..., Immanuel Julius, FH Ul, 2011 y



¥

Z. NURLIANA Br.BARUS, atau disebut juga MULIANA Br.BARUS, Umur 47
Tahun, Agama HKristen, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Megeri Sipil,
Alamat Jalan Parang | No.14, Kelurahan Kwala Bekala,Kecamatan Medan
Johar, Kota Medan ;

3. KOLAH BARUS, Umur, 63 Tahun, Asama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta,
Alamat Jalan Ngumban Surbakti No.17 Kelurahan Sempakata,

Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan :

AIDA Br.BARUS atau disebut juga MURHAIDA, Umur 57 Tahun.
p Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Pales.2
ingkungan VIl, Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan

hal ini masing-masing bertindak dalam kapasistasnya sebagai ahli
waris Alm. BOLAT BARUS dan Almh. TANGKELEN Br. TARIGAN, selanjutnya
disebut sebagai : ................PENGGUGAT. Pada halaman 2 (dua) dapat dilihat
pada point 1 gugatan Pengguoat ;

Bahwa Penggugat nomor urut 1, 2 dan 4 adalah anak perempuan dari
pewaris dan Penggugat nomor urut 3 adalah anak laki-laki dari pewaris
sama berkedudukan sebagai ahli waris, hal ini jelas berdasarkan hukum
Waris Barat ;

Bahwa gugatan Penggugat disisi lain didasarkan pada hukum Waris Adat
Suku Karo, hal dapat dilihat pada halaman 4 (empat) point 7 {tujuh) dan
8 (delapan) yakni : point 7 (tujuh) menyebutkan : “Bahwa
menurut Hukum Adat yang saat ini masih hidup dalam praktek datam
masyarakat suku  BatakKaro'............dst. Paint 8 (delapan)
menyebutkan : “Bahwa Alm. DAUT BARUS tidak mempunyai anak atau
keturunan dari perkawinannya dengan Tergugat | maka sesuai dengan
hukum adat sukn Batak Karo “Tanah dan bangunan sebagaimana
disebutkan diatas pada angka 4, eugatan ini kembali menjadi harta
pusaka / Peninggalan Alm. BOLAT BARUS dan Almh, TENGELEN Br.
TARIGAN, ..............dst” ;

Bahwa didalam sistem hukum adat “BatakKaro”, yang menganut sistem

kekeluargaan Patrilinial, banya anak laki-laki saja vang merupakan ahli

waris dari orang tuanya” ;

Hak istri ..., Immanuel Julius, FH Ul, 2011



Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas jelaslah bahwa
dalil-dalil gugatan Penggugat bertentangan satu sama lain, yang
mengakibatkan gugatan tersebut tidak jelas, juga terbukti gugatan
tersebut mengandung cacat hukum dan gugatan gugatan mengandung
cacat Error In Persona dalam bentuk In person, karena Penggugat nomor
urut 1, 2 dan 4 menurut hukum adat suku “Batak Karo” bukan
merupakan ahli waris alm. BOLAT BARUS dan Almh. TANGKELEN Pr.
T.&RIGAN Karena Penggugat nomor urut 1, 2 dan 4 adalah anak

/ —pe\raqpuan dari alm. BOLAT BARUS dan Almh. TANGKELEN Br. TARIGAN:
J ::.' ,J.i. $-
H —Ba 2\ arena Penggugat nomor urut 1, 2 dan 4 bukan sebagai ahli waris

1 m‘a"ka dangan sendirinya tidak memiliki kapasitas bertindak sebagai

5 | Pangﬁught Menurut hukum acara, orang vyang memiliki kapasitas
gngﬁuukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanva orang vang

mempunyai _hubungan hukum dan kepentingan dengan apa_ vyang

discneketakan. (lihat Putusan Mahkamah Agung RI, No. 2961
K/Pdt/1993, tertanggal 28 Mei 1998) ;

3. OBSCUUR LIBEL

- Bahwa pada halaman 3 (posita) gugatan Pengeugat point b disebutkan
“Sebidang tanah dengan ukuran 12,5 M x 50 M berikut bangunan vang
melekat diatasnya terletak di Jalan Parang | Kel. Kwala Bekala, Kec.
Medan Johor, Kota Medan, ...........dstnya, tanah dan hangunan tersehut
dikuasai Tergugat Il ;

- Bahwa dengan demikian gugatan tersebut terdapat saling bertenta ngan

antara posita dan petitum ;

- Bahwa dengan adanya pertentangan antara posita dan petitum. hal ini
mengakibatkan gugatan cacat formil, gugatan kabur artinya tidak jelas,
dan harus secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat
diterirna (Miet Ontvanklijk) ;

- Bahwa didalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa masine-
masing bertindak sebagai ahli waris dari Alm. BOLAT BARUS dan Almh.

TANGKELEN. ........[L
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TANGKELEN Br. TARIGAN jelaslah bahwa gugatan Penggugat

mempedomani hukum waris Barat ;

Bahwa akan tetapi jika dilihat pada halaman 4 point 7 dan point 8
sugatan Penggugat jelas pula kelihatan bahwa Penggugat mempedomani
hukum adat suku “Batak Karo” ;

. Bahwa didalam hukum adat suku “Batak Karo” yang menjadi ahli waris
hanya anak laki-laki, sebab anak perempuan yang kawin secara “Kawin

Eksogami Jujur” masuk menjadi anggota keluarga suaminya dan ia tidak

- mefupakan ahli waris dari orang tuanya ;

Ba'hwé}F'enggugat nomer urut 1, 2 dan 4 adalah anak perempuan dan
Pef.ggugat nomor 3 adalah anak laki-laki, dengan demikian secarta
hukum suku adat “Batak Karo” Penggugat nomor urut 1, 2 dan 4 bukan
ahli waris dari alm. BOLAT BARUS dan Almh. TANGKELEN Br. TARIG AR ;

Bahwa dengan demikian gugatan tersebut terdapat saling bertentangan
satu sama lain sehingga gugatan Penggugat kabur dan untuk 1tu patut
dan beralasan secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat
diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat 11, 1l dan IV menolak secara tegas seluruh daiil-datil

gugatan Penggueat, kecuali sepanjang yang diakui ;

Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat I, N dan I¥ dalam Eksepsi
rmohon pula dianggap telah dimasukkan kedalam pokok perkara ini
cecara mutatis mutandis sehingga tidak perlu diulangi lagi ;

Bahwa disatu sisi gugatan Penggugat didasarkan pada hukum warss
Barat, disisi lain gugatan Penggugat didasarkan pada hukum adat suku
“Batak Karo” dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat terbukli
bertentangan satu dengan lainnya sehingga gugatan Pengougat tersebut
menjadi kabur, oleh karena itu patut secara hukum dinyatakan tidak

dapat diterima ;

Bahwa dasar gugatan Penggugat (posita) halaman 3 huruf b
menyebutkan : “Sebidang tanah dengan ukuran 12,50 M x 50 M berikut

DANEUNAN. . evecisriinnd -
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bangunan yang melekat diatasnya terletak di Jalan Parang | Kel. Kwala
Bekala, Kec, Medan Johor, Kata Medan, ... tanah dan bangunan
tersebut dikuasai oleh Tergugat 11" ;

Bahwa Penggugat dalam petiturn gugatannya halaman 9 ancka 8
memohon agar Pengadilan Kelas | Medan yang memeriksa dan mengadili
perkara Ini memberikan putusan yang amarmya sebagai berikut :

TARIGAN ;

Bahwa tidak -benar Tefgugat 1l menguasai tanah dan bangunan
sebagaimana yand didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman
3 huruf b tersebut.-Hal.ini membuat perasaan Tergugat Il tidak senang
karena tidak pernah vang bukan hakaya dikuasai. Dleh karena itu mohon
agar Majelis Hakim yang memertksa dan mengadii perkara ini
mengarahkannya secara pidana jika terbukti nantinya Tergugat |l benar
tidak menguasai tanah dan bangunan tersebut ;

- Bahwa dari fakta tersebut diatas ternyata diantara posita dan petitum
gugatan Penggugat tidak ada hubungan vang lelas, karena disatu sisi
Tergugat Il dinyatakan sebagai yang menguasai tanah dan bangunan
terperkara sedangkan disisi lain Tergugat | dimohonkan agar dihukum
untuk menyerahkan tanah dan banrgunan terperkara ; . .

- Bahwa oleh karena RECHTFEITEM diajukan bertentangan dengan
PETITUM gugatan Penggugat, maka beralasan secara hukum untuk
menolak gugatan Penggugat selurubnya karena gugatan tersebut tidak
jelas dan kabur ;

- Bahwa Alm, BOLAT BARUS dan Almh, TANGKELEN Br. TARIGAN selian
meninggatkan keturunan juga meninggalkan harta peninggalan yang
terdiri dari harta pusaka dan harta pencaharian ;

- Bahwa\ﬂ\
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Bahwa harta pusaka pewaris yang saat ini masih terpelihara dengan baik
dikampung dan belum dibagi-bagikan oleh ahli warisnya ;

Bahwa harta pencaharian pewaris sebagfan besar berada diluar
kampung, tepatnya berada dikota Medan, harta ini diperoleh pewaris
setelah higup dan berusaha bersama keturunannya di Kota Medan ;

Bahwa harta pusaka dan harta pencaharian didatam hukum adat suku

"Batak Karo” terdapat perbedaan yang sangat. prinsipil, dimana harta
pisaka adalab "barang-barang adat yang tidak bergerak dan juga hewan

Efau pakaian-pakaian yang harganya mahal ;

Mubarang adat harta pusaka ini adalah barang kepunyaan marga

Mﬂgan dengan kuasa kesain, vakni : "Bagian dari kampung
L M:fimk" {lihat buku Eman Suparman, 5H. MH., Inti Sari Hukum
© . Wars Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 1995, halaman 42)

Kesemuanya harta pusaka berasal dari beberapa generasi menurut garis
keturunan keatas (dari jAman nenek moyang) ;

Bahwa harta pencaharian adalah hasil jerih payvah suami istri bersama
selarna dalam ikatan perkawinan ;

Bahwa semasa hidupnya Alm. DAUT BARUS bersama alm. BOLAT BARUS
dan Almb. TANGKELN Br. TARIGAN telah mengadakan pembsagian
terhadap harta peninggalan yang Lergolong harta pencahanan crangtua
mereka tersebut dengan batk ;

Bahwa bahagian aim. DAUT BARUS adalah sebagaimana yang disebut
Penggueat dalam gugatannya halaman 3 huruf a, b dan ¢ serta halaman
S angka 16 ; *

Bahwa "Batak Karo" adalah masyarakat yang menganut garis keturunan
gari Bapak, sistem herkawinannya adalah kawin Eksogami Jujur,
merupakan suatu prinsip, suatu kepercayaan dan suatu sikap yane
MAGIS RELIGIOUS. Suatu keharusan, laki-laki dan perempuan itu
berlainan ¥LAN, dengan pemberian barang yang bersifat MAGIS
RELIGIOUS itu, perempuan dilepas dari ikatan KLAN orang tuanya dan
dimasukkan kedatam KLAN suaminya dan selanjutnya berhak,
berkewaiiban dan bertuigas dilfngkungan keluarga suaminya {lihat buku

Prof, BUSHAR ..ouvorsmee L
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Prof. BUSHAR MUHAMMAD, SH, Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta,
Pratnya Paramita, 1981, halaman 17 dan 18) ;

Bahwa berdasarkan sistem perkawinan masyarakat “Batak Karg"
terssbut, maka harta peninggalan Alm. BOLAT BARULS dan Almh.
TANGKELEN Br. TARIGAN yang merupakan bagian dari alm. DAUT BARUS
vang berasal dart harta pencaharian pewaris adalah merupakan harta
bersama alm, DAUT BARLUS dengan Tergugat | kareﬁa telah berumah
tangga secara kawin Eksozami Jujur ; '

mﬁahwa kawin Eksogami Jujur bermakna secara Yuridis yaitu pindahoya

; Tergugat | kegalam iingkungan Klan suaminya tersebut dan bertugas,

|'1.L r«' ,'*berhak berkewajiban disitu sehingga telah dianggap sebagai anggota

‘\ , "‘*ﬁ'larn suaminya ;
oy

- Bahwa berarti berdasarkan kawin Eksogami Jujur aga penentuan status
istr artinya statusnya berubah, ada penentuan hak artinya isti berhak

galam lingkungan Kian Suaminya ;

, - Bahwa dengan demikian jelas dan terang Tergugat | berhak atas harta

L peninggalan suaminya {(Alm. DAUT BARUS) yang diperclah dan orang
tuanya (Alm, BOLAT BARUS dan Almh, TANGKELEW BR, TARIGAN) yang
berasal dar harta pencahanian ;

- Bahwa cleh karena ity pula apa yang ditentukan dalam Undang-Undang
Mamor 1 tabun 19374 Pasal 35 ayat Z mengenal kedudukan harta bawaan
vang bersifat parental / bilateral itu, tidak dapat diterapkan artinya
tidak berlaku terhadap harta peninggalan Alm. DAUT BARUS, karena
telah ditetapkan lain ; .

- Bahwa tidak benar menuryt hukum adat suku “Batak Karo'', harta yang
dibawa kedalam perkawinan oleh suami atau istri, yang berasal dan
warisan, pemberan {hibah) dai orang tuanya harus kembali kepada
orang tuanya maupun keturunanya darimana bDarang tersebut berasal
apabila suami / istri tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan
keturunan (anak} karena harta peninggalan yang kembali keasal itu
adatah harta peninggalan yang masuk golongan harta pusaka, sedangkan
harta yzng diperoleh Alm. DAUT BARUS semasa hidupnya dari harta

PENINGBALAN. ..o rirnes o
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peninggalan alm, BOLAT BARUS dan Almh, TANMGKELEN Br. TARIGAN
sebagaimana tersebut pada gugatan Penggueat halaman 3 {tiga) dan 4
{empat) adalah bukan harta pusaka ;

- Bahwa, bahkan malah tidak sesua dengan Hukum Adat Suku “Batak
Karo™ jika Tergugat | dinyatakan tidak berhak atas harta-harta yang
diperoleh suaminya Alm. DAUD BARUS sebagaimana tersebut pada
halaman 2 (dua} angka 4 [empat) gugatan Penggugat, hanya karena

'-:\ punya keturunan {anak}. Hukum Waris Adat Suku “ Batak Karg”

'\_I

gsungan hidup sampai akhir havatnya { dalam hal ini
1) apalagi Tergugat | dan Alm, DAUD BARUS tergolong cukup
gup dalam ikatan rumah tangga, mengalami suka dan duka, aleh
kareny/itu terhadap harta pusaka sekalipun tetap dapat dipakai selama
hidupnya, setelah itu harta pusaka kembali ke asalinya :

- Bahwa Tergugat | tetap men:lpakan bagian kian suaminya vakni * Alm.
DAUT BARUS, waladpun tidak ada keturunan, sepanjang tidak ada
pmsesiPengembal.ianIP'erceraian kapada lingkungan klan orang tuanya
secara Hukum Adat Suku “Batak Karo™ ;

- Bahwa adalah sangat gegabah tindakan Penggugat dengan mengajukan
gugatan k2 PN.Medan terhadap Tergugat | dengan menyatakan Tergugat
| tidak berhak atas harta yang diperoteh Alm, DAUD BARUS (Suaminya)
dari orang tuanya alm BOLAT BARUS dan Almh. TANGKELEN BR.
TARIGAN, padabal terhadap Tergugat i, belum pernah adaprosesi
pengembalian status secara Hukum Adat Suku “ Batak Karg™.Dalam hal
ini Penggugat telah memposisikan Tergugat | diluar Klan suaminya alm.
DAUD BARUS, adalah tindakan keji dan sangat bertentangan déngan
Hukum Agdat Suku “Batak Kare",;

- Bahwa jika seandainya pun permohonan Penggugat dalam gugatannya
halaman 4 angka 9 dikabulkan oleh PN.Medan, apakah tidak
bertentangan dengan Hukum Adat Suku * Batak Karo” iyang menjadi
pedoman/dasar gugatan penggugat) jika Pengeugat serta Tergugat i
dan t¥ dinyatakan berhak secara Hukum sebagafahli waris yang sah 7
Dimana Tergugat IV adalah cucu perempuan dari Pewaris;

Hak istri ..., Immanuel Julius, FH Ul, 2011
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. Bahwa jika ditinjau dari Hukum Adat Suku * Batak Karo" yang
menyarakatnya menganut sistem kekeluargaan Patritineal adatah sangat
tidak sesuai, karena hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris.
Penggugat nomor urut 1,2, dan 4 bukanlah ahli waris karena berjenis
kelamin perempuan juga Tergugat 1¥, Dengan demikian jelas Gugatan
Penggugat Kabur, dan berdasar Hukum untuk menolaknya atau setidak-
tidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima ;

M:* tanah atas nama TANGKELEN Br.TARIGAN setuas 427 M2, yang
L i dikelurahan Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota medan

namm bukan berasal dari harta pusaka, akan tetapi harta pencaharian
pewaris selama hidup di Kota Medan ( harta pusaka pewaris masih ada
di Kampung halarman pewaris) ;

- Bahwa rnenuru-t sistem ke;varisan berdasarkan Hukum Adat Suku “ Batak
Karo”, yang bukan hanta pusaka tidak dapat dinyatakan sebagai harta
pusaka, karena adanya perbedaan asal usul dari harta tersebut; Dengan
demikian, harta sebagaimana terseput dalam gugatan Penggugal
halaman S angka 16 bukanlah Harta Pusaka ;

. Bahwa permohonan Penggugal kepada PN.Medan agar uang hasil
penjualan sebahagian dari tanah yang ersebut pada halaman L angka
16 yakni seluas 217 M2 dan sisa tanah yang belum terjual seluas 210 w2
dinvatakan dalam Hukum Tergugat | tidak berhak, dan yang berhak
adalah Penggugat dan Tergugat Il dan IV (lihat Gugatan Penggueat
halaman 7) ;

. Bahwa permohonan Penggugat tersebut didasarkan pada‘ kelicikan
artinya Penggugat teiah mernutar baifkkan fakta sebenarnya, karena
pada penjualan Ebahagian harta tersebut dalam halaman 5 angka 16
gugatan ini, oleh caluruh ahli waris Alm.BOLAT BARUS dan Almh.
TENGKELEN  BR.TARIGAN, Tergugat | turut membubuhkan
trandatangannya atas permintaan Penggugat dan Notars selaku PPAT
agar sah Transaksi jual beit tersebut, disini Tergugat | diakui sebagal
orang yang berhak mewakili Atm. DAUD BARUS {Suaminya). Nyatanys
sekarang setelah berjalan dengan baik Transaksi jual beli tersebut,

. Tergugal f it
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Tergugat | dimohonkan agar dinyatakan pula tidak berhak, bukankah hal
ini merupakan pembalikan fakta kebenaran namanya ? juga terhadap
sisa tanah selvas 210 M2 telah terjadi kesepakatan dimana sisa tanah
ini menjadi bahagian dani ahli waris Alm. Drs. B,ELIESER BARUS, dimana
telah terjadi penyerahan (hibah)kepada Tergugat IV yang disetujui aleh
Pengaugat, Tergugat |, I! dan )l namur oleh Penggugat dimohonkan pula
agar Pengaditan Negeri Medan menyatakan dalam Hukum, agar sisa
tanah tersebut seluas 210 M2 adalzh hak Perpgueat, Tergugat i1l dan

NG

+ T

: ) -_:"B'i_l._ﬁwa.!?ﬂganah seluas 210 M2, adalah sisa tanah dar penjualan

' sebaj'safgran tanah dalam Sertifikat 528, saat imi dikuasai oleh Tergugat
‘ﬂ', akan tetapi dimasukkannya Tergueat IV dalam gugatan, tidak

-H__;_T_ndgmr&ngkut tentang penguasaan Tergugat 1Y atas tanah Lersebul,
artinya tidak- mendalilkan penguasaan tanah tersebut  datam
gugatannya, sehingga gugatan tersebut menjadi kabur ;

_ Bahwa Tergugat ILlIl dan IV berdasarkan penghormatan terhadap
berlakuriya Hukurm Adat Suku "Batak ¥aro” saat ini, mengakui dengan
tegas status Tergugat | dalam Klan suaminya aAlm. DAUD BARUS
walaupun tidak mempunyai keturunan {anak) karena Tergugat | telah
cukup lama hidup bersama dalam perkawinan dengan Alm. Suaminya,
mengurus suaminya yang sudah lama sakit sampai akhirnya meninggal
dunia. Mengakui pula dengan tegas hak Tergueat | atas harta
peninggalan suaminya (Alm. DAUD BARUS) karena bukan berasal dari
narta pusaka, juga seturuh ahli wars darl Alm. BOLAT BARUSdan Almh.
TANGKELEN BR. TARIGAN telah mendapat bahagiannya masing-masing
dengan baik dar harta peninggalan pewaris yang bukan merupakan
harta pusaka. Harta Pusaka Pewaris masih ada di Kampung halamannya
dan belum pernan diadakan pembagian antara abli waris dari pewaris ;
Berdasarkan fakta-fakta Hukum sebagaimana telab divraikan giatas,
Tergugat 1,1l dan IV mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negen
Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk
menolak gueatan Penggugat uniuk selurubnya atau setidak-tidaknya
menyatakan queatan Pengpugat tidak dapat diterima.

MNIMBANG o] L
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Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan  Replik
tertanggal 26 Oktober 2005, kemudian Kuasa Tergugat | dan Kuasa Tergugat Il
Il dan IV telah mengajukan duplik masing-masing tertanggal 72 Nopember
2005 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gueatannya, Kuasa

: berupa foto copy Surat Ganti Rugi /Penyerahan Hak Atas
Sebidang Tanah tertanggal 26 Mei 1968, dani Rakimin kepada
Baulat Barus ;

- berupa foto copy Akta Hibah No.30 tertanggal 18 Juni 2002
atas sebidang tanah seluas lebih kurang 1 Ha { satu Hektar
yang tertetak di Dusun | Desa Kampung Lama, Kecamatan
Hamparan Pegak, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera
Utara dari Ny.Ngayami Beru Barus,Ny.Nurliana Beru Barus
atau disebat juga Muliana, Ketah Barus, Benar Barus atau
disebut Juga Drs.B.Elieser Barus BA, Ny.Murhaida Beru Barus
atau disebut juga Nurhaida,masing-masing sebahagian dan
Ahli Waris Almarhum Bolat Barus dan almarbumah
Tangkelen Beru Tarigan, kepada Daud Barus atau disebut
juga Dawd Imanuel, salah seorang Ahli Waris dari Almarhum
Bolat Barus dan Almarhu mah Tangkelen Beru Tarigan ;

1. BuktiP-3 : berupa foto copy Akta Pengikatan Jual Beli No.B tertanggal
29 Maret 2004,vang dibuat dihadapan Peris Maha 5H.Notaris
di Medan atas tanah seluas 6,2 m x 35 m = 217 mi,
merupakan sebabagian dari tanah sluas 427 m2 seBagaimana
? Sertifikat Hak Milik N¢.528 yang terietak di Kelurahan
Sempakata Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dari 1.

Ny.Ngayami Beru Barus, 2. Ny.Nurliana atau disebut juga
H Muliana, 3. Kolah Barus, 4. Ny.Roslina Ginting atau disebut
.' juga Roslina Beru Ginting Suka 5.tvan Ignatius Barus, &.Rica
] Angella Barus, masing-masing hertindak sebagai Ahli Waris
darl Almarhum Drs. B. Flieser Barus BA, atau disebut juga
Benar Flieser Barus, 7. Ny. Nurhaida dan 8. Ny, Dra.

T T i N PR o
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Srimodelina Beru Sembiring sebagai satu-satunya Ahli Waris
dari Almarhum Daud imanuel atau disebut juga Daud
Imanuel Barus, kepada Drs.5edia Ginting ;

4. Bukti P-4 : berupa  fotocopy  Surat  Keterangan  Ahli Waris
N.001/185KD/KB/2001 tertanggal 15 Januari 2001 yang
dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan HKwala Bekala dan
ditetapkan cleh Camat Medan Johor ;

i-bulti surat tersebut diatas, telah dibububhi meterai cukup dan
kan sama dengan aslinya dipersidangan ;

; a2y

b _Me_nimbang, bahwa disamping bukti- surat tersebut diatas Penecgugat
‘jugap;gélf menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangannya dibawah
sumpall sesuaf dengan Agamanya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

4 1 . Saksi Serayan Tarigan :

- Bahwa saksi mengetahui hubungan keluarga antara Penggugat dengan
Tergugat-Tergugat ;raitu Penggugat adalah Ahti Waris /Keturunan dari
Bolat Barus dengan isterinya Tangkelen Br.Tarigan, sedangkan
Dra.Srimodelina Sembiring ( Tergugat | ) adalah isteri dari Daud imanuel
Barus { saudara kandung dari para Pengeuat J ;

- Bahwa Tergugat Il Roslina Br.Ginting adalah isteri dari Benar Elieser
Barus { saudara kandung dari para Penggugat ) sedanekan Tergugat Il
lvan Ignatius Barus dan Tergugat iV Rica Angelia Barus adalah anak
xandung dari Benar Elieser Barus ;

- Bahwa saksi mengetahui harta-harta peninggalan Almarhum Bolat Barus
yaitu : Rumah dan pertapakannya yang terletak di Jalan Parang'l padang
Bulan Medan, Sawah di Jalan Ngumban Surbakti Padang Bulan Medan,
serta Tanah seluas kira-kira 1 Ha ( satu hektar ) di hamparan Perak ;

- Bahwa setahu saksi harta -barta tersebut telah dibagi -bagi kepada
anak/keturunan dari Almarhum Bolat Barus gengan isterinya Tanghkelan
Br.Tarigan, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Tangkelen Br.Tarigan
kepada saksi ;

- Bahwa Almarhumah menceritakan kepada saksi bahwa harta-hartanya
telah dibagi- bagika kepada anak-anaknya adalah pada tahun 1995 ;

2. Sakm{\_
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2, Saksi Bolzh Barus :

- Bahwa saksi mengetahui hubungan keluarga antara Penggugat dengan
Tergugat yaitu Penggugat adalah Ahli Waris /Keturunan dari Bolat Barus
dengan isterinyaTangkelen Br. Tarigan, sedangkan Dra.Srimodelina
Sembiring ( Tergugat | ) adalab isteri dari Daud Imanuel Barus { saudara
kandung dari para Pengguat. ) ;

2T N ] R M e T SRR T~ ST Y

» Bahwa Tergugat Il Roslina Br.Ginting adalah -istert dari Benar Elieser
. Barys { saudara kandung dari para Penggugat ) sedangkan Tergugat I
; “hvan Ignatius Barus dan Tergugat IV Rica Angelia Barus adalah anak
\V

4 o hn‘ﬂung dari Benar Elieser Barus dengan isterinya Roslina Br.Ginting :

\\.\__ saksi rnengetahm harta-harta peningealan Almarhum Bolat Barus
yaitir : Rumah dan pertapakannya vang terletak di Jalan Parang | padang
Bulan Medan, Sawah di Jalan Ngumban Surbakti #adang Bulan Medan,
serta Tanah seluas kira-kira 1 Ha ( satu hektar ) di hamparan Perak ;

. Bahwa setahu saksi harta -harta tersebut telah gibagi -bagi kepada
anak/keturunan dari Almarhum Bolat Barus dengan isterinya Tangkelen
Br.Tarigan, hal tersebut saksi ketabui dari cerita Tangkelen Br.Tarigan
kepada saksi ;

- Bahwa saksi mengetahui harta bagian dari Daud Barus yaitu : sebidang
tanah seluas 525 M2 terletak di Jalan Bunga Sedap malam Padang Bulan,
sebidang tanah ukuran 12,50 m x 50 m  berkut bangaunan yang ada
diatasnya di Jalan Parang | No.14 Kwala Bekala kemudian tanah seluas 1
Ha { satu hektar ) terletak di Hamparan Perak ;

-  Bahwa narta-harta tersebut telah dikuasai Almarbum Daud Barus dan
sekarang iri dikuasai oleh Tergugat i Dra.5n Modelina Br.5embicing ;

- Bahwa dalam perkawinan Almarhum dengan Tergugat | { 5ri Madelina
Sembiring ), mereka tidak dikaruniai anak/keturunan ;

3. Saksi .Josua Ginting :

- Bahwa saksi mengetahui hubungan keluarga antara Penggugat dengan
Tergugat-Tergugat yaitu Penggugat adalah Ahti Waris / Keturunan dari

Hak istri ..., Immanuel Julius, FH Ul, 2011



40

fiolat Barus dengan isterinya Tangkelen Br.Tarigan, sedangkan
Ora.Srimodelina Sembiring { Tergugat | y adalah isteri dart Daud lenanuel
Barus [ saudara kandung dari para Pengguat }

. Bahwa Tergugat I! Rostina Br.Ginting adalah isteri dari Benar Elieser
Barus ( saudara kandung dan para Penggueat ) sedangkan Tergugat 1l
lvan Ignatius Barus dan Tergugat ¥ Rica Angelia Barus adalah anak
kandung dari Benar Elieser Barus dengan isterinya Roslina Br.Ginting ;

fwa saksi mengetahi harta-harta peninggatan Almarhum Bolat Barus

3eumah dan pertapakannya yang terletak di Jalan Parang | Padang
edan, Sawah di Jalan Neumban Surbakti Padang Bulan sedan,
o seluas kira-kira 4 Ha { satu hektar ) di hamparan Perak ;

- ml?-mhwa setahu saksi harta -harta tersebut telah dibagi bagi kepada
anak/keturunan dari Atmarhum Boiat Barus dengan isterinya Tanghelen
Br.Tarigan, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Tangkelen Br.Tangan
kepada saksi , pembagia'm tersebut dilakukan dengan cara Hibah

Bahwa saksi mengetahui harta bagian dari Daud Barus yaitu : sebidang
kanah setuas 525 M2 terletak di Jalan Bunga Sedap Malam Padang Bulan,
sebidang tanah ukuran 12,50 m x 50 m perikut bangunan yang ada
diatatnya di Jalan Parang | No.14 ¥wala Bekala kemudian tanah seluas 1
Ha { satu hektar ) terletak di Hamparan Perak ;

. Bahwa harta-harta tersebut telah dikuasai Atmarhur Daud Barus dan
sekarang ini dikuasai cieh istrinva (Tergugat 1) ;

Pahwa Daud Barus dengan isterinya Sri Modelina Sembiring tidak

mempunyai keturunan;

4. Saks} Malem Ukur Ginting ( saksi Ahli ) :

.  Bahwa saksi adalah secrang yang Ahli dalam ﬁ*nasalah Adat Karo ;

Bahwa menurut Adat Karo apabila seseorang telab meninggal dunia,
dengan meninggaikan seorang isteri, tanpa ada anak{keturunan. maka
harta Dawaan sissami yans meningual tersebut, tetap dapat dikuasal
oleh isteri yang ditinggalkan, dengan syarat tidak holeh dijual dan si
isteri tidak kawin lagi dengan orang lain ;

- IE!nahuwa...,.,.....,‘...[L
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. Bahwa apabila seorang isteri yang ditinggal suami kawin lagi dengan
orang lain, maka harta bawaan suami tersebut kembali kepada mihak
keluarga suaminya ;

- Bahwa seorang isterl yang ditinggal suami dapat menguasai harta
peninggalan susami selama hidupnya tetapi tidak boleh kawin lagi
dengan oaring lain ;

. Bahwa kalau harta tersebut hendak dijual, harusiah terlebih dahulu
dimusyawarahkan dengan Anak Beru dan Senina ;

sbut diatas, Penggugat menyatakan dapat menerimanya sedang
Riergugat menyatakan - sebahagian benar dan sebabagian ada yang

Tergugat telah mengajulan Bukti surat yaitu

1. BuktiT-1 : berupa foto cdpy Kutipan Akta Perkawinan No.34 /1998
tertanggal 10 Juli 1998, atasnama Daud Imanuet dengan
Dra.Sri Modelina, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil
Kabupaten Deli Sedang ;

7. BuktiT-2 : berupa foto copy Surat Kematian No.474.3/896 tertanggal 8
Juli 2003 atasnama Daud imanuel, yang dikeluarkan oleh
Lurah Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor
Kota Medan ;

3 BuktiT-3 : berupa foto copy Surat Keterangan Ahli Waris No.470/897
atas nama Sri Modelina Br.Sembring, yang dikeluarkan oleh
Lurah Kwala Bekala,dengan diketahui oleh Camat Medan
Johaor ;

4. BuktiT-4 : berupa foto copy Sertifikat Hak Milik NO,1250 tertanggal 20
Juli 1995, atas nama Daud Barus, yarg dikeluarkan oleh
Kepata Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Medan ;

5 BuktiT-5 ¢ berupa foto copy Akta Pengikatan Jual Beli No.8 tertanggal
29 Maret 2004, yang dibuat dihadapan Peris Maha SH.

. N-::taris..........."..?f
Hak istri ..., Immanuel Julius, FH Ul, 2011 5= L



42

Notaris di Medan, atas tanah seluas 6,2 mx 35 m = 217 m2,
merupakan sebahagian dari tanah di Keturahan Sempakata
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dard 1.
Ny.Ngayami Beru Barus, 2. Ny.Nurliana atau disebut jupa
Muliana, 3. Kolah Barus, 4. Ny.Roslina Ginting atau disebut
juga Roslina Beru Ginting Suka 5.lvan lgnatius Barus, 6.Rica
Angelia Barus, masing-masing bertindak sebagai Abli Waris
dari Almarhum Drs. B. Elieser Barus BA.atau disebuit juga
Benar Elieser Barus, 7. Ny, Nurhaida dan 8. MWy, Dra.
Srimodelina Beru Sembiring sebagai satu-satunya Ahli Waris
dari Atmarhum Daud Imanuel atau disebut juga Daud
-. B f.&t& \ Imanuel Barus, kepada Drs.Sedia Ginting ;

g

Mﬁ%— 6 : berupa {oto copy Kwitansi Pembelian Tanah seluas 6,2 m x
s 35 m = 3i7 o2 Jyang merupakan sebahagian dari tanah
= - sebagaimana dalam Sertifikat Hak milik 528 atas nama Kolah

\“ﬂ"" i Barus { perual/yang menerima uang } dan Sedia Ginting

{ yang membeli/yane membayar uang j :

7. BuktiT - 7 : berupa Akta Hibah No.210 tertanggal 28 Desember 1994,
yang dibuat dibadapan Mas Suprapto Siskopranota ;

8. BuktiT-8 : berupa foto copy Surat Pernyataan tertangaal 10 April 2006,

-~

yang ditanda tangani cleh Sedia Ginting ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, {ll dan 1V telah mengajukan bukti
surat yaitu sebagai benkut ;

1. Bukti T ILII dan IV-1 : berupa fotc copy Akta Hibah Np.235/ 2004 tanggal
3 Juli 2004, yang dibuat dihadapan fﬁnggani
Tarigan 5H. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;

2. Bukti T, dan i¥ -2 : berupa foto copy Sertifikat Hak Milik No. 586
tertangeal 6 Juli 2004, Desa Sempakata,
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, terakhir
terdaftar pada tanggal 18 Augustus 2004 atas
nama Rica Angelina ;

Bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah
dicocokkan sama dengan aslinya ;

Menimbang..”w,m..,.ﬂ_
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Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas Kuasa
Tergugat-Tergugat juga telah mengajukan saksi dalam perkarza ini yaitu :

1. Saksi Job Tarigan :

- Bahwa saks{ mengetahui hubungan keluarga antara Penggugat dengan
Tergugat-Tergugat yaitu Penpgugat adalah Abli Waris /Keturunan dar
Bolat Barus denganisterinya Tangkelen Br. Tarigan, sedangkan Ora.

A Sembiring { Tergugat | } adalah isteri dari Daud Imanuel

irguoat Il Roslina Br.Ginting adalah isteri dan Benar Elieser
& Pudara kandung dan para Penggugat ) sedangkan Tergugat I

r*
-

1£ kandung dari Benar Elieser Barus dengan isterinya Roslina Br.Ginting ;

Bahwa saksi tidak mengetdhui tentang harta-harta dari Atmarhum Bolat
Barus, tetapi saksi pernah diminta oleh Kolah Barus agar saksi
membujuk Tergugat™ Dra. Sri Modelina agar mau dan bersedia menanda
tangani Surat Penjualan Tanah yang terletak di Jalan Bunga Sedap
Malam, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan 5Selayang Kota
Medan ;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah mengajukan
Konklusinya masing-masing vaitu : Kuasa Penggugat tertanggal 9 Mei 2006,
Kuasa Tergueat | tertanggal 10 Mei 2006 dan Kuasa Tergugat IlIIt dan iV
tetanggal 9 Mei 2006 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,‘ Majelis
Hakim Menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dala Berita Acara
Peisidangan perkara ini, yang mempunyai relevansi , dipandang sebagai
termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara,
terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan ehksepsi yang diajukan
oleh Kuasa Tergugat | dan Kuasa Tergugat U, lif dan i¥ ;

Menimbang.ﬂ.“...........fL.
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Menimbang, bahwa adapun Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa para
Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat | :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas,karena antara dalil
dengan petitum tidak selaras ;

- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat |

Almarhumah Tangkelen Br.Tarigan, akan tetapi dalam dalit
Penggugat menyebutkan bahwa tanah seluas 210 m2 yang
Refyfakan sisa dari sebahagian tanah seluas 427 m2 Sertifikat Hak Milik
0.528 agar ditetapkan menjadi atas nama Ngayami Barus,Nurliana
Br.Barus,Kofah - Barus,Nurbaida Br.Barus ( Penggugat ),Daud Imanuel
Barus ( suami Tergugat | | dan Drs.B.Elieser Barus ( suami dan ayah dari
Tergugat Il,18} dan W h- atas harta peningeaian Almarhum Bolat Barus
dan Almarhumah Tangkelen Br.Tarigan ;

- Bahwa pada bitir ke-1 petitum gugatan Penggugat, Penggugat
memohonkan agar Tergugat | dinyatakan tidak berhak atas harta
peninggalan Almarhum Bolat Barus dan Almarhuman Tangkelen
Br.Tarigan, yang berhak adalah keturunannya yaitu Penggugat, Tergugat
It dan Tergugat IV ;

Bahwa dari dalil-dalil tersebut jetaslab bahwa gugatan Penggumat
adalah kabur, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima ;

Eksepsi T t Il 17 dan [V ;
1. Errof in persona :

Bahwa Tergugat 1i,lll dan IV tidak ada hubungan hukum dengan
Perggugat,dalam hal pembagian harta Warisan Alm. BOLAT BARUS
dengan Almarhumah TANGKELEN Br, TARIGAN , diantara para ahli waris
tidak ada pertengkeran/perselisihan, dengan demikian telah menyalahi

HUKUM, oo veerer " F
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Hukum Acara Perdata yang menentukan dalam mengajukan gugatannya

harus merasa mempunyai hak dan irgin menuntutnya atau ingin
mempertahankannya” ;

Bahwa berdasarkan Jurfsprudensi Mahkamah Agung R.|. menyatakan

Penggugat atau Tergugat yang tidak mempunyai bubungan hukum tidak
boleh ditarik kedalam arus gugatan ;

Bahwa oleh larena Pengaugat tidak mempunyai huungan hukum dengan
Tergugat 11,1i dan I¥, maka gugatan Penggueat dinyatakan tidak dapat

;' isatu sisi gugatan Penggugat didasarkan pada Hukum Waris
45 disisi lain didasarkan pada Hukum Waris Adat Karo ;

- Bahwa dalam system Pukum Adat Karo yang menganut system

kekeluargaan Patrilineal menentukan hanya anak laki-laki saja yang
berhak mendapat warisan dari orang tuanya ;

Bahwa Penggugat nomor urut 1 Ngayami Barus, nomaor wrut 2 Nurliana
Br.Barus disebut juga MNurbaida menurut Hukum Adat Suku Karo
bukanlah merupakan Ahii Warls dari Alm.Bolat B8arus dan Almarhumah
Tangkelen Br.Tarigan ;

Bahwa oleh karena Penggugat tersebut diatas bukan sebagai Ahli Waris,
maka dengan sendirinya mereka tidak memilili kapasitas untuk
mengajukan gugatan perkara ini, menurut Hukum Acara Perdat‘a orang
yang memiliki kapasitas mendajukan gugatan dalam suatu perkara
perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan
kepentingan dengar apa yang disengketakan ( lihat Putusan Mahkamah
Agung R.1 No.2961/K/Pdt /1993 tertanggal 28 Mei 1998 ) ¢

3. Obscuur Libe) @

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 point b disebutkan
“sebidang tanah ukuran 12,5 m X 50 m berikut bangunan yang melekat
ciatasnya terletak di Jalan Parang | ... dst, tanah dan bangunan

tersebut.........con.. J| q_
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tersebut dikuasai oleh Tergugat Il, kemudian pada halaman 9 dalam
petitum gugatan point 8 disebutkan " Menghukum Tergugat | untuk
menyerahkan sebudang tanah dengan ukuran 12,50 m x 50 m .........dst,

berarti antara potita dengan petitum gugatan Penggugat saling
bertentangan ;

Bahwa oleh karena adanya pertentangan antara posita dengan petitum,
mengakibatkan gugatan cacat formil , tidak jeias maka secara hukum
gugatan Penggugat harus dinvatakan tidak dapat diterima ( Niet

“‘\?s. ntvankelijk Verkiaard ) ;

= = 4
3\
; fmbang, bahwa atas Eksepsi dari Kuasa Tergugat t, Kuasa Tergugat

_Wdan IV, Majelis Hakim berpendapat bahwa Fksepsi tersebut bukanlah
ﬁ{qruﬁaf{an hakekat suatu Eksepsi { tangkisan ) karena tidak menyangkut

Hak istri ...,

tentang kewenangan mengadili, .tetapi tebih mempersoalkan tentang ada atau
tidaknya hubungan ﬁuk_um diantara Penggugat dengan para Terguoat serta
kapasitas Pengougat untuk bestindak sebapai pthak untuk mengajukan gugatan
perkara fni, hal ini telah memasuki arena pokok perkara. Oleh karenanya
untuk mengetahui kebenaran dari dalil-dalil para Tergugat tersebut, harusiah
dengan pembuktian dipersidangan, cleh karenanya Eksepsi para Tergueat akan
dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara :

menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat serta
herkesimpulan babwa Eksepsi vang diajukan oleh Kuasa Tergugat | serta Kuasa
Tergugat 1,1} dan ¥ cukup beraiasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak
seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA : *

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gueatan Penggugat adalah

sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yvang menjadi pokok permasalaban dalam perkara ini
adalah bahwa Almarhum Bolat Barus dan Almarhumah Tangkelen BrTarigan,
mempunyai Keturunan/ Ahli Waris vaitu :

1. Ngayami Br.Barus ;
2. Nurliana Br.Barus atau disebut juga Muliana Br.Barus ;

3. Kolah...............ﬂ_
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3. Kelah Barus ;
4. Nurhaida Br.Barus atau disebut juga Nurhaida :
3. Drs. B. Elieser Barus atau disebut juga Benar Elieser Barus atau disebut

juga Benar Barus (suami Tergugat Il dan ayah kandung dari Tergugat Il
dan Iv) ;

6, Daud Barus atau disebut juga Daud !manuel Baryus { suami dari Tergugat
)3

ng tanah seluas 525 M2 terletak di Jalan Bunga Sedap matam,

frahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Sélayang, Kota Medan, vang

'dipemleh berdasarkan - Akta Pemisahan dan Pembagian MNo.015/Desa
Padang Bulan Selayang H /1996, tanggal 27 Janvari 1994 diperbuat
dihadapan Mas Suprapto Siswopranoto SH. PPAT Daerah T.[| Kendya
Medan, sebagaimana’ tercantum dalam  sertifikat Hak  Milik
Mo.1250/Desa Padang Bulan Selayang U ;

. Sebidang tansh ukuran 12,50 x 50 M berikut dengan bangunan yang
melekat diatasnya ,terletak di Jalan Parang | ,Kelurahan Kwala
Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan ;

3. Sebidang tanah seluas +_ 1 Ha { satu hektar | terletak di Dusun |,Desa
Kampung Lama, Kecamatan Hamparan Perak,Kabupaten Deli Serdane,
yang dipercleh berdasarkan Akte Hibah No,30 tertangeal 18 Juni 2002
yang dibuat dihadapan Adi Pinemn, 5H. Notaris di Medan ;

Bahwa Daud Barus teizh meninggal dunia tanpa meniaggalkan
anak/keturuman, maka ister yang ditinggalkannya vaitu Dra.Sri Modelina {
tergugat ) bukanlah sebagai Ahli Waris dari Almarhum Bolat Barus dan
Almarhumah Tangkelen Tarigan, oleh karenanya harta-harta yang berasat dan
orang tua Dawd Barus harus kembali menjadi harta pusaka/peninggalan
ALmarhum Bolat Barus dan Almarhumah Tangkelen Br.Tarigan ;

Bahwa sebahagian dard tanah seluas 427 W2 sebagaimana dalam
Sertifikat Hak Milik No.528, seluas 217 MZ telah dijual oleh Ahli Waris dari
Almarhum Bolat Barus dan Almarhumah Tangkelen Br.Tarigan seharga
Rp.34.720.0C0.-( tiga puluh empat juta tujuh ratus duaputub ribu rupiah

sebagaimana...............T[L
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sebagaimana Akta Pengikatan Jual Beli No.B tertanggal 29 Maret 2004 yang
dibuat dihadapan Peris Maha 5H. HNotaris di Medan, atas peniualan tanah
tersebut Tergugat | memaksa agar beliau mendapat bagian, tetapi cleh karena
Tergugat | bukan sebagai ahli waris, maka Penggugat tidak memberikannya,
kemudian tanah seluas 210 Mi yang merupakan sisa tanah setelah dijual
kepada Drs. Sedia Ginting seluas 217 M2 sebagaimana termaktub dalam
Sertifikat Aak Milik No.528 adalah Hak Penggugat beserta dengan Tergugat Il
dan 1V, sebagai Ahli Waris dari Almarhum Bolat Barus dan Almarhumah
Tangkn{en Br.Tarigan yang masih hidup, sedangkan Almarhum Daud Barus vang
f.; felah mépmggai dunia tanpa meninggalkan anak dan keturunan incCassu

f
1\' XS 'T-ﬂ’g).?ghtl tidak berhak ;

e

_hwa terhadap surat-surat tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat |
diserahkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat | telah membantah dalil-dalil
Pengugat dengan mengatakan : Almarhum Daud Barus atau disebut juga Daud
manupel Barus adalah ‘anak kandung dari Almarhum Bolat Barus dan
Almarhumah Tangkelen Br.Tarigan ,oleh karenanya Daud Barus bersama-sama
dengan Penggugat dan Tergugat |Hl dan IV adalah sama-sama berhak untuk
mewarisi harta-harta peninggalan Almarhum Bolat Barus dan Almarhumah
Tangkelen Br, Tarigan ;

Bahwa Tergugat | adalah isteri syah dari Almarhum Daud Barus, yang
meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2003 di Medan, sejak suami Tergugat )
meninggal dunia hingga saat ini Tergugat | selaku janda mati alm.Daud Barus
belum pernah putus hubungan dengan para kerabat Almarhum Daud
Barus,daiam hal ini dengan Pengiugat maupun dengan Tergugat !, NI dan 1V,
oleh karenanya Tergugat i tetap berhak untuk mewarisi harta-harta
peninggalan Almarhum Daud Barus walaupun tidak ada anak/keturunan yang
ditinggalkan ;

Bahwa harta yang ditingglkan cleh Alm.Daud Barus kepada Tergugat |
selaku isterinya, telab diterima dan telah menjadi hak Aimarhurmn Caud Barus
pada tanggal 3 Januari 1996 sebelum Daud Barus dan ibunya meninggal dunia
yaitu berupa !

1. Sebidang........,.,.,1.../.L
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1. Sebidang tanah persil seluas 525 M2 setempat dikenai dengan Jalan
Bunga Sedap malam, Kelurahan Padang Bulan,Kecamatan medan
Selayang Kota Medan, bukti sertifikat Mo 1250 Desa Padang Buian
Selayang [l atas nama Daud Barus ;

2. Sebidang tanah dengan ukuran tuas 12,50 m x 50 m setempat dikenal

dengan Jalan Parang |, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan medan

Johor, Kota Medan, vang diatasnya berdiri rumah permanent lengkap

pasilitas listrik, air PAM dan telepon,dengan penyerahan secara Hibah

tertanggal 28 Desember 1994, dibuat dihadapan MasSuprapto

Siswopranote, SH. Motaris di Medan, yang saat ini tetap dikuasai cleh

fergugat |, dipergunakan sebagai tempat tinggal keluarga ;

iﬁ?wa atas perbuatan Penggugat Kolab Barus yang menaban-nahan

i Hak Milik No,1250/Desa Padang Bulan Selayang I! atasnama Dauwd

IBapspAgEn berkaitan dengan hasil penjualan tanah seluas 21 mi yang

‘._Sg!: an sebahagiah dari tanah seluas 427 m2 sebagaimana Sertifikar Hak

¥ Milik No.528 dengan harga transaksi sebenarnya kepada Drs.Sedia Ginting

B <ebesar Rp.180.000.000.- tetapi dalam Akte Jual Beli hanya ditulis sebesar

Rp.34.720.000.- itupun Tergugat | tidak diberikan hak-haknya, padahal dalam

jual - beli tessebut harus Tergugat | ikut menanda tanganinya, maka Tergugat |

B telah melaporkan perbuatanya tersebut ke Pihak yang berwajib dan teiab

} diproses di Poltabes Medan sebagaimana Laporan Polisi No. Pol. LP/B26/K3/1H

. /05/0PS/TABES dan No. Pol. LP/827/K3Nil/05/0PS/TABES masing-masing

tertanggal 25 Maret 2005, bahkan Kolah Barus sempat ditaban selama 3 | tiga )

E hari;

& Menimbang, bahwa Xuasa Tergugat 1.4l dan ¥ juga telah menyangkal

: dalit gugatan Penggugat dengan mengatakan bahwa harta yang dimiliki oleh

P Daud Barns semasa hidupnya bukanlah termasuk harta pusaka, tetapi harta

4 yang berasal dari kedua orang tuanya yaitu Aimarhum Bolat Barus dan

k. Almarhumah Tangkelen Br.Tarigan,oleh karenanya dengan meninggalnya Daud

Barus bukan berarti harta tersebut kembali keasal tetapi jatuh kepada

. Tergugat | selaky isterinya yang syah ;

" Menimbang, bahwa dari jawab - jinawab antara Penggugat dengan

Tergugat-Tergugat tersebut, setelah dihubungkan dengan bukti-bukli yang

- diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan , diperoleh fakta-fakta hukum

sebagai berikut .
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1. Bahwa Almarhum Bolat Barus dan Almarbumah Tangkelen Br Tarigan

dalam perkawinannya telah mempuryai anak/keturunan sebanyak &
{ enam ) orang yaity :

1. Ngayami Br.Barus :

Z. MNurliana Br.Barus atau disebut juga Muliana Br.Barus °

3. Kolah Barus ;

4, Kurhaida Br.Barus atau disebut juga Nurhaida ;

3. Drs, B. Elieser Barus atau disebut jusa Benar Flieser Barus atau
disebut juga Benar Barus ( suami Teraugat !l dan avah kandung dari
Tergugat lll dan IV § ;

:‘I, .

- Sebidang tanah seluas 525 M2 terletak di Jatan Bunga Sedap Malam
Kelurahan Padang BulanKecamatan Medan Selayang Kota Medan,
bukti sertifikat No.1250 Desa Padang Bulan Selayang Il atas nama
Daud Barus ;

- Sebidang tanah ukuran 12,50 x 50 M berikut dengan bangunan yang
meleket diatasnya, terletak di Jalan Parang 1, Kelurahan Kwala
Bekata, Kecamatan Medan Johor Kota Medan :

Sebidang tanah seluas +_1 Ha ( satu hektar ) terletak di Dusun
Desa Kampung Lama, Kecamatan Hamparan Perak,Kabupaten Deli
Serdang, vang diperoleh berdasarkan Akte Hibah No, 30 tertﬁnggai
18 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Adi Pinem, SH. Hataris di
Medan ;

. Bahwa Daud Barus atau disebut tuga Daud !manuel Barus telah menikah

dengan seorang perempuan bernama Dra.Srimodeling Br.Sembiring pada
tanggal 10 Juli 1998 { bukti T1 - 1 3 ;

. Bahwa Dlaud Barus meninggal dunia pada bari Minggu tanggal 22 Juni

2003, ( bukti T | -2 ) dengan meninggalkan satu orang isteri vaitu
Tergugat |, tanpa ada anak/keturunan ;
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3. Bahwa sebahagian dari tanah seluas 427 m? sebagaimana termaktub
didalam Sertifikat Hak Milik No528, yane terletak di Kelurahan
Sempakata,Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, dengan ukuran 6.2
m ¥ 35 m = 217 M2 telah dijual oleh pihak Penggugat, Tergugat 1, || 1]
dan ¥ kepada Drs.Sedia Ginting dalam Akte Pengikatan Jual Beli No.8
tanggal 2% Maret 2004 tercatat seharga Rp.34.720.000.- { bukti T | -5 )
tetapi dalam Kwitansi Penerimaan Uang yang ditanda tangani oleh Kotah

| Barus tertanggal 8 April 2004 jumlah harga tanah tersebut sebesar

| Rp.165.000.000.-

pha Tergugat | yang fkut menanda tangani Surat Jual Beli tanah
" hingga saat ini belum mendapat bahagian, sehingga Terpugat i
4 keberatan dan akhirnya melaporkan Kolah Barus ke pihak Yang

B wa Tergugat diharuskan untuk ikut menanda tangani Surat-surat
jual belf tanah ,karena pama suaminya Daud Barus tercatat sebagai
salah seorang yang berhak atas tanah sebagaimana termaktub dalam
Sertifikat Hak Milik Mo.528 tersebut :

8. Bahwa sejak suami Tergugat { meninggal dunia hingga saat sekarang ini
Tergugat | tidak kawin dengan arang lain, tetapi masih bersatu dengan
kerabat almarhbum Suaminya Daud Barus, termasuk pihak Pengoupat,

Tergugat ILII dan ¥, Tergugat | masth tetap dalam klan atau marca
suaminya !

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, apabila
dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara aquo, maka persoalan
yang harus dibuktikan adalah :

1. Apakah benar Tergugat | selaky isteri yang ditinggal mati oleh suami
dan tidak mempunyai anak/keturunan berhak untuk mewarisi harta-
harta peninggalan suami yang bersal dari pemberian, hibah atau warisan
dari orang tua suami ? ;

2. Apakah dengan meninggalnya suami Tergugat | kekerabatan dengan
keluarga pihak suami langsung putus ? ;

Memmba_rl_q........,...,...?‘{.
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti  P-1 berupa surat ganti
rugi/Penyerahan hak atas tanah tertanggal 26 Mej 1968 atas tanah seluas 12,50
m x 50 meter dari Rakimin kepada tercatat Baulat Barus dengan harga
Rp.20.000.-( dua pulub ribu rupiab }, namun letak tanah tidak disebutkan ,oleh
karena bukti aquo tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat ;

Menfmbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akte Hibah No.18
tanggal 18 Juni 2002, yang dibuat dihadapan Adi Pinem, SH. Notaris di Medan,
membuktikan hahwa tanah seluas lebih kurang 1 Ha ( =atu heltar ) yang
tele%a& di Desa Kampung Lama, Dusun |, Kecamatan Hamparan Perak,
@ﬂp&&*ﬁ Deli Serdang, telah dihibahkan oleh penggugat kepada Daud Barus
"‘ahaﬂ' c‘ﬁeﬂut juga Daud imanuel Barus, bukti aque tidak dapat mendukung
: dalﬂ dalil gugatan Penggugat malah melemahkan ;

‘-.._.r

- .

- Menimbang, bahwa tentang bukti P-3 adatah berupa Akte Pengikatan
Jual 8eli No.8 tanggal 29 Maret Zﬂtﬂ4 yang dibuat dihadapan Peris Maha SH.
Maotaris di Medan, ditanda £angani oleh Penggugat, Tergugat LILII dan 1V atas
sebidang tanah dengan ukuran 6,2 m x 35 m = 217 M2 Yang merupakan
sebahagian tanah seluas 427 M2 sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.528
atas nama Penggugat, Suami Tergueat | alamarhum Daud Barus dan suami/
ayah kandung dari Tergugat 1,11} dan 1Y yang bernama Drs.B.Elieser Barus BA
kepada Drs.Sedia Ginting, bukti aquo tidak dapat mendukung  dalil-dalil
gugatan Penggugat, malah melemahkan, karena ternyata Tergugat 1 secara
tidak langsung bahwa Penggugat masih mengakui keberadaan Tergugat |
tersebut yang harus ikut menandatangani surat jual beli tanah dimaksud -

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 telah ternyata, bahwa
Penggugat adalab Abli Waris dari Almarhum Bolat Barus dan Almarhumah
Tangkelen Br.Tarigan, juga termasuk didalamnya sebagai ahli waris vaity Daud
Barus { suami Tergugat | ) dan Drs.B.Etieser Barus ( suami/ayah kandung dari
Tergugat Il dan IV ) ;

Menimbang, bahwa tentang saksi saks! yang diajukan oleh Penggugat
yaitu saksi Serayan Tarigan, saksi Bolah Barus, saksi Josua Ginting tidak ada
satu orang pun yang menjelaskan bahwa Tergugat | tidak terbak mewarisi
harta peninggatan suaminya Daud Barus yang telah meninggal dunia tanpa
meninggalkan anak/keturunan, malah saksi Ahli yang diajukan cleh Penggugat

YA ]
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yaru saksi Malem Ukur Ginting vang menyebutkan dirinya adalah orang yang
mengetahui Adat suku Karo menjelaskan bahwa seorang janda yang ditinepal
mati suaminya dan tidak mempunyai anak/keturupan tetap berhak untuk
menguasai dan memiliki harta peninggalan suami selama hayatnya sepanjang
yang bersangkutan belumn menikah dengan orang lain, tetapt kalau mau
menjualnya harus ada terlebih dahulu rembukan dengan keluarga suami ;

Mentmbang, babwa berdasarkan bukti T 11, T 1-2 dan T |-3 telah
ternyata bahwa Tergugat I telah menikah secara syah dengan Daud Barus atau
disebut juga Daud Imanuel Barus pada tanegal 10 Juli 1998, kemudian

: fneninggil dunia pada tanggal 22 Juni 2002 tanpa meninggalkan anak/
.- keturoman, sehingga satu-satunya sebagai Ahli Waris dari Amarhum Daug Barus
e ?'aq’u disebiit juga Daud Imanuel Barus adalah Tergugat | selaku isterinya ;

L] o

Ay g

"-‘*-:“‘_u‘_.._ Menimbane, bahwa berdasarkan bukti T 1 - 4 berupa Sertifikat Hak Milik
No.1250 tanggal 20 Juli 1995 telah ternyata bahwa tanah seluas 525 M2 vang
terletak di Jalan Bunga Sedap Malam, Desa Padang Sulan Selayang || adalah

milik dari Daud Barus { suami Tergugat | )

Menimbang, bahwa tentang bukti T -5 , T 1 -6 dan TI - 8 membuktikan
bahwa tanah seluas kira-kirm 217 M2 yang telah dijual oleb Penggugat
bersama-sema dengan para Tergugat harga vang tertera dalam Akte
Pengikatan Jual Beli sebesar Rp 34.720.000.- temyata uang yang diterima
Kolah Barus dari Sedia Ginting adalah sebesar Rp.165.000.000. -

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat ! vang tidak
dibantah oleh Penggugat, sehingga merupakan bukti yang sempurna, bahwa
atas hasil penjualan tanah tersebut diatas Tergugat | beium menerima haknya

/ bagian dari harga penjualan tanah yang sebenarnya ; .

-—

Menimbang, bahwa tentang bukti T | - 7 membuktikan bahwa Tangkelen
Br. Tarigan, telah menghibahkan 1 { satu ) pintu rumah tempat tinggal
permanent, terbuat dari dinding beton, lantai ﬁemen. atap seng berikut
dengan aliran lstrik dan saluran air leding serta hak-hak vang melekat
diatasnya, vang terletak di Jalan Parang 1 MNo,14 Medan,kepada Daud Barus,
bangunan mana didirikan diatas tanah setuas 570 M2 :

Menimbang, babwa berdasarkan bukti TIL NI dan IV -1 dan T 11,14 dan 1Y -
2 telah ternyata bahwa tanah yvane terletak di Jalan Mgumban Surbakti  Desa

SEmQQkata.,,,.,.,.,.,..,...ﬂ.
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Sempakata sebagai Hak Milik Rica Angelia Barus { Tergugat IV | yang
diperaehnya berdasarkan Hibah dari Penggugat dan para Tergugat lafnmya ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat i berrama Job
Tarigan antaralain pada pokoknya menjelaska bahwa, saksi pernah diminta
tolong oleh Penggugat Kolah Barus agar mauy membuiuk Tergugat | bersedia
menanda tangani Surat Penjualan Tanah, keterangan saksi tersebut adalah
bersesuaian dengan Bukti T i -5 dan T | -6 yang membuktikan bahwa untuk
penjualan tanzh seluas kira-kira 217 M2 kepada Drs.Sedia Ginting haruslah

: kim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat | yang ditinggal mati
anak/Keturunan, sejak ‘dari dahulli sampai sekarang ini masib tetap datam
kekerabatan keluarga suari'linya,_dan belum menikah dengan orang lain.maka
terhadap harta-harta yang ditinggalkan suaminya yang diperoleh baik dari

gminy2 Daud Barus, dimana selama perkawinan mereka tidak ada

pemberian/hibah dari orang tuanya maupun yang diperolehnya dengan cara
lain selama dalam perkawinan Almarhum Daud Barus dengan Dra.Srimodelina
Br.5embiring masih tetap dapat dikuasai oleh Tergugat |  selaky isteri yang
syah dari Daud Barus ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak berhasil
membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat-Tergugat berhasil
membuktikan dalil bantahannya, oleh karenannya gugatan Penggoeat cukup
beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat d.r /
Tergugat | d.k adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat d.r, /Tergugat ! d.k mengajukan gugatan
kepada Tergugat |, Il, Il dan IV d.r./Penggugat d.k. pada pokoknya adalah
bahwa Penggugat d.r/Tergugat ! d.k.adalah isteri syah dari almarbhum Daud
Barus atau disebut juga Daud Imanuel Barus vang meninnpal dunia pada
tanggal 22 Juni 2003 ;

Bahwa................,ﬂ«
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Bahwa dalam perkawinan Penggugat d.r./Tergugat | d.k dengan Daud
Imanuel Barus tidak dikarumiai anak/keturunan, sehingga Pengpugat d.r /
Tergugat | d.k patut dinyatakan Ahli Waris satu-satunya dari Almarhum Daud
Imanuel Barus ;

Bahwa semasa hidupnya Daud Imanuel Barus ada memitfki harta yang
shetnya dari pemberian/hibah kedua orang tuanya AlmarhumBolat Barus
T af@x\etpn Br.Tarigan yaitu :

: %;‘;:%ﬂjdhng tanah seluas 525 M2 tertetak di Jalan Bunga Sedap Malam,

;‘ 2, :iﬁlutbhqn Padang Butan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, yang

& ‘%,*dq‘peroléh berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian No.015/Desa
Padang Bulan Selayang I! /1996, tanggal 27 Januari 1996 diperbuat
dihadapan Mas Suprapto Siswopranoto SH. PPAT Daerah TK.Il Kodya
Medan, sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak  Milik
MNo.1250/Desa Padang Bulan}eiayang I;

2, Sebidang tanah ukuran 12,50 x 30 M berikut dengan bangunan yang
melekat. diatasnya,. terletak di Jalan Parang !, Kelurahan Kwala
Bekala,Kecamatan Medan Johor Kota Medan :

3. Sebidang 'I;anal'_l seluas +_ 1 Ha ( satu hektar ) terletak di Dusun |, Desa
Kampung Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang,
yang diperoleh berdasarkan Akte Hibah No.30 tertanggal 18 Juni 2002
vang dibuat dihadapan Adi Pinem, SH. Notaris di Medan :

4. Tamah seluas 105 mZ { 3x35 m ) yang merupakan sebahagian dari tanah
seluas 427 m sebagai mana Sertifikat Hak Milik Na528 vang terletak di
Keluahan Sempakata Kecamatan Medan Selavang Kota Medan ;

di

{:
-

Bahwa Tergugat lll d.r.Kolah Barus telah meminjam Sertifikat Hak milik
N0.1250 Desa Padang Butan Selayang 1§ atas tanab seluas 525 m2 atassnama
Alm.Daud tmanuel Barus atau Daud Barus pada tanggal S Januari 2005 hingga
saat ini belum dikembalikannya walaupun telah berulang kali diminta,
sehingga perbuatan Tergugat It d.r yang menahan-nahan Sertifikat Hak Milik
atas nama Alm.Daud Barus tanpa hak dapat digolongkan merupakan perbuatan
melawan hukum ;

Bahwa setanjutnya terhadap tanah seluas 105 m2Z { 3x35 m ) yang
letaknya berdampingan dengan tanah bagianTergugat Il d.r tuasnya juea
sama, yang merupakan sebahagian darl tanah seluas 427 m2 Sertifikat Hak
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Milik No.528, untuk meninggikan haga jualnya maka Penggugat d.r. sepakat
dengan Tergugat Il d.r. agar sama-sama dijual, maka datam Akte Jual Belinya
yang dibuat dihadapan Peris Maha $H. Notaris di Medan, dicantumkan harganya
Rp,34.720.000.-padahal sesungduhnya harganya adalah Rp. 165.000,000. -
sehingga bahagian Penggugat d.r, sebanyak Rp.82.500,000, - tetapi Tergngat |1t
d.r. hingga saat ini belum mebayarnya kepada Penggugat d.r. walaupun telah
EE{"‘}F“E kali diminta, sehingga perbuatan Tergugat Il d.7. tersebut merugikan

; ,,ffﬂw d.r. dan dapat digolengkan kepada perbuatan melawan hukum :

.',f;_-u .

:._w-_i It Henirnbang, bahwa atas gugatan Penggugat d.r. /Tergugar | d.k.

k tersebut diatas Tergugat d.r. /Penggugat d.k.membantahnya sebagaimana
tertantum dalam Repliknya tertanggal 26 Oktober 2005 yang pada pokaknya
mengatakan bahwa tidak benar Tergugat | d.k. /Pengugat d.r.berhak untuk
mewarisi harta peninggatam alm. Daud Barus, sepanjang harta tersebut
diperoleh atau berasal darf pemberian atau warisan | terkecuali harta tersebut
dipercleh /dicari bersama selama berlangsungnya perkawinan mereka.Bahwa
Penggugat d.r./Tergugat I gkl Juga tidak berhak untuk meminta bagian
Rp.82.500.000.-dari uang hasil penjuatan tanah seluas 105 M2 yang
merupakan sebahagian dari tanzh seluas 427 M2 sebagaimana dalam Sertifikat
Hak Milik No.528, sebab tanah tersebut dahulu adalah milik orang tua para
Prnagugat d.k./Terguat d.r, sehingga Tergugat | d.k/Penggugat dr. tidak
berhak, karena bukan sebagai Ahli Waris dari Almarhum golat Barus dan
Almarhumah Tangkelen Br.Tarigan ;

Menimbang, babwa untuk membuktikan  dalil-dalil gugatannya
Penggugat d.r./Tergugat ld.k. telah mengaiukan bukti surat tertanda Ti - 1
sampai dengan T I- 8 serta 1 ( satu ) orang saksi sebagaimana tercanturn
dalam Konpensi ; )

Menimbang, bahwa untuk menguatkan  dalil-dalil  sangkalannya,
Tergugat d.r./Penggueat d.k.telah mengajukan bukti surat tertanda P - 1 s/d
P- 4 serta 4 ( empat } orang saksi .5ebagat mana yang tersebut dalam
Konpenst ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam
pertimbangan hukum baglan Konpensi juga merupakan pertimbangan hukum
dalam Rekonpersi yame merupakan satu kesatuan yang tidak dapat
terpisahkan ;

Menfmbanq‘.............ﬂ-
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Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangksa dalam
konpensi bahwa Penggugat d.r./Tergugat | d.k. adalah merupakan isteri yang
syah dari Almarhum Daud Barus, yang meninggal dunia pada tanggal 22 Juni
2003 tanpa meninggalkan anak/keturunan, maka Penggugat d.r./Tergugat |
d.k. satu-satunva sebagai Ahli Waris dani suaminya Amarhum Daud Barus ;

Fﬁehimpang. hahya ithnsaimana wng }g{,ﬂn dipertimbangkan dalam
Hnnpﬁnsi, pahuq wq}mﬂy" Em;gat ﬂ.r.ngr‘ulat | d.k. gelah ditinggal mati
gk o ﬁi' j._ i mﬂ; ;pgmhw térsebut menjnggai dunia
: rl bungan jukerabatan antara Pengaugat
; -_; 2 11" yang bermarga Barus incassy
vg TR e“- £ qE :_jenggn Targugnt 11,11 dan 1V
i k. 2 ﬁ“ saa;t i ymg Eneﬁangkﬂtan belum pernah menikah dengan
" _' masih tetap mempertahankan marga suaminva dengan bergaul
sebagaimana layaknya menurut .Adat dan Kebiasaan yang berlaku dalam
lingkungan Keluarga maupun dalam masyarakat suku Karo. Oleh karenanya
Majelis berpendapat bahwa tidik ada atasan hukum untuk menyatakan bahwa
Penggugat d.r./Tergugat | d.k. tidak berhak untuk menguasai , mengusahai
seta memiliki segala harta peninggalan Almarhum Daud Barus selaku suam
syah dari Penggugat d.r/Tergugat | d.k. sungguhpun harta tersebut berasal
dari pemberian / hibah dari kedua orang tuanya, dan nyata-nyata bahwa tanah
maupun rumah yang menjadl objek perkara semasa hidupnya Almarhum Daud
Barus telah dikuasai dan dimiliki secara bersama-sama dengan Penggueat
d.r./Tergugal ! d.k. selaku isterinya yang syah ;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap harta berupa tanah seiuas
105 M2 [ 3x35 m ) ang merupakan sebahagian dan tanah seluas 427 m2
sebagaimana tercantum dalam setifikat No.528 yang terletak di Keturahan
Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, yang juga berdekatan dengan tanah
bagian Tergugat lll d.r./Penggugat d.k. (uasnya juga sama, yang telah dijual
kepada orang lain incassu Drs.Sedia Ginting atas kesepatan Penggueat d.r.
iTergugat | d.k. dengan Tergugat 1lid.r. untuk meninggikan harganya dijuat
secara bersama-sama , dengan harga sebenarnya Rp.165.000.000.- namun
dalam Akte Jual Beli dicantumkan harga tanah sebanyak Rp.34.720.000.- yang
dibuat dihadapan Peris Maha SH Motaris di Medan juga ditanda tangani oleh
Penggugat d.r./Tergugat | d.k. yang hingga saat ini Penggugat d.r./Tergugat |
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d.k. belum mendapat bagian dari Tergugat {I) d.r./Penggugat d.k. adalah
merupakan tindakan dan perbuatan Yang merugikan Penggugat d.r./Tergugat |
d.k. oleh karenanya Tergugat Il d.r. / Penggugat berkewajiban menurut hukum

untuk menberikan bagian Penggugat d.r./Tergugat | d k.sebanyak
Rp.82.500.000.- :

Menimbang, bahwa atas Sertifikat Hak Milik No. 1250 Desa Padang Butan

Selayang |l atas nama Daud Barus ataw Daud Imanue! Barus yang herada
ditangan Tergugat lld.r, /Penggugat 4.k. baruslah diserahkan kembali kepada
BB ~Agrg' Almarhum Daud Barus yaitu Penggugat d.r. /Tergugat | d.k., karena
3 R asan hukum bagi Tergugat Wl d.r. /Penggugat d.k. untuk menahan-

" I

. 'MMng, bahwa dari uratan dan pertimbangan hukum terurai diatas,
maka Majelis Hakim berpendapat serta berkesimpulan bahwa Pensgugat
dr f-Tergugat | d.k berhasii rﬁembuktikan dalil gugatan Rekonpensinya,
sebaliknya Tergugat-Tergugat d,r./Penggugat d.k. tidak berhasil membuktikan
dalil-dalil sangkalannya, oléh karenanya gugatan Penggugat d.r./Tergugat | dk.
Dapat dikabulkan untuk sebagian :

Mengingat Peraturan-Peraturan f{ain yang berkenaan dengan perkara
imi;
.. & & MENGADILI:
1. DALAM KOMPENSI :
A, DALAM EKSEPSI -
- Menolak Eksepsi Tergugat f, 11, ill dan IV untuk seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seturuhinya ;

H. DALAM REKONPEMSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonpensi untuk sebahagian ;
Menyatakan Penggugat d.r. adalah satu-satunya ahli waris yang sab dari
atmarhum Daud Barus atau Daud Immanuel Barus :

3. Menyatakan Penggugat d.r. adalah satu-satunya ahii waris yang berhak

i

terhadap harta peninggalan / warisan almarhum Daud Barus atau Daud
immanuel Barus berupa :

a. Sebidan [L
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a. Sebidang tanah setuas 525 m2 dikenal dengan Sertifkat Hak Milik Mo,
1250/Desa Padang Bulan Selayang Il atas nama Daud Barus atal Daud
imanue{ Barus yang terletak di Jalan Burga Sedap malam, Keturahan
Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dengan
batas-batas sebagai bertkut :

Sebelah Utara : dengan tanah untuk peiebaran ialan :
Sebelah Selatan  : dengan tanah M.120 :
Sebelah Timur T dengan tanah M. 1251,5U.7073/1995

belah Barat : dengan tanah M.1249.5U.7071 /1595 :

#h\seluas 105 m2 (3 m x 35 m) merupakan bagian dari tanah

3 27 o yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No, 528 yang

‘: Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota

,‘m sebetum dijua! kepada Drs. Sedia Ginting sebagaiman diikat
dengan Akte Jual Beli No. 8 tanggal 29 Maret 2004 :

c. Sebidang tanah £ 4 Ha, 'ifang terletak di Dusun | Desa Kampung Lama
Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, yang dikenal
dengan Surat Kéterangan tanah vang dikeluarkan Kepala Desa
Kampung Lama, tertanggal 03 Qktober 1989, vang diperoleh suami
Tergugat | d.k. / Penggugat d.r. bardasarkan Akta Hibah No. 20 yang
diperbuat dihadapan MNotaris Ade Pinem, SH, yang berawal dari
pertukaran dengan satu unit kedai berikut tanah pertapakannya yang
terletak df Jalan Jamin Ginting Medan yang semula adalah hak suami
Tergugat 1 d.k / Penggugat d.r. alm. Daud Barus atau Daud Imanuel
Barus ;

d. Sebidang tanah berukuran 12,50 m x 50 m berikut bangunan yang
berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Parang |, Kelurahan Kwala
Bekal, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : dengan tanah Mak Dasril.

- Sebelah Selatan  ; dengan Jalan Parang I.

- Sebelah Timur : dengan tanah Ali / Neken Ginting.
- Sebelah Barat : dengan tanah Kerani Ginting.

4. Menyatakan Tergugat | d.r, Tergugat Il d.r, Tergugat Ill d.r dan Tergugat
IV, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri teiah metakukan
perbuatan melawan Hukum (Onrechtmatige daag) ;

5. Menghukum...........,...ﬂ_
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5. Menghukum Tergugat Il d.r ataupun pihak lain vang mendapatkan hak
darinya untuk mengembalikan kepada Penggugat d.r atas Sertifikat Hak
Milik No. 1250 / Desa Padang Bulan Selavang [l atas nama Alm. DAUD
BARLIS atau DALD IMANLIFL BARUS ;

6. Menghukum Tergugat il d.r untuk menyerahkan kepada Penggugat d.r
berupa uang sebesar Rp. 82.500.000,- {delapan 'puluh dua juta lima
ratus ribu rupiah}, yang menjadi hak Penggugat d.r dari sebahagian hasil
penjualan tanah seluas 105 m2 (3 m x 35 m) yang merupakan
iebahagian tanah seluas 427 m2 termasuk dalam Sertifikat Hak milik No.

nclt&k gugatan Penggugat d.r / Tergugat d.k selain dan selebibnya ;

By
"3

b t\qmughukum Tergugat |, I, III dan iV, baik secara bersama-sama maupun
= gendiri-sendirt untuk rnemhayar ongkos yang timbul dalam perkara ini
sebesar Rp, 724,000, {tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) :

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan pada hari : RABU, tanggal 17 JULI 2006ibleh kami -
MARATUA RAMBE SH, sebagai Hakim Ketua, MINIARDI, SH, dan RUKMAN
HADI, SH. MSi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari
itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua tersebut dengan cidampingi oleh para Hakim anggota, dibantu oleh

BURHANUDDIN, SH, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat
dan Kyasa Tergugat-Tergugat,

N
iR LMi=bn 3 A GEOTA i KIM 2 TTUAT
RN o

PANITERA PriiGualTI
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PUTUSAN

Nomor : 229 /PDT/2007/PT-MDN.-
“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA *

s PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN, yang
memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat
banding, bersidang dengan Hazkim Majelis berdasarkan Peretapan  Keton
Pengadilan Tinggi Medan, tnggal 31 Agustus 2087, Nomor - 229
/PDT/2007 /PT-MDN - telth menjatuhkan putusan sehagai .beﬁku:._ dalam

¥
I3

K
1

Alamat Jalan Jamin Ginting No. 129, Kel. Kwala

Bekala, Kee. Medan Johor, Kota Medan
2. NURLIANA BR.BARUS, atsu disebut juga MULIANA Br. BARUS,

) umur 67 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan

[ LN

Pegawa: Negeri Sipil, alamat Jalan Parang 1 No 14,
Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan

3. KOLAH BARUS, umur 63 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswta,
alamat Jin. Ngumban Surbakt No. 17, Kel. Sgmpa-
kata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan :

4. NURHAIDA Br. BARUS , atay disebut juga NURHAIDA, urur 57 tahun,
agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
alamat Jatan Pales-2 No. 4, Lingkungan VII, Kel.
Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan,
Kota Medan ;
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Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :
1. KASMIN SIDAURUK, SH.

2. JENNER PASARIBU, SH. &
Masing-masing Advocad, Pengacara, Konsultan
Hukum pada Law Office : KASMIN SIDAURUK,
SH. & Associates, berkantor di JIn. Brigiend Zein
Hamid No. 47/49 Medan, berdasarkan Sura Kuasa
Khusus tanggel 01 Agustus 2005, semuls sebagai

P 1J - ] c i

LAWAN e E
+ agama Knisten, pekerjaan Tbu
Rumah tangga, alamat Jin. Parang [ No. 14, Kel.
Kwala Bekala, Kee, Medsn Johor, Kota Medan ;
Dalam hal ini diwakdli oleh kuasa hukumnya :
MINAR. SH. Advocad/Pengacan dari Law Office
LANGSIR GINTING & FATNERS., berkantor
di Jin. Kumango No.11 Kesawan Medan, berda-
sarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September
2005, semmin sebagaj TERGUGAT I, sekarang
sebagai TERBANDING | ;

dilis juga ROSLINA Br. GINTING SUKA, -
agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
beralamat di Jalan Parang 11 No. 13, Kel. Kwala
Bekala, Kecamatan Medan johor, Kota Medan, -
semulp sebs I UGAT II, se n

sebagal ...................



sebapai : TERBANDING 1] ;

3. IVAN IGNATIUS BARUS, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralg-
mat di Jalen Parang H No. 13, Kelurahan Kwala
Bekala. Kec. Medan Johor, Kota Meden, selakn
anak kandung / shli waris dari almarhum Drs,
B. ELIESER BARUS, disebut juga Almartum
BENAR ELIESER.BARUS, disebut juga Almar-

hum BENAR BARUS , semuis sebagai TERGU

i T If iTE ING III;

si mg&, GELEA BARUS , agama Kristen, pekejaan Mahasiswi, ber -

“'{x |_'

B L almnntd:.lln Parang [1 No.13, Kelurahan Kwala
e . ; Bekala, Kecamatan Medan Johor, Keta Medar

] i T UGAT IV, sekaran

i : TERR INGIV ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkes, berikut dengan semua  surat-surat yang

berhubungan dengan perkara in ;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta mempethatikan semua uraian tentang hal ini, yang termuat
Galarn turunan resmi pumisan Pengadilan Negeri Medan | tanggal 17 Juli 2006
Nemer © 31 9/PdeG/2005/PN-Midn.- yang amarnya berbunyi sebagai berik -
1. DALAM KONPENSI :
A DALAM EKSEPST :

- Menclak Eksepsi Tergugat 1, II, 111 dan TV uniuk seluruhnya
B.DALAM .. . ...
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B. DALAM POKOK PERKARA
- Menolek gugatan Penggugat untuk seluruhaya :
IL. DALAM REKONPENSI :
l. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi untuk sebahagian ;
Z. Menyatakap Penggugat d.r. adalah satu-satunys shli waris yang soh dari
almarhum Daud Barus atau Daud Immanuel Barus ;

3. Menyatakan Penggugat d.r. adalah satu-satunya ahli waris yang berhak

& 1250  Desa Padang Bulan, selayang [, atas nama Daud Barus
atau i')nud Immanuel Barvs, yang terletak di Jalan Bunga Sedsp
Malam, K.aiur;lun Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang,
Kota Medan, dengan batss-batas sebagai  berkut

- Sebelah Utara  : dengan tansh untuk pelebaran jalan ;

- Sebelah Selatan : dengan tapah M.120 ;

- Sebelah Timur  : dengan tanah M.1251.50.7073/1995
- Sebeiah Barat : dengan fanah M.1249.8U.7071/1995 ;

. Tansh scluas 105 m2 (3m x 3I5m) merupakan bagian dari tanah
seluas 427 m, yang dikena! dengan Sertifikat Hak Milik No.528,

W yang terletak di Kclurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang
Kota Medan, sebelum dijual kepada Drs. Sedia Ginting,
sebagaimana diikat dengan Akic Jual Beli No. 8 wangeal 29 Maret
2004 ,

¢. Schidang tanah + 1 Ha, yang terletak di Dusun 1, Desa Kampung
Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, yang
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dikenal dengan Surat Keteramgan Tanah, yang  dikeluarkan
Kepala Desa Kampung Lama, teranggal 03 Oktober 1989, yang
diperoleh suami Tergugat I d.k. / Penggugat d.r. berdasarkan Akte
Hibah No. Z0 ,- yang diperbuat dihadapan Notaris Ade Pinem. SH.
yang berawal dari pertukaran dengen satu unit kedai berikut tansh
periapakannya yang terletak di Jalan Jamin Ginting Medan, yang
semula adalah hak suami Tergugat [ d:k. { Penggugat d.r. Almarhum

h[}aud Barus atan Daud Immanuel Barus ;

II'F"ll

E ?f?nﬁatamya,mgtmiﬁakdﬂalm?mgl Kelurahan Kwala
: Bei:.aln, Kee. Medan Johor, Kota Medan, dengan batas-batas

- Sebelah Utara  : dengan tanah Mak dasril ;

- Sebe]ahﬂetn;nn : gdengan Jalan Parang [ ;

- Sebelah Timur  : dengan tanah Ali / Meken Ginting ;

- Sebelah Barat  © dengan tanah Kemni Ginting |

4, Menyatakan Tergugat 1 dr., TergugatV d.r., Tergugat I dr. dan -
Tergugat IV baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah mela
kukan perbuatan melawan hukum ( Onrechtmatige daad ) ;

3. Menghukum Tergugat IIl d.r. ataupun pihak lain yang mendapatkan hak
darinya untuk mengembalikan kepads Penggugat dr. atas Sertifikat Hak
Milik Mo, 1250 / desa Padang Bulan, Selavang IT atas nama Alm, DAUD
BARUS atau DAUD IMMANUEL BARUS ;

6. Menghukwn Tergugat III d.r. untuk menyerahkan kapada Penggugat d.r.
berupa nang sebesar Rp.82.500.000.- {delapan puluh dua juta lima tatus
ribu rupiah} yang menadi hak Penggugst d.r. dari sebahagian hasil

penjualan tanah seluas 105 m2 ( 3m x 35m ) yang merupakan sebshagian

-----------------------
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tanah seluas 427 m2 termasuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 528 :

7. Menolak gugatan Penggugat d.c. / Tergugat d.k. selain dan selebihnya ;

+

NI. PALAM KO NSI DAN ENSI :
- Menghukum Tergugat [, 11, I1] dan IV, baik secara bersama-sama MApun
sendiri-sendin untuk metbayar ongkos yang timbul dalam dalam perkara

inj sebesar Rp. 724.000.~ (tujuh ratus dua pulih empat ribu repiah)

Membaca Akte Banding Nomor: 121/2006.- yang diperbuat dan

'-:_iimga tangani oleh M. KR A M L |, SH., Paniters pada Pengadilan Negeri

I,.;'ﬁ.j . Medan. }rang menerangkan bahwa pade tanggal 25 Juli 2006, Penggugat /

mana telah
d:bcnmhukan kcpada Para Tergugat I $/d IV / Terbanding [ s/d TV, masing-
masing pada tanggal 21 Pebruari 2007 ;

Membaca Memori Baading yang diperbust dan ditanda tangani
oleh kuasa hukum Penggugat / Pembanding bertanggal - Pebruari 2007 sera
diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tangeal 22 Pebruari
2007, Memori Banding mana telzh diberitabukan dan salinannya telah
diserahkan kepada Tergugat I / Terbanding I, pada tanggal 02 Maret 2007,
serta kepada Tergugat 11 s/d IV / Terbanding II s/d IV masing-masing pada

tanggal 01 Maret 2007 :

Membaca Kontra Memorl Banding yang diperbuat dan ditanda
tangani olch kuasa hukum Tergugat I / Terbanding I, bertangpal 14 Mei 2007,
serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeti Medan pada tanggal 16 Mei

2007, Kontra Memori Banding mana, telah diberitahukan dan salinannya
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telah diserahkan kepada Penggugat/ Pembanding, melahyi luasa hukumnya pada
tanggal 18 Juni 2007, serta kepada Tergugat I &/d [V / Terbanding ([ s/d IV,

mesing-masing pads tangpal 18 Juni 2007 :

Membaca 5 (lima) Relas Pemberitshuan Kesempatan Membaca
Berkas, masing-masing bertanggat 22 Pebruari 2007, 11 April 2007, 22 Pebruari
2007, 22 Pebruari 2007 dan tsnggal 22 Pebruari 2007, Nomor
319/Pdt.GR2006/FN-Mdn.- yang menerangkan bahwa kepada masing-masing

kuasz hukum para pihak yang berperkara telah diberitabukan akan haknya inink

. membaea berkas perkars dikepanitersan Pengadilan Negeri Medan, dalam
enggang '.ﬁfa.k':u 14 {ematl belas) ban sebelum berkas perkara dikirim ke
-Pengadilan Tinggi Medan, ferhitung setelah tanggal Risalah Pernberitahuan

" “tersebut diatas : 4"

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari  Para Penggugat /
Pembanding diajukan oleh kuasa hukumnys dalam tenggang waktu dan dilakukan
dengan cara serta felah memenuhi syarat-syarat scbagaimana yang ditentukan
dalam Undang Undang, oleh karena mana, permohonan banding tersebut dapat

diterims :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh berkas perkara dan
Memori Banding Para Penggugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding
Tergugat 1/ Terbanding !, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan
pertimbangan hukum dan putusan Hakim tingkat pertama dengan alasan serta
pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah :

1.Bahwa .................
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1. Bahwa para pihak adalah Suku Batak Karo yang tunduk pada Hukum Adat
sebeguimana didalilkan oleh Para Penggugat ;

2. Bahwa orangtua Para Penggugat / Pembanding , mertua dari tergugat 1, 11,
kakek nenek dari Tergugat [11, IV / Para Terbanding bemama Bolat Barus
(almarhum) meninggalkan harta warisan schagaimana dirinci dalam dalii-
dalil gugatan disebut objek sengketa ;

3. Babwa objek sengkets seraus berasal der harta warisan, ywitu dari aysh

Para Penggugat dan harta bawaan deri Thu Para Penggugat yang sekarang

dikuasai oleh Tergugat | / Terbanding 1 sclaku istri { janda ) dari almarhum

almarhum Daud Barus dengan itrinys / Tergugat 1/ Terbanding
pempunysi anak keturenan dalam perkawinannya ;

Menimbang, bahwa setclah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti
secara seksama puiusan Pengadilan tingkat pertams yang menolak Eksepsi dari
Tergugat LILII dan IV / Terbanding IILMT dan IV, berpendapat bahwa
perimbangan dan putusan a quo sudah tepat dan benar, dengan demikian
Pengadilan Tinggi mengambil alihnya sebagai pertimbangan sendiri, oleh karena
itu putusan dalam Eskepsi tersebul dapat dipertahanksn dan dikuatkan ; .
DALAM POKOK PERKARA

' Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugst / Pembanding adalsh supaya

\ harta warisan yang berasal dari Bolat Barus dan harta bawaan istri Bolat Barus
bernama Tangkelen Br. Tarigan yang dibawa kedalam perkawinan almarhum Daud

Barus dengan Dru. Srimodelina Br. Sembiring / Tergugat | / Terbanding I, harus
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dikembalikan kepada zsalnya, berhubung tidak ada ansk keturunan dari almarhum
Dmmmdnhmmkmwhmﬂysdmgmﬁlwgu”fahmdingl tersebut |

Mquﬁnm bahwa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan bukti
surat P-1 5.4 P4 dan 4 {empat) orang saksi, sedangkan Tergugat [ / Terbanding 1
mengsjukan bukti TI-1 s/d TI§ dan Pars Tergugat ILILIV / Terbanding |
mengajukan bukti surat bertands TILILEV-1 &d T.ULIILIV-2 dan I(satu) orang
saksi ;

Menimbang, banwa dalil Para Penggugat / Pembanding yang menystakan

Daud Barus almarhum dalam perkawinannya dengan Tergugmt [ /

,_‘;_ niihg | tidak mempunysi keturunan, tidak dibanta oleh Para Tergupat /
"‘I'i?ln 'S —
Tefbanding ;

Menimbang, bahwa T::rguglt 1/ Terbanding 1 hanya merupakan ahli waris
sebagal janda yang hanya berhak atas harta pencaharian si suami sampai dia mati,
atau ménikib Jagi atau menikah lagi denga !aki-laki lain, akan tetap; terhadeap harta
asal yang diperoleb Daud Immanuc] Barus almarhum karena warisan dari orangtua

menurul Hukum Adat dan sesuai dengan Undang Undang Perkawinan, harus
kembali kepada budel semula ;

Menimbang, bahwa selain dari harta dari kakek marga Barus, ternyate-dan
objek sengketa ada vang berasal dari Ibu Para Pengguga / Ptm’bnndi:zg. yaitu
Tangkelen Br. Tarigan, sehinggs menurut adat Batak, harta tersebut mutlak
merjadi milik yang akan jatuh kepada anak beru, tidak boleh melenceng menjadi

milik Tergogat [ / Terbanding I sebagai menantu ;

Menimbang, bshwa benar Hukum Nasional tentang warisan sampai kini

belum tercapsai, karena masyarakat Indonesia masih letsp dapat wnduk kepada

Hukum Adut masing-masing Suku bangsa, in casu Adat Batak Xaro
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_ Menimbang, bahwa karcna Para Peopgugat / Pembanding melalui bukt-
bukti dan keterangan saksj-saksi dibawah sumpah meperangkan bahwe benar obyek
sengkesa beresal dari orang ma mercka, bapak Bolat Barus almarhum dan Tho
Tangkelen Br. Tarigan, harus dikembalikan kepada budel semula untuk dibagi
kepada para shli waris Bolat Barus almarhum den istrinya Tangkelen Br. Tarigan,
yaitu Para Pengpugat / Pembanding m‘m@n Para Tergugat IILIV /
Terbanding MYV ; samun mengenai tuntutan dari Penggugat /Pembanding
Wmmzlﬂmmm&uﬂxmdﬁwﬁm
& mﬁfiﬁm SHM No. 528, karena sudah diberikan dengan sah kepada Tergupat-

|

i }Mwmmmmmmhk
2| "{:& o

|

\Jmmhmg. balwn pesbuatan Tergugat | /Terbanding ! yang menguassi
' mm-sumntasub]tky:ngkeummknmpmmjdenmpmahhms

dari Bolat Barus dan Tangkelen Br. Tarigan almarhum, adslah perbuatan melawan
hukum yang dapat merugikan para ahli waris ;

i Menimbang, bahwa Tergugat I / Terbanding I dibukum untuk
| mengembalikan surat-surat objek perkera sengkela kepada budel warisan, untuk
dengan Hukum Adat Bamk Karo, bila periu dengan bantusn para pengetua adat,
demi kedamaian keturunian slmarhum Bolat Barus dan almarhumah Tangkelen Br.
Tarigan ;

Menimbang, bahwn berdasarkan pada pertimbangan diatas, maka gugatan
Para Penggugat / Pembanding dikabulkan untuk scbahagian dan menolak yang
selebihnya sebagaimana teririci dalam amar putusan ;

DALAM REKONVENSI :
Menimbang, .............
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Menimbang, behwa apa yang sudah dipertimbangkan Dalam Konvensi,
merupakan suatu kesatuan dengan pertimbangan untuk gugatan Dalam Rekonvensi,
baik mengenai bukti-bukti surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat UTerbanding | dalam membuktikan
Zugatan Rekonvensi mengajuken bukti surat T-1 s/d T-8 serta [{satu} oramg saksi,
namun Hakim Banding tctap berpedoman kepada kebenaran bukti-bukt dem saksi-
saksi Para Pemggugat / Pembanding yeng telah membenarkan bahwa objek
sengketa adalah budel warisan dari orang tua Para Penggugat / Pembanding,

'sqlﬁngﬁgusam Dalam Rekonvensi harus ditolsk seluruhnya ;
Mégimbang, bahwa olch karena Para Tergugat / Terbanding berada dipihak
ol ) :
yang. kakh, maka hirus dihukum untuk membayar biays perkars dalam kedus
tingkat peradilan, beik dalam tibgiat banding maupun dalam tingkst pertama ;
Mengingat pasal-pasal dari Undang Undsng, RBg serta Peraturan-

Peraturan Hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :
- Menenma permohonan banding dani Advocad / Pengacara : Kasmin Sidauruk,

—_—

! 5H. , dkk, bertindak untuk dan atas nama : NGAYAMI BARUS, DKK. / P:fm
Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding terseba:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 17 Juli 2006,
No. 219/Pdt. G/2005/PN-Mdn.- yang dimohonken banding ;

MENGAD]LI SENDIR] :

e A L

DALAM KONVENSI :
DALAM EKSEPSI :
- Menolak Eksepsi Para Tergugat / Terbanding untuk seluruhnya ;
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>

. ay a —e. ]

PALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat / Pembanding untuk sebahagian |

* Menyatakan dalam bukun tansh den bangunan yang diperoleh Almarbum
Daud Barus ( Dand Immanue| Barus ) berdasarkan warisan pemberian dan

|
|

hibah dari Alarhum Bolat Barus dean Almarhumah Tangkelen Br, Tarigan
vang terdiri dari -

a. Sebidang tanah seluas 525 m2 (lima ratus dua pulub lima meter persegi) ,

"dengan tansh M.120 ;

- Sebelah Timur : dengan tansh M.1251.SU.7073/1995

6 - Sebelsh Barat  : dengan tansh M.1249.SU.7071/1995 -
Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1250 / Desa Padang Bulan,
Selayang Il ;
b. Sebidang tansh dengan nkuran 12,50 M x 56 M berikut bangunan yang
melekal diatasnya terletak di jalan Parang I, Kel. Kwala Bekala, Kec.
Medan Johor, Kota Medan, dengen batas-batas sebagad berikut :
: - Sebelah Utara dengan tansh Mak dasril ;

- Scbelah selatan dengan Jalan Simpang ;

- Sebelah Timur dengen tanah ali / Neken Ginting :

- Sebelah barat deagan Kerani Ginting ;

Sesuai dengan Surst ganti Rugi Penyershan Hak Ates Sebidang Tansh
tertanggal 26 Mei 1968 antara Alm. Bolat Barus dengan Rakimin :

c. Sebidang tanah + 1 Ha (lebih kurang sutu Helaar), terletak di Dusun |,

Hak istri ..., Immanuel Julius, FH Ul, 2011



i ra,

13

Desa Kampung Lams, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupsten Deli

Serdang, Prop. Sumut, dengan batas-batas sebagai berikut

- Scbelsh Utera dengan tanah S. Sitanggang |

- Sebelah Selatan dengan tanah Hitan Nipah ;

- Sebelah Timur dengan tapah K. Sinulinggs ;

- Sebelah Barat dengan tansh K. Sinulingga ;

Sesusi dengan Sumt Keterangan Tansh dibawah tangan, bermaterai cukup

tertanggal 03 Oktober 1989 yang diperbuat Kepala Desa Kampung Lama,
/*/:-.. < tercatat atas nama TANGKELEN BR. TARIGAN ;
i 3 vﬁdﬂhmhnkmmbuhaknmmmmmmm
o hurufa, b, ¢ tersebut diates, adalsh Para Penggugat / Pemban-

ergugat IT1,IV / Terbanding LIV , scbagai ahli waris yang masih
hidup dari Almarbusn Bolat Barus dan Almashumsh Tongkeler Br.Farigan

& - Menyatakan tindakan Tergugat 1/ Terbanding [ yang tidak bersedia menyerah-
kan semua surst tanah dan bangunan tersebut dalam hurufa, b, ¢ tersebut di
atas, adalah perbuatan melawan hukum { Onrechimatige daad ) ;

- Menghukum Tergugat I/ Terbanding I untuk meayerahkan segnla surat tanah
dan bangunan yang tersebut dalam heruf a, b, ¢ diatas dalam keadasn baik dan
sempurna tanpa sesvatu beban apapun juga, kepada Para Penggugat / Pemban-
ding sebagai shii waris daii Almarhum Bolat Barus dan Almarhumah
Tangkelen Br. Tarigan, yang untuk kemudian diperpunnkan sebagaj dasar
membagi warisan tersebut kepada para abli waris ;

- Menghukum Tergugat 1/ Terbanding I untuk menyerehkan sebidang taash
dengan ukuran 12,50 M x 50 M dengan batas-batas seperti tersebut dalem
huruf b dan bangunan distasnya, tertetsk di Jalan Parang I, Kelurahan Kwala
Bekala, Kec. Medan Joher, Kota Medan, dalam keadsan baik dan kosong,
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kepada para Penggugat / Pembanding sebagai ahli waris yang masih hidup
dari Almarhumn Bolat Barus dan Almarhumah Tangkelen Br. Tarigan, untuk
kemudian dibagi kepada semus ahli wans ;

- Menyatakan uang hasil penjualan tanah seluas 217 M2 dari bagian tanah seluss
seluas 427 M2 dalam Sectifikat Hak Milik No. 528, yaitu vang scjumlah
Rp. 34.720.000- ( iga puluh empat juta tujub ratus dua puluh ribu rupiah )
adalah hak Para Penggugat / Pembanding bersama-sama dengan Tergugat -

LIV, ! Terbandding I11.TV yang harus dibagi oleh semua ahli waris ;

- Menghukum Tergugat 1, II1, FV / Terbanding I1, II. IV untuk mematuhi isi
putusan dalam perkamini ;

+~Menolak gugatan selain dan selebihnyn ;

S -

- Menolk gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat | Dalam Konvensi/
Terbanding 1 untuk seluruhnya ;

DAL 1 DAN DAEAM REKONVENSI :

« Menghukuwn Tergugat [ Dalam Konvensi / Fengpugat Dalam Rekonvensi, Ter-

gugat 11, TH, IV Dalam Konvensi / Para Terbanding metnbeyar biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar

Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
HakimjrengadilanTinggiMedan,pndahnri: R ABU, tanggal ; 12 DESEMBER
2007, oleh Kami : ELSA MUTIARA NAPFPUPUTT: SIT 12Km Tingg, peds-

_—"'##‘-“-
Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, 1. AL L
LUHULIMA, SH.MH. dan ASPAR SIAGIAN, SH. masing-masing selaku
Hakim Hakim Anggota, putusan mana, pada hari itu juga diucapkan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Xetua Majelis, dengan
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dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serte dengan dibentu oleh :
YUDI AGUSTINI, SH. Panitera Muda Perdata pada Pengudilan Tinggi Medan,

selaku Panitera Pengganti, akan fetspi tampa dihadiri olch para pihek yang
berperkarm maupon kuasanya.-

HAKEM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MATELIS,
= PANITERA PENGGANTI,
On H
1. Materaismm? . | . Bpo 6000.-
2. Rodaksi ..... S0 Rp.  3.000.-

Yamiah : Rp. 110.000.-

[ — — —
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PUTUSAN
NOMOR: 12 K/PDT/2009

DEM| KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGLUNG

memeriksa petkara perdata dalam tingkat kasasi relah memuiuzkan schagai berikut
dalarm perkara:

Dra. Srimodeling tr. Sembiring, bertempar cinggal di Jalan Parang | Mo,
14, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dalam
hal ini mermberi kuasa kepada: 1. Langsir Ginring, SH., 2. Eyonst Sitepy, SH.,
Advokat {Peradi) Mo, B.B7, 10041 dan A 96. 10092, berkantor di Medan, Jalan
Kumango Mo, 11 dan Jalan Kapiten Patimura Mo, 415, Medan;

Pemohon Kasas! dahulu Tergugar |/ Terbanding L;

\ Melawar:
Mgayami br. Bargg, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting No. 129,
Kelwrahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kora Medan;
Murliang br ‘Barus, bertempat tinggal di Jalan Parang | Mo. 14, Kefurahan
Kwalz Bekala, Kecamaten Medan Johor, Kota Medan;
Kolah Barus. bertempat tinggal di jalan Ngumban Surbakri No. 17,
Kelurahan Sempakata, Kecamatan Meday Selayang, Koda Medan;
MNurhaida br. Baruz, bertempat tinggal di Jalan Paies 2 No. 4, Lingkungan

¥Il. Eclurahan Simpang Selayang, Kecamaran Medan Tuntungan, Kota
Medan;

Para Termohon Kasast dabhulu para Penggugar/Pembanding:

dan:
Roshina Ginting arau Reslina be, Ginting Suka;
Ivan {gnatius Barus;

Rica Angelia Barus, ketiganya bertempar tinggal di Jalan Parang [T No.
13 Kelyrahan Kwala Bekala, Kecarmztzn Medan Johor, Kota Medan;

Para wrut fermohen Kasasi dahulu Tergugat [0, I, dan I¥/para Terbanding:

Mahkamah Apung tersebur;
Membaca surat-surar yanyg bersanghkutan;
Menimbang, bahwa dari surar-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para

Termohobn Kasasi dahuiu schagai para Penggugar relah menggugal sekarang
Pemohan Kasasi dan para turut Termeohon Kasasi dabwlu sebagai para Terguga
di muka peraidangan Pengadilzn Negeri Madan pada pokaknya atas dakil-dalil:

Behtwa orang tua Penggugat alin. Botar Barus meninggal pada tanggal 23
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Juli 1978 dan-alm. Tangkelen b Tarwan meningpal pads wnggal 03 Januari 19%5
mempuriyar anak-anak kandung sebagai abli wans yang sah, yatu:

1) Ngayami br, Barus; ;
2] Mutlilam br. Barus atau discbut jupa Mulized br, Barus;

[ 3} FKolah Barus; b

st 4) Drs. B Elieser Barus, BA. disebun jupa Benar Elieser Barus. dischui jusa
: Eernar Barus; "

' 5} Murhaidah br. Barus disebul juga Murhaida; dan
1
I &) Dauwd Barus disebuon juga Naod Iinmanoel Barus.

Sesuai dengan Penetapan Pengadilan MNegert Kelas 1-A Medan Mo 582/Pdo Py
1992/PM.Mdn tertanggal 0! Juli 1992 jo. Sukat Keterangan Nomor 001/ 135KDY
KB/2001 1erianggal 15 Januari 2001 vang diperbuat cleh Kepala Kelurahan Kuala
Bekala;

Bahwa pada ranggal 02 Agustus 2002 Drs B Elieser Barus meninggal dunia
.“,?-,,'-'“- i dengan meninggalkan istei: Roslina Ginting ditulis juga Roslina br, Ginubg Suka
Ty : {Tergugan 1) dan anak kandung sebagai ahli waris Tvan Tgnatius Barus (Tergugar
+HE) dan Rica Angelia Barus (Tergugar 'V);
o Bahwa pada tanggal 12 Juni 2003 3lm. Daud Barus meninggal tanpa.
I' meninggaikan keturonan dart istringa Do, Srinvodeling br, Sembiting (Tergugat
yd Lk
« Bahwa semasa hidvpnya sim. Daud Barug ada mempercleh harra yang berasal
dari harea peninggalan 2lm, Bolar Barus dan almh. Tangkelen Taripan, yaing:
|. 4] Sebidang ranah seluas 525 m! (lima ratgs dua puluh lima meter persegh
; torlctak di Jalan Bunga Sedap Malam, Kelurahan Fadang Bulan, Kecamatan
Medan Selayang, Kota Medan, dengan baras-batas sebagai berikun
Sebelah Urara dengan Tanah untuk Pelebaran Jakan;
Srbclah Selatan dengan Tamah BM_T20;
= Schelab Timur dengan Tanah M 1251, SUL.7073/1995,;
Sebelah Barar dengan Tanah M, 1249, SU.YO7 170995,
Yang diperol=h alm, Daud Barus berdasarkan Akia Pemisahan dan Pembagian
Mo, {115/Desa Padang Bulan Selayang 1171996 tanggal 27 Januari 1996
diperbum di hadapan Mas Suprapta Siswopranota, SH. PPAT Kodya Medan,
sebagaimana tercamunt dalam Sercifikar Hak Milik Mo, P250/Tesa Padang
Bulan Scelayang I;
BY Scbidang tanah dengan ukuran 12,50 m x 500m berikur bangunae yang melekat
o atasnya werletak di Jalan Parang [ Mo, 14 Kelurahan Kwala Bekala, Kecamalian
Medan Johor, Eora Medan dengan batas-laatas sebazai berikoe:

Sebelah Utara dengan tanih Mak Dasnil;

Hak istri®3.] HeisBiveer el preeg) /o611

Sepetah Selatan dengan [alan Simpang:
- Sebelzh Timur dengan tanah AliMNeken Gibuing,
- Sebelzh Barar dengan tanah Kerani Ginting;
i Milik alm, Bolat Barus sesuai dengan Surar Gantl Rugi Penyerahan Hak dtas
| Sebicdang Tanah tertanggal 26 Mei 1968 antara alm. Bolat Barus dengan -
- Rakimin, tanah dan bangunan tersebur sekarang dikuasai oleh Tergugat Il )
£) Sebidanp tanah seluas = 1 ha {lebih kurang satu hektar) terletak di Dusun |,
Desa Kampung Lama, Kecamaran Hamparsn Peradc, Kabupaien Deli Serdang,
Provinsi Sumut dengan batas-batzs sebagai berkut:
- Sebelah Ui dengan ranah 5. Sitanggang:
- Sabelah Selaran dengan tanzh Hutan Nipah;
- Sebeiah Timur dengan tanah K. Stnulingga;
- Eebelah Barat dengan tanzh K. Sinulingga;
Milik zlmh. Tangkelen br. Tarigan sesuai dengan Surat Keterangan Tanah di
bawah tangan bermeterai cukup terranggal 03 Okrober 1989 yang diperbuat
#epala Desa Kampung Lama; tercatat atas nama Tangkelen br. Tarigan. Tanah
erseburdipercleh alm. Davd Batus berdasarkan Akta Hibah Mo, 30 Tanggal
1% Juni 2002 vang diperbuat di hadapan Adi Pinem, SH., Notaris di Ko j
edan. g

Bahwa tanah-ranah maupun bangunan yang terschut pada angka ¢ dalam

|i gugaian ini Bukan berasab dari pencaharian bersama antarz alm, Daud Barus
dengan Tergugat | terapi berasal dard harta peninggalan alm. Bolar Barus dan ]
¢ almh. Tangkelen br. Tarigan sehingga menurut hukum harta-harta tersebut bukan |

i marupakan barta bersama alm, Daud Barus dan Tergugar | (Vide Pasal 35 A)rat
\-5) Undang-Undang Mo. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan); )

Bahwa Pasal 35 Ayar (2) Undang-Undang Mo. 1 Tahun 574 rentang
Petkawinan dikwip sebagal benkut:

“Harto bowaan gt masing-masing suami oan st don hare bende yang diperoiel
maing-mesing sehogol hodfah otou warsan odoieh df baws ) peppurasoon mesing-
masing seporjang paro pikek tidak prengntiskan foin

Bahwa menurut Hukum Adar yang saat ini masib hidup dalam prekitk
kehidupan masyarakac suku “Batak Kare®, harta-harta yang dibawa ke dalam
perkawinzn olch suami atua istri, yang berasal dari warisan, pemberian atau hibah
dari grang tuanya harus kembali kepada orang ruanya maupun keturunan deri
mana barang tersebut berazal apabila suamifisti yang membawa harta warisan
maupuh pemberian tersebul meninggal dunia tznpa meninggalkan keturunan
tanak); 2

Bahwe alm. Daud Barues ridak ada mempunyai anak atau keurunan dari
perkawinannya dengan Tergugat b, maka seswai dengan Hukom Adat suku “Bacak
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Karo" 1anah dun bangunan sebagaimana disebutkan di atas pada angka 4 gugatan
ini kembali menjadi Harta Pusaka/Peninggalan aten. Balac Barus dan almi, Tangkelen
br. Tarigan, sedangkan Tergugat 1 tidak berhak atas harta-haria tersebut karena
Tergugar L bukan keturunan alm. Bolat Barus dan almh, Tangkelen br. Tardgan;

Bahwa dengan demikian berdasar dan beralasan menurut hukum apakita
Penggugat memohon kepads Pengaditan Neger Kelas 1-:A Medan agar RENyIEAkan
dalam hukum harts-hara yang diperoleh alm. Daud Barus {disebut juga Daud
kmmanuel Barus) berdasarkan warisan, pembertan arau hibab dad alm. Boka
Barus dan almh. Tangkelen br. Tacigan sebagaimana tersebut pada angka 4 gogatan
ini adalah merupakan harta pusaka arau peninggalan 2im. Bolat Barus dap atmh.
Tangkelen be. Tarigan;

Bahwa karena hania-harta sebagaimana disebuikan di atas pada arigka 4
gugatan ini kembalt menjadi harta pusaka/peninggalan orang ua Penggugat maka
beralasan menuruc hukum spabila Penggugat mohon agar Pengadilan Neger: Kelas
I-A Medan menyatakan dalam hukom Tergugatr T tidak berhak atas harachana
pada angka 4 gugaran tersebut dan selanjutnya mehan pula agar dinyatakan dalam
hukum yang berhak atas harte-harca rersebuor adatah keturunan alm. Bolar Barus
dan almh. Tangkelen br, Tarigan yang masih hidup sebagsi zhli wazis yang szh
yaitu Pinggugar serca Tergugat 1 dan Tergugat 1Y (Tergugar 111 dan Tergugar IV
dalamn gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai pengganti almarhum Drs. B, Elicser
Barus, BA).

Bahwa terhadap haria-harta sebagaimana dischurkan di atas pada angka 4
gugatan inj oleh Penggugat telah meminta agar semua surat-sural yang berkenaan
dengan tanah-tanah \ersebur yang berada di rangan Tergugat | diserabkan kepada
Penggugar sebagai ahli waris 2lm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan,
akan tetapi Tergugat 1 vidak bersedia memberikannya;

Bahwa saar fni harta werisan alin. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan
berupa sebidang tanah dengan ukuran 12,50 m = 50 m berikut bangunan yang
melekat di atasnya rerletak di Jalan Parang | Kalurahan Kwals Bekala, Kecamarans
Medan Johot, Kotz Medan, berada dalam penguasaan Tergugar I sehingga scharus-
nya discrahkan kepada Ahli Waris alm. Bolat Barus dan atmh. Tangkelen br, Tarigan,
akan tetapi Tergugat | tidak bersedia menyerahkannya walaupun telah beberapa
kali diminta cleh Penggugar

Bahwa tindakan Tergugal | yang tidak bersedia menyerahkan semua surat
haria-harta sebagaimana disebutkan di atasepada angha 4 pugatan ini, dan ddak
menyerahkan penguasaan sebidang tanab dengan ukvran 12,50 m x 50'm berdkut
bangunan yang melekat di atasnya terletak di Jalan Parang | Kelurahan Kwala
Erkala, Kecamawan Medan Johor, Kors Medan, kepada Penggugat selaku ahli waris
alm. Bolat Barus dan almh. Tengketen br. Tarigan, relah bertertangan denpan
hukuim sehingga Tergugar [ dapat dikaregorikan 1elah melakukan perbuatan
melawan hukum (oarehcimarigedaand) .
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Babwa karena Tergugar 1 telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan
tuwkurn maka beralasan apabila Penggugat mohun agar Tergugat 1 dihukum unruk
menyerahkan segals surat-surar tanah dan bangunan sebagaimana disebotkan
pada angka 4 gugaran ini dalam keadaan batk din sempurna tanpa suatu beban
apa pun juga kepada Penggigat s#bagai ahli waris dari alnt. Bolat Barus dan slmh.
Tangkelen br, Tarigan:

Bahwa demikian puls beralasan menurit hukum apabila Penggugat mohon
agar Tergugat I dikukum untuk menyerahkan sebidang tanah dengan ukuran 12,50
in x 50 ra berikus bangunan yang melekar di atasnya terletak dt Jalan Pamang 1
Kelurshan Kwila Bekats, Kecamatan Medan Johor, Kora Medan, dalam kezdaan
baik dan koseng kepada Penggugat sebagai 2hli waris yang masik hidup dar alm,
Belai Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan;

Bahwa selain harta-harta tersebuc di atas alm. Bolat Parus dan almh.
Tangkelen pr. Tarigan juga ada meninggalkan harta warisan vaitu sebidang tanah
seluas 427 m?® (empat rarus dua puluh tujuh meter persegi) terlerak di Kelurahan
Sempakatz, Kecamatan Medan Selayang, Kotz Medan dengan baras-baras sebagdi
berthkut:

- “hcbelah Utara berbetasan dengan Jalan;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M.720;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanab M.720;
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah MNegara:

Tanzh mana semula atas nama Tanigkelen br. Tartgan dan eelab ditecbitkan Sercifikat
Hak Millk Mo 524 atas nama Ngayami Beru Barus, Nurliana, Kolah Barus, Drs.
B. Eheser Barus, BA., Murhaidah dan Erauvd Immanuel;

Bahwa alm. Daud Rares meninggal dunia dengan tidak meninggalkan
kerurunan maka bagian barea warisan alm. Dawd Barus serta tanah Sectifikar 528
kembali menjadi harta pusaka/peninggatan slm. Bolat Barus dan almb. Tangkelen
br. Tarigan yang merupakan hak ahli wartsnya yang masih hidop;

Bahwa sebahagian dari tanah seluas 427 m* sesuai dengan Sertifikar Hak
Milik Mo. 528 sebahagian tanak telah dijual oleb para Abli Waris alm. Bolar Barus
tian almb. Tangkeien be. Tarigan seluas 217 m? {duz ratus tujuh beizs meter persegi}
kepada Drs. Sedia Ginting dengan harga Rp 34.720.000.- {tiga puluh empar juta
tujub ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai Akta Pengikaran joal Beli No, 8
tertanggal 29 Maret 2004 diperbuat df hadapan Peris Maha, SH., Notaris di Medan:

Bahwa karena sebagian tanah Serrifikat Hak Milik No, 528 12/ah dijual seluas
217 nr* {dua ratus tujuh belas micter persegi) oleh zhli waris orang tua Penggupat
waka hasil penjualan sebesar Rp 34.720.000.- {tiga puluh empai juta wjub ratus
dua pulch ribue repiah) dan sclisib tanah seluas 210 m? (dua raws sepulih mster
persegi} menurut hukum adalah hak para ahliwaris alm. Balat Baros dan zimh.
Tangkelen be. Tangan akan retapi rernyata Tetgugat | memaksa apar mendapar
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bagian dari hasil penjualan tanah tersebur. Permintazr Terpugar I rersebul cidak
dipenuhi Penggugat karena Tergugar 1 bukan merupakan ahll waris alm. Bolat
Barus danvalmh. Tangkeben be. Tarigan maka beralasan menurut hekam Pengadilan
Meger Kelas 1-A Medan menyatakan dalam hukom Tergugat T tidak berhak atas
uzng sebesar Rp 34 720,000, - (tipa puluh empat juta tajuh ratus dua puluh vibo
rupiah) hasil penjualan tanah seluas 217 m? dari bagian tanah seluas 417 m? dalam
Servifikar Hak Milik No. 528,

Bahwa dengan demikian terhadap sebidang tanah sesuai Senifikat Hak Milik
Mo. 528 tersebut, Penggugat becdasar dan beralasan hiemohon agar Pengadilan
Meger Kelas -4 Medan menyatakan dalam hukem tanab sefuas 210 m@ {dug
rarus sepulub meter persegi} yang merupakan siza darl luas ranak sesuai dengan
Sertifikat Hak Milik Mo, 528 atas nama Wgayami br Baros, Nurliana, Kolah Barus,
Drz. B. Elieser Bayus, BA., Nuthaidah dan Daud Imsmanuel adalah harca pusaka
atau peninggalan darl afm, Bolat Barus dan almb. Tangkelen br. Tarigan:

Balrwa lkarena tanah sefuas 210 m# (dos mius sepulub meter persegl) vang
merupakin sisz dati luas tanah sesuai dengan Sertifikar Hak Milik Mo, 528 adalah
hatra warisan {bpedel) dan alm. Bélat Barus dan almh. Tangkelen bre Tarigan
sedangkan alm, Daad Barus refah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak/
ketwrunan mzka berdasar dap beralasan menurut hukem apabilz Pengadilan
Megeri Kelas 1-A Medan menyatakan dalam hukom ranah sefuas 210 m? {dua
ratus sepuluh meter persegi) vang merupakan sisa dan bagian dari tanah seluas
427 m? sebagaimana tercanmum dalam Seprifikar Hak Milik No. 528 adalah kak
Penggugst dan Tergugat L) dan Tergugat IV sebagai ahli wars yeng masih -hidup
dari alm. Bolat Barus dan-almh. Tangkelén br Targan;

Bahwa dengan demikizn beralasan pula Penggogar moban agar Pengadilan
Negeri Kelas I-A Medan menyaiskan dalam hukum vang sebesar Rp 34, 720.000,-
(tiga pulub empar juta tojuh ratus dua pulul Bbo rupiah] hasil penjualan tanah
geluas 217 m@ sesual dengan Aka Penpikaran Jual Beli Mo. 18 rerranggal 29 Maret
2004 diparbusrt di hadapan Peris Maha, SH., Motaris di Medan, tanah mans me-
rupakan bagian dari carah seluas 427 m? sébagaimana tercanmum dalam Servifikan
Hak Milik No. 528 adalab hak Penggugst dan Tergugat |1 dan Tergugat 1Y sebagai
ahli warisyang masih hidupdari alm. Badat Barus dan almb. Tangkelen br Torvigan:

Bahwa Penggugat khawatir Tergugar | akan menjual, menghibabkan atau
melakukan tindakan lainnya yang bermaksud mengalibkan stau mengagunkan
tanah-tanah dan bangunan eebagaimana disfbutkan paus angka 4 gugaan ini,
miaka beralasan menurur hukum apabila Tergugat | mohon agar Pengadilan Neger
Kebaz 1-A Medan celetakan sita |aminan {coservalmr beslag) [erhadap:

a) Sebidang tanab seluas 525 m? (lima ratus dua puluh lima meéter persegi)
terlerak di Jalan Bunga Sedap Malam, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan
Medan Selavang, sesoail Sertifilkar Hak Milik Wo. 1250/Desa Padang Bulan
Selayang 11,

Hak istir b e et e e P 7011

b Schidang Tanah dengan ukiran §2,50m x 50 m berikut baogunan yang melekat
di atasnya verletak di Jalan Parang | Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan
Johor, Kota Medan, sesuai dengan Surat Ganti Rugl Penyerahan Hak atas
Sebidang Tanah tertanggal 26 Mei 1968 antara alm. Bolar Barus dengan
Rakimin;

£} Senidang tanah seluas * | ha (Jebih kurang satl hekear) erletak di Dusun 1,
Diesa Kampung Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang,
Provins] Sumut;

Bahws Peoggugat khawatir akan iktikad fidak baik Tergugat 1 terhadap
pelaksanaan putcsan dalam perkara ini sehingga parur menurur hukum Tergugar
| dihukum untuk membayar gang paksa (dwangsom} sebesar ki 200000, {dua
ratus ribu Tupiah} seviap hari zpabila Tengogar [ lalai melaksanakan i8 putusan
yang berkekuaian hukom tetay dalam perkara ini;

Bahwa, gugatan ini berdasarkan bukei-buke surar yang autentik dan
berdasarkan Fakra-fakra vang kebanarannya tidik disangkal kebenarannys cleh
Tergugar | dan Tergugat II, maka berdasarkan dan beralasan menurut hukum
dalam perkara ini dapat dildksanakan dengan seria ferta {uirvoerbaar bij voorraad)
walgopun ada verzet, banding atau kasass,

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebue diatas Penggugat mobon kepada
Pengadilan Negerl Medan agar memberikan putusan sebagai berikut

PRIMIAIR:
I Mengabulkan gugatan Penggugal unuk selurubnya;

2. Menyarakan sah dan berbargs sita paminan {rensrvator teslng) yang ielah
diletibkan dalam perkara ino:

3, Menyatakan dalam hukum tanah dan bangunan yang dipercleh alm. Daud
Baruy (dischut juga Daud Lnmanuel Barus) berdasarkan warisan, pemberian
atiu hibah dari alm, Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan yang cerdiri
dari;

2} Sebidang ranah seluzs 525 m® (Iimaratus dua puluh Lma meter persegi}
terletak di falin Bunga Sedap Malam, Kelurahan Padang Butan, Kecamatan
Medan Selayang, Kota Madan dengan baras-batds;

- Sebetah Utara dengan tanah unruk Pelebaran Jaian;

- Sebelah Selatan dengan tanah M.120;

- Sebelzh Tirmur dengan Tanah M, 1251, SUJ.7073/1995,;
- Sebelah Barar dengan Tanah M. 1248, 5U.7071/1955;

Sesuai depgan Sertifikar Hak Milik Mo 1250/Desa Padang Bulan Selayang
Il

b} Sebidang Tanah dengan vkuran 12,50 m x 50 m berikut bangunan yang
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melekal di atasnya terierak di dalan Farang | Kelurshai Kwals Bekala,
Kecamatan Johor, Kota Medan, dengan batas-baras sthapar berikur:

- Sebelah Urara dengan ranah Mak Drasril;

= Sebelab Selatan dengan Jaian Simpang,

= Sebelah Timur dengan tonah Ali/Neken Cinting:

- Gebwlah Batag dengan tanah Kerani Ginting;

Sesual dengan Syrat Gant| Rugi Penyernhan Hak 4l Sebidang Tanay
tertanggal 26 Mei 1968 antarz alm. Bolar Barys dengan Rakimin,

) Scbidang tanah seluas = 1 ha (Jebih kurang satu hekear) terlecak df Dusun
l. Desa Kampung Lama, Kecamaian Hamparan Perak, Kabupaten Del;
Serdang, Provins! Sunint dengan baras-batas:

Sebelah {tars dengan tanah 5. Sitanggang,
= Secbelah Selatan dengan €anzh Hyutan Niﬁh.
- Sebelab Timur dengan tauah K Sinulingsa;
- Hobelah Barat dengan tanah K, Sinu!ingga;

Jesugi dengan surat ketetangan tanah di bawwah tangan bermerera cuikup
tertanggal 03 Okrober 1989 yang diperbinat Kepala Dess Kamipung Lama,
tercater atas nama Tangkelcn be Tarigan adalah merupakan harta pusaka
atau peninggalan alm: Bolor Barus dan dlmhb Tengkelen b, Tarigan;
Menyatakan dalam hukum Tergugas [ tidak berhak atas tanah dan bangunan
yang tersebur dalam Peritum angka 3 {tiga) diatas;
Menyatakan dalars hukum yang berhak a1as tanab dan bangunan Yang lerzebun
dalam Petitum angka 3 {tiga) di atas adalab Pengpugar, Tergugar Il dap

Tergugat IV sebagal ahli warls ¥ahy masth hidup dari alm Bolar Barus dan
almh. Tangkelen by, Tarigan;

Menyataian dalam hukum tindakan Tergugar I yang tidak bersedia menyerah-
kan semua suret tanzh dan tidak menyerahkan bangunan dalam Pagivum angka
3 (eiga) tersebun diatas adalah Perbuatan melawan hukom fonrehctmatigedagdy,
Menghukum Tergugat | unegh mienyetahkan sepata surar tanab-tanah dan
bangunan yang tersebur dalam Petionm angka 3 (tiga) di atas dalam Feadaan
hask dan sempurna tanpa suaty beban apa pun juga kepada Penggugar sebagal
ahli warts dari alm, Bolat Barus dan almh. Nangkelen br. Tarigan,
Menghukiom Tergugar | uniuk menyesahkan Sebidang tanah dengen ukuran
12,50 m x 50 m dengan baras-baras tersobur dalam Petirum angha 3 fuga)
husuf botersebut diacas adatzh bangunan yang inetekar dl Atasuya terletak dj
lalan Pérang | Kelurahan Kwala Bokala, Kecamatan Medan foher, Kota Medan
dilam keadaan baik dan kasony kerada Penggugat sebagni ahli waris yang
imasih hidup dani alm. Bolaw Barus dan alish, Tangkelen br. Tarigan:

Monyarakan datam hukum fangh selugs 210 m? fdoa rarus sepulub mewer

Hak 84 Yord feradinn & Jthusvbirzith, 2011

persegt) terlerak di Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Sclayang yang
merupakan sisa dan bagian dari tanah seluas 427 m? dalam Sertifikar Hak
Milik Mo, 528 adalzh harta pusaka atwu peninggalan dan alm. Bolse Barus
can almh. Tenghelen b, Tarigan;

tD. Menyarakan dalam hukum tanah seluas 210 m? (dua ratus sepuluh meter
persepi} yang merupakan sisa dan bagian dari ranah oseluas 427 m? dalam
Sertifikat Hak Milik No.528 adalah hak Penggugat 111 dan Tergugnar IV sebagai
ahliwaris yang masih hidup dart alm. Solat Barus dan glmh. Tangkelen br.
Tarigan;

V- Menyatakan dalamy hukum sang hasi! penjoalan tanah seluas 217 m? dar
bagian tanah seluas 427 m? dulam Serrifikac Hak Milik No. 528 sebesar
Bp 34.720.000.- (tiga pulub empat jua cujub racus dua puluh ribu rupish),
adalah hak Penggugat, serra Tergugar 11 dan Tergugar IV sebagai zhll waris
yang masih hidup dari alm, Bolat Barus dan zlmh. Tangkeien be. Tarigan:

12+ Menyatakan dalam hukom Tergugat | ridak berhak aras uang hasi] penjualan
tanah seluzs 217 m? diri bagian anah seluas 427 m? dalam Serdfikar Hak
Milik Mo, 528 sebesar Rp 34.720.000,- {tiga puluh empar jura wjuh rarus
dua pulof ribu rupiah);

13 Menghukum Tergugar T untuk membayar uang paksa {dwangsom) sebesac
Bp 200.000,- {dua ratuszibu rupiah) setiap hari apabila Tergugar 1 lala: melak-
sanakaty isi potusan yang beckekuaran hukom tetap dalam perkars ini

14 Menyatakan dalam hukum putusan dalam perkars ini dapar dilaksanakan
dengan sertz merta {witvaerbagr bnf voorread) walaupun ada verzer, banding
atau kasasi;

15, Menghukum Tergugat |, Tergugsr 161, dan Tergugat IV untuk mematuhi is)
putusan dalam perkara |nj;

it Menghuknm Tergugat I untuk membayar biave yang timbul dalam perkara
i,

SUBSIDAIR:
Dalam perzdilan yang baik mohon purssan yang seadil-adilnys.

Menimbang, bahwa terhadap pugatan tersebur Tergugar T mengajukan
eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dafil-gali! sebapai berskr:

DALAM EKSEPSE;
Tentang gugatan Penggugar Kabur (Ohscuur Libel)

1. Bahwa adapon dalil gugaran Penggugat kabuy dan tidak jelas, karens wnraca
dalil dengan peritum yang dimohonkan tidak selaras;

2. Bahwd, di fain hai dalam gugaran Pengguga: mengatakan Tergugar | "bukan"
ahliwaris dari suami Tergugar | bernamia Daod Berus atav discbut Paud



Immanuel Barus dan ridak dapat menerima bagian atas harta peninggalin
alm. Bular Barug dengan almh. Tangketen br, Tarigan, yaite ibu mertua Tergugar
I-dan Tergugat 1T yaita orang twa kandung dar pars Penggugar, akan tatapi
didain dalil yeng fain Penggugst mendalilkan canah seluas 210 m? sisa sebagian
dari tanah seluas 427 m? dari Sertifikat Hak Millk Mo, 528 agar diretapkan
menurut bukurm menjadi atas nama MNgayami Barus, Murlizgha be Barus, Kelzh
Barus, Murhajda br. Barus ie. Pesggugar. Daud-mmanve] Barus ic. Suam;
Tergugac | dan Dws. B. Elieser Barus ic. Suami dan ayah dari Tergugar i, Ji,
dan 1V dari harta peninggalan alm. Bolar Barus dengan almb. Tangkelen be.
Tarigan {(mohon libat dalil gugatan buthr ke-g3:

Bahwa, dalam petitum butie ke-10 Penggugal memohonkan kepada Pengadilan
Negeri Medan agar Tergogst [ dinyarakan tidak berhak atas harta peninggalan
alm. Bolat Barus dengan almb. Tengkelen br. Tarigan dan menyarakan dalam
hukum ying berhak keturonannya yaitu Pengpugar serts Tergugat 111 dan
Tergugat 1V selaku shli waris/anak kandung alm. Brs. B. Elieser Barus:

CALAM REKONVEMSE

1
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Bahwa dalam Rekomwvensi in kedudukan Dra. Srirmodeling br. Setnbiring e,
Tergugat | dk. disebun Penggugar ¢, Ngayami Barus ic. Penggugar d.k.
digebut Tergugat | d.r, Nurltana br. Bargs atau Muliang br. Barusic. Penggugar
ok, disebur Tergugar I1 d.r., Kolah Barus i Penggugar d k., dissbur Terpugat
I d.r, dan Murhaida br Barus atay Nurhalda e Penggugat .k disebut
Tergugat 1V dir,

ﬁahwa hal-hal yang velah Pengpugar dor kemokakan dalam konvenst dianggap
luga telab dimasukkan dalam rekonvens: int dan merupakan sacu kesaman
vang tidak terpisahikan;

Bahwa, seperti yang telzh dikemuokakan dalam kanvensi bahwa alm. Daud
Barus atan Davd Immanue! Barus, yang eelyh meninggal dunia pada tanggal
22 Juni 2003 hanya meninggalkan satu-satunya zhli waris yaitu Tergugat |
d.k./Penggugat J.r. selaku isidoya;

Bahws, oleh karena ptu pawit dimohonkan agar Penggugat oo dinyatakan
sebagai ahli warls satu-satonyy yang sah dari alm, Daud Barus atau Daud
Imtnanuel Barus; '

Bahwa, alm. Daud Barus atau Daud Immanuet Barus yang telah meninggal

p2da tanggal 22 Juni 2003 ada meninggalkan harta benda sebagaimana juga

divraikan Targugat |, IL 1N, 1% d.r. di aiaranya berupa:

a Sebidang 1anah seluae 525 mt dikenal dengan Sertifikar Hak Milik Ny,
1250y Dvesa Padang Bulan Selayang |l a.n. Baud Baras stee Daud knmanuel
Barus yang rerletak di Jalan Bunga Sedap Malam, Kelurshan Padang Bulan,

Kecamatan Medan Sebayang, Xota Medan, dengan batas-baiss sebagal
berikur:

Sebelah Utara dengan ranab untuk pelebaran jalan;
Sebelah Selatan dengan tanah M-F20:

Sebelah Tlrnur depgan tanah M. 1251.50.7073/1995;
Sebelah Barar dengan cinah M. 124950, 707 1/1995;

b, Tapah geluas 105 m* {3 mox 35 m) merupakan bagian dari tansh sefuas
427 m yang dikenal dengan Sertiikar Hak Milik Mo, 528 yang, terlecak di
Kefurahan Sempakara Kecamaran Medan Selayang Kota Medan;

¢ Sebidang tanah = | ha, yang terlessk i Dosun I Desa Kampung Lamad
Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, dikenal surae
kererangan ranah vang dikeluzrkan Kepala Desa Karnpung lama tertanggal
03 Ckrober 1989, yung diperoleh suami Penggugar dor berdasarkan Akia
Hibah Mo, 10 vang diperbuar di hadapan Notaris Ade Finem, SH., yang
berawal dari pertukaran dengan saru unit kedai berikut tanah pertapakan-
nya yang retletnk di Jalen famin Ginriag Medan yzihg semula adalah hak
swami Perggugat dr. alm. Divd Baros atau Daud Immanuel Barus

d. Sehidang tanah berukuran 12,50 m x 50 m berikut bangunan yang berdin

¥ di stasnya yang teretak di Jalin Farang [, Keluraban Kwala Belal, Kecamaian

Metfan Johor, Kota Medan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah Mak Dagril;y

- Sebelah Selaran dengan Jalan Parang §;

Sebelab Timur dengan tanah Ali/Meken Ginting:
Sebalah Barat dengan tanah Kerani Ginting:

Bahws, oleh kurena ito patot dimohonkan kepada majeliz hakim agar Penggu-
gar d.rdinyatakan sebagat satyu-serunys ahli wans vang berhak mutlak terhadap
harta benda peninggatan alm. Daud Bar)is atay Daod [menange] Baros {suami
Penggugat d.r.) sebagaimana yang relah disebutkan dan diorikan pada pain
4 gub (a) s/d (d) di aras;
Bahwa, Sertifikst Hak Milik Mo, 1 250/Cesa Padang Bulan Selayang 11 amas
sebidang canah seluag 525 m® sebagaimana disebutkan padz poin 5:sub (2)
tersebut di atas, pada ravggal 0F Januar] 2005 relah dipinjam aleh Kolah Baros
ic. Tergugat d.r, dari Penggugar d.r. dengan alasan pada wakin iro uneuk
mengurus ganti rugi kepada Pembko Medan atas sebagian tanah SHM No
1250/Desa Padang Sulan Selayzag 11 tersebur yang reckena pelebaran Jalan
Kara Medan;
Bahwa, ternyata hinpgga saat inf vang ganei vogl peleharan jatan tidak jelas,
fuga Tergugat I d.r. tidak mau mengembalikan SHM Mo, 1250/Desa Padanp
Bulan Selayang Il a.n. alm. Daud Barus Zrau Daud Immanuel Barus kepada
Penggugat dr. walzupun Penggugat dictelah berulang kali memintanya;
fahwa, perbuatan Tergugat 11 dor. yanp tdak mau mengembalikan SHM No,
1250/Desa Padang Bulan Selayang [ a.n. alm, Davd Barus arau Daod Immanoed
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Barus kttpada Penggupat d.r. terselbun dapat Penggugal dor golongkan sebagai
perbuatan melawan hukum {onrehtmatipe daad);

. Bahwa, glch karena itu patut dimohonkan agar Tergugat 11 dor dan plhak

vanyg mendapatkan hak dacinya agar dihulwm ontok mengembalikan kepada
Fenggugar d.r herupa Sertifikar Hak Milik Noo 1250/0esa Padang Bulan
Selayang Il an. alin. Daud Barus ataw Daud Immanuel Barus sebidang tanah
seluas 525 m? yang terlerak di Jalan Bunga Sedap Malam, Kelurahan Padang
Bolan, Kecamatan Medan Selayang, Kotz Medan; .

Bahwa, terhiadap tznah seluds 105 m® £3 m % 35 m) peninggalan alm. Gaud
Baruz-atau Dapd Immmanuel Barus yang terletak berdamipingan dengan tanzh
baglan Tergugat 11T d.r. dan luaseya joga samd yang merupakan sebagian tanah
seluas 472 m? rermasuk dalam Sercifikar Hak Milik Mo 1250 apar nildi fualnya
lebih vinggi, [alu oleh Tergugar 111 d ». dan Penggugat d.r, dijoal secara bersama-
sama kepada pihak lain dengan hargasesungguhinya sebesar Rp 165000 000,
namuon untuk roenghindarl besarnya pembavaran pajak vang dikenakan
terhadap penjualan tanah tersebur maka dalam Akta Jual Beli Mo, 8 tanggal 29
Marer 2003 dibuar di hadapan Norards Pors Maha, SHL, vang ikur ditandstangani
oleh Pengpupat dor. harga jualnya dicantumben sebesar Rp 348 720000,

Bahwa, ang penjugian tanah tersebun sebesar B 165 000000, - vany menerima
adalal Penggugar d.r/Tergugar 11 d )., bal ini sesuai dengan kuitansi tandz
rerima evianpgal 08 Apnl 2004,

Bahwa, vuang darl hasil penjoalan tanah sebesar Rp 165.000 000, tersebul
dibagi rata antara Penggugat dor. dengan Tergugat dr yaite serengah unrok
Terpugat ll dr.sebesar Rp 82 500.008, - dan setengah lagi untuk Pengeopat
dirsebesar Rp 82 500,000,- namun ternyata Tergugat 10 d.r hinggs saat ind
udak pernah menyerahkan uang vang menjadi hak Pengguear d.r walaupue
Fenggugad d.c ieiah berulang kail memintanys,

Bahwa, perbuatan Tergugar 14 royang tidak ik meayershkan kepada Peng-
BugaL d.r-stas vang sebesar Rp 2.500.000,- yang menjadi bak Penggugar d.r
juga dapal digolongkan sebaysi suatu perbudizn melawan hukem,

Hahvan, oleh karena [t parut dimohonkan agar Penggugar dok./Terpupat Ul
d . dihokum ok meayerahkan kepada Tergugat [ dk./Penggugat d.r aras
wang sebesar Rp 82.500,000,- vang menjadi hak Penggugar dor

a

Bahwa, sesengguhnya perbuaian Tergugat 11 d.r. yang tidak mau mengembali-
kan Serifikal Hak Milik Ne. 1250/Desa Fadang Bulan Selayang N an alm.
Daud Barus atau Dawd lmmanvel Bartes dan tidak mau menyerahkan wang
sebesar Rp 82.500.000,- yang menjadt hak Penpgupgar d r. pada ranggal 29
Marer 3004 jclab Pengguzal d.e. laporkan/adukan kepada pibak kepolisian
(Paltabes MS) denpan dugaan penggelapan dan penipuan sehagaimana Jiator
dalam Pasal 372 KUHFidana dan Pasal 378 KUHPidana;

Baliwa, atas lapmandpengaduan tersebat Tergogat M dor o colah sempar dicshan
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di Poltabes M5, lalu setelah Tergugat W) dir. mengsjak Penggoga dir unfyk
menyelesaikan permasalahan tersebut secars damai/kekelusrgasn akhirnya
penshanan atas din Tergougat dor ditangguhkan,

Bahwa serelah penahanan Terpogar 111 d.r ditangguhkan, rernyata Tergugat
11 ¢ 7. bukan untik menyelesatkan secara kekelugrgaan/damzi nhtuk menye-
rahkan kepada Penggugat . atas Sertifikar Hak Milik Mo, 1250/Desa Padang
Bizlan Selayang Ll a.n_alm. Daud Barus atad Craud Immanuel Barus dan uang
sebesar Bp 82,500,080, yang menjadi hak Penpgugac doe, akan tecapi secara
bersama-sama dengan Tergugar 1, 1, dan IV d.r menggugat Penggugar dor
dengan alagen yang tidsk béerar dengan tijuan unok-cetap iNgin menguasdi
Sertifikar Hak Milik Mo, 1250/Desa Padeng Bulan Sclayang 11 an: alm. Daud
Barizs atay Caud Inonanuel Barus dan vang sebesar Bp 82.500.000,-;

Bahwa perbuatan Tergugar 111 dor. yang wecap ingin menguasat Sertifikar Hak
Milik Mo, 1250/Desa Padang Bulan Selayang II dan menguasal vang sebesar
Rp 52.500.000.- yang menjadi hak Penpgugat dr. dengan cara mengajukan
gugaran perdara dalam perkara ini, juga dapar digoiongkan sebagai perbuatan
aelawan hukums;

Bahwa perbuaran Tergugat |, I dan 1V d.r yang ikl meagajukan gugatan
perdata dalam perkarz ini agar Tergugat H1 dor. dapat menguasai Serifikaz
Hak Milik No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang 1T dan menguasat wang
sebesar Rp 82.500.000,- yang tenjadi hak Penggogat d.r. juga dapar digolongkan
gebagal perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan Tergugat L 1L W, dan 1Y d.r yang meoggugat Penppugar
dr yang tudak benar (ersebur atzu berrentangan dengan hukum, akibainya
Pengegugat d.r. menjadi rereekan batin dan hatinys merasa teraniaya, yang
seyogianys sromng jandd haros dilindungi bokan sebaliknya;

Bahwa oleh karows Hy Penggogar dr. parut menuntut ager Tergugad I, 11,
111, dan I¥ d.r. baik secars bersama-sama atan sendiri-sendiri- dihukum
prtuk membayar gand kerugian moril kepada Penggugat d.r. scbesar
Rp 10.000.000.080,- (sepuluh milisr rupiah) atau eejumlah yang patut
menutul hakim;

Bahwa patut dimohonkan juga agar Tergugar ), 11, 1, dzn [V d.v. Baik secara
bersama-sama artan sendini-sendici dihokum untok membayar vang paksa
{dwangeom) setiap harinya sebesar Rp 10.000.000 - (sepuluh jura rupiah) aiau
sejumlah yarg patt menuro majelis hakim, bila Tergugac &, 1L 111, den IV
d.r. lilai memenuhi putusan hakim dalam perkara ini y2ng menurut hukum
eelih dapar dijalankan aial welab berkekuaian hukpm tetap, terhitung sejak
Tergugat |, it, {11, dan IV d.r. diznggap lala) hingga Tergugat | 0L, 2L dan IV
d.r. memenuhi putusan hakim dimaksud;

Bahwa untok medjamin agar pogaran vekonvensi ni terpeauhi di kKemudian
hari, maka parut dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara
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ini untak - melerakkan sita jaminan ronsrvaiorbeshag] torlebib dabulu rerbadap
harta benda milik Tergugar 1, 17, 1T, dan [V deoerviama:

« 1 {sau) bangunan rumah empat dnggal berikut rangh peredpakaniya
milik Tergugan | dor. yang terletak di Jalan Yamin Ginting No. 129 Kelurahan
Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johoi, Kota Medan;

- 1 {sary) bangunan rumah tempar Gopgal berikut tanah perrapakannys

enilik Tergugat 1l dir. yeog tertetsk di Jalan MNzumban Surbakid Mo
Kelurahan Sempakata, Kecamaian Medan Selavang, Kota Medan;

-1 fsatw} bangunan rumah tempac tinggal berikut @nah pertapakannyg
milik Tergugar Il dir. yang rerlerak dl Jakin Ngumban Surbakii No.17
Kelurahan Sempakara, Kecamztan Medan Sclayang, Kota Medan;

1 (satu) bangunan rumah tempat tinggal berikut tanah pertapakannya

milik Tergugat IV d.r yang werlerak di Jalan Pales-1l Ao.d Lingkdngan V1T

Kelurahan Simpang Selayang, Kecamarat Medan Tuntungan, Kota Medan;

25 Bahwa patut jugw dimahonkan agar Tergogar I, 11, (11, dan IV dor. baik secars

bersama-sama maupun sendin-sendin dihokLm membavar ongkos perkara
yang timbul dalam perkara ini:

26. Bahwa oleh karena gugatan rekenvensi inl didukung oleh bukti-bokd yang

kuat dan cientik, maka pawt dimohonkan agar majelis hakim menjarubkan

purusan dalam rekonvensi Ini dijelankan rertebih dahulu, walaupun ada
petlawanan, banding staupun kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1, Il dan IV
menpajukan eksepsi dan pugaran balik (rekonvensi) pada pokokoya atas dalil-
dalll sebagai berikur
A, Dalam Eksepsi;

1. Errorfn Persona:

- Bghwa ditariknya Tergugan [1 11, dan 1V ke dalam gugaran sebagai
Tergugat adalah tidak topat, karena tidak ada pernah perselisihan
(pereengkarany dalam hal perobagian harta penimggatan pewaris (alm.
Bolat Bares dam &lmb. Tangkelen br. Tarigan) ancarz ahli wars Th
dalam gugatan Penggugee tidak ada satw dalil pun yang menyebutkan
apa hibungan hukum antara Penggugae dengan Tergugac 1), 1 TV
dengan demikian telah menyalali hukum acara perdata yang menen-
tukan “Penpgogat dalam mengajukan gugatannya haros meraga mem-
punyat hak dan ingin menunturmya atao ingin menpercahankannya™.

- Bahwa dengan demikian, Penggugar Lidak mempunyai kepentingan
hukusn yang cukup dan layak vang memadi dasar yuridis daripada
gugatannya, cleh karena ito tayak secara hukum kalau gugatan
Penppugat dinvatakan adak dapar direrima:

Hak isth*€ | YRIABHEEN Niide emas P20 1 1

- Bahwa yurisprudensi MA-RT menyatakan “Peaggugal atay Tergugat
yang tidik mempunyai hubungan hukum tdak baleh divarik ke datam
arus gugatan”;

2. Persena Siandi in fudico:

- Bahwa gugatan Penggugat 4l saru sisi didasarkan pada Hukum Waris
Barar, hal ini dwpac dilihat pada hataman 1 (satu) dalam halaman 2
(doa) gegarannya, yakni: -...on pada halaman 1 (satu) "....aen
dengan demikisn untuk dan atas nama serta kepentingan dari:

1] Ngayami Barus, umur 69 Tehun, Agama Kristen, pekerjaan Guru,
alamat Jalan Jamin Ginting, No.128, Kelurahan Kwals Bekala,
Kecamatan Medan Johor, Kota: Medan;

3} Nurliana bi. Barus, atau discbut juga Mulizna be. Barus, umur
67 Tahun, Agama Kristen, peketjaan Pensiunan Pegawai Negeri
Sipil, alarnat Jalan Parang 1 Mo. 14, Kelurahan Kwala Bekaiw,
Kecamaran Medan Jobos, Kota Medan;

31 Kalazh Barus, wmar 63 Tahun, Agama Kristei. pekerjsan
.. Wiraswasra, alamat Jalan Mgumbian Surbakti Mo, 17 Kelurzhan
-+ Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Fera Medan;

4} Nurhaida br. Barus atag disebot jugs Nuchaida, umur 57 Tahun,
Agama Kristen, pekerjazn Pegawai Megeri Sipil, alamst jalan
Pates-11 Mo, 4 Lingkungan ¥1l, Kelurahan Simpang Selayang,
Kecamaran Medan Turiungan, Kota Medan;

Dialam hal ini masing-masing bertindak dalam kapasitasnya sebagai

akl waris alm. Bolat Barus dan almb, Tangkelen br. Tarigan,

selanjucnva disebut sebaga: ......... Penggugat, Pada halaman {dua)
dapal dilikar pada poin 1 gugacan Penggugac;

- Dahwa Penggugat numet wrut 1,2, 3, dan 4 adalah anak perempuan
dari pewaris dan Penggugat nomor urut 3 adalak znak laki-1aki darl
pewaris sama betkedudukan sebagai ahhi waris, hal ini jelas berdasar-
kan Hitkurn ‘Wares Barat;

- Bahwa gugatar Penggugat di slsi lain didasarkan pada Hokum Waris
Adar suku Raio, hal dapar dilihat pada bulaman 4 (empat) poin 7
{tujub) dan & {delapan}, yakni: ,........ poin 7 (tajuh) menyebutkan:
"Bahwa menurur Hukum Adat yang saat ini masib hidup dalam prakuk
dalam masyarakar suku Bagak Karo®™........ dst. poin B [delapan)
menyebutkan: “Babiws alm. Daud Barus fidak mempunyai anak atiu
keturunan dari perkawinannya dengan Tergugat |, maka sesual dengan
Hukuom Adar suku Batak Karo “Tanah dap bangunan sebagaimam
disebutkan di atas pada angka 4 gugatan mi kembali menjadi hare
pusaka;‘peninggalin alm: Bolai Barus dan almh. Tangkelen br. Tangan,
v LS
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Hak istri ..

Bahwa di dalam sistem Hukum Adat “Bawk Karm" yang menganut
sistem kekeluargaan patrilineal, honye anak baht-faki sy pang meriupekey
abli wariy dapi orang fudrya”;

-+ Bahwa berdasarkan fakua-fakita yang diuraikan di aras jelastab bahwa
dalil-dalil gugatan Penggugat betiertanyan satu-sama lain, vang
mehgakibatkan gugatan tersebut tidak jelas, juga rerbikii gugaran
tersebut mengandung sacat huku dan gugatan gogatan mengandung
€acal errar in persona dalam benituk in person, karena Penggugar nomor
uryt 1.2, dan 4 menorut Hukum Adat suko *Batak Baro” bukan me-
rupakan ahli waris alm. Botar Barus dan almbh, Tangkelen be. Tarigan,
karena Penggugat nomor urgt 1, 2, dan d adalah anak perempuan
dari aim. Belat Barus dan dlinh, Tasgkelen b Tarigan;

- Pabwa karena Perggugat namor ursr 1, 2, dan 4 bukan sebagat ahli
watis maka dengan sendivinya tdak memiliki kapasitas bertindak
sebagai Penggugat. Menun hukum acara, srang yong memiliki kapasitas
Highigdiukan gugatan dalar suaiu perbirs perdata, harye orang yang -
punyai hubungen Nukium don kepentingan dengan apg yang disenghetakon,
{lihat Purusan Mahdkamah Agung R, No, 2961 K/Pdi/1993, tertanggal
28 Mei 1398},

Chscuuer Libel:

Bahwa pada halarman 3 {posita) gugatan Pengeupat poin b disebutkan
"Sebidang tanah dengan ukiran 12,50 mx 50 m benkur bangunan
yang melekat diawasnya terletak di Jalan Parang T Kelurahan Kwala
Bekala, Kecarmatan Medan Johor, Faota Medan, ... dan ERIEFISAYA,
tangh dan bangunan tersebur dikuasy Tergugar 11,

Bahwa dengan demikizn, gugatan tersebut rerdapat saling Bertentang:
an ankara posita dan peritum;

- Bahwa dengan adanya pertentangin aniars posia dan peiitum, hal
ini mengakibatkan gugaran cacar formil, gugatan kabue artinya ddak
Jelas, dan hanes secara hokum gugatan Penggugat divyarakan tigdak
dapat diverima (Mier O varklih):

- Bihwes didalam pugatannya Penggugat inenyatakan babwa masing:
masing bertindak sebagai ahliwarit daei abm. Bolar Barus dan almbs
Tangkelen br. Tarigan jelaslah balpea guygacan Pengpugat memedoman!
Hukuom Waris Barat;

- Bahwa akan wetapi, jika dilihar pada halaman 4 poig 7 dan poin &
gugaran Penggugal jelzs pula kelthatan balvwa Pengpugar meme-
domani Hukum Adat suke “Baiak Kira",

- Bahwa di dalam Hukum Adat suke ~Bacck Karg" yang menjadi ahli
waris hanya anak laki-laki. sebab anak peeemipuin vang kawan secara

| Morie Peeaation Mo P90 fgnyan 2011
, Immanuel Jullus,ll'-ll-l|I Uﬂ 5011

“Kawin Ekzogami Jujur™ masuk menjadl anggora keluarga suaminya
dania ridak merupakan ahli waris dasi oeang ouanya:

- Bebwsy Penggugst nomor orat 1, 2, dan 4 adalzh anak perempizn
dan Penggugat nomer 3 adalah anak Jaki-laki, dengan demikian secam
Hukum fdar "Barak Kara™ Penggigat nomor ummt 1, 2, dan 4 bukan
ahli waris darf alrn. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br, Tarigan,

Bahwa dengan demikian, gugaran wetsebut terdapar saliog bertentang:
an gatu sama lain sehingss gogaran Penggogac kabur dan unook icu
patut dan berafasan secara hukum gugatan Pengguga dinyatakan ridak
dapar diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal rersebur diaras Penggugar Dalam Konvens
menuniut kepada Pengadilan Negeti Medan supaya memberikan putpsan sehagai
beriku
1, Mengabulkan gugatan Penggugar d.r. untuk seturibaya;

2, Menyarakan Pesggugat d o adaleh satu-satunya ahli waris yang sab ded Alm.
Daud Barog atau Daod Immanus] Banus;
1.« Menyarakan Penggugat d v sani-satinya ahli waris vang berhak terhadap har
peninggalan/warisan alm. Daud Barus ataw Davd Immanuel Barus berupa:
a. Sebidang tanah seluas 525 m? dikenal dengan Servifikar Hak Milik No.
1250/ Cesa Padang Bulan Selayang I oo, Dapd Baros atzu Daud Inrmanuel
Barus yang rerletak di Jalan Bunga Sedap Matam, Kelurahan Padang Bulan,
Kecamiavan Medan Selayang Kota Medan, dengan batas-batds sehagai
bertho:
- Sebelah Urara dengan tanah untuk pelebaran jalan;
- 5ebelah Selatan dengan tanah M.120;
- Sebelab Timur dengan tanah M. 1251.5U.7074/1995;
- Sebelah Barar dengan rangh M 1249.5U.707/1995;

b. Tapah seluas 105 m? {3 m x 35 m) merupakan bagian dari tanah seluas
437 m yang dikenal dengan Sercifikac Hak Milik No. 528 yang rerletak di
Kelurahan Sempakatz Kecamaran Medan Selayang Kows Medan sebejum
dijisal kepada Dirs. Sedia Ginting, sebagaimane ditkal dengan Akta Jual
Beli Mo, 8 tanggal 29 Marer 2004

¢ Sebidang wah = 1 ha, yang terbetak di Dosun | Desa Kampung Larms
Kecamaran Hamparan Prrak Kabupataen Deli Serdang, dikena! Surat
keterangah tanab yang dikelvarkan Kepala Dess Kampung lama tertanggal
03 Okrober 1989, vang diperoleh suzmi Penggugan dor. berdasarkan Akia
Hibah No. 20 yang diperbuar di hadapan MNotaris Ade Pinem, SH., yang
berawal dari perikaran dengan satp unig kedai benkut 1anah pertapakan-
aya yang tedetak di Jalan Jamin Ginting Medan yang semulz adalah hak
siami Penggugat dor, Alm. Daud Barus atau Deud Immanue! Barus;

Viarke Peraditan Mg, 290 joscari 30201 113



9

d. Sebidang tandb berokuran 17 50 m x 50 m berikur hangunan vang berdiri
di atasnya yang terletak di Jailan Barang |, Kelurahan Kwila Beks), Kecamaian
Medan Johor, Ko Medan, dengan batas-batas.

Sebelah Urara dengan tansh Mak Dasnl,
Sebelah Selatan dengan Jalan Parang [

Sebelab Timur déngan tanah Ali/MWeken Ginting;
Sebelah Barar dengan canah Kerant Ginting;

Menyarakan Tergugat 1 dir Tergugar I d.r Tergogat 11l dur. dan Tergugst IV
d.r. baik secara bergama.sama maupun sendiri-sendir telabh melakukan
perbustan melawan hukurm {orrechematige dagd];

Metighukom Tergugar I dor aaopun pihak lain vang meadapar hak dar.
padanya untuk mengembalikan kepada Penggugar dun Serrifikar Hak: dMilik
Mo, 1250/Desa Padang Bulan Selayang 3T an 2lm. Daud Barus atan Daud
Immanuel Barus;

Menvarakap demi hukum, bila Tergugan 11 dir aaupun pihak lain yang
mendapatkan hak darinya udsk iy jugs meagembalikan kepada Penggugst
dor Seetifikar Hak Milik Mo 1250/Desa Padang Bulan Selayang 1l an. alm.
Daud Banss ataw Daud Imrmanuel Barus, walaupun putusan dalam perkara
ini menurut hukum celah dapat dijalankan atas telah berkekuaian hukum
tetaps, maka Penggugan d.¢, berhak untuk mengurus kepada Kantar Badan
Prrianahan ¥ota Meden untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang barg
aras nama Penggugat d.r. terhadap sebidang tanah seluas 525 m? yang dikenal
dengan Seriifikar Hak Milik Ne. 1159/Desa Padang Bulan Selayang il @in,
alm- Daud Barus atau Daud Imreaouel Baros vang terletak di Jalan Bunga
Sedap Malam, Kelurahan Padang Bulan, Kecamaran Medan Selayang, Rotz
Medan, dengan batas-baras:

- Sebelah Utara dengan tanah pelebaran jalan;

Sebelah Selatan dengan tanah 8120

Sebelah Tifvar dengan tanzh M. 1251 85U 7073/ 1495,

Sebelah Barat dengan tanah M. 124% 511707 E/1995,
Menghukum Tergugat U1 dir. uniok menyerankan kepada Penggugal d.r
berupa vang sebesar Rp 82,500,004, - . yang memgadi hak Penggupar dor dark
sebaglan hagil penjualan rerhadap ranah selvas 105 m? (3 m % 35 m}) yang

merupakan bagian dari tansh 427 m termasuk datam Sertifikat Hak Milik
No, 528;

Menghukum Tergugat L (L U1, dan IV d.r baik secaca bersama-sama alau
seadiri-sendin dihukum untok membayar ganis kerugian moril kepada Peng-
gugat d.r. sebesar Rp 10.000.000.000.- tsepuluh millar tiypah) atau sejuinlah
yang patut menourur majelts hakim;

Menghukum Tergugae 1, W, B dan ¥ dir baok Secars bersama-sama atau

Hak istrj 1., Immanuel Jylius.FH.Ul, 2011

senditi-sendiri dihukam ontuk membayar uang paksa (dwangsem]seriap hart
sebesar Rp 10:000.800,- {sepuluh |uta rupiah) atau sejumlah yang patst
mesnvarur majelis hakim, terbitung sejak Tergugat | 10 1, dan IV d.r. dianggap
talai memenuhi keputusan hakim dalam peckasa ini yang menurut hukom
telah dapas dijalankan atau telah berkekuatan hukum wetap hingga Tergugat
L 11, L, dan IV d.c memenubi putusan hakim dimaksud:

10. Menyatekan sita jaminan [conservatoir beslag) yang telah dilewskkan dalam
perkara int adalah sah dan berhacgs;

| 1. Menghulum Tergugac |, [ [0, dan [V d.r, baik secara bersarna-sama maapun
sendiri-sendiri untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

12. Menyarakan putusan dalem perkara Ini dapat dijalankan rerlebih dabulu
walgupun ada perlawanan, banding, kasaet dan peninjauan kemball {witvoerbaar
by voorraad);

Atan: Memohon putusan yang parat dan adi] mepurut hakim dan ataupun hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Megeri Medan telah mengamibil
pisusan, yaite Putuzan Neo. 319/PdiG/ 2005/ PN Mdn ranggal 17 Juli 2006 yang
armaraya sebagal berikut:

I Dalam Konvensi:
A, Dalam Eksepsi:
- Menglak Eksepsi Tergugat 1, 11, U, dan I¥ untuk selurubnya;
B. Dalam Pokok Perkira:
- Menolzk gugatan Penggugar untuk selurubmys;
Il Dalam Rekonvensi:
1. Mengabulkan gugaten Penggugar Dalam Konyensi univk sebagian;

2, Menyatakan Petiggugat d.r. adalah satu-satunya shli waris yang sah dari
alm. Daiod Barus atag Dand Immanuel Barus;

3. Menyatakan Penggugar dor. adalah satu-satenya zhli wans yang berhizk
terhadap harra peninggalanswaris alm. Daud Barus ztai Dad Immanuel
Barus berupa:

i Sebidang tanah seluas 525 m? dikenal dengan Sertifikar Hak Milik
Mo, 1250/Desa Padang Bulan Selayang Il .0, Davd Barus atay Daud
immanue] Barus yang terletak of Talan Bunga Sedap Malam, Kelurahan
Padang Bulan, Kecamiatan Medan Selayang, Kota Medan, dengan bacas-
batas sebagai bevikut:

- Sebelah Urara dengan tanah untuk peleberan jalan;
- Sghelah Selatan dengan tanah K120,

Sebefah Timur dengan fanah M.1251,50,7073/1995;
- Sebelah Barat dengan tanabh M, 12495007071 /1995,
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b. Tansh sefuas (05 m! (3 m & 35 m) merupakan bagian dan tanah
seluas 427 m yang dikenal dengan Sertifikay Hak Milik No, 528 yang
terletak di Keturahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kot
Medan, sebelurm dijual kepada Dirs. Sedia Gining sebagaimana ditkas
dengan Ak Jual Beli Mo 8 tznggal 29 Marer 2004

¢ Sebidang tanah + | ha, yang terlerak dif Dusun [ Cresa Kampiing Lamg
Ercamiatan Hamparan Perak Kabupataen Deli Serdang, dikenal Surar
keterangan ianah vang dikeluarkan Kepalw Desa Kampung Lamg
tertanggal 03 Okrober 1989, yang dipercleh suami Penggugat oo,
berdasarkzn Akra Hibah Mo, 20 yang diperbuat di hadapan MNotaris
Ade Pinem, 5H.; yang berawal dari pertukaran dengan saru unii kedai
berigul tanah pertapakannya yang rerlerzk di [alan Jamin Ginting
bedan yang semula adalah hak suami Penggugar dor. alm: Daud Barys
arati Daud Immanuel Berus;

d. Sebidang ranah betukuran 12,50 m x 50 m berikut bargunan yang
berdici diatasnya yang terletak di Jalan Parang [, Kelurahan Kwala
Bekal, Kecamatan Medan johor, Kota bedan, dengan bacas-bavas:

- Sebefah Utara dergan tanah Mak Dasril;

- Sebeizh Selatan Jengan Jalan Patang I

- Sebelah Timur dengan ranah Al/Meken Ginting,
- Sebelzh Barat cangan tanah Kerand Ginting:

' 1. Menyatakan Tergugar [, 1, NI, dan IV d.r, baik secara bersama-sama
mavpun sendiri-sendiri telah melakukan perboatin melswan hukum
{vnrechtmatips daad);

5. Menghukum Tergugar 11 d.r. atswpun pihak lain yeng mendapar hak
darinya entuk mengembaiikan kepada Penggugar d ¢ atas Sertifikat Hak
Milik Mo, 1250/Deza Padang Bulan Selayang Il aras nama alm. Daud
Barug araw Daud lmmanuel Barus;

6. Menghukum Tergugac [0 d.r. uncuk menyerahkan kepada Pengeugat dor
Bernpa uang sebesar Rp 82 500,000 - {délapan pulub dua juta lima ratus
ribu rupiah}, yang menjadi hak Penggugat d.r. dan sehagian hasil penjualan
tanab seluas 105 m? (3 m 1 35 m) yang merupakan sebagian tanah seluas
427 m? termasuk dalam Sereifikat Hak Milik No. 528;

7. Menolak gugatan Penggugar d r/Tergugat d k. selain dan selebibnys;
I Dalarm Konvenzi din Rekonvenss;

Menghukum Tergugat . IL 111 dan 1V baik seeara bersama-sama maupun
sendiri-sendirt untuk membaywr onghos yang timbul dalam perkars ini
sebesar Bp 724.000.- {tujuh rarws dua pulybh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tinglat banding aras permohotian paca Penggigat’
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pard Pombanding putusan Pengadilan MNegeti tersebut telah dibatalkan oleh
Fengacdilan Tinggl Medan dengan putusan Mo, 229Pdu 2007 PT.Mdn tanggal 12
Dwesemtner 2007 yang amartya stbagai berikoo

Mrenerirma permobonan banding darl Advecad /Pengacasy: Kasmin Sidavruk,
SH.. dkk-, bertindak untuk dan atas nama: Mgayami Baroa, dkk./para Penggugar
dalam Eonvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebur;

Membatalkan putusan Pengadilan Megeni Medan, ranggal 17 Juli 2006, Nao.
319/Pdr G/2005/ PN Mdn vang dimobonkan banding;.

Mengadili Sendin:

Dalatn Koilveust:

Dajam Eksepsic
Menplak Ekucpst para Tergugay/Terhanding untuk seluruhayva;
ha!am_Pu_ﬁmk Perkara;

Mengabulkan pugatan para Penggugat/Pembanding untuk sebagian
Menyatakan dalam bukum tanah dan bangunan vang diperoleh alm. Daud
Barus [Daud Immanusl Barus) berdasarkan warizan pembetian dan hibah
dari alm. Bola: Barus dan amb. Tangkelen br. Tarigan yang verdir dari;

a

Sebidang tanah seluzs 525 m¥ (Ema ratus duz paluh lima meter persegi)
wepletak di Jalan Bungas Sedap Malam, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan
Medan Selayang, Koia Medan, dengan baras-baias sebagai berikot
Sebelah Uiara dengan tanah untuk pelebaran jalan;
Sebalah Selatan dengdn tanah M. 120;
Sebelah Timur dengan @nzh M_1251.80L.7073/1995;
- Sebelah Barar dengan wanah M.1249 51707 1/1995,;
Sestiai dengan S=rtifikat Hak Milik Mo, 1250/Desa Padang Bulan, Selayang
ik
Sebidang tanah dengan ukuran 12,50 m = 50 m bertkut bangunan yang

mieleba diatasnya yang retlerak di Jalan Parang [ Kelurahan Kwala Bekala,
Frcamatan Medan Johor, Kera Medan, dengzan batas-hatas scbagai berikor:

- Sebelah Utara dengan tanah Mak Dasril:

Sebelah Selaran dengan Jalan Simpang;

Sebelah Timur dengan tanah Ali/MNeken Ginting:

Sebelah Barat dengan ranah Kerani Gistlng,
Sesual dengan Suray gant Rugi Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah
rercanggal 26 Mer 968 antara alm. Bolat Barus dengan Bakimin;
Sobidang una'h = | ha [lebih kosang satu hekear), y2og tecletak di Dusun

| Dlesa Kampung Lama Kecamatan Hamparan Perzk, Kabuparen Deli
Serdang, Provinsi Sumue, deopan batas-batas sebagai berikut;
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- Sebelah Utara dengan wanah 5, Sitanggang:

- Sebelah Selatan dengan tanah Husan Mipah;

- Sebelagh Timur dengan anah K. Sibulingga:
Sebelah Barar dengan ranah K Sinulingga;

Seenai Jengan Sura Keiemngan Tanah dibawah tangen, bermateral cukup
tertanggzl 03 Oktober 1989 yang diperbuar Kepzli Desa Kampung Lama,
tercarat atas nama Tangkelen br. Tarigan;

- Menyatakan dalam hukum yang berhak atas tanzh dan bangunan sebagamana
dimaksud dalam huruf a. b, < tersebut di atas, adalah para Penggugar/
Pembanding serta Tergugat 111, iV/Terbanding 111, IV, sebagai ahll waris yang
masih hidup dari alm. Bolar Barus dan aimh. Tangkelen b, Tarigan;

- Menyatakan tindakan Tergugat [/Terbanding | yang tidak -bersedia menyerah-
kan sermia surat tanah dan bangunan tersebur dalam hueaf a, b, o tersabise di
atae, adalah perbuaran melawvan hukum (evrechomatige daad};

= Menghulann Tergugat FTerbancing [ untuk menyerahkan segala surat tarah

dan bangunan yang tersebut dalam huruf &, b, c di atas dalam keadaan baik
dan sempuma tanpa suaty beban apa nun juga, kepada Para Pengpugar’
FPembanding sebagal ahli waris dari alm. Bolac Barus dan almhb Tangkelen br
Tarigan, yang tntuk kemodian dipergunakan sebapal daga membagi warisan
tersebut kepada parm whii waris;
Menghukum Tergugzat [/Terbanding I untuk menyerahkan sehldang ranah
dengan ukuran 12,50 m % 50 m dengan Yatas-batas seperi terscbut dalam
huruf b dan bangunan diatasiya, cerletak di Jalan Parang I, Kelurahan Kwalz
Bekals, Kecamatan Medan Johor, Keta Medan, dalam keadaan baik dan kosong,
kepadsz Para Pengpugar/Pembanding sebagai ahli warls yang masih hidup dan
alm. Bolat Barus dan atmhb. Tangkelen b Tarigan, oneok kemudian dibag
keprda semua ahli waris;

»  Menyaakan uang hasil penjualan tanah seluas 217 m? dari baghan tanah seluds
427 m? dalam Serrifikar Hak Milik Na. 528, yaitu uang sejumibzh Rp 34.720.000;-
(riga puludy empat juea tujuh ratis dud puluh ribu ropiah) adalah hak pana
Fenggugat/Pembanding bersama-sama dengan Terguget 11, 1V Terbanding
1L, IV yang harus dibagi oleh semua ahli waris;

- Menghukum Tergugat 13, 11 IV Terbanding 11, I, IV uniuk mematehi is3
putusan dalam perkara ini;

- Menolak pugaran selain dan selebihnya:
Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugstan Pengguget Belam RekonvensiTergugat [ Dalam Konvensl!
Terbanding | untuk selurshnys;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:
- Menghokum Tergugat [ Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi,

Yergugat 11 U1, 1V Dalam Konvensi/para Terband ing membayar biaya porkars
dalam kedus tingkat peradilan, yang dalam ringkat banding ditetapkan sebesar
iLp 110,000~ (sevarus sepulub ribu repish);

Menlmbang, bahwa sesudah putusan cerakhir int diberitabukan kepada
Tergugar L/Terbanding | pada tanggal 07 Agustus 2008 kemudian terhadepnyz
oleh Terguga: L'Terbanding [ dengan perantaraan kussanyz, berdasarkan Surat
¥uasa Khusus tanggel 08 Agustus 2008 diajukan permahonan kasas| secara lisan
pada tanggal || Agustus 2008 sebagaimana ternyara dari Akta Permohonan Kasasi
Mo, 71/Pde/Kasasis 2008/ PN Mdn yang dibuat oteh Panirera Pengadilan Megeti
Medan, permohonan tersebut diseriai dengan memorl kesast yang memuat alasan-
alasan yang diterirna di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada han ity Juga;

Bahwa setelah iw oleh para Penggugar/para Permbanding yang pada tanggal
L1 September 2008 relzh diberi tihiu tentapg memori kasasi dari Tergugae 1/
farbanding diajukan jawaban memori kazasi yang ditgrima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 September 2008,

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a gue beserta alasan-alasannya telah
diteritahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam enggang
wakin dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena
ity permohonan kasasi terssbut formal dapae diredima;

Memmbang. bahwa glasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon  Kasasl/
Tergugar | dalam memori kasasinya tersebut pada pokeknya fatah-
Ad. 1. Bahwa, adapun Pemohon Kasasu/Terpogar | adalah istn yang s2h dalam
perkawinannya dengan abm. Daud Barus atau Dayd Imrmanuel Barus, oleh kargna
it Pemohon Kasasi/Tergugat | sebagai janda 2lm. Daud Barys atay Daud Immanue|
Barus {suami), tidek haoyva berhak rerhadap harta pencaharian bersama dalam
perkawinan, akan terapi terhadap barta asal yang diperoleh Daud Barus atau Deud
Immanuel Baris: {zim.} karena warizan dari orang tuanya, menurus Hukum Adar
dan ataw sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, menjadi hak bersama dan
bukan kembali kepada boedel, walaupun si suami meninggal lebih dulu dari isor

Bahwa, terhadap pendapat dan atau pertimbangan hakim/pengadilzn tnggi (fudes
facti) tersebut; yang mengatakan karena Pemohon Kasasl sebagai janda ditinggal
suam karcria matk dan tidak mempunyai anak, harta warpsan aray hibah yang
direrima alm, suaminya janth ke boedel orang tuanya karena tidak ada anak. perrim-
bangan dan putusan man tidak mempunyai dasar hukum, serta tidak mencermit-
kan keadilan, dan dengan demikian putusan tersebut telah menyudutkan keduduk-
an wanila atau janda yang seclah-ulah menjadikan scorang janda hanyr sebagai
pelengkap laki-laki dalam kehidupannya, sebeh kalau harea yang dalam perkawinan
vty perkasa a quo, di mana harta retsebor dipercleh alm. Daud Barus atau Daud
lenereatiuel Barus berasal dari penbertian orang tuanya, kemudian dinyarakan janda
Ic. Pemohon Kasasi/Tergugat | asal tidak berhak, purusan tersebur adalih putusan
yangtidak manusizwi dan ridak mencerminkan keadilan, sebabuntuk mengharmati
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kedudukan secrang wanita/istri dari tindakan sewenang-wenang dar scorang
guami, di mana pads saat ini telah labir undang-undang yang melindungl 1stri
dari pelecehan suami dalam rumah tingga. fakea tersebut membukiikan, maka
apa yeng telah diambil dalam perkara yang dimohonkan kasssi in telah
membakiikan bahwa juder fasti hendak mendudukan Permehen Kasagi sebagai
kaum haws ke tempat vang tidak mempunys hak terhadap apa yang tefah i peroleh
di dalam rumah tangga dengan alm. Suaminya, Caud Barus tersebur, kiranya

Mahkamah Agung tidaklah sependapat dengan p-erfimhangm dan putusan judes:

fueri/pengadilan vinggi tersebul,

Bahwa, adapun tujuan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tantang
Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan tersebur menginginkan perkawinan
merupzkan ikatan lahir dan batin antara plhak yang melangsungkan perkawinan-
nya. dengan demikian apa yang telzh diterima dari salah saw pihak orang ruanys,
maka yang diterima ity (hatta) menjadi harta persekutuan suami isti {Pasal 35
UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 36 Ayar {2) UU No, | Tahun 1974, harta bawaan
suami arau iserl menjadi hak bersama). oleh karenitu pertimbangan dan putasan
Juedex facti yang dimohoukan kasasi ini'tidak dapat dipertahiankan lagi dan haruslah
dibaralkan i tingkar kdsasi;

Ad.2. Bahwa, tentang pertimbangan jidex faci, mengenai objek perkar atau
barang peckara o qur, dinyarakan kembali kepada boedel semula atad dijadikan
termasuk sebagai hurta peninggalan mertua Femohon Kasas i/ Tergugat | danfatau
orang tia alm. Daud Bares atau Daud Immanuel Barus, pertiobangan tersebut
addalah keliy, sebalkalaupin alm, Daud Barus atau Daud lmmanue! Barbs (suami
Pemohon Kasasi}) memperolehnya dari pembagian dari beede! orang tuanya, di
mans baik Penggugat, dkk./Termohon 2 Kusasi mavpun Tergugat I 0 dan TV
asalTurut Termohon Kasasi juga telah mendapatkan bagia, jadi dengan dilakukan
pembagian senelahnya kedua orang tua alm. Deud Baros atay Daud Immanuel
PBarus meninggal maupun dihibahkannya semasa hiduphya oleh orang tuanya,
dibaws masuk ke dalam rumah tanggs perkawinan alm, Davd Barus atan Taud
Immanuel Barus dengan Petnohon Kasasi sebagai 1str] yang sah, maks menorut
hukim, apa yang telah diterima Pemahon Kazasi dengan alm suaminya, Dand
Barus, dengan sendirtnya mutlak hak Pemohon Kasasi bersgma alim. suaminya
tersebur;

Ad.3. Bahwa, menueut Hulwm Adat Barak Karo masalalu hingea sekarang, bahwa
khusus untuk harta pusaks ringgifharta turun temurun), anak peremplin tidak
mendapatkan bagian, dan yang mendapatkan harta pusaka adalah anak fake-laki
saja, dan kerurunannyz juga anak laki-laki, dan terhadap seorang janda dak men-
dapat keturunan dan atau tidak mendapat anak laki-lakl, maka harta pusaka ringgs,
mitlak ridak boleh menjadi milik 51 janda, akan cexapi hak menikmarn selama
hayatnya dibenarkan ztau diperbolehkan, agar harta pusaka tinggi ity tidrk jatul
kepadz “marga yang lain”, dengan art) kata, bahwa harta marga suami (fan suami)
tidak jatuh kepada marga keluarga janda (istri);
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Ad.4. Bahwadalam hal *Harta Pedcaharian™ (gone ginkd, tidak berlaku kerentyan
seperti Harta Pusaka Tinggi, bahwa baik anak perermpuan matpun anak laki-laki
mempunyai hak sama, Potusan Mehkamah Agung 8123 Okiober 1981 Ne. 179K/
Sip/1961 Hukum Adac di daerah Kabanjahe, Yedudukannya anak perempuat
terhiadap warisan orang tuanya;

fahiwa, dari kenyataan tersebut di alas, adapun haria yang diterima Pemnchon
Kasasi/Tergugat | dengan alni Staminys, Daud Barus talah merupakan “harea
pencaharian {(eta bekas ncart = Kaco) dalam perkawinan, sebab yang diterima
aleh alm. Daud Barus/suami Pemohon Kesasi dari harta alm. Bolat Barus detigap
istrinya Tangkelen br. Tarlgan™ yang keberadaannya adalah di luar tuang linghup
darf keberaduan "Harta Pusaka Tinggl™ teparnya berada di tanah Kabupaten Karo,
oleh karena i, aps yang telah diterima Pemohon Kasasi/Tergupat T dengan aln.
Diaud Barus, menarut hukum mutlak hak Pemohon Kasasi dan tidak mempunyai
dasar dinyacakan kemball ke dalam "boedel®;

Ad.S. Bahwa, teniang kesalahan dan ataupun kekeliruan pudey fartr/Pengadilan

Tinpei Medan menilai tencang barta warisan yang diterima Dand Baries atau alm,

stiami Pemohion Kasasi/Tergugat | dari bosde! orang oanya alm. Balar Barus dengan

istrinya almh. Tangkelen br Tarigan, baik dengan cata pemberian hak melalu
hibiah, Fakes tersebut merupakan sawl buktl, bahwa sejak i boedel alm Bolax

Barus telah dibagi antara ahfi warisnys, dalam hal ini adalah Penggugat Zdan

para Tergugat, kedudukan “harta peninggalan bukan lagi merupakan boeds! dan

yang dibagl it adalah “Harta Pencaharian®, dan bukan termasuk harra pusaka
tinggl, sebab keberaddannys di luar daerah Kabupaten Kare atay tepataya betada

di Wilayah Hukum Peogadilan Negeei Kabanjahe:

Baiwwa, dalam hal ini perkenankantah Pemohon Kasasi untuk mengemukakan

agar berkenan kiranya Mahkamah Agung Rl dalam memerikss dan mengadili

peckars aquo, di mana bahwa pengadilan onggi talah fidek repar mendudukkan
abijek perkara, yang sehanssnya tecmasuk "Harta Pepcaharian™ {eria bekas nran =

Waro), akan rerapt didudukanmya objek perkara sebagai “Haria Pusaka Tinggi®,

aleh dan karena itu, agar putusan yang dimohonkan kasasi ini dibavalkan dalam

tingkar kasasi, sebab dalam penelitian Hukum Adat rentang warisan di wilayah

Hukum Pengadilan Tinggi Medan oleh Mahkamah Agung pada tabun 1973

herdasarkan keputusan No. 3894/UM/1975/FT.Mdr khusus mengenal Hukum

Adat Warisan Karo bahwa adapun harta dibagi dua kedudukannya, yaitu:

1. Haria Pusaka artinya adalah hared daci nenek moyang secars turun [Emurun
yaitu rumah, 1anah dan sawah, harta ersebaut jaruh kepada anak laki-lakidan
keturunannys, harta rersebut bissanya di ranah lelubur-atay anah asal di
kampung dar marga:

Terhadag harta pusaka apabila si suami medinggal, tidsk mempunyil Ketarup-
arvanak laki-laki, harta tersebut sampai bayat <i janda dapat menikmatinya
dan sampal 42 meninggal kecuali si janda kawin lagi dengan laki-laki ldin;
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2. Harta pencaharian bersama (erea bekas suarz) artinya haota pencarian bersama
1ermasuk kekayaan yang diperoleh suami istri selama perkawinanoya, dalam
hal ini dapat digoloogkan haria yang diperoleh alm. suami Pemobon Kadas)
(Caud Barus), karena harta tersebut bukan bersumber dari Harta Pusaka
dari alm. Belat Barus dengan istrinya almb. Tangkelen br. Tarigan, sebab darj
fakta vang terungkap mavpun dari dalil gugatan Penggugar. objek perkarz a
qua berada di luar wilayah bukum Pengadilan Neger Kabanjzhe sebagal tempan
asal alm. Bolar Barus, dan kenyataannya hara perkara aqua berada di wilayale
hukum Pengadilan Megeri Medan, dengan kata fain tergolong ke dalam Harta
Pencaharian Bersama;

Dengan demikian, sejak meninggalrya suami Pemohon Kasasi alm. [aud
Barus, maku pewaris tati-satunya dari harea bersama dalam perkawinan adalab
Pemohon Kasasi/Tergugat |, dan bukas menjadi boedel daripada alm. Bolar
Barus yang notabene alm, bapak mertua Pemohon Kasasi;

Ad.6. Bahwa, berdasarkan fakia yang telah dipercieh di persidangan, 2dapun objek
perkara a quo merupakan harta persekutuan/pencaharian atau gono gini Pemohan
Kasagh dengan svaminya yai alm. Daud Barus sebagaimana dimaksud 41 dalam
Undang-Undang Mo. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Paszl 35 jo. Fasa! 34 Ayal
{27 Undang-Undang No. | Tahun 1974, karena ondang-undang rersebun jelas
untuk melindungi ksum wanita, dengan telah meninggaloya suami Pemohon
Kasagi/Draud Barus, maka ¥ bagian muelak menjadi hak Pemohon Kasas) sebagai
iseri yang sah, dan karens Pernghon Kasasi tidak mendapatkan keturunan dari
perkawinan rersebut, maka untuk yang sctengab bagian l2gi wajar Jan adil serea
patut mengadi hak $audara-sandata dari pada alm. Daud Barus tersebat, dengan
kata lain 100% kembali kepada bordel crang tuanyz alm. Bolar Barus;

Ad.7. Berdasarkan hal tersebut di atas. bahwa putusan pengadilan tingkat tinggi
tidak dapan dipeaiahankan lagi dan harus dibatalkan di Tingkat Kasasi;

Dengan urdian-wraian tersebur oi atas, berkenaniah kiranya Mankamah
Agurg B untuk menerima permohonan dan keberatan Pemoion Kasaci ini, agar
membatalkan putusan Judex Facti Penpadilan Tingel Medan dalamn perkara yang
dimahonkan kasasi ini, dan sebaliknya Pemohon Kasasi, agar menguatkan putugan
Pengsdilan Negen Medan tanggal 17 Juli 2006 Mo, 319/Pdt, GA2005/FN Mdn
wersebill;

Menimbang, bahwa terhadap atasap-atasan tecsebur Mahkamah Agurg
herpendapai:
Bahwa judex fzeri {pengadilan tinger} salab menerapkan hukum, karena
pengadilan tinggi tidak mompertimbangkan hzk janda yang tidak mempunyai
anak;

Bahwa dan Rekia di persidangan 1erunghkap fakya:

hahwa Lernyala harta sengketa adalah berasal dar orang tus Pengrugae dan
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alm. suanti Tergugat, yang berarti barta asal milik suami Tergugat;

Bahwa berdasarkan keceranpan ahli Matem Ukur Ginting, behwa seorang istri
yang lidak mempunya: anak berhak uniuk menikmaci hantz asal pentnggalan
summinys sampai iz meninggal atau kawin lagi;

- Bahwa benar Tergugat masih hidup dan belum kawin lagi serts tidak punya
anak, maks berartt barta tersebut masih dapat dinikmati oleh Tergugan
Bahwa denpan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggupar kepada Tergugar,
Mahkamah Agung berpendapat belum wakrunya digugat {prematur), sehinggu
baik pugatan konvensi maupun tekonvensi hatus dinyatakan tidak dapa
diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat
Mahkamah Agung terdapat culoup alasan uatuk mengabulkan permahonan haxas]
dari Pemohon Kasasi: Dra. Srimodeling br. Sembiring dan membaiakan putusan
Pengadilan Tinggi Sumatra Utara di Medan No. 229/Pdu/2007/FLMdn. tanggal
12 Desember 2007 yang membatalkan Putusan Pengaditan Negeri No. 318/PduG/
2005/PN Mdn tanggal 17 Juli 2006 sertz Mahkamzh Agung mengadili sendizi
perkara ini dengan amar purusan sebagaimana yang skan dissbutkan di bawah ini;

Menimbzng, bahwa oleh karenz para Termohon Kasasi berada di pihak yang
kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semus [inghac
peradilan;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Ne. 4 Tahun 2004 dan
Undang-Undang Mo 14 Tabun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Uindang
Mo. 3 Tahun 200% serta peraturan perandang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILL

Mengabulkan permohonan kasasi dasi Pemohon Kasasi: Dra. Srimodelina
br. Sembiring rersebur;

Membataikan purusan Pengadilan Tinggi Sumatra Utara di Medan No., 223/
Pdt/Z007/PT.Mdn . tanggal 12 Desember 2007 y2ng membatalkan Putusan
Pengadilan Wegeri Mo 319/Pdi. G/ 2005/PMN Mdn tanggal 17 Juli 2008;

MENGADIL] SENDIRL:

Dalam Konvensi;
Palam Eksepsi;

menclak Eksepsi Terguga |, 1L 171, dan IV,
Lralam Pokok Perkarn:

Menyatakan gugatan Penggugan tidak dapa diterima;
Dalam Rekonvepsi;

Menyatakan gugatan Penggugas tidak dapar diterima;
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Menghukum para Termohon Kasasi/para Periggugat ontuk membayar bizya
perkara dalam tinghat kasasi ini sebesar Rp 500,00, - (linsa ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dslani rapat permusyawaratan Mahkamah Agung
pada hari kamis, tanggal 23 Juli 2009, oleh Dr Harlfin A Tumpa, SH., MH, Hakim
Agung yang ditetapkan cleh Keoua Mahkamah Agung sebagai Kerua Majelis, [
Made Tara, SH. dan Proi. Dr. H. Muchsin, SH Hakim-hakim Agung sebagai
Anggota, dan dincapkan dalam sidang terbuks uniuk umum pada hart ik juga,
oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota rersebi dan dibantu gleh
Bandung Suhermoyo, SH., M. Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
para pihak
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TUNTUTAN PENGGUGAT DITERIMA
DENGAN PUTUSAN TIDAK HADIR
KECUAL! BILA TUNTUTAN TERSEBUT
MELAWAN HAK ATAU TIDAK BERALASAN

Kasus
& DAMA, Sp A (ltalia) sebagai Penggugat adalah pemilik din permakal pertama
merek PAUL & SHARK YACHTING dan Lukisan Than Hiu yang digunakan
untok jenlsfenis barang yang tenmasuk dalam kelas 25,
*  Penggugat relah mendafiarkan di Indonesia tertanggal 15 Agustus 1356 dan
teotanggal 25 November 1596;
#  Selain telah cerdafiar di negars wsal (Jralia) juga terdafrar di berbagai negara
di dunia terdafiar pula pada Organisasi Huk Milik Tnteleltual Afrika (AIPO)
« dan Organisasi Hak Milik Intelektual Dunia (O8P1);
Dikerahui oleh Pengguget merek PAUL & SHARK cerdlaftar tertanggal 5 fares
* 1997 aras nama Tergu gae (Sutejo) untuk metindungi jenis barang yang eermasuk
dalam kelas 25;
# Penggugat szngat berkekustian, pendaftaran merek milik Tergugat tersebur
berientangan denpan ketentuan Pasal & Aya (1} harufadan b rentang Merek,

Tuntutan Pengguegat:

*  Menyaakan bahwa DAMA, 5.p A adalah pemilik dan pemakai pertama merek
FALIL & SHARK YACHTING dan Lukisan [kan Hiw

®  Menyaiakan mersk PAUL & SHARK dan Lukizan lkan Hio milik DAMA,
Sp.f, sehagat merek tetkenzl,

*  Menyatakan merck PAUL & SHARK atas nama Sufejo mempunydl persamaan
pada pokoknya dengan merek PAUL & SHARK YACHTING dan Lukisan Ikan
Hiu milik DAMA, SpA;

®  Menyatakan baral menurur bukum, pendaftaran merek PAUL & S5HARK atas
nama Sutejo dengan segala akibat hukumnya;

Putusan Pengudilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomaor
14/ Merek/2005/PN Niaga Jkt.Pst Tanggal 20 Juni 2005:

= Meayaakan Tergugat telah dipanggil dengan pator, ddak hadic

= Menodak gugaian Penggugat untuk seluruhnya dengan versiek;

Putusan Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi No. 035 K/N/HaK1l/ 2005
Tanggal |3 September 2005

- Mengabulkan permohonan kasis dari Pemohon Ezsasi: DAMA, 5 p.A wersebwt;
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